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Abstrak 
Tata kelola ekosistem gambut masih menuai banyak persoalan, sebab menyangkut banyak 
kepentingan khususnya kepentingan masyarakat yang tinggal di atasnya. Tulisan ini menelaah 
tata kelola ekosistem gambut dari sudut pandang aktor non Negara, berkenaan dengan peran 
dan strateginya dalam arena lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kohesifitias aktor non 
Negara dalam tata kelola ekosistem gambut berkelanjutan berdampak pada menguatnya 
tekanan pada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pengelolaan gambut secara simultan. 
Aktor-aktor tersebut dapat diidentifikasi seperti Jikalahari, WALHI, Cifor, WWF, Green Peace 
dan lain-lain. Kajian ini mengungkap bahwa hadirnya para aktor non Negara itu mampu 
memobilisasi keluhan kolektif publik dan struktur politik sehingga meningkatkan tekanan 
kepada pemerintah. Aktor non Negara juga mampu berperan sebagai gerakan sosial yang 
mendorong kesetaraan relasi kuasa, dengan mempengaruhi kebijakan, penegakan hukum, 
perilaku pasar dan sektor swasta, serta mempromosikan pengelolaan lahan gambut di tingkat 
lokal dalam rangka penguatan tata kelola sumberdaya alam di Indonesia. 

Kata kunci:  aktor non negara, tata kelola lingkungan, gambut, kohesifitas dan tekanan politik 

 
PENDAHULUAN  

 Perdebatan mengenai tata kelola gambut akan terus menghiasi ruang-ruang 
diskusi masa kini maupun masa yang akan datang. Ekosistem gambut yang dikenal 
sebagai ekosistem lahan basah tidak dapat disamakan pengelolaannya dengan 
ekosistem lahan mineral. Karakteristik gambut berbeda secara spesifik dengan lahan 
mineral mulai dari tumbuhan yang ada di atasnya, cara pemanfaatannya hingga dam-
pak yang ditimbulkan jika mengalami kerusakan. Lahan Gambut mengandung akumu-
lasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama berupa sisa-sisa tanaman dan 
jaringan tanaman yang melapuk. Lahan gambut menyimpan karbon sebesar 30% 
karbon dunia dan memiliki daya tanah air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai 
penyangga hidrologi areal disekelilingnya. Lahan gambut tidak hanya memiliki fungsi 
lingkungan dan produksi saja, namun juga terdapat fungsi dan manfaat sosial dan 
ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan sudah tidak 
dapat ditawar-tawar lagi, Indonesia bahkan meratifikasi konvensi iklim PBB sebagai 
wujud keberpihakan Negara dalam mengembalikan ekosistem gambut seperti sedia 
kala.  

Kerusakan lahan gambut akibat ekspolitasi berlebihan pada dua dekade terakhir 
memantik perhatian masyarakat global. Bagaimana tidak, kebakaran hutan dan lahan 
gambut bahkan mengancam keselamatan populasi manusia karena pelepasan biosfer 
dan meningkatnya karbondioksida yang sangat berbahaya bagi masa depan generasi.  
Bicara soal kebakaran hutan dan gambut, maka Riau adalah laboratorium yang paling 
pas untuk melihat bagaimana regulasi dan implementasi di lapangan berakibat fatal 
selama berdekade. Tanpa menyebut kejadian terparah tahun 1997 lalu, kepulan asap 
kebakaran hutan gambut parah yang terjadi pada 2015 misalnya, telah menutupi 
hampir 80% wilayah pulau Sumatera. Dan nilai kerugiannya diperkirakan mencapai 
221 triliun rupiah se-Indonesia, dan hampir 20 triliun rupiah dari kebakaran hutan di 
Riau saja. Berdasarkan data dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
(BBSDPL), luas lahan gambut Riau pada 2019 yakni 3.564.948,39 hektar atau sekitar 
40% dari luas Provinsi Riau 8.702.400. Sehingga gambut secara fungsi sosial, kultur 
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dan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sementara dari sisi fungsi ekologi 
dan iklim, gambut dengan kekayaan hayati di dalamnya serta kandungan karbon emisi 
yang diserap bisa berperan menghambat laju pemanasan global penyebab perubahan 
iklim (https://pantaugambut.id). 

 

Gambar 1. Foto Kebakaran Lahan Gambut 
Sumber: https://www.ranahriau.com/berita-1513-perbaiki-933000-hektare-kerusakan-gambut-riau.html  

 
Pada Januari 2016, Presiden Jokowi mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG), 

yang diberi mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut sebelum tahun 
2020. Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-provinsi yang 
rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, peningkatan muka air lahan gambut, 
penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan pengembangan 
tanaman alternatif untuk lahan gambut. Kompleksitas restorasi gambut menekankan 
pentingnya peran serta aktor non-pemerintah dalam mendukung upaya pemerintah. 
Beberapa lembaga sosial masyarakat (LSM), universitas, dan perwakilan pihak swasta 
telah melakukan kegiatan restorasi gambut, termasuk di provinsi-provinsi prioritas 
BRG. Kegiatan-kegiatan seperti ini ini melengkapi upaya Tim Restorasi Gambut Daerah 
(TRG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek-proyek restorasi gambut 
pemerintah di daerah (https://wri-indonesia.org).  

 
METODE  

Tata kelola ekosistem gambut tidak dapat diukur hanya dengan mengkuantifikasi 
upaya-upaya pemerintah, anggaran yang telah digelontorkan hingga kelembagaan yang 
ditugaskan. Namun, melihat tata kelola dari sudut pandang tindakan para aktor non 
Negara menjadi lebih menarik karena mampu mendorong perubahan sikap Negara 
terhadap ekosistem gambut. Maka untuk melihat peran aktor non Negara itu, kajian ini 
dilakukan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan 
ketersediaan data secara empiric yang diperoleh dari studi dokumentasi dan telaah 
data sekunder lainnya. Guna menganalisis data tersebut, digunakan teknik interpret-
tative yang memungkinkan memberi makna secara mendalam terhadap tindakan-
tindakan para aktor berkepentingan dalam tata kelola ekosistem gambut. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tata kelola ekosistem gambut memerlukan campur tangan banyak pihak, 
tujuannya ialah agar timbul kesepahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola 

https://pantaugambut.id/
https://www.ranahriau.com/berita-1513-perbaiki-933000-hektare-kerusakan-gambut-riau.html
https://wri-indonesia.org/
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ekosistem gambut untuk generasi yang akan datang. Ekosistem gambut mestinya tidak 
hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi melainkan sebagai budaya masyarakat 
yang tinggal di atasnya. Masyarakat dalam kawasan gambut telah beradaptasi sejak 
lama dan tidak ada tanda-tanda kerusakan signifikan akibat aktifitas mereka di atasnya. 
Kerusakan ekosistem gambut justru terjadi ketika Negara hadir dengan dalih 
pembangunan dan kesejahteraan dengan memberikan kuasa pengusahaan kepada 
korporasi dan aktor-aktor ekonomi tertentu yang memiliki akses regulatori kepada 
Negara. Oleh sebab itu, kampanye mengembalikan fungsi ekosistem gambut menjadi 
titik balik kepedulian Negara pada ekosistem gambut. Pembahasan berikut ini dimulai 
dengan melihat posisi negera dalam tata kelola ekosistem gambut dan selanjutnya 
membahas mengenai kohesifitas aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut 
di Riau. 

 
Posisi Negara Dalam Tata Kelola Ekosistem Gambut 

Kasus kerusakan lahan gambut telah menyadarkan berbagai pihak utamanya 
negara. Negara memandang bahwa pengelolaan ekosistem gambut perlu diatur untuk 
menjamin keberlanjutannya dimasa yang akan datang. Kasus kerusakan lahan gambut 
akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh korporasi maupun perseorangan 
berdampak luas dan memantik perhatian dunia internasional. Pemerintah Indonesia 
menempatkan persoalan ini sebagai prioritas sehingga penanganan kerusakan lahan 
gambut dapat sesegera mungkin dilakukan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian 
dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, merupakan jawaban atas keseriusan pemerintah 
dalam menata ekosistem gambut di Indonesia. Terbitnya peraturan pemerintah itu 
menandakan dimulainya babak baru dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem 
gambut.  

Gambar. 2 Luas Gambut Indonesia dan Sebaran Gambut Berdasarkan Provinsi 
Sumber: katadata, 2017 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa penerbitan izin pemanfataan lahan gambut untuk 

kepentingan industri kertas dan perkebunan kelapa sawit di masa silam disinyalir 
menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem gambut ditambah dengan aktifitas-
aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di atas lahan gambut seperti penebangan 
kayu secara liar, pembukaan lahan dengan cara bakar dan alih fungsi lahan yang 
berdampak besar terhadap perubahan ekosistem gambut. Berdasarkan data Global 
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Wetlands, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas 
mencapai 22,5 juta hektare (ha). Sedangkan urutan pertama ditempati Brazil dengan 
luas lahan gambut sebesar 31,1 juta ha. Adapun di Indonesia, provinsi pemilik lahan 
gambut terbesar adalah Papua dengan luas 6,3 juta ha. Disusul kemudian Kalimantan 
Tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan Sumatera 
Selatan (1,7 juta ha). Selain itu ada Papua Barat (1,3 juta ha), Kalimantan Timur (0,9 
juta ha) serta Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan yang masing-
masing memiliki 0,6 juta ha. Berikut infografis luasan gambut Indonesia dan 
sebarannya berdasarkan provinsi (Handoko et al., 2020).  

Hadirnya negara dalam pengelolaan lingkungan hidup mesti dipahami sebagai 
keharusan negara yang tercermin pada kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka 
panjang. Kebakaran hutan dan lahan merupakan contoh nyata ketidakmampuan negara 
dalam mengelola dirinya sendiri. Pemberian izin pemanfaatan hutan dan lahan pada 
korporasi seringkali tidak disertai dengan kontrol negara terhadap pemanfaatan 
kawasan hutan dan lahan secara ketat. Contoh nyata lemahnya kontrol negara terhadap 
korporasi ialah pada kasus pembukaan lahan konsesi korporasi pada ekosistem 
gambut. Kerusakan ekosistem gambut akibat aksi korporasi dalam pembukaan lahan 
serta pemanfaatan yang tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut telah 
berdampak pada berubahnya ekosistem gambut secara drastis.  

Pemerintah Indonesia telah merancang Strategi Nasional Pengelolaan Lahan 
Gambut Berkelanjutan di Indonesia berdasarkan SK Deputi III MenLH Bidang 
Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 
No. 347 Tahun 2006. Strategi nasional ini disusun pada tahun 2012 dengan tujuan 
untuk menyediakan payung bagi penyusunan rencana aksi di tingkat regional atau 
daerah yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kekhasan dan prioritas 
Daerah untuk mensejahterakan masyarakat, sepanjang tetap memperhatikan 
keseimbangan antara fungsi ekologis dan nilai ekonominya. Namun aksi dalam wujud 
regulasi baru diterbitkan pada tahun 2014 sesuai dengan PP No. 71 Jo PP No. 57 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

Lahan gambut sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan 
peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan 
hidup. Yurisprudensi internasional telah menetapkan bahwa ekosistem gambut 
berfungsi penting bagi kehidupan dunia, sehingga harus dibina dan dilindungi dari 
berbagai tindakan yang berakibat hilangnya keseimbangan ekosistem. Kerugian yang 
harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebakaran hutan (termasuk kebakaran hutan 
pada lahan gambut) tahun 1997 saja diperkirakan mencapai Rp. 5,96 trilyun atau 
sekitar 70,1 % dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga 
terkena dampak kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 mengalami kerugian 
US$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami 
kerugian sekitar US$ 60 juta di sektor pariwisata. Sementara kurun waktu 2014 dan 
2015 terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia termasuk 
wilayah Riau. Kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan dampak yang luar 
biasa dan kabut asap yang ditimbulkan bahkan mengganggu penerbangan 
internasional serta mengganggu jalur pelayaran dunia di Selat Malaka, sehingga 
pemerintah menetapkan status darurat bencana kabut asap nasional pada tahun 2015. 
Kerugian bagi Indonesia akibat kebakaran tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 221 
triliun (16,1 miliar dolar AS). Untuk wilayah Riau saja misalnya berdasarkan pantauan 
satelit NOAA 18 diketahui bahwa daerah di Riau yang rutin mengalami kebakaran 
hutan dan lahan yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, 
Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut gambar sebaran titik api dan arah 
angin kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2015. 
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Gambar 3. Peta Sebaran Lahan Gambut Pulau Sumatera 
Sumber: KLHK, 2017 

 
Sementara menyoal kerusakan gambut akibat pemanfaatan yang tidak ramah 

seolah sulit untuk dihentikan. Persoalan penerbitan izin usaha disektor perkebunan 
kelapa sawit dan hutan tanaman industri telah mereduksi fungsi gambut. Provinsi Riau 
dan sebaran gambutnya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan invasi ekonomi dan 
ekspansi industri yang menyebabkan terjadinya degradasi kualitas gambut. 
Berdasarkan olahan data spasial yang dilakukan WALHI Riau, diketahui bahwa hingga 
tahun 2012, 1,5 juta hektar lahan gambut telah beralih fungsi maupun telah dibebani 
izin baik peruntukannya sebagai HGU sektor Perkebunan Kelapa Sawit maupun Hutan 
Tanaman Industri (Walhi Riau, 2019). Sedangkan terkait ruang-ruang ekologis bagi 
rakyat tidak sebanding jumlah dan luasannya dengan yang diberikan negara kepada 
korporasi melalui perizinan dan investasi. Berdasarkan data 1,42 juta hektar Peta 
Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, implementasinya masih berada 
diangka 6% (kurang dari 100.000 ha) yang memperoleh izin dengan skema Perhutanan 
Sosial untuk masyarakat. 

Pemanfaatan lahan gambut secara luas telah menimbulkan polemik di 
lingkungan sekitar masyarakat lokal (Moore et al., 2013; Page et al., 2009). Prudensius 
Maring, dkk (2011) mencatat setidaknya Empat Provinsi di Sumatera (Sumatera 
Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat) menunjukkan persoalan yang sama, sama 
dalam pengertian sepanjang bentangan Pulau Sumatera konflik agraria menimpa 
kelompok yang sama, tumpang tindih lahan yang sejenis, korban yang luas, dan 
peminggiran oleh pelaku usaha dan negara secara masif. Catatan empat provinsi itu 
menunjukkan akar masalah yang hampir sama, yakni:  

1. Tumpang-tindih kebijakan pemerintah tentang pengelolaan SDA;  
2. Ekspansi penguasaan lahan untuk kepentingan HTI/HPH dan perkebunan;  
3. Kegagalan pengaturan tataruang secara adil;  
4. Ekspansi penguasaan lahan berbasis adat oleh pemerintah dan perusahaan;  
5. Ketidakadilan tatakelola sumberdaya alam oleh pemerintah dan perusahaan;  
6. Kegagalan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. 

Selain itu, pemanfaatan lahan baik gambut maupun mineral oleh masyarakat juga 
dihadapkan pada persoalan yang hampir serupa yaitu isu lingkungan. Masyarakat 
selalu dituding sebagai pihak yang paling sering melakukan pembukaan hutan dan 
lahan dengan cara bakar. Tuduhan itu juga relevan dengan aktifitas penegakan hukum 
yang lebih banyak menyasar aktifitas masyarakat dalam pembukaan kawasan hutan 
dan lahan. Kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa 
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pihak masyarakat yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan 
dan lahan sementara perusahaan hanya sedikit. Namun jika dilihat dari sebaran area 
kebakaran hutan dan lahan mayoritas lahan yang terbakar berada di sekitar area 
konsesi perusahaan. Khusus untuk lahan gambut diketahui bahwa karakteristik lahan 
gambut mempunyai sifat mudah rusak, sehingga fungsi lahan gambut sebagai penghasil 
jasa lingkungan, yaitu sebagai penyimpan karbon, penyimpan air, dan konservasi 
keragaman hayati dikhawatirkan menurun bahkan hilang setelah hutan gambut beralih 
fungsi menjadi lahan pertanian atau perkebunan.  

Pertumbuhan pemanfaatan lahan gambut untuk lahan pertanian atau 
perkebunan pada sepuluh tahun terakhir ini didominasi pada perkebunan kelapa sawit 
dan hutan tanaman industri. Transformasi ini diyakini menjadi salah satu sumber 
utama gas rumah kaca  (GRK) dari sektor berbasis lahan (Septicorini, 2006; Suwondo, 
Sabiham, Sumardjo, & Paramudya, 2012; Wahyunto et al., 2014). Menurut Hooijer, 
selama periode 1985 hingga  2000 sebanyak 20% atau rata-rata sebesar 1,3% per 
tahun hutan gambut alami telah ditebang dan/atau dikonversi untuk penggunaan lain 
(Hooijer et al., 2012). Berdasarkan data BBSDLP terlihat bahwa dari 14,9 juta hektar 
luas lahan gambut Indonesia, yang masih tersisa sebagai hutan adalah seluas 8,3 juta 
hektar atau sekitar 55,5%, sedangkan yang telah berubah menjadi semak belukar, 
kebun kelapa sawit dan areal pertanian masing- masing adalah 3,8 juta hektar (25,5%), 
1,54 juta hektar (10,3%), dan 0,7 juta hektar. 

Upaya restorasi/ perbaikan lahan gambut terus dilakukan guna menekan laju 
kerusakan gambut. Pemerintah bahkan menetapkan restorasi lahan gambut sebagai 
skala prioritas. Tugas utama restorasi lahan gambut itu dibebankan kepada Badan 
Restorasi Gambut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya 
disingkat menjadi BRG memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi 
gambut di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Sejalan dengan tugas 
tersebut, BRG juga melaksanakan mandat lain yang diberikan oleh Presiden, salah 
satunya adalah tugas tambahan untuk masuk ke dalam konsep perhutanan sosial di 
kawasan gambut. Rekomendasi yang disampaikan oleh BRG dan aktivis lingkungan 
berbuah positif dengan diterbitkannya moratorium izin pembukan hutan dan lahan 
gambut. Moratorium izin hutan dan gambut merupakan kebijakan transisi guna 
perbaikan tata kelola hutan dan gambut. Moratorium izin telah berjalan berjilid-jilid 
sejak era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang. Mulai 
Inpres No.10/2011 tertanggal 20 Mei 2011 diperpanjang dengan Inpres No 6/2013. 
Terakhir, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla melanjutkan moratorium dengan Inpres 
No.8/2015.  

Sudah dua rezim pemerintahan atau enam tahun berjalan kebijakan moratorium 
dengan hasil kurang memuaskan. Tata kelola hutan dan gambut masih jauh dari baik. 
Hal ini, setidaknya terkonfirmasi dari dua fakta. Pertama, masih ada pemberian izin 
kehutanan dan perkebunan oleh pemerintah melalui revisi-revisi areal moratorium 
dan pelepasan kawasan hutan. Revisi areal moratorium sejak 2011-2013, mengurangi 
5.055.089 hektar. Pada 2015, dengan menambah kembali areal moratorium 2.353.151 
hektar. Inkonsistensi penerapan areal moratorium ini membuka peluang pemberian 
izin baru, baik izin usaha kehutanan maupun perkebunan melalui pelepasan kawasan 
hutan. Kedua, masih terjadi pembakaran hutan dan lahan masif dalam pembukaan 
perkebunan sawit, terutama di tiga pulau utama Indonesia, Sumatera, Kalimantan dan 
Papua. Sementara pada tahun 2019, kebijakan moratorium izin hutan dan gambut 
kembali diperpanjang dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2019 
tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya berhasil karena tak 
menyentuh persoalan mendasar tata kelola hutan dan gambut, yaitu soal tumpang 
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tindih regulasi dan sektoralisme pengelolaan hutan dan gambut (Nurul Firmansyah, 
2017). 

Sebagai kebijakan transisi, moratorium sejatinya upaya intervensi negara yang 
bersifat penting (prioritas) dengan jangka waktu tertentu guna memastikan persoalan 
mendasar tata kelola hutan dan gambut terpecahkan. Urgensi kebijakan moratorium 
memerlukan indikator terukur dan progresif mengatasi persoalan itu. Oleh sebab itu, 
kebijakan moratorium sejatinya bukanlah upaya permanen dalam pengelolaan lahan 
gambut, namun demikian penghindaran gambut dari aktivitas penebangan dan hutan 
tanaman industri ini berkaitan dengan konsekuensi logis akibat aktivitas produksi yang 
menyebabkan penurunan simpanan karbon di lahan gambut itu sendiri. IFCA 
merekomendasikan strategi teknis bagi Indonesia untuk berhatihati pada HTI dan 
lahan gambut, rekomendasi tersebut adalah (Rochmayanto, dkk, 2013):  

1. Mengurangi konversi hutan alam yang dapat dikonversi menjadi hutan tanaman 
industri atau perkebunan melalui pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang 
sudah mengalami degradasi berat sehingga biaya pembangunan hutan tanaman 
dan perkebunan tidak lagi dimungkinkan diambil sebagian dari hasil penjualan 
kayu.  

2. Mengalihkan sebisa mungkin operasi penebangan, konversi hutan menjadi hutan 
tanaman industri dan perkebunan ke luar dari hutan gambut, merestorasi hutan 
gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologinya, mendorong 
kegiatan penghijauan dan reforestasi serta mempecepat laju regenerasi hutan 
gambut melalui kegiatan pengayaan. 
Kegiatan restorasi gambut yang dilaksanakan secara serentak sejak terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2016 menyasar seluruh wilayah yang memiliki ekosistem gambut khususnya 
daerah-daerah yang pemanfaatannya gambutnya sudah sangat kritis. Untuk lebih 
memfokuskan kegiatan restorasi gambut itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan 
Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, yang 
diberi mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut sebelum tahun 2020. 
Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-provinsi yang rentan 
terhadap kebakaran hutan dan lahan, peningkatan muka air lahan gambut, penciptaan 
mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan pengembangan tanaman 
alternatif untuk lahan gambut.  
 
Tata Kelola Ekosistem Gambut dan Kohesifitas Aktor Non Negara 

Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) tidak lepas dari saran dan 
masukan aktivis lingkungan (WALHI) dan Perguruan Tinggi sebab penanganan 
kerusakan gambut harus dilakukan secara terarah, terukur dan berkelanjutan. Khusus 
Provinsi Riau saja, kegiatan restorasi gambut yang telah dilakukan sejak tahun 2017 
sampai dengan tahun 2019 mencapai lebih dari 900ribu hektar lebih. Dari luasan 
tersebut, tanggungjawab utuh BRG diperkirakan mencapai 109 ribu hektar. Sementara 
sebanyak 600 ribu hektar merupakan lahan gambut di areal Hutan Tanaman Industri 
(HTI), sisanya 200 ribu hektar berada di aeral perkebunan atau pemilik Hak Guna 
Usaha (HGU). Persoalan itulah yang menjadi tantangan berat BRG mengingat Kesatuan 
Hidrologis Gambut (KHG) yang berada dalam lahan konsesi nyatanya lebih luas 
dibanding yang lepas. Sementara dampak kerusakan KHG terbesar justru dalam lahan 
konsesi bukan di lahan milik perseorangan. 

Restorasi lahan gambut yang dilakukan di Riau dianggap masih fokus pada lahan-
lahan milik masyarakat. Kasus restorasi gambut di Desa Sungai Tohor Kabupaten 
Kepulauan Meranti misalnya, dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Desa ini 
pada tahun 2016 menjadi titik balik peningkatan kesadaran masyarakat dan fokus 
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restorasi gambut pada lahan masyarakat. Sejak tahun 2016, Desa Sungai Tohor telah 
tumbuh menjadi desa sadar api dan tercatat tidak mengalami kebakaran dan capaian 
restorasi 3R di Desa ini cukup signifikan mengatasi kerusakan gambut. Hingga tahun 
2019, sejumlah 14 (empat belas) sekat kanal telah dibangun dan satu diantaranya 
adalah sekat kanal permanen. Selain itu untuk revegetasi sudah ada ratusan bibit 
pohon yang telah ditanam dilahan gambut diantaranya kayu alam geronggang, meranti, 
jelutung, jangkang dan lain sebagainya yang ditanam berdampingan dengan pohon 
sagu gunanya agar sagu tetap teduh agar tumbuh kembang sagu menjadi lebih baik. 
Pengarusutamaan tata kelola berbasis masyarakat memang amat dibutuhkan 
mengingat gambut sebagai tradisi masyarakat dan menjaga kelestariannya juga mesti 
melibatkan masyarakat secara simultan. 

Program restorasi gambut juga dapat dianggap sebagai wujud tindakan 
pemerintah mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Seperti 
diketahui, SDG’s mengintegrasikan, memahami dan bertindak dalam kesalinghubungan 
yang kompleks dalam aspek lingkungan, ekonomi dan aspek sosial dan menjadi tiga 
pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan (Gupta & Vegelin, 2016; McInnes, 
2018). Dari 17 target SDG’s  yang akan berlaku hingga 2030, salah satu dari target 
tersebut berkaitan dengan konsep penelitian yang diusung, yaitu Protect, restore and 
promote suistainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat 
desertication, and halt and reverse land yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan 
kesinambungan lingkungan, ekonomi dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka 
beberapa aspek yang akan menjadi focus goals dalam penelitian berbasis SDG’s ini 
adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dalam aspek lingkungan, 
lahan gambut memiliki beberapa nilai penting, baik yang bersifat ekstraktif maupun 
non ekstraktif. Sebagai bahan ekstraktif, gambut dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
energi (misal arang briket), diambil asam humatnya, media semai dan media untuk 
reklamasi lahan kering. Sedangkan sebagai bahan non ekstraktif dapat berfungsi 
sebagai habitat pendukung keanekaragaman hayati, sebagai lahan kehutanan, 
perkebunan, dan pertanian. Selain itu karena kemampuannya menyimpan air yang 
sangat besar (90% dari volume) maka lahan gambut dapat diharapkan berfungsi 
sebagai penyangga hidrologi bagi kawasan sekitarnya yaitu mencegah banjir dan 
intrusi air laut. 

Kepedulian banyak pihak pada ekosistem gambut tentu beralasan, paling tidak 
para pihak itu menilai bahwa kualitas ekosistem gambut yang buruk akan 
mempercepat laju kerusakan populasi manusia secara luas. Hadirnya aktor non Negara 
dalam memperjuangkan perbaikan ekosistem gambut nyatanya mampu menekan dan 
mendorong Negara untuk bertindak lebih konkrit. Perbaikan-perbaikan regulasi 
menjadi contoh konkrit upaya aktor non Negara itu dalam memperjuangkan perbaikan 
ekosistem gambut. Bekerjanya para aktor non Negara tentu simultan dan tidak 
particular, hal ini ditandai dengan menguatnya partisipasi publik dalam berbagai arena 
perjuangan tata kelola ekosistem gambut berkelanjutan. Suara-suara dari aktor non 
Negara (baca – Walhi, Jikalahari, WWF, Green Peace dll) telah dengan nyata mampu 
mengubah arah kebijakan Negara dalam pemanfaatan dan pengusahaan ekosistem 
gambut di Riau dan Indonesia. 

 
KESIMPULAN  

Aktor non Negara telah dengan nyata mampu menghadirkan perubahan dalam 
tata kelola ekosistem Gambut di Riau dan Indonesia. Dorongan dari aktor non Negara 
itu juga mampu menyadarkan Negara untuk bertindak secara sistematis dengan 
membentuk lembaga Negara yang khusus menangani perbaikan ekosistem gambut 
(BRG). Bekerjanya aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut disambut 
dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di atas lahan gambut dan bahkan banyak 
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pula yang turut menjadi bagian dari aktor non Negara itu untuk memperbaiki kualitas 
kehidupan pada ekosistem gambut. 
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Abstrak 

Arboretum Gambut Marsawa merupakan salah satu program keanekaragaman hayati PT 
Pertamina RU II Sungai Pakning yang berada di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, 
Kabupaten Bengkalis. Didalamnya dilakukan konservasi perliundungan flora dan fauna khas 
gambut. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menjabarkan 
mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sana. Variabel pengamatan, yaitu: jumlah jenis 
dan jumlah individu flora dan fauna yang teramati. Pengamatan dilakukan pada tahun 2019 
hingga 2021 secara berkala. Pengamatan dilakukan dengan metode square line sampling dan 
transect sampling, lalu dihitung indeks keanekaragaman hayati dengan indeks Shannon-Wiener.  
Hasilnya  adanya kenaikan jumlah flora dan fauna yang ada di Arboretum Gambut Marsawa dan 
nilai indeks keanekaragaman hayati dari tahun ke tahun. 

Kata kunci: arboretum, gambut, keanekaragaman hayati 

 
PENDAHULUAN 

Lahan gambut merupakan ekosistem khas yang terbentuk dari sisa-sisa hewan 
dan tumbuhan, baik yang sudah lapuk maupun belum, yang proses penguraiannya 
sangat lambat, sehingga tanah gambut memiliki kandungan bahan organik. Lahan 
gambut pada dasarnya adalah hutan hujan dataran rendah yang tumbuh di atas tanah-
tanah basah dibentuk dari sisa-sisa angkatan hujan sebelumnya (tanah gambut).   

Lahan gambut memiliki fungsi sebagai penyimpan karbon (C) dan memiliki daya 
resapan air yang tinggi, sehingga menyangga hidrologi area di sekelilingnya dan 
berfungsi pula sebagai penambat (sequester) karbon, sehingga mengurangi efek gas 
rumah kaca. Secara umum perairan gambut mempunyai pH masam sampai netral, yaitu 
3,5-7 dengan kecerahan sedang. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap keragaman 
dan kekayaan jenis-jenis flora, fauna dan mikroorganisme. 

Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas dan tersebar di beberapa 
wilayahnya antara lain Pulau Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Salah satu lahan 
gambut yang cukup luas berada di wilayah Provinsi Riau. Di Riau sering ditemui lahan 
gambut yang telah mengalami kondisi yang rusak atau kritis serta hampir setiap tahun 
terjadi bencana baik itu kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga penurunan muka 
tanah. 

Salah satu upaya konservasi lahan gambut di Riau diinisiasi oleh PT Pertamina 
RU II Sungai Pakning. Dalam upaya konservasi di lahan gambut mereka bekerjasama 
dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan program CSR kampong gambut 
berdikari, yang terdiri dari program Masyarakat Peduli Api (MPA), pertanian nanas 
terintegrasi, sekolah cinta gambut, budidaya madu hutan gambut dan lainnya (Hidayat, 
Rahmad dkk, 2021). Khusus dalam konservasi flora dan fauna khas gambut, PT 
Pertamina RU II Sungai Pakning membuat program Arboretum Gambut yang tujuannya 
ialah untuk sarana edukasi gambut sekaligus konservasi flora dan fauna khas gambut 
seperti Nepenthes sp (kantong semar) dan simpai hitam. Sekaligus sebagai sarana 
pencegahan kebakaran lahan dan hutan di wilayah gambut sungai pakning (Purwanto, 
Wahyu dkk, 2021)  Untuk itu dalam penelitian ini akan dihitung indeks 
keanekaragaman hayati flora dan fauna di Arboretum Gambut Marsawa. Indeks 
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keanekaragaman hayati ini merupakan nilai tunggal yang mencerminkan karakteristik 
dari hubungan kelimpahan individu antar spesies dalam komunitas (Ludwig & Reynold, 
1988) 
 
METODOLOGI  

Pengumpulan data vegetasi alam dilakukan dengan melakukan pengamatan 
langsung di lapang (observasi lapang) secara diskriptif dengan mencatat jenis-jenis 
yang ditemukan dan dengan menggunakan metoda jalur berpetak (square line 
sampling). Pengukuran di lapangan dilakukan dengan Metode Jalur Berpetak dengan 
panjang 60 m dan lebar 20 m. Setiap jarak 20 m dilakukan pengamatan terhadap 
vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan. Untuk tingkat semai dan pancang dicatat 
jenis dan jumlah, sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon dicatat jenis, tingkat dan 
diameter. Kriteria yang digunakan untuk masing-masing pertumbuhan adalah sebagai 
berikut. 
Semai : Mulai dari anakan sampai tanaman yang tingginya kurang dari 1,5 m. 
Pancang : Mulai dari tinggi 1,5 m – berdiameter 10 cm 
Tiang  : Berdiameter diantara 10 cm – 19 cm pada ketinggian 1,3 m 
Pohon : Berdiameter  20 cm pada ketinggian 1,3 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Plot Pengukuran:  (A) Tingkat Semai dan Tumbuhan Bawah, (B) Tingkat 
Pancang, (C) Tingkat Tiang, (D) Tingkat Pohon 

 
Pengamatan fauna, dilakukan melalui pengamatan langsung dan studi literatur. 

Pengamatan langsung dilakukan dengan metode perjumpaan langsung dan membuat 
transek jalur (line transect sampling) (SCNP 1981). Metode tersebut dipadukan dengan 
metode road sampling, Visual Encounter Survey dan Time Search.  

Data fauna didekati dengan metode transek jalur adalah suatu metode 
pengamatan populasi fauna melalui pengambilan contoh dengan bentuk unit contoh 
berupa jalur pengamatan (Gambar 2). Panjang dan lebar Jalur pengamatan harus 
ditentukan terlebih dahulu. Perencanaan tata letak jalur pengamatan dapat dilakukan 
di atas peta kerja, sebelum kegiatan pengamatan dilakukan. Letak jalur pengamatan 
selanjutnya digambarkan pada peta dan selanjutnya setiap titik awal jalur pengamatan 
ditandai di lapangan. 
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No. Nama Ilmiah Jumlah Pi In (Pi) H'

1 Nepenthes ampullaria Jack 56 0,05 2,95 0,15

2 Nepenthes rafflesiana Jack 70 0,07 2,72 0,18

3 Nepenthes bicalcarata Hook 54 0,05 2,98 0,15

4 Nepenthes mirabilis (Lour) Druce 50 0,05 3,06 0,14

5 Nepenthes sumatrana 15 0,01 4,26 0,06

6 Nepenthes spectabilis 20 0,02 3,98 0,07

7 Nepenthes albomarginata 32 0,03 3,51 0,11

8 Gomphandra capitulata 3 0,00 6,06 0,01

9 Aquilaria malacensis 8 0,01 4,96 0,03

10 Melaleuca leucadendron 30 0,03 3,57 0,10

11 Cratoxylon arbores 13 0,01 4,45 0,05

12 Syzygium aqueum 23 0,02 3,86 0,08

13 Syzygium malaccense 3 0,00 6,06 0,01

14
Citrus sp. 3

0,00 6,06 0,01

15 Hevea brasiliensis 58 0,05 2,92 0,16

16 Syzygium leptostemonum 80 0,08 2,59 0,19

17 Vitex pubescens 38 0,04 3,33 0,12

18 Macaranga trilobata 8 0,01 4,89 0,04

19 Gomphandra capitulata 176 0,17 1,80 0,30

20 Dimocarpus longan 15 0,01 4,26 0,06

21 Artocarpus heterophyllus 5 0,00 5,36 0,03

22 Nephelium lappeceum 3 0,00 5,87 0,02

23 Shorea leprosula 100 0,09 2,37 0,22

24 Setulang 193 0,18 1,71 0,31

25 Asplenium nidus 3 0,00 5,87 0,02

26 Dendobrium bigibbum 10 0,01 4,67 0,04

1066 0,99 104,10 2,68Jumlah

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Bentuk Transek Jalur Pengamatan Fauna. P = Jarak Pandang Rata-Rata Bagi 

Pengamat di Lokasi Tertentu. O = Posisi Pengamat. St = Posisi Fauna. 

 

Pengamatan burung menggunakan teropong (binokuler), kamera, handycam,  
roll meter, dan GPS. Dalam Odum, 1971 data dianalisis secara deskriptif dan analisis  
kuantitatif menggunakan indeks keanekaragaman hayati Shanon-Wiener (H’) dihitung  
dengan rumus : 

  

 
H’ = Indeks Shannon-Wiener; ni = Jumlah individu masing-masing jenis; 
N  = Jumlah total individu semua jenis 

Tingkat keanekaragaman ditentukan berdasarkan nilai indeks keanekaragaman 
jenis (H’) dengan kriteria (Krebs, 1989) sebagai berikut: Tinggi jika H’ > 3; Sedang jika 
2 < H’ < 3, dan Rendah jika 0 < H’< 2 . 

 
HASIL DAN DISKUSI  

Berdasarkan pengamatan dan identifikasi flora dan fauna di lokasi, dapat di-
jabarkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Indeks Biodiversity Vegetasi di Arboretum Gambut Marsawa 
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Berdasar hasil perhitungan tersebut indeks keanekaragaman hayati Arboretum 
Gambut Marsawa pada tahun 2020 ialah 2,68, yaitu tergolong sedang. Apabila 
dibandingankan dengan tahun 2018 yaitu 1,37 dan 2019 sebesar 2,55, maka dapat 
disimpulkan terjadi peningkatan indeks kehati sebesar 0,14. 

Tabel 2. Indeks Kehati Arboretum Gambut 2018 - 2020 

Tahun 2018 2019 2020 

Indeks Kehati 1,37 2,55 2,69 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Peningkatan Indeks Kehati (H’) 
 

Berdasarkan grafik diatas terdapat dua spesies baru yang ada di Arboretum 
Gambut Marsawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 3 . Daftar Flora di Arboretum Gambut Marsawa 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020

1 Nepenthes ampullaria Jack 51 56 56

2 Nepenthes rafflesiana Jack 49 60 70

3 Nepenthes bicalcarata Hook 34 42 54

4 Nepenthes mirabilis (Lour) Druce 40 43 50

5 Nepenthes sumatrana 5 7 15

6 Nepenthes spectabilis 10 11 20

7 Nepenthes albomarginata 32 32 32

8 Gomphandra capitulata 3 3

9 Aquilaria malacensis 8 8

10 Melaleuca leucadendron 30 30

11 Cratoxylon arbores 13 13

12 Syzygium aqueum 23 23

13 Syzygium malaccense 3 3

14 Citrus sp. 3 3

15 Hevea brasiliensis 58 58

16 Syzygium leptostemonum 80 80

17 Vitex pubescens 38 38

18 Macaranga trilobata 8 8

19 Gomphandra capitulata 176 176

20 Dimocarpus longan 15 15

21 Artocarpus heterophyllus 5 5

22 Nephelium lappeceum 3 3

23 Shorea leprosula 3 100

24 Setulang 193 193

25 Asplenium nidus 3

26 Dendobrium bigibbum 10

221 913 1066Jumlah

Jumlah
Nama IlmiahNo.
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Selain penambahan jumlah individu vegetasi, di Arboretum Gambut Marsawa 
juga mengalami penambahan spesies yaitu Asplenium nidus dan Dendobrium bigibbum. 
Meskipun tidak terlalu banyak tetapi hal tersebut menandakan bahwa program 
konservasi keanekaragaman hayati di Arboretum Gambut Marsawa memiliki dampak 
yang positif terhadap lingkungan. Selain itu masih ada flora yang dilindungi menurut 
red list IUCN yaitu Nepenthes sumatrana (criticaly endangered / CR) dan Nepenthes 
spectabilis (vurnerable/VU).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Nepenthes sumatrana (CR) dan Nepenthes spectabilis (VU), sumber 
dokumentasi perusahaan 

 
Hasil pengamatan fauna di Arboretum Gambut “Marsawa” menemukan 3 jenis 

mamalia, dan 21 jenis burung dari 25 famili. Fauna yang ditemukan tersebar di dalam 
plot pengamatan maupun di luar plot pengamatan. Secara tabulasi ditampilkan pada 
tabel berikut yang berisi jenis fauna yang ditemukan di Arboretum Gambut Marwasa. 
Mamalia yang ditemukan merupakan mamalia yang ditemukan secara langsung 
maupun dari keterangan pengelola ataupun masyarakat. 

Hasilnya menunjukkan bahwa Arboretum Gambut Marsawa merupakan habitat 
yang penting bagi keberadaan beberapa spesies penting. Spesies penting merupakan 
spesies yang memiliki keunikan berupa jenis migrasi, jenis endemik, dan jenis yang 
memiliki status konservasi. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan area 
lahan gambut yang penting dan unik di tengah kelurahan Sungai Pakning. Selain itu 
hutan ini memiliki tutupan lahan yang beragam mulai arobretum yang terdiri dari 
berbagai macam koleksi tegakan, dan perkebunan karet masyarakat dan semak belukar. 
Sehingga Arboretum Gambut Marsawa ini dijadikan tempat ruang hidup berbagai jenis 
fauna. Pada hutan ini menjadi tempat mencari makan, tempat tinggal, dan segala unsur 
kebutuhan fauna yang tinggal di dalamnya. Kemudian berikut hasil perhitungan indeks 
keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut Marsawa . 
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Tabel 4. Indeks keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut Marsawa 
No. Nama Ilmiah Jumlah Pi In (Pi) H'

1 Punai gading 51 0,11 2,25 0,24

2 Tekukur biasa 33 0,07 2,68 0,18

3 Paruh-kodok jawa 13 0,03 3,61 0,10

4 Walet sapi 71 0,15 1,92 0,28

5 Cekakak sungai 15 0,03 3,47 0,11

6 Cekakak belukar 17 0,04 3,35 0,12

7 Layang-layang loreng 14 0,03 3,54 0,10

8 Cipoh kacat 7 0,01 4,23 0,06

9 Cucak kutilang 12 0,02 3,69 0,09

10 Merbah cerukcuk 13 0,03 3,61 0,10

11 Sikatan bubik 13 0,03 3,61 0,10

12 Kipasan belang 24 0,05 3,00 0,15

13 Kehicap ranting 3 0,01 5,26 0,03

14 Remetuk laut 3 0,01 5,26 0,03

15 Cinenen belukar 58 0,12 2,13 0,25

16 Burung-madu pengantin 38 0,08 2,54 0,20

17 Burung-madu sriganti 42 0,09 2,44 0,21

18 Pentis pelangi 18 0,04 3,29 0,12

19 Cabai bunga api 17 0,04 3,35 0,12

20 Simpai Hitam Sumatera 22 0,05 3,09 0,14

483 1,00 66,33 2,73Jumlah  
 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka indeks keanekaragaman hayati 
fauna di Arboretum Gambut memiliki nilai sebesar 2,73 sehingga termasuk ke dalam 
kategori sedang.  Dan terdapat satu spesies dalam kategori endangered menurut red list 
IUCN yaitu Presbytis melalophos atau Simpai hitam sumatera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Presbytis melalopos atau simpai hitam Sumatra (EN),  
sumber dokumentasi perusahaan 

 
KESIMPULAN 

Hasil Identifikasi jenis tumbuhan yang ada di Arboretum Gambut “Marsawa” 
sebanyak 26 jenis (Species) tumbuhan. Dengan indeks keanekaragaman hayati flora 
sebesar 2,69 atau dalam kategori sedang. Lalu di Arboretum Gambut Marsawa juga 
dijumpai 3 jenis mamalia dan 21 jenis burung. dengan indeks keanekaragaman 
faunanya bernilai 2,73 juga dalam kategori sedang. Status konservasi fauna yang 
ditemukan untuk taksa burung 1 jenis berstatus NT. Taksa mamalia 1 jenis termasuk 
pada berstatus EN dan Appendix II CITES. Jenis yang dilindungi Pemerintah RI untuk 
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taksa burung kipasan belang dan Simpai hitam sumatera. Dan 1 jenis flora masuk 
kedalam kategori critically endangered yaitu Nepenthes sumatrana serta 1 flora dengan 
status vurnerable yaitu Nepenthes spectabilis. 
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMTASI JEJARING 
ANTAR ORGANISASI (INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK)  
BAGI PENGENDALIAN KARHUTLA PADA LAHAN GAMBUT  

 

Febri Yuliani 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru 
Email: febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam 
Implementasi inter-organizational network dalam Pengendalian Karhutla pada lahan Gambut  
Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten 
Rokan Hilir. Metode yang dilakukan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak terjadi pada 
perkebunan perusahaan dan selebihnya dari kebun masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 
Implementasi inter-organizational network dalam Pengendalian Karhutla pada lahan Gambut  
Kabupaten Rokan Hilir adalah berupa : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyempurnaan 
Prosedur ,Penumbuhan Kapasitas Sistem Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengendalian 
karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan 
pasca kebakaran maka pemerintah daerah haruslah mensosialisasikan secara massif 
pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi membuka lahan tanpa  membakar (metode 
tanpa bakar/zero burning), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah, 
menanggulangi dan per-baikan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli 
Api (MPA) seharusnya lebih meningkatkan kualitas internalnya dengan melengkapi sistem 
operasionalnya agar Lem-baga MPA memiliki sistem adminitrasi yang rapi. Pihak pemerintah 
seharusnya lebih mem-perhatikan lagi MPA seperti diberikan fasilitas kesehatan gratis dan 
biaya asuransi bila terjadi kecelakaan saat bekerja, pemerintah bekerjasama dengan pihak 
asuransi swasta seperti BPJS sebagai motivasi yang menjadi penyemangat untuk anggota MPA 
dalam menjalankan tugasnya dengan baik. 

Kata kunci: implementasi kebijakan, jejaring antar organisasi, lahan gambut, kebakaran hutan 
dan lahan 

 
PENDAHULUAN 

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang telah dibentuk oleh masya-
rakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dibentuk dan 
ditetapkan berdasarkan peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan juga merupakan 
bentuk kerjasama pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Fungsi dari 
kelembagaan masyarakat itu sendiri adalah sebagai wadah penampungan dan penya-
luran berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa. 

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tum-
buhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi-
meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9 
Februari 2017, Pasal 1, ayat 1). Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang 
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam mem-
bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 
9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 2).   

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di 
antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa (Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/ 
Setjen/ Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 3). Fungsi Ekosistem Gambut 
adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian 
keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang 

mailto:febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id
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iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya 
Ekosistem Gambut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia  Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 
6). 

Kawasan Hutan Gambut Indonesia dikenal dengan sebutan salah satu negara 
yang memiliki kawasan hutan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia 
diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia 
(Subajo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998 dalam Wetlands International-Indonesia 
Programme (WI-IP), 2004). Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan 
gambut terluas diantara negara tropis, kawasan gambut ini tersebar di Kalimantan, 
Sumatera dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008 dalam Agus dan Subiksa, 2008). Laporan 
WI-IP menyatakan bahwa dari luasan kawasan gambut yang dimiliki Indonesia sekitar 
5,7 juta ha atau 27,8% terdapat di Kalimantan. 

Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negative terhadap 
kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan eko-
sistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya  kebakaran 
hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda 
wilayah Riau dan Sumatera. 

Terjadinya bencana berupa kabut asap yang melanda negara kita yang dampak-
nya begitu besar bagi lingkungan baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya 
tidak luput dari factor-faktor yang mempengaruhinya terutama dari segi pengelolaan 
dan pemanfaatan kawasan gambut tersebut. Bencana kabut asap yang terjadi di Pulau 
Sumatera khususnya di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan telah mengakiba-
tkan dampak kerugian luar biasa, kemudian beberapa wilayah lain di Indonesia telah 
mulai memperlihatkan kondisi yang sama, walaupun pemerintah belum menetapkan 
situasi gawat ini sebagai bencana nasional. 

Di samping dampak kesehatan yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan, 
yang tidak kalah pentingnya adalah rusaknya ekosistem penting bagi keberlangsungan 
hidup manusia berupa udara dan air bersih. Selain itu terganggunya ekosistem bagi 
satwa liar yang dilindungi, maupun hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati 
flora dan fauna berada. Akibat kebakaran hutan, satwa langka seperti gajah dan 
harimau semakin berkurang jumlahnya. Dapat dipastikan bahwa kebakaran hutan dan 
lahan, lambat laun akan mengancam punahnya keragaman hayati, dan terganggunya 
kesehatan masyarakat baik Balita ataupun dewasa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Proivnsi Riau, tahun 2019 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk golongan balita maupun non balita, 
penderita ISPA pada bulan September 20 mencapai puncaknya. Untuk penderita golo-
ngan balita sejumlah 1197 penderita, sedangkan non balita mencapai 2885 penderita. 
Pola peningkatan jumlah pengunjung baik golongan balita dan non balita juga sama, 



 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

  

Prodi Ilmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI  dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 
20 

yaitu dimulai pada bulan Juni hingga September 2019. Dan kembali turun pada bulan 
Oktober 2019, sebab kebakaran yang terjadi pun semakin berkurang.  

Luas wilayah Hutan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK) seluruhnya mencapai 1.292.264 Ha.Wilayah hutan tersebut telah 
dibagi menjadi Hutan tanaman Industri (HTI), Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) 
dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dan pembagian luas hutan di Kabupaten Pelalawan, 
seperti yang terlihat pada gambar grafik 1.2 di bawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, 2020 
 

Beberapa dampak yang telah diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, juga 
mengakibatkan lumpuhnya pendidikan di Provinsi Riau pada umumnya, termasuk di 
Kabupaten Rokan Hilir. Akibat kabut asap, sekolah-sekolah diliburkan hingga beberapa 
pekan. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap sektor ekonomi juga sangat jelas, 
bahwa sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata 
menjadi berkurang. Bank Dunia menyebutkan banhwa total kerugian Indonesia akibat 
bencana kabut asap tahun 2015 telah melampaui 16 miliar dolar AS. Angka ini dua kali 
lebih besar dari kerugian Indonesia saat dilanda tsunami di Aceh tahun 2004 lalu. 
(Alexander Haryanto - 7 September 2016, tirto.id) 
 

METODE 
Jenis penelitian ini adalah mengunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

dengan metode eksploratif. Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di 
Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian meliputi pihak pemerintah, perusahaan 
dan masyarakat yang memberikan informasi yang relevan dalam penelitian ini.jenis 
data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  dilakukan 
melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan pengumpulan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan 
keabsahan data. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check, dan 
crosscheck antara data dengan observasi penelitian di lapangan yang selanjutnya 
selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti.  
 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 
Partisipasi Masyarakat Dalam Implemtasi Jejaring Antar Organisasi (Inter 

Organizational Network) Bagi Pengendalian Karhutla Pada Lahan Gambut Kabupaten 
Rokan Hilir antara lain : 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu rangakaian kegiatan 

organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan di desain 
untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian pekerja  sehingga mereka 
mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung 
jawabnya di masa depan. pelatihan yang di ikuti oleh Anggota Lembaga MPA untuk 
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meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa : Pelatihan, 
Penyuluhan/sosialisasi. Selain itu pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan 
melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan melakukan 
penyuluhan/sosialiasi yang dilakukan oleh MPA kepada masyarakat Kampung Dayun, 
agar masyarakat sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan dan kegiatan tersebut 
dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memotivasi masyarakat untuk ikut 
menjadi anggota MPA jika mereka sering mendapatkan penyuluhan tentang kebakaran 
hutan dan lahan.  
 

2. Penyempurnaan Prosedur  
Penyempurnaan prosedur dinilai dari pengadaan Standar Operasional Prosedur 

dan tertib administrasi yang mereka miliki serta prosedur  pelaksanaan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan  yang dilakukan oleh lembaga MPA. Berdasarkan hasil 
penelitian,  prosedur pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh MPA di buat 
langsung oleh Penghulu Kampung, walaupun itu tidak tertulis MPA sangat mematuhi 
dan mengikuti prosedur yang dibuat oleh Penghulu Kampung dan prosedur itulah yang 
selama ini di terapkan oleh MPA Kampung. 

  
3. Penumbuhan Kapasistas Sistem  

Kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara 
efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasistas memiliki sifat yang memungkinkan 
sebuah lembaga atau organisasi atau sistem untuk bertahan hidup, tumbuh, 
diversifikasi dan menjadi lebih kompleks yang memungkinkan sistem untuk melakukan, 
memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbaharui diri. Kapasitas 
terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, 
tingkah laku, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi/lembaga 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang 
waktu.  

Penumbuhan kapasistas sistem yang akan dilihat pada penelitian ini adalah 
bagaiamana anggota Masayarakat Peduli Api melakukan tuga-tugas nya sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya.Berdasarkan hasil penelitian  bahwa ketika MPA sudah 
tidak bisa menangani kebakaran yang besar mereka langsung menginformasikan 
kepada Manggala Agni untuk meminta bantuan mereka dalam memadamkan kebaka-
ran hutan dan lahan, koordinasi itu dilakukan selalu oleh mereka untuk memastikan 
keadaan di wilayah kebakaran di Desa sudah bisa di atasi sendiri oleh MPA atau belum.  

Koordinasi itu terjalin lewat telepon dan kalau pun mereka bisa atasi sendiri 
mereka juga melapor bahwasanya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kampung 
mereka sudah bisa diatasi sendiri. Selain koordinasi dengan instansi pemerintahan 
Masyarakat Peduli Api (MPA) kerjasama juga dilakukan dengan perusahaan swasta 
tidak dengan instansi pemerintah saja karena mereka sama-sama menjaga lingkungan 
mereka agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dimana.  
 

4. Pertumbuhan Sistem Kesadaran  
Pertumbuhan system kesadaran yaitu dinilai dari kesadaran masyarakat untuk 

menjadi anggota MPA secara suka rela bekerja tanpa digaji, karena menjadi anggota 
MPA adalah orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap 
Kampung nya yang bilamana sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.  

 
5. Peraturan yang Kondusif  

Peraturan yang kondusif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahwa 
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Rokan Hilir, MPA telah 
diatur dalam peraturan kampung yang telah dibuat oleh Penghulu Kampung untuk 
menguatkan kelembagaan MPA kampung. 
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6. Pengelolaan Sistem Lingkungan  
Pengelolaan system lingkungan yaitu MPA melakukan patroli untuk meninjau 

ada atau tidaknya  titik api (hotspot) di  wilayah hutan dan lahan. MPA juga  mengajak 
dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Salah satu 
cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya yaitu dengan cara patroli ke 
hutan dan lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengelolaan 
sistem lingkungan dilakukan dengan cara patroli ke lahan-lahan yang rawan akan 
kebakaran. Patroli tersebut dilaksanakan secara rutin dan bekerjasama dengan pihak 
instansi pemerintah dan pihak swasta juga. Kerjasama antara mereka terjalin dengan 
sangat baik, dengan saling melaporkan lewat media sosial mereka. Selain itu Lembaga 
MPA juga mendapatkan beberapa bantuan konsumsi dari pihak terkait. 

 
KESIMPULAN 

Partisipasi masyarakat dalam implemtasi jejaring antar organisasi (inter-
organizational network) bagi pengendalian karhutla pada lahan gambut kabupaten 
rokan hilir dapat disimpulkan :  sudah optimal karena mereka sumber daya manusia 
dalam hal ini anggota MPA terbukti telah mengikuti beberapa pelatihan dari pihak 
instansi pemerintah maupun arahan dari pihak swasta untuk mengembangkan potensi 
dan keterampilan mereka. Kegiatan lain yang termasuk dalam pengembangan sumber 
daya manusia adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan melalui 
penyuluhan terhadap masyarakat, dan penyempurnaan prosedur  dalam Lembaga MPA 
masih belum optimal karena mereka tidak memiliki kantor, tertib administrasi dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dalam 
mencapai tujuan. Indikator yang ketiga yaitu penumbuhan kapasitas sistem dalam 
kelembagaan MPA masih kurang baik karena anggota MPA tidak melakukan tugasnya 
sesuai dengan fungsi struktur lembaganya. Secara keseluruhan penguatan 
kelembagaan MPA masih belum optimal karena masih banyak kekurangan dalam segi 
internalnya.  

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengendalian karhutla di Kabupaten 
Rokan Hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan pasca kebakaran 
maka pemerintah daerah haruslah mensosialisasikan secara massif pembukaan lahan 
dengan cara membakar menjadi membuka lahan tanpa  membakar (metode tanpa 
bakar/zero burning), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah, 
menanggulangi dan perbaikan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 
Masyarakat Peduli Api (MPA) seharusnya lebih meningkatkan kualitas internalnya 
dengan melengkapi sistem operasionalnya agar Lembaga MPA memiliki sistem 
adminitrasi yang rapi. Pihak pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi MPA 
seperti diberikan fasilitas kesehatan gratis dan biaya asuransi bila terjadi kecelakaan 
saat bekerja,  pemerintah bekerjasama dengan pihak asuransi swasta seperti BPJS 
sebagai motivasi yang menjadi penyemangat untuk anggota MPA dalam menjalankan 
tugasnya dengan baik 
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Abstrak 

Tulisan ini terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa 
Gambut. Provinsi Riau merupakan daerah yang termasuk dalam zona merah kebakaran hutan 
dan lahan. Padahal keberadaan kawasan ini sangat strategis dalam pemeliharaan ekosistem 
lahan basah karena sebagian kawasan tersebut merupakan hutan rawa gambut. Jika 
pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan dengan bijak, maka akan menyebabkan 
kerusakan ekosistem dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, sekaligus mengurangi 
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem 
Rawa Gambut di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Metode penelitian ini menggunakan 
pendekatan kual-itatif dengan teknik purpose sampling. Penelitian ini menemukan bahwa 
dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut di Provinsi Riau 
telah dilakukan beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut 
yang dilakukan yaitu berbasis budidaya pertanian, budidaya perikanan dan sebagainya. 

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, lahan gambut, budidaya 

 
PENDAHULUAN 

Gambut adalah suatu ekosistem yang terbentuk karena adanya produksi 
biomassa yang melebihi proses dekomposisinya. Menurut peraturan pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, 
gambut didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-
sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. 
Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh 
menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, 
dan produktivitasnya (Setneg. 2014a). 

Tanah gambut disebut juga sebagai Histosols (histos = tissue = jaringan; Sols = 
Tanah), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah gambut disebut Orga-
nosols (tanah yang tersusun dari bahan organik). Menurut BBPPSLP (2011) tanah gam-
but didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang 
telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut mengandung maksi-
mum 20 % bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk clay mencapai 
0 %; atau maksimum 30 % bahan organik, apabila kandungan clay 60 %, dengan 
ketebalan lahan organik 50 cm atau lebih. 

Di Indonesia kerusakan fungsi ekosistem gambut ini umumnya terjadi akibat dari 
pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang 
tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut, seperti perkebunan sawit dan konversi 
lahan gambut menjadi sawah. Hal ini mengakibatkan pengurasan air di kawasan 
gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan 
membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran. 

Kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu 
bencana nasional yang ada di Indonesia. Khusus pada lahan gambut, proses 
pemadaman berla-ngsung sulit karena api yang menyebar melalui bawah tanah pada 
lapisan gambut. Salah satu kawasan gambut yang sering mengalami kebakaran lahan 
dan hutan berada di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Provinsi Riau memiliki luas hutan dan lahan terbakar yang 
cukup luas, pada tahun 2015 saja, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau 
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mencapai 183.808 ha. Kebakaran hutan yang terjadi umumnya diakibatkan dua hal, 
secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh 
pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya 
alam. Sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh cuaca yang panas, 
pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya. 
Zulkarnaini & As’ari (2019) menjelaskan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan 
sebagai bentuk cara pandang masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola 
menjadi lebih produktif. 

Riau merupakan provinsi dengan lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu ± 
4,04 juta Ha atau 56,1 % dari total lahan gambut di Sumatera (Wahyunto dkk., 2003). 
Riau juga mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia yaitu mencapai 16 meter 
terutama diwilayah Kualu Kampar (Anonimous, 2006). Namun demikian selama dua 
dasawarsa terakhir, konversi lahan gambut terutama menjadi lahan pertanian, 
perkebunan, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (pulp wood) diperkirakan telah 
merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologinya.  

Masyarakat yang tinggal di sekitar ekologi lahan gambut mempunyai ketergantu-
ngan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Karena itulah keberadaan 
mereka dapat berperan ganda sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem 
tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan 
semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan 
seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut 
(Pramana, 2012). Tujuannya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk 
menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan 
berkesinambungan. 

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, 
secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara 
partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani 
yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa 
ada yang asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006). Terdapat empat prinsip yang 
sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, 
partisipasi, keswadayaan/ kemandirian, dan keberlanjutan (Najiyati dkk, 2005). 

Dalam menerapkan prinsip tersebut, dibutuhkan strategi dimana pemberdayaan 
tidak bersifat dalam jangka pendek dan benar-benar harus melibatkan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam dari masyarakat yang merupakan subjek dan objek 
dari pemberdayaan tersebut. Hatu (2005) menyatakan bahwa untuk dapat 
memberdayakan masyarakat, maka masyarakat seharusnya diberikan kesempatan 
untuk menentukan jenis usaha sesuai dengan kondisi wilayah dan usaha yang biasa 
yang dilakukan warga setempat. Hal ini akan mendorong perkembangan masyarakat 
sehingga menjadi cukup kuat untuk mendirikan kelompok yang akan berpartisipasi 
dalam membangun serta mengentaskan kemiskinan di sekelilingnya. Pola 
pemberdayaan masyarakat untuk mengubah kehidupan masyarakat yang dimaksud 
adalah melalui pendekatan bottom up, yaitu melalui inisiatif dan aspirasi kelompok 
masyarakat sehingga mereka dapat menjadi masyarakat mandiri (Suhartini dkk, 2005). 

Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang memiliki 
makna dalam setiap perubahannya, Pertama enabling menciptakan ruang potensi 
untuk masyarakat bisa berkembang secara normal serta membebaskan masyarakat, 
kedua empowering yaitu memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang 
dimiliki masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong menjadi 
kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses pemberdayaan 
harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah dan terakhir 
adalah fostering memelihara kondusifitas/semangat masyartakat untuk memilihara 
program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidiq, 2020) yang 
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mengartikan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesbilitas bagi masyarakat 
miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap program. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan kegiatan serta kajian untuk 
memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan 
masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan 

. 
METODE  

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Provinsi Riau mempunyai 
lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu ± 4,04 juta Ha dan dengan pertimbangan 
yaitu; Pertama, lahan gambut sering terjadi kebakaran hutan maka akan memberikan 
dampak buruk bagi ekonomi Provinsi Riau. Kedua, di sebagian wilayah Provinsi Riau 
ini masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kesadaran rendah terhadap 
kegunaan lahan gambut. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Purposive Sampling yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa 
informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam dan 
telah di tentukan sebelumnya. Selain itu juga beberapa aktor yang terlibat dalam pihak 
Pemerintahan. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi desktiftif dan 
juga wawancara secara mendalam pada informan inti dan informan pendukung. 
Sehingga akan didapatkan data yang valid. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mata pencaharian penduduk desa di Provinsi Riau umumnya masih terkait 
dengan subsistem pertanian, terutama perkebunan sawit dan karet, perikanan, dan 
sebagian kecil perdagangan. Masyarakat lokal berkebun kelapa sawit baru diintroduksi 
beberapa puluh tahun terakhir ini oleh para pendatang yang umumnya berasal dari 
etnis Batak dan Jawa lebih memilih menanam sawit dengan luas berkisar antara 2-3 Ha. 
Oleh karenanya, masyarakat berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
mening-katkan kesejahteraannya dengan bergantung pada kawasan perkebunan. 
Perkebunan terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik 
masyarakat. Sebagian kecil lahan perkebunan tersebut berada di lahan basah (gambut). 

Masyarakat di lahan gambut sebenarnya hidup dalam ekosistem yang rapuh, 
hampir di sebagian besar wilayah di Provinsi Riau, terutama di daerah pendesaan. 
Karena rapuh dan marjinalnya lahan gambut inilah yang menyebabkan sebagian besar 
masyarakat mengalami kemiskinan. Antara kemiskinan dan ekosistem yang rusak 
ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita dapat saja mengatakan 
minimnya teknologi, pendidikan petani rendah, dan segudang alasan klasik lainnya 
yang menye-babkan mereka miskin, namun fakta hari ini menyebutkan bahwa ternyata 
belum banyak orang yang memberikan perhatian terhadap keberdayaan mereka. 

Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang unik, yang memiliki peran 
yang kompleks dan sifatnya fragil. Kondisi itu sebenarnya dapat menjadi peluang bagi 
tum-buhnya beragam partisipasi masyarakat sekaligus kesempatan kerja dan usaha. 
Berikut beberapa bentuk partisipasi dan kegiatan yang berpeluang menciptakan 
kesempatan kerja dan peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat 
di lahan gambut. 
a. Partisipasi dalam menanggulangi kebakaran lahan  

Kebakaran lahan gambut sangat mudah meluas dan menimbulkan dampak yang 
sangat merisaukan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah 
dihimbau memiliki satuan pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini 
masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota 
satuan pemadam kebakaran di tingkat desa seperti yang dilakukan. Tim ini selain 
memiliki struktur organisasi yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan 
dan pemadaman api, termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman 
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kebakaran milik pemerintah, sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap 
kegiatan pemadaman kebakaran. 
b. Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan 

Upaya rehabilitasi hutan memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak terutama 
di bidang pembibitan tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan 
gambut dapat mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Peningkatan 
keterampilan teknis dan manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor 
tekait dan mitra kerja lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat 
mengisi kesempatan kerja tersebut. Namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses 
pembelajaran yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut 
berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka 
bahwa kecerobohan dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan 
hutan dan sangat sulit untuk diperbaiki. 
c. Pemanfaatan lahan melalui agroforestry  

Sistem agroforestry yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh pemerintah 
akan membuka kesempatan kerja petani untuk meningkatkan optimalisasi 
pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi komoditas pertanian yang lebih produktif 
dengan system wanatani. Di samping itu, perkebunan swasta di lahan gambut dangkal, 
membuka peluang kerja bagi masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan. 
d. Pemanfaatan lahan melalui Usaha Tani Terpadu 

 Usaha tani terpadu seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
dan peternakan, yang berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan 
gambut. Hal ini dimungkinkan karena sebagian lahan gambut (khususnya yang 
dangkal) merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas 
pertanian. Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang. 
Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek. 
Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian 
pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk cash 
income atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan sebagai 
pupuk atau bahan pembuat kompos. 

Sebagian desa di lahan gambut yang ada di Provinsi Riau telah melakukan 
beberapa macam pemberdayaan masyarakat untuk ketersedian peluang ekonomi dan 
mata pencaharian yang berkelanjutan. Berikut ini jenis-jenis bentuk pemberdayaan 
masyarakat yang ada di Provinsi Riau. 
Tabel 1.1 jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat dilahan gambut Provinsi Riau 
No Nama Desa Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat 
1 Desa Rimbo Panjang Program Restorasi lahan gambut berbasis 

budidaya pertanian dan perikanan 
2 Desa Sungai Kayu Ara, Kab. 

Siak 
Program Peduli Gambut berbasis budidaya 
tanaman bawang 

3 Desa Bantalan, Kab. Indragiri 
Hulu 

Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) berbasis 
budidaya pertanian dan perikanan serta 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

4 Desa Batu Besurat, Kab. 
Kampar 

Program Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) 
berbasis budidaya pertanian, perikatan dan 
peternakan 

5  Sungai Pakning, Kab. 
Bengkalis 

Program Kampung Gambut Berdikari PT 
Pertamina RU II 

 
Dari tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa beberapa desa di Provinsi Riau 

memilih program pemberdayaan masyarakat yang bersifat praktis atau merujuk 
kepada pilihan adaptasi masyarakat untuk dapat bertahan hidup. pilihan bertahan 
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hidup merujuk pada jaminan konsumsi harian dan konsumsi massal. Pola usaha tani 
sudah diteliti oleh Noor (2013) yang memaparkan bahwa ada dua pola pengelolaan 
lahan gambut,  yaitu pertama, pemanfaatan yang terdiri dari (1) system mata 
pencaharian (2) sistem pemilihan tempat usaha bertani, dan (3) pola usaha tani dan 
komoditas pilihan yang dipengaruhi oleh persepsi individual atau kelompok dalam 
menyikapi kondisi lahan dan lingkungannya; dan kedua, kearifan lokal pengelolaan 
lahan dan air meliputi (1) sistem penyiapan lahan dan pengolahan tanah, (2) penataan 
lahan, (3) pengelolaan kesuburan tanah, dan (4) sistem pengelolaan air yang 
dipengaruhi oleh komoditas tanaman yang dikembangkan dan persepsi individual atau 
kelompok dalam menyikapi kondisi lahan dan lingkungannya. Pada tulisan ini saya 
sederhanakan menjadi empat yang merupakan rangkain dari dua kearifan lokal yang 
disampaikan Noor menyesuaikan dengan kondisi desa-desa penelitian. 

Pemanfataan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan 
antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan 
dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara 
umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di 
kawasan lahan gambut. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan 
penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat di lahan gambut sulit untuk 
diwujudkan. Dengan kata lain, keberdayaan harus dicapai melalui peningkatan 
kapasitas dan masyarakat serta kelestarian lingkungannya. Oleh sebab itu, 
pemberdayaan masyarakat di lahan gambut ditujukan untuk membangun motivasi, 
partisipasi, dan kontribusi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan 
pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut harus merupakan tindakan sistematis dan 
terencana yang dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi 
masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu 
memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan 
penuh kesadaran. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan tentang program pemberdayaan masyarakat 
dilahan gambut yang ada di Provinsi Riau pemberdayaan masyarakat telah dilakukan 
oleh beberapa daerah yang ada di Provinsi Riau namun dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat masih kurang digencarkan oleh pemerintah desa maupun 
pemerintah daerah setempat.  Pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Riau kebanyakan 
berbasis budidaya pertanian, perikanan dan perternakan. 

Disarankan kepada pemerintah daerah setempat khusunya untuk meningkatkan 
motivasi, partisipasi dan kontribusi masyarakat dilahan gambut untuk dampak 
ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya motivasi, partisipasi dan kontribusi 
masyarakat mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mampu 
menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan penuh kesadaran. 
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Elida Sahni Siregar  

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5  Simpang Baru Panam, Pekanbaru  
Email: elidasahni@gmail.com 

 
Abstrak 

Gambut merupakan material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan organik, seperti 
dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi dalam kondisi 
lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di 
suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui strategi yang baik dalam pengelolaan lahan gambut. Pengelolaan lahan gambut 
harus mem-persatukan antara kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian sumber 
daya alam secara seimbang dan adil agar masyarakat disekitar lahan gambut tersebut 
mendapatkan kesejahteraan yang baik dalam permasalahan ekonominya. Strategi yang 
dilakukan dengan top down tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sistem pengelolaan pada top 
down ini secara berkelanjutan. Karena masyarakat di sekitar lahan gambut masih 
mempertahankan budaya yang ada pada daerahnya sendiri sehingga seringkali bertentangan 
dengan kebijakan yang dibuat oleh pemeritah setempat dalam hal pengembangan 
perekonomian masyarakat di lahan gambut. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan teknik pengumupulan data melalui studi literatur dan internet 
searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi dalam pengembangan lahan gambut 
secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan mensinergikan upaya-upaya dalam pengolahan 
lahan gambut dengan meningkatkan produkti-vitas usaha tani pada lahan gambut yang telah 
dikonservasi terlebih dahulu. Untuk pengem-bangan lahan gambut yang berkelanjutan kita juga 
harus dapat meminimalisir emisi gas karbon yang disumbangkan oleh lahan gambut sehingga 

dalam produktivitas pertanian dapat berjalan dengan baik. 

Kata Kunci : strategi pengolahan, pengembangan ekonomi, lahan gambut 

 
PENDAHULUAN 

Gambut merupakan material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan 
organik, seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi 
dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan keasaman 
tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang lama (Central 
Kalimantan Peatlands Project (2008)). Gambut juga dapat diartikan sebagai suatu tanah 
yang mengandung berat kering bahan organik > 65% dengan ketebalan 0,5 m.  

Lahan gambut mengandung dua kali lebih banyak karbon dari hutan tanah 
mineral yang ada di seluruh dunia. Tetapi, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut 
akan terlepas ke udara dan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca ketika 
terganggung atau mengalami kekeringan. Gambut sudah terbentuk Ketika bumi 
menjadi hangat sekitar tahun 9.600 sebelum Masehi. Gambut di daerah delta (daratan 
sekitar sungai) dan pantai terbentuk seiring meningkatnya permukaan laut. Pada 
gambut pedalaman yang mengandung kandungan mineral dari air sungai dan pantai 
terbentuk akibat pasang surut air laut dan air sungai. 

Lahan Gambut sebagai ekosistem merupakan anasir (component) lingkungan 
lokal, regional, bahkan global. Keanekaragaman sifat fisik, kimia dan hayati gambut 
pada aras lokal menjadikan tanah gambut suatu bagian dan system lingkungan lokal. 
Fungsi gambut dalam pemendaman (sequestering) karbon dan pendauran air 
menjadikan lahan gambut suatu bagian dan system lingungan regional-global bersama 
dengan atmosfer dan hidrosfer. Jadi, dampak pengembangan lahan gambut tidak hanya 
dapat mengenai lahan gambut sendiri, akan tetapi juga dapat mengenai lingkungan 
secara luas. Maka persyaratan kehati-hatian dalam mengembangkan lahan gambut 
bertambah penting.   

mailto:elidasahni@gmail.com
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Soil Survey Staff, USDA (2003) dan Andriesse (1988) telah mendefenisikan lahan 
gambut secara detail. Berdasarkan “Hasil Rumusan Semiloka Nasional Pemanfaatan 
Lahan Gambut Berkelanjutan di Bogor tanggal 28 Oktober 2010”; ada dua point penting 
yang perlu disapaikan, sebagai berikut : 1) Lahan gambut dibatasi sebagai suatu area 
yang ditutupi edapan bahan organik dengan ketebalan >50 cm yang sebagian besar 
belum terlapuk secara sempurna dan tertimbun dalam waktu lama serta mempunyai 
kandungan C-organik >18 %. 2) Lahan gambut yang mempunyai ketebalan >3m, 
berada di luar Kawasan hutan dan bukan sebagai kubah gambut serta luasan 
pemanfaatannya berada di dalam satuan pemanfaatan lahan sesuai dengan kebijakan 
penggunaan lahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, masih 
dapat digunakan untuk keperluan lain terutama untuk pertanian/perkebunan. 

Indonesia memiliki luas lahan gambut sekitar 14,9 juta hektar. Indonesia 
termasuk salah satu negara yang berperan penting dalam bidang mitigasi perubahan 
iklim. Jika Indonesia mampu mempertahankan lahan gadmbut sesuai kondisi alaminya, 
maka Indonesia akan diposisikan sebagai kontributor utama dalam hal penyerapan 
karbon. Tetapi pada kondisi lain, jika Indonesia tidak dapat mengelola lahan gambut 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, Indonesia berpontesi sebagai 
kelompok lima terbesar dalam penyumbangan emisi gas rumah kaca disebabkan 
karbon yang terkandung dalam gambut tersebut. 

Dalam pengelolaan lahan gambut harus memiliki strategi yang baik. Pengelolaan 
lahan gambut harus mempersatukan antara kepentingan sosial ekonomi dan kepenti-
ngan pelestarian sumber daya alam secara seimbang dan adil agar masyarakat 
disekitar lahan gambut tersebut mendapatkan kesejahteraan yang baik dalam 
permasalahan ekonominya. Strategi yang dilakukan dengan top down tidak dapat 
dilaksanakan dika-renakan sistem pengelolaan pada top down ini secara berkelanjutan. 
Karena masyarakat di sekitar lahan gambut masih mempertahankan budaya yang ada 
pada daerahnya sendiri sehingga seringkali bertentangan dengan kebijakan yang 
dibuat oleh pemeritah setempat dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat 
di lahan gambut.  

Sebaliknya pada pendekatan bottom up yang dibuat oleh pemerintah juga tidak 
mampu memberikan solusi yang terbaik dalam hal pengelolaan lahan gambut untuk 
pengembangan perkeomian masyarakat, karena dinamika lingkuangan sosial ekonomi 
masyarakat di wilayah tersebut. 

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan mem-
bahas mengenai strategi pengelolaan lahan gambut untuk pengembangan 
perekonomian masyarakat. 

 
METODE 

Penelitian ini merupkan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur 
dan internet searching. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan 
dengan metode pengumpulaan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah 
bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi literatur adalah 
merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah 
buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini 
dilakukan dengan tujuan unutk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan 
dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam 
pembahasan penelitian serta mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau 
permasalahan. Internet searching atau pencarian secara online adalah pencarian 
dengan menggunakan computer yang dilakukan melalui internet dengan alat atau 
software pencarian tertentu pada sever-server yang tersambung dengan internet yang 
tersebar di berbagai penjuru dunia. (Sarwo, 2005:229). Penggunaan internet sebagai 
salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikarenakan 
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dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaita dengan penelitian ini. 
Beragam informasi ini tentunya sangat berguna bagi penelitan, serta dilengkapi dengan 
beragam literatur yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari 
berbagai belahan dunia. Aksebilitas yang fleksibel dan aplikasi yang mudah juga 
menjadi point penting untuk menjadikan pencarian data dalam internet sebagai salah 
satu Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.Pengembangan Kawasan Lahan Gambut  

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang sangat khas dari segi struktur, 
fungsi dan kerentanan yang besar terhadap usikan (disturbance). Kekhasannya 
berasal dari sejarah kemajuannya (history of existence). Kegiatan yang memberikan 
gang-guan yang paling besar, paling luas dan paling sulit untuk diatasi adalah 
pertanian. Gangguan paling besar dikarenakan oleh sector pertanian, apalagi 
pertanian yang mengarah kepada industrialisasi, melibatkan pengolahan tanah 
yang secara men-dalam. Gangguan paling luas karena pertanian bekerja dengan 
sejumlah besar satuan produksi dalam Kawasan yang sangat luas untuk 
pemanfaatan sektor per-tanian. Gangguan yang paling sulit untuk diatasi adalah 
dampak pencemaran dari sector pertanian yang mengarah kepada industrialisasi. 
Maka pengembangan lahan gambut untuk pertanian, khususnya untuk tanaman 
pangan, memerlukan perenca-naan sistem dan perancangan teknik yang sangat 
hati-hati agar bisa menciptakan perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut 
semakin baik.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut 
 

Terlihat pada Gambar 1. Hutan rawa gambut yang berada dalam Kawasan hutan 
produksi dapat dimanfaatkan dan dikonversikan kedalam usaha pertanian dalam 
rangka peningkatan perekonomian masyarakat sekitar lahan gambut. Tetapi hutan 
produksi biasa dan hutan produksi terbatas bila diperlukan untuk mengolah lahan 
gambut tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementrian Kehutanan.  
Namun demikian yang sering menjadi persoalan dalam pemanfaatan lahan gambut 
produksi adalah perbatasan wilayah lahan gambut yang seringkali tidak jelas didalam 
peta administrasi. Tetapi dalam pengelolaan lahan gambut tersebut tidak berpacu 
kepada peta administrasi melainkan didasarkan kepada kepentingan masing-masing 
masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut. Misalnya masyarakat yang berada 
disekitar lahan gambut produksi mereka akan memanfaatkan lahan tersebut untuk 
perekonomian mereka tanpa melihat batas adminstrasi dari lahan tersebut. 
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Pengembangan tanaman perkebunan di lahan sawit lebih pesat hasil yang 
didapatkan dibanding dengan tanaman pangan. Dikarenakan hasil yang didapatkan 
dari tanaman perkebunan lebih banyak dibandingkan dengan tanaman pangan. 
Sehingga dengan mengembangkan sawit di lahan gambut akan membuat 
perekonomian masyarakat semakin bagus dan meningkat, dan banyak sekali 
masyarakat khususnya petani di lahan gambut yang mengkonversikan tanaman pangan 
ke tanaman perkebunan di lahan sawit.  

Lahan gambut sebagai ekosistem merupakan komponen dari lingkungan lokal, 
regional bahkan sampai global. Keanekaragaman dari sifat fisik dan kimia lahan 
gambut menjadikan tanah gambut sebagai suatu bagian dari sistem lingkungan lokal. 
Fungsi lahan gambut dalam penyimpanan karbon dan pendauran air menjadikan 
lahan gambut suatu bagian dan sistem lingkungan regional - global bersama 
dengant atmosfer dan hidrosfer.  Dampak pengembangan lahan gambut tidak 
hanya dapat mengenai lahan gambut sendiri, akan tetapi juga dapat mengenai 
lingkungan secara luas. Maka persyaratan kehati- hatian dalam mengembangkan 
lahan gambut bertambah penting dalam pengelolaannya. 

Pengembangan lahan gambut memerlukan strategi yang baik. Menurut 
Hornby, dkk. (1984) etika merupakan suatu sistem asas-asas moral atau kaidah 
perilaku. Inti pembuatan keputusan etika yang baik adalah kedewasaan moral 
yang terbentuk berdasarkan motivasi dalam menyukuri hidup. Pertanian yang 
menghimpun kearifan adalah pertanian yang mengolah teknologi daur ulang 
maupun konservasi air dalam usaha tani yang dilaksanakan. Berbeda dengan 
pertanian industrialisasi yang sangat ekstraktif yang menilai pada tingginya hasil 
panen dan perekonomian yang ada.  

Pengembangan lahan gambut secara terus menerus masih dapat memberikan 
hasil perekonomian bagi masyarakat beberapa tahun kedepan. Akan tetapi lahan 
gambut tersebut akan rusak dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pertanian di 
Kawasan lahan gambut yang sudah rusak. Analisis mengenai dampak lingkungan 
(AMDAL) dinilai sangat penting dalam pengambangan lahan sawit untuk perekonmian 
masyarakat. AMDAL lahan gambut dan lingkungan dapat diselamatkan, pertanian 
dapat diamankan dan perekonomian dapat dikembangkan.    

 
2.Urgensi Pengelolaan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan  

Melihat peran lahan gambut dalam perekonomian dan nasional yang sangat 
strategis maka sejumlah berita negative sering muncul dengan perkembangan 
agribisnis kedua komoditas tersbut perlu ditangani secara bijaksana. Pertama, isu 
negatif yang terkait dengan emisi gas rumah kaca yang disebabkan adanya konversi 
lahan dari lahan gambut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kedua, isu negatif 
yang terkait dengan konflik-konflik penguasaan lahan antara perkebunan besar dengan 
kelompok tani setempat. Ketiga, isu negatif yang terkait dengan menurunnya kapasitas 
produksi pangan akibat konversi lahan pangan menjadi lahan sawit dan atau karet. 

Nilai ekonomi yang ditawarkan dari pengelolaan lahan gambut sangat tinggi dan 
dalam jangka Panjang. Tetapi persoalan jangka Panjang tidak dapat diatasi sedangan 
jangak pendek dan jangka menengah tidak dapat diatasi. Maka dari itu pemerintah 
harus selalu mencari bagaimana pengelolaan lahan gambut yang secara berkelanjutan 
dan tetap dapat menciptakan ekonomi yang tinggi. Dalam sistem pengelolaan lahan 
gambut jangka pendek harus memperhatikan ekonomi yang ditawarkan, sedangkan 
untuk sistem pengelolaan jangka Panjang dan menengah harus memperhatikan 
lingkungan sekitar. Pengelolaan lahan gambut harus berbasis kepada prinsip-prinsip 
pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dimana sebisa mungkin emisi gas rumah 
kaca ikut berkontribusi dalam sekuestrasi karbon, namun pada saat yang sama 
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kepentingan kesejahteraan masyarakat dan perekonmian harus berjalan dengan 
selayaknya.  

Salah satu permasalahan yang sangat mendasar dalam pembangunan pertanian 
yang berkelanjutan adalah masalah pertanahan dan lahan. Masih banyak sekali daerah 
di luar jawa dijumapi dualism tentang kelembagaan penguasaan tanah. Sangat banyak 
sekali dilihat pertentangan antara kelembagaan pertanahan dengan hukum adat yang 
berada di sekitar masyarakat lahan gambut. Dalam mengatasi permasalahan 
pertanahan ini belum dapat diformulasikan dalam suatu mekanisme hukum yang 
berlaku umum karena paradigma yang dianut dalam masyarakat adatn yang dimilki 
sangat beragam dan terkadang diametral dengan sudut pandang yang dianut dalam 
hukum formal.  

Dalam sistem pengelolaan gambut berkelanjutan, konflik yang telah terjadi 
maupun sumber-sumber konflik tersebut harus diposisikan sebagai bagian integral 
dari strategi kebijakan. Justifikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, sistem 
pengelolaan berkelanjutan berpijak pada paradigma peningkatan produktivitas 
berbasis prinsip kelestarian. Dalam konteks demikian itu, konflik penguasaan tanah 
kontraproduktif untuk introduksi teknologi dan kelembagaan sistem pengelolaan 
berkelanjutan. Kedua, konflik penguasaan tanah menyebabkan keuntungan ekonomi 
dari pengembangan agribisnis (misalnya sawit) menjadi lebih rendah bahkan mungkin 
merugi. Akibatnya, akumulasi manfaat yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung aksi-aksi mitigasi menipis bahkan mungkin menjadi nol. Ketiga, ekses 
konflik yang tidak tertangani dengan baik adalah munculnya penjarahan atas aset-aset 
produktif termasuk sumberdaya alam (lahan gambut) yang belum dimanfaatkan. 

Menimalisir konversi lahan gambut kepada lahan kelapa sawit sangat dirasakan 
urgensinya. Tidak semua rumah tangga disekitar lahan sawit merupakan petani kelapa 
sawit tetapi semua rumah tangga membutuhkan pangan. Meningkatnya 
ketergantungan pangan dari masyarakat sekitar lahan gambut terhadap daerah luar 
tidak menjadi masalah sepanjang daya beli masyarakat tersebut masih tinggi. Fakta 
yang sering ditemui dilapangan konversi lahan sawah di sejumlah daerah penghasil 
beras maka produksi beras yang dihasilkan akan semakin lambat, akibatnya daerah 
yang semula pemasok beras juga menurun. Kondisi demikian menyebabkan ketahanan 
pangan di suatu daerah akan buruk disebabkan adanya konversi lahan sawak kepada 
lahan perkebunan kelapa sawit.  

 
3. Strategi Pengembangan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan  

Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dengan men-
sinergikan upaya-upaya meminimlisir lahan gambut dengan meningkatkan produktivi-
tas usaha tani pada lahan gambut yang telah dikonservasi terlebih dahulu. 

Pembangunan dalam pemanfaatan lahan gambut ke depan perlu diarahkan untuk 
mencapai keberlanjutan dan sekaligus meminimlisir dari dampak negative yang 
ditimbulkan. Diantara dampak negative yang bisa di minimalisir adalah penurunan 
emisi gas rumah kaca. Sekarang ini sudah banyak kita lihat lahan lahan yang sering 
dimanfaatkan untu produksi pertanian dialihfungsikan ke pembangunan perkotaan 
dan perumahan, maka dari itu untuk memenuhi produk pertanian kita harus 
memanfaatkan lahan gambut dalam membuat usaha tani pertanian sehingga 
mencukupi bagi masyarakat di Indonesia. 

Pengurangan dalam emisi gas rumah kaca melalui pengurangan defosentrasi dan 
pengurangan degaradasi hutan dan dari berbagai sector yang bisa mengurangi emisis 
gasa rumah kaca di lahan gambut tersebut. Dari pengurangan emisi gas karbon yang 
teradapat dalam lahan gambut akan memperbaiki dalam pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia dengan rendahnya emisi gas karbon yang terdapat di lahan gambut akan 



 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

  

Prodi Ilmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI  dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 
35 

membuat produk pertanian lebih banyak berproduksi di lahan tersebut dan membuat 
perekonomian di Indonesia semakin meningkat.  

Dalam pengurangan emisi GRK terutama karbon dioksida, Indonesia melakukan-
nya tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain serta kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan pertanian yang dilakukan dengan prinsip“pro-growth, pro job, pro-poor, 
and pro-environment” kesempatan ini mempunyai urgensi untuk penurunan tingkat 
kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah 
mentargetkan perkembangan ekonomi sebesar 7% per tahun. 

Tabel 1. Strategi pengembangan lahan gambut dalam lingkup teknis, sosial 
ekonomi dan kelembagaan 

No Tujuan 
Pengembangan  

Strategi dalam Pengembangan  

1. Meningkatkan 
Produktivitas 
melalui 
penguasaan sains 
dan teknologi 

1. Pengumpulan dan penyusunan informasi dasar tentang 
lahan gambut 
2. Pengumpulan Informasi berbagai jenis tanaman dan 
varietas dalam lahan gambut 
3. Perbaikan system pengelolaan air dalam lingkup makro 
dan mikro untuk pencapaian produktivitas tanaman yang 
dibudidayakan  

2. Meningkat peran 
dan fungsi 
kelembagaan 
sebagai pendukung 
bioindustry  

1.  Pembentukan kelompok tani dan gapoktan  
2. Pendirian kios saprodi yang didirikan oleh Lembaga 
yang terkait dalam usaha tani pertanian  
3. Pembentukan dan revitalisasi koperasi unit desa untuk 
melayani petani dalam pembelian gabah  

3. Menigkatkan 
pendapatan petani 
dengan menambah 
nilai dari produk 
pertanian  

1. Penegmabangan intergrasi tanaman dan ternak untuk 
meningkatkan pendapatan petani  
2. Pengembangan industry rumah tangga dari hasil produk 
pertanian perikanan dan peternakan.  
3. Perluasan pasar dalam menjual produk pertanian yang 
dihasilakn oleh petani di lingkungan lahan gambut 
tersebut.  

4. Penurunan Emisi 
gas rumah kaca 
dan mitigasi 
terhadap 
perubahan iklim  

1. Pembuatan saluran drainase untuk menyimpan air pada 
musim kemarau  
2. Penggunaan Varietas Rendah emisi  
3. Penggunaan Varietas adaftip terhadap polder mini dalam 
mengendalikan musim hujan maupun kemarau.  

 
Proses pertumbuhan tanaman, terutama tanaman tahunan (tanaman pohon-

pohonan) menyerap CO2 dari atmosfir melalui proses fotosintesis dan menjadikannya 
sebagai bagian dari jaringan tanaman penyimpan senyawa karbon organik. Melalui 
rehabilitasi lahan padang alang-alang dan semak belukar dengan penanaman tanaman 
tahunan seperti tanaman karet, kelapa sawit dan kakao, sektor pertanian dapat 
merupakan penambat karbon (karbon sink). 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelasakan diatas, dapat disimpulkan yaitu: 
1. Pengembangan lahan gambut untuk pertanian, khususnya untuk tanaman 

pangan, memerlukan perencanaan sistem dan perancangan teknik yang sangat 
hati-hati agar bisa menciptakan perekonomian masyarakat disekitar lahan 
gambut semakin baik. Hutan rawa gambut yang berada dalam Kawasan hutan 
produksi dapat dimanfaatkan dan dikonversikan kedalam usaha pertanian dalam 
rangka pening-katan perekonomian masyarakat sekitar lahan gambut. 
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Pengembangan tanaman sawit di lahan gambut akan membuat perekonomian 
masyarakat semakin bagus dan meningkat. Sudah banyak masyarakat khususnya 
petani di lahan gambut yang mengkonversikan tanaman pangan ke tanaman 
perkebunan di lahan sawit. 

2. Urgensi dalam mengelola lahan gambut adalah emisi gas rumah kaca yang 
disebabkan adanya konversi lahan dari lahan gambut menjadi lahan perkebunan 
kelapa sawit. Dalam sistem pengelolaan lahan gambut jangka pendek harus 
memperhatikan ekonomi yang ditawarkan, sedangkan untuk sistem pengelolaan 
jangka Panjang dan menengah harus memperhatikan lingkungan sekitar. Urgensi 
yang lain dalam pengelolaan lahan gambut dalam pembukaan lahan gambut 
sering sekali dibakar sehingga membuat lahan gambut tidak bisa berproduksi 
Kembali.  

3. Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dapat 
dilakukan dengan mensinergikan upaya-upaya dalam pengolahan lahan gambut 
dengan meningkatkan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah 
dikonser-vasi terlebih dahulu. Untuk pengembangan lahan gambut yang 
berkelanjutan kita juga harus dapat meminimalisir emisi gas karbon yang 
disumbangkan oleh lahan gambut sehingga dalam produktivitas pertanian dapat 
berjalan dengan baik.  

 
Ucapan Terimakasih 

Terimakasih disampaikan kepada pihak Universitas Riau dan PT. Pertamina RU II 
Sungai Pakning yang telah bekerjasama dalam menyelenggarakan Seminar Nasional 
dengan tema Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
IFCA. 2007. Peatland Use in Indonesia. Dalam Anggraeni, L (2011). Analisis Ekonomi 

Mitigasi Penurunan Emisi di Lahan Gambut. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 
Institut Pertanian Bogor.  

Miettinen, J., A. Hooijer, D. Tollenaar, S. Page, C. Malins, R. Vernimmen, C. Shi, and S. C. 
Liew. 2012. Historical Analysis and Projection of Oil Palm Plantation Expansion 
on Peatland in Southeast Asia. White Paper Number 17. The International Council 
on Clean Transportation. www.theicct.org  

Notohadiprawiro, Tejoyuwono. 2006. Etika Pengembangan Lahan Gambut Untuk 
Tanaman Pangan. Yogyakarta. UGM Press.  

Soil Survey Staff. 2003. Keys to Soil Taxonomy. Ninth Edition. Natural Resources 
Conservation Service. United States Dapartment of Agricultural. 

Strack, M. 2008. Peatlands and Climate Change. International Peat Society, 
Vapaudenkatu 12, 40100 Jyväskylä, Finland. 227.  

Sumaryanto. Et., al. 2010. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lahan Gambut. 
Bogor. Badan Litbang Pertanian.  

UNEP and UNESCO 2007. The last stand of the orangutan, 2007. State of emergency: 
illegal logging, fire and palm oil in Indonesia’s National Parks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theicct.org/


 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

  

Prodi Ilmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI  dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 
37 

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS LINGKUNGAN GAMBUT 
 

Helda Khairiyah 

Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru 
Email: helda.khairiyah2011@grad.unri.ac.id 

 
Abstrak 

Indonesia memiliki sumber daya alam berupa gambut yang dapat dikatakan cukup luas sekitar 
21 Ha. Lahan ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia yaitu, di Kalimantan, Sumatera dan 
Papua. Gambut memiliki manfaat yang sangat banyak terutama dalam bidag ekonomi. Gambut 
dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menguragi efek 
rumah kaca. Gambut juga bermanfaat bagi kehidupan flora dan fauna sebagai siklus hidrologi. 
Dan bagi masyarakat sekitar, lahan gambut dapat meningkatkan pendapatan apabila gambut 
tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Masih banyak masyarakat yang 
belum mengetahui manfaat gambut dan juga cara mengelola lahan gambut yang baik. Lahan 
gambut memiliki karakter yang kering dan juga mudah terbakar, oleh sebab itu banyak yang 
mempersalahkan mengenai pemberdayaan lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Konsep teori yang digunakan yaitu konsep pemberdayaan ekonomi dari Samuel Paul. 
Hasil dari penelitian ini yaitu, Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, 

dipandang sebagai solusi pertumbuhan ekonomi. 
Kata kunci : pemberdayaan, lahan gambut, ekonomi 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas sekitar 21 ha yang tersebar 
terutama disekitar Sumatera, Kalimantan, dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008). Lahan 
gambut memiliki variabilitas yang sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, 
kematangan dan kesuburannya, menjadikan tidak semua lahan gambut cocok untuk 
pertanian. Dari 18,3 ha lahan gambut di Indonesia, hanya sekitar 6 ha lahan gambut 
yang layak untuk pertanian.  

Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat 
bagi berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Selain itu, lahan gambut menyimpan 
karbon (C) dalam jumlah besar. gambut juga memiliki daya menahan air yang tinggi 
sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga hidrologi area sekelilingnya. Perluasan 
pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang memiliki area 
lahan gambut yang luas seperti, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 

Dalam mengkoordinaskan dan memfasilitasi lahan gambut disejumlah daerah di 
indonesia, Presiden membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Restorasi Gambut 
(BRG). Badan ini merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Badan 
Restorasi Gambut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang 
dipimpin langsung oleh seorang kepala. BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan 
memfasilitasi restorasi gambut pada beberapa wilayah yaitu pada Provinsi Riau, 
Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi 
Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.  

Lahan gambut memiliki potensi besar untuk meningkatkan potensi masyarakat. 
Jika lahan gambut ini dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif bagi ekonomi, 
ekologi dan biodiversitas. Saat ini, pemerintah berupaya mendorong pemulihan 
ekonomi dengan cara pengalokasian anggaran Transfer ke daerah dan dana desa 
(TKDD) pada 2021. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi tersebut, Badan 
Restorasi Gambut (BRG) gencar meningkatkan ekonomi warga yang tinggal di sekitar 
area lahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat. Bentuk program 
revitalisasi ini disesuaikan dengan kondisi karakteristik dan potensi desa. Selain 
menjaga agar lahan gambut agar tidak terbakar, masyarakat juga harus memanfaatkan 
lahan gambut dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu.  
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METODE 
Metode penelitian yang digunakana dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Cresswell (2016), penelitian kualitatif merupakan 
metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang-oleh 
sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihatkan upaya-upaya penting seperti 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang 
spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang 
khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Manfaat Lahan Gambut Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Indonesia adalah negara terbesar ke-2 di dunia yang memiliki lahan gambut. 
Akan tetapi, sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa 
itu gambut dan manfaat daripada gambut tersebut.  

Gambut memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian 
masyarakat disekitarnya. Berbagai tanaman dan hewan yang habitatnya di lahan 
gambut dapat menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di 
sekitar lahan gambut. Karena itu, menjaga lahan gambut berarti juga menjaga 
keberlangsungan perekonomian masyarakat disekitarnya. 

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya yang dilakukan secara benar dan 
tepat dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, ekologi dan biodiversitas. Lahan 
gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sejak awal berperan dalam 
membantu kesejahteraan kehidupan manusia serta sudah dikelola dan dimanfaatkan.  

Lahan gambut dapat digunakan sebagai bahan bakar dan juga untuk kegiatan 
budidaya perkebunan yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat 
yang tinggal disekitarnya. Lahan gambut juga memiliki peran terhadap ekologis yang 
vital untuk mendukung biodiversitas dan sangat bagus sebagai penyimpan karbon. 
Gambut mampu menampung hingga 30% jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke 
atmosfer. 

Di berbagai negara di Eropa, lahan gambut juga banyak dimanfaatkan untuk 
kepentingan ekonomi, seperti pembuatan briket, lahan pertanian dan juga holtikultural.  

Degradasi lahan gambut dapat menganggu sumber penghidupan masyarakat 
yang tinggal disekitaranya. Jutaan masyarakat bergantung pada lahan gambut untuk 
menggembala ternak, membudidayakan ikan, dan juga bertani. 

Lahan gambut merupakan ekosistem alami bagi beberapa tanaman yang 
mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah lahan 
gambut. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut yaitu 
rumbia, rotan, karet, nanas, padi, mahang, pisang, tebu, kelapa, sagu, singkong, jelutung, 
punak, resak, dan kapur naga. Namun, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang 
membuat perkebunan kelapa sawit diatas lahan gambut, hal ini juga memberikan 
keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, lahan gambut juga cocok untuk 
mengembangbiakkan beberapa jenis ikan, seperti ikan patin siam, lele dumbo dan juga 
nila.  

Oleh karena itu, lahan gambut dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat 
yang ingin mengelola dan mengembangkan lahan gambut. 
 
Pengelolaan Lahan Gambut Yang Tepat Sehingga Dapat Mewujudkan 
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut 

 Pengelolaan lahan gambut membutuhkan strategi yang secara komprehensif 
dapat mempertemukan kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian 
sumberdaya alam yang seimbang dan adil. Nilai ekonomi pelestraian sumberdaya lahan 
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gambut sangat tinggi dari nilai eksploitasinya. Indonesia terus berupaya mencari 
berbagai terobosan dan dalam rangka penyempurnaan model pengelolaan lahan 
gambut berkelanjutan. 

Strategi umum pengembangan sistem pengelolaan gambut berkelanjutan adalah 
mensinergikan upaya-upaya minimalisasi konversi lahan gambut alami dan 
peningkatan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah tergarap berbasis 
teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon.  

Tanah gambut memiliki karakter cepat kering dan mudah terbakar pada musim 
kemarau. Tapi hal itu dapat diantisipasi dengan pembangunan sistem drainase yang 
baik. Caranya dengan membuat sistem kanal berserta parit-parit dan juga pintu-pintu 
air yang berfungsi membuang kelebihan air ketika musim hujan dan menahan air saat 
musim kemarau. Dengan begitu,air tanah akan terjaga sehingga tidak mudah terjadi 
kebakaran.  

Kuncinya adalah pengelolaan yag benar, disiplin dan berkesinambungan dalam 
menjaga lahan gambut agar tetap lembap dan kedalaman muka air tanah tidak lebih 
dari 40 cm, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.  

Banyak lahan gambut yang salah dalam penanganannya sehingga tidak jarang 
menyebabkan kebakaran. Banyak yang mempermasalahkan lahan gambut yang 
dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah pemicu dari terjadinya kebakaran sehingga, 
pemanfaatan lahan gambut menjadi berkurang. Sejatinya, pemanfaatan lahan gambut 
untuk perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan asalakan dikelola dengan 
baik dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara perusahaan sawit, 
pemerintah dan juga masyarakat setempat dalam mencegah kebakaran dilahan gambut. 
Pemerintah harus melakukan pengawasan secara tepat dan konsisten. Sekalipun 
restorasi lahan gambut dilakukan, hal itu sepatutnya tidak menghilangkan sumber 
pendapatan atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat disekitarnya. Sebab, lahan 
gambut sudah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat dibeberapa 
wilayah seperti di Kalimantan.  

Selain pengawasan pengelolaan lahan gambut diperketat, tetapi juga dilakukan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan 
menyebabkan kawasan gambut terdegradasi. Untuk mengembalikan lahan gambut 
sesuai fungsinya, maka diperlukan kehati-hatian pada setiap tahapannya.  

Prinsipnya, pemanfaatan lahan gambut yang disertai dengan pengelolaan yang 
tepat tidak akan menyebabkan kebakaran, sebaliknya akan memberikan manfaat 
ekonomi kepada masyarakat setempat.  

Pengelolaan lahan gambut dengan teknologi yang tepat dinilai dapat menjadi 
salah satu lokomotif penggerak ekonomi di daerah, seperti di daerah Riau. Luas lahan 
gambut yang mencapai 4,6 juta ha, atau sekitar 56% total luas wilayah Provinsi Riau, 
bisa menjadi potensi untuk alat pengembangan komoditas yang menghasilkan. 

Saat ini, pemerintah bukan tidak melakukan pengelolaan, hanya saja dalam 
pengelolaan tersebut perlu dilakukannya perbaikan. Contohnya seperti Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki pemetaan yang berbeda dalam tata kelola 
hutan. Oleh karena itu, kedepannya harus ada kebijakan “one map” atau satu peta yang 
sama dan tidak adanya perbedaan lagi yang merugikan.  

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi 
pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dituntut bagaimana menciptakan 
keseimbangan yang kemudian harus menjadi pelajaran. Sehingga upaya pertumbuhan 
ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan saling mendukung. Contohnya seperti 
pemanfaatan tanaman sagu atau sawit yang dikombinasikan dengan sistem tumpang 
sari bersama nanas bisa menjadi lebih optimal. Kata kunci untuk mewujudkan hal itu 
adalah inovasi dan teknologi.  
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Dalam mendukung pemberdayaan gambut di Indonesia pemerintah membentuk 
sebuah lembaga yang disebut Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan ini merupakan 
salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin langsung oleh seorang kepala. 
BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut pada 
beberapa wilayah yaitu pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, 
Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.  

Badan Restorasi Gambut (BRG) gencar meningkatkan ekonomi warga yang 
tinggal di sekitar area lahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat. 
Bentuk program revitalisasi ini disesuaikan dengan kondisi karakteristik dan potensi 
desa. Selain menjaga agar lahan gambut agar tidak terbakar, masyarakat juga harus 
memanfaatkan lahan gambut dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai 
pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan gambut, maka penulis memberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lahan gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sejak awal 
berperan dalam membantu kesejahteraan kehidupan manusia serta sudah 
dikelola dan dimanfaatkan. Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting 
dalam meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Lahan gambut 
dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi karena memiliki manfaat yang 
banyak.  

2. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi 
pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lahan gambut membutuhkan strategi yang 
secara komprehensif dapat mempertemukan kepentingan sosial ekonomi dan 
kepentingan pelestarian sumberdaya alam yang seimbang dan adil.  

3. Dalam pengelolaan lahan gambut, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga 
yang mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di beberapa wilayah di 
Indonesia.  
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Abstrak 
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang termasuk dalam zona 
merah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Padahal keberadaan daerah ini sangat 
strategis dalam pemeliharaan ekosistem lahan basah karena sebagian wilayahnya adalah hutan 
rawa gambut. Bila pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan secara bijaksana, maka 
akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan sumberdaya yang terdapat didalamnya, sekaligus 
akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan 
penelitian ini menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan 
ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini 
merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah 
snowball sampling. Informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program pember-
dayaan masyarakat di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara 
dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting adanya usaha pemberdayaan 
dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan 
bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih 
baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta 
memupuk semangat untuk bekerjasama. Topik pendidikan dan penyuluhan yang diperlukan 
masyarakat di lahan gambut adalah pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramah 
lingkungan, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan perlindungan eksosistem.  

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, perlindungan ekosistem, lahan gambut berkelanjutan 

 
PENDAHULUAN  

Masyarakat yang tinggal di sekitar ekologi lahan basah mempunyai ketergan-
tungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Karena itulah keberadaan 
mereka dapat berperan ganda: sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem 
tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan 
semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan 
seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut 
(Pramana, 2012). Tujuannya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk 
menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan 
berkesinambungan. Aktivitas pemanfaatan ekosistem pada beberapa kawasan lahan 
basah di Indonesia memang memprihatinkan karena seringkali dilakukan secara 
eksploitatif dan destruktif. Akibatnya laju kerusakan (degredasi) lahan tidak dapat 
terhindarkan. Fenomena degredasi lahan ini terus berlangsung sampai sekarang, 
bahkan disinyalir telah memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang besar di 
Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya, terutama dalam rentang 
waktu 5 tahun terkahir (2013-2017). 

Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada kurun waktu tersebut kebakaran 
hutan dan lahan terutama kawasan rawa gambut hampir terjadi sepanjang tahun. 
Tahun 2013 terjadi kebakaran 20 Ha yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit. 
Berikutnya tahun 2014 sedikitnya 250 Ha lahan gambut yang masing kosong ludes 
dilalap si jago merah. Lahan kosong tersebut diduga kuat sengaja dibakar dan 
kemungkinan akan ditanami kelapa sawit. Tahun 2015 terjadi peningkatan kebakaran 
lahan gambut menjadi 100 Ha. Selanjutnya tahun 2016 kondisi kebakaran lahan 
semakin parah karena areal yang terbakar mencapai 75 Ha. Dan tahun 2017, walaupun 
peristiwa kebakaran agak sedikit mereda, namun tidak kurang 30 Ha lahan gambut 
habis dilalap api. Pemanfaatan secara eksploitatif ini telah menyebabkan ekosistem 
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mengalami kehancuran yang secara kuantitas dan kualitas akan menurunkan fungsi 
sosial, ekologis mapun ekonomis. Apalagi dengan banyaknya kepentingan dari berbagai 
pihak yang memanfaatkan ekosistem sering menimbulkan konflik dan mengarah pada 
pengelolaan dengan pertimbangan sempit. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak 
adanya perhatian dan kegiatan nyata terhadap pengelolaan ekosistem yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun LSM, yang membuat pemanfaatan ekosistem ini menjadi 
sangat membahayakan keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa mendatang. 

Suratmo, dkk (2015) menyebutkan, dalam konteks berkelanjutan pengelolaan 
ekosistem rawa gambut di cagar biosfer, maka aspek pencegahan kebakaran 
merupakan hal penting dan lebih utama untuk dilakukan sebagai tindakan awal karena 
jauh lebih baik daripada melakukan proses pemadaman. Hal ini dikarenakan proses 
pemadaman api dan rehabilitasi pasca terbakar akan membutuhkan biaya dan waktu 
sangat besar nilanya. Untuk itu, kegiatan pencegahan kebakaran harus terus-menerus 
atau berkelanjutan dilakukan, karena merupakan cara yang lebih ekonomis untuk 
mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Bila pengelolaan ekosistem 
rawa gambut ini tidak dilakukan secara bijaksana, maka akan menyebabkan kerusakan 
ekosistem itu sendiri dan sumberdaya yang terdapat didalamnya sekaligus akan 
menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut 
(Gunarso, dkk, 2013). Maka perlu adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama 
adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa 
pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang 
lebih baik, sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya 
kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama (Rohmah, 2014). 

Pola pengembangan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan pada masa 
sekarang adalah menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan 
kegiatan swadaya (Permatasari, 2014). Bentuknya berupa intervensi bottom-up yang 
menghormati dan mengakui bahwa masyarakat bawah memiliki potensi untuk 
memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, dan dapat melakukan usaha 
produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan (Sulistiyani, 2004). Dari 
pemikiran ini dapat dinyatakan, baik buruknya ekosistem tidak terlepas dari 
masyarakat yang berdiam di kawasan tersebut, artinya masyarakatlah yang memiliki 
peranan penting bagi kelestarian ekosistem rawa gambut tersebut. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan kegiatan serta kajian untuk 
memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan 
masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan. 
Kegiatan tersebut tentunya membahas uraian mengenai ekosistem lahan gambut dan 
permasalahannya untuk memperoleh kesepahaman tentang pentingnya menjaga 
sumberdaya alam ini dari kerusakan. Kegiatan yang dilakukan perlu juga dirangkai 
dengan pemaparan rinci tentang strategi pemberdayaan masyarakat, serta hikmah 
yang diperoleh dari pengalaman memberdayakan masyarakat tersebut. 

 
METODE  

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan 
sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Informan penelitian adalah aparat 
yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data 
terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 
Untuk tercapaian tujuan yang diharapkan, maka dilakukan langkah-langkah: Pertama, 
mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada (das sein). Berupaya 
mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada pada lokasi 
pengabdian tersebut secara keseluruhan. Aturan dan pedoman komponen-komponen 
dan faktorfaktor yang sesuai dengan model, serta menganalisa pola pemberdayaan 
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masyarakat di ekosistem rawa gambut. Kedua, Mengidentifikasi tentang kondisi yang 
diinginkan (das dollen). Berisi berbagai faktor yang mungkin perlu perubahan dan 
perkembangannya dengan catatan perubahan yang diinginkan itu disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat dan kondisi yang diinginkan harus keadaan yang mungkin 
dapat dicapai. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Mata pencaharian penduduk desa di Kecamatan Balai Jaya umumnya masih 
terkait dengan subsistem pertanian, terutama perkebunan sawit dan karet, perikanan, 
dan sebagian kecil perdagangan. Masyarakat lokal berkebun kelapa sawit baru 
diintroduksi beberapa puluh tahun terakhir ini oleh para pendatang yang umumnya 
berasal dari etnis Batak dan Jawa lebih memilih menanam sawit dengan luas berkisar 
antara 2-3 Ha. Oleh karenanya, masyarakat berkepentingan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan bergantung pada 
kawasan perkebunan. Perkebunan terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan 
perkebunan milik masyarakat. Sebagian kecil lahan perkebunan tersebut berada di 
lahan basah (gambut). Kelapa sawit merupakan komoditas paling banyak produksinya. 
Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 47.301,40 Ha yang menghasilkan 
114.845,28 ton CPO. Sedangkan tanaman karet seluas 1.351,00 Ha dan menghasilkan 
1.035,14 karet kering. Kakao seluas 3,00 Ha menghasilkan 0,53 ton biji kering kakao. 
Namun kecamatan ini tidak termasuk daerah potensi pertanian tanaman pangan 
maupun palawija karena lahan sebagian besarnya adalah lahan bukan lahan sawah. 
Walaupun semua pertanian tanaman pangan dapat dihasilkan, namun jumlahnya tidak 
terlalu besar. Luas panen jagung mencapai 202 Ha dengan produksi jagung mencapai 
452,48 ton. Di kecamatan ini juga cukup banyak ditemukan usaha peternakan. Jumlah 
sapi tahun 2015 mencapai 3.121 ekor dan kambing/domba 668 ekor. Selain itu juga 
terdapat peternak/usaha ayam buras/kampung mencapai 6.192 ekor dan itik 671 ekor 
Fasilitas perekonomian berskala kecil cukup tersedia di setiap desa/kelurahan, 
walaupun masih ada desa yang belum memiliki pasar sendiri. Atas kondisi demikian, 
maka penduduk desa/kelurahan yang wilayahnya tidak tersedia pasar atau kelompok 
pertokoan harus mengunjungi desa/kelurahan lain yang tersedia pasar apabila ingin 
melakukan transaksi ekonomi di pasar. Jumlah restoran / rumah makan ada 27 unit, 
warung makan 641 unit hotel/penginapan 1 unit, warung kelontong 263 unit yang 
terdapat di semua desa/kelurahan, pasar permanen sudah ada 7 unit dan pasar tanpa 
bangunan 2 unit. Infrastruktur yang tersedia masih sangat terbatas. Ketersediaan 
infrastruktur seperti jalan, listrik, pasar ataupun perbankan masih kurang untuk 
mendukung aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Di beberapa desa, kurangnya 
infrastruktur yang tersedia telah mendorong inisiatif penduduk untuk membangun 
infrastruktur dengan kondisi dan kualitas seadanya. Misalnya saja di beberapa desa, 
seperti Bagan Bakti dan Balam Jaya, penduduk telah berhasil membangun pasar yang 
beroperasi seminggu sekali dengan difasilitasi dan barang dagangan dijual oleh 
pedagang dari luar desa. 

Masyarakat di lahan gambut sebenarnya hidup dalam ekosistem yang rapuh, 
termasuk di Kecamatan Balai Jaya. Karena rapuh dan marjinalnya lahan gambut inilah 
yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan. Antara 
kemiskinan dan ekosistem yang rusak ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa 
dipisahkan. Kita dapat saja mengatakan minimnya teknologi, pendidikan petani rendah, 
dan segudang alasan klasik lainnya yang menyebabkan mereka miskin, namun fakta 
hari ini menyebutkan bahwa ternyata belum banyak orang yang memberikan perhatian 
terhadap keberdayaan mereka. 

Masyarakat di lahan gambut umumnya berada di lokasi yang jauh dari pusat 
perekonomian di Kecamatan Balai Jaya. Dari 14 desa/kelurahan yang ada, 3 desa yang 
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memiliki lahan gambut cukup luas, memang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan 
apalagi ibukota kabupaten. Desa Balam Jaya yang memiliki gambut terluas di 
Kecamatan Balai Jaya, jaraknya mencapai 18 KM ke ibukota kecamatan dan 133 KM ke 
ibukota kabupaten, Desa Balam Sempurna Jaya berjarak 11 KM ke ibukota kecamatan 
dan 135 KM ke ibukota kabupaten, dan Balam Sempurna berjarak 14 KM ke ibukota 
kecamatan dan 120 KM ke ibukota kabupaten. 

Diperlukan biaya yang relatif besar bagi masyarakat ketiga desa untuk mencapai 
pusatpusat pertumbuhan ekonomi terdekat. Dampaknya adalah harga kebutuhan 
pokok dan sarana produksi pertanian menjadi lebih tinggi akibat biaya transportasi 
mahal. Selain itu, mahalnya biaya transportasi ini, juga menyebabkan sulitnya 
menjangkau layanan pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi. 
Akibatnya sekalipun penghasilan petani terkadang meningkat, nilainya lebih rendah 
dan biaya hidup menjadi lebih tinggi karena tingginya harga kebutuhan pokok serta 
biaya pendidikan dan kesehatan. 

Kondisi eksisting masyarakat tersebut membutuhkan perhatian yang mutlak bagi 
semua pihak. Tindakan yang mendesak perlu dilakukan adalah kegiatan pemberdayaan. 
Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat 
dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumberdaya alam tanpa 
merusak lingkungan. Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi 
pertanian, harus menjadi tantangan dalam mencari solusi agar masyarakat memiliki 
pilihan sumber penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, 
peningkatan kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran 
terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru 
dapat berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian 
masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan 
Pelaku usaha di pedesaan lahan gambut, terutama petani pada umumnya, melakukan 
usaha secara subsistem. Mereka belum dapat mengembangkan budaya memupuk 
modal. Pada musim-musim panen, mereka memang kerap mengalami surplus produksi. 
Namun sebagian besar masih dihabiskan untuk membeli asset-aset yang tidak 
produktif yang bersifat konsumtif, akibatnya mereka hampir selalu kesulitan modal 
setiap kali akan mengawali proses produksi. Bila dihitung hanya berkisar 5-10% 
pendapatan yang dialokasikan kembali untuk modal usaha, sedangkan sisanya untuk 
konsumsi dan membeli aset non produktif tadi. Mereka juga jarang menjual hasil 
produksinya ke pasar karena memang pasar yang permanen tidak ada, kalau pasar 
diibukota kecamatan jaraknya jauh dari tempat tinggal. Hasil produksi disimpan untuk 
konsumsi sendiri, akibatnya perputaran modal menjadi semakin terbatas. 

Rendahnya produksi dan tingkat perekonomian menjadi salah satu indikator dari 
rendahnya kompetensi sumberdaya manusia masyarakat desa di lahan gambut. 
Kondisi ini didukung oleh minimnya akses terhadap informasi dan teknologi baru. 
Sulitnya mengakses pengetahuan atau keterampilan dari para ahli atau praktisi 
membuat mereka hanya menggantungkan pada proses trial and error (coba-coba). 
Proses ini tidak hanya mengakibatkan lambatnya perkembangan kemampuan mereka, 
melainkan juga tidak mampu mengantisipasi kondisi lingkungan lahan gambut yang 
rentan. 

Ditambah lagi dalam kondisi subsistem, petani tidak memiliki “pengaman”, 
sehingga rentan terhadap gejolak yang terjadi dalam hidupnya. Ketika sakit berat, 
mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk berobat. Ketika gagal panen secara 
massal, desa menjadi rawan pangan. Jika hal ini terjadi berulang, masyarakat menjadi 
semakin tidak berdaya dan kemiskinan pun semakin dalam. Nyatanya lagi tingkat 
kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk kegiatan 
produktif masih sangat rendah. Mereka tidak menyadari bahwa pola pengeluaran 
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semacam itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kondisinya terus 
terpuruk dan terkungkung dalam belenggu kemiskinan. 

Secara garis besarnya dapat dikatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat di 
lahan gambut memiliki dua pertimbangan. Pertama, karena kemiskinan dan 
ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut. 
Kondisi ini seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas 
lingkungan. Kedua, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi 
dalam konservasi lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat 
masih belum terpenuhi. Kedua hal di atas didasari kenyataan bahwa masyarakat 
miskin dan terbelakang adalah ketidaktersediaan peluang ekonomi dan mata 
pencaharian yang berkelanjutan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat di lahan 
gambut harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan 
pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. 
Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi pertanian, harus menjadi 
tantangan dalam mencari potensi lain agar masyarakat memiliki pilihan sumber 
penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan 
kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran terhadap 
kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru dapat 
berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian 
masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan. 

Gambut merupakan sumber daya alam yang unik, memiliki peran yang kompleks 
dan sifat fragil. Kondisi itu sebenarnya menjadi peluang bagi tumbuhnya beragam 
partisipasi masyarakat sekaligus kesempatan kerja dan berusaha. Berikut beberapa 
bentuk partisipasi dan kegiatan yang berpeluang menciptakan kesempatan kerja dan 
peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut. 
a.  Partisipasi dalam menanggulangi kebakaran lahan Kebakaran lahan gambut sangat 

mudah meluas dan menimbulkan dampak yang sangat merisaukan. Untuk 
menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah dihimbau memiliki satuan 
pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini masyarakat yang berada di 
sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota satuan pemadam kebakaran 
di tingkat desa seperti yang dilakukan. Tim ini selain memiliki struktur organisasi 
yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan dan pemadaman api, 
termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman kebakaran milik 
pemerintah, sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap kegiatan 
pemadaman kebakaran. 

b.  Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan Upaya rehabilitasi hutan memerlukan 
tenaga kerja yang cukup banyak terutama di bidang. pembibitan tanaman, 
penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan gambut dapat mengambil 
peran dalam kegiatankegiatan semacam itu. Peningkatan keterampilan teknis dan 
manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor tekait dan mitra kerja 
lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat mengisi kesempatan 
kerja tersebut. Namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses pembelajaran 
yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam 
melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa kecerobohan 
dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan hutan dan sangat 
sulit untuk diperbaiki. 

c.  Pemanfaatan lahan melalui agroforestry Sistem agroforestry yang saat ini sedang 
gencar dikembangkan oleh pemerintah akan membuka kesempatan kerja petani 
untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi 
komoditas pertanian yang lebih produktif dengan system wanatani. Di samping itu, 
perkebunan swasta di lahan gambut dangkal, membuka peluang kerja bagi 
masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan. 
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d.  Pemanfaatan lahan melalui Usaha Tani Terpadu Usaha tani terpadu seperti 
tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang 
berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan gambut. Hal ini 
dimungkinkan karena sebagian lahan gambut (khususnya yang dangkal) 
merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian. 
Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang. 
Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek. 
Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian 
pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk 
cash income atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan 
sebagai pupuk atau bahan pembuat kompos. 

Tujuan pendampingan pada dasarnya mencakup dua elemen pokok, yaitu 
tumbuhnya kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. Pertama, kemandirian 
merupakan kemampuan untuk pelepasan diri dari keterasingan, atau kemampuan 
untuk bangkit kembali pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena adanya 
ketergantungan, exploitasi, dan sub ordinasi. Kemandirian merupakan cermin adanya 
kepercayaan seseorang pada kemampuan sendiri yang menjadi suatu kekuatan 
pendorong untuk kreativitas manusia, otonomi untuk mengambil keputusan, bertindak 
berdasarkan keputusan sendiri, dan memilih arah tindakan yang tidak terhalang oleh 
pengaruh luar seperti keinginan orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses aktif 
dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing oleh cara 
berpikir masyarakat sendiri, sehingga mereka dapat melakukan kontrol efektif. 
Partisipasi aktif merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah 
yang bertolak dari kemampuan memutuskan, bertindak, dan berefleksi atas tindakan 
mereka sebagai subyek yang sadar.  

Berbeda dengan partisipasi aktif, dalam partisipasi pasif, masyarakat dilibatkan 
dalam tindakan yang telah dipikirkan, dirancang, dan dikontrol oleh orang lain. Setelah 
jangka waktu tertentu, masyarakat dianggap sudah mencapai tahap mandiri sehingga 
proses pemberdayaan harus diakhiri. Namun demikian, pendamping harus yakin 
bahwa proses pemberdayaan akan terus berlanjut meskipun masyarakat tidak lagi 
didampingi. Dalam hal ini, kelompok harus dapat secara mandiri menjadi pendamping 
bagi masyarakat. Kriteria masyarakat yang sudah mandiri sehingga pendampingan 
perlu diakhiri antara lain: a) Masyarakat sudah sadar bahwa proses kapasitasi (animasi 
dan fasilitasi) dari orang luar (pendamping) tidak dibutuhkan lagi; b) Kelompok 
masyarakat dampingan sudah mandiri dan mampu bertindak sebagai pendamping bagi 
anggotanya (pendamping internal), dan c) Kelompok sudah mampu menjadi fasilitator 
bagi kegiatan usaha dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh anggota. 

 
KESIMPULAN 

 Kebutuhan pelestarian lahan gambut dari kerusakan bisa dikatakan “dibiayai” 
oleh kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di sekitar di lahan gambut itu 
sendiri. Oleh sebab itu, semua pihak berkepentingan dalam bentuk yang berbeda 
memberikan “imbalan” kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan demi terjaganya 
kelestarian lahan gambut. Jika masyarakat luas dapat menikmati hidup karena 
ekosistem lahan gambut terjaga oleh petani yang miskin, berapakah yang sudah 
mereka kembalikan atau bayar dan insentif apa yang diterima oleh masyarakat jika 
mereka dapat menjaga lahan gambut. Semua pihak harus memberikan perhatian yang 
utuh kepada masyarakat yang telah menjaga ekosistem lahan gambut melalui kegiatan 
pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus dibiayai oleh setiap 
orang yang menikmati manfaat langsung maupun tidak langsung atas ketidakrusakan 
lahan itu. Pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dimulai oleh sebuah pemahaman 
bersama bahwa kesejahteraan petani gambut adalah demi kelangsungan hidup dan 
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kemakmuran seluruh isi bumi. Kerja besar tersebut juga harus dibangun dalam sudut 
pandang yang lebih besar, yaitu menyadarkan masyarakat luas dan dunia agar peduli 
terhadap kelangsungan ekosistem lahan gambut, sama persis seperti tanggung jawab 
yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri dalam menjaga ekosistem lingkungannya. 
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Abstrak 

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai termasuk ke dalam wilayah yang rawan kebakaran hutan 
dan lahan, dan kasus karhutla di wilayah kecamatan ini menjadi permasalahan rutin tahunan. 
Langkah pengendalian karhutla di Kota Dumai sebagaimana diatur dalam Perda Kota Dumai 
Nomor 04 Tahun 2005 dan bahkan menjadi salah satu uraian tugas Kasi Trantib Kecamatan 
sebagaimana Perwako Dumai Nomor 72 Tahun 2016. Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi 
tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat melaksanakan Inovasi SI PEKA (Sistem 
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan) mulai Februari 2020 lalu. Dalam pelaksanaannya, 
inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam pengendalian karhutla 
di wilayah Kecamatan Dumai Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi 
SI PEKA yang diukur dengan menggunakan teori faktor kunci keberhasilan inovasi sektor publik 
Bugge et al, yaitu Governance and innovation (tata kelola inovasi), sources of the ideas for 
innovation (sumber ide-ide untuk inovasi), innovation culture (budaya inovasi), capabilities and 
tools (kemampuan alat-alat), objectivies, outcomes, drivers, and obstacles (tujuan, hasil, 
pendorong, dan penghambat), collecting innovation data for single innovation (mengumpulkan 
data inovasi untuk inovasi tunggal). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui 
wawancara, obeservasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan 
dari masalah peneltian yang ada. Hasil penelitian yaitu bahwa inovasi ini sudah berjalan dengan 
baik, meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya namun masih dapat diatasi dengan baik, dan 
telah dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kecamatan Dumai Barat agar inovasi ini dapat 
berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

Kata kunci: Inovasi, kebakaran hutan dan lahan, SI PEKA 

 
PENDAHULUAN 

Persoalan kabut asap yang melanda Kota Dumai pada beberapa tahun 
belakangan ini telah menjadi sorotan dari berbagai pihak, dikarenakan dampak dari 
kabut asap ini bukan hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, namun merambah 
kesemua sektor. Persoalan kabut asap juga menjadikan hubungan antara Indonesia 
dengan negara tetangga menjadi kurang harmonis akibat kabut asap kiriman karena 
memang posisi Kota Dumai yang langsung berhadapan dengan negera Malaysia dan 
Singapura, bahkan persoalan ini telah menjadi perhatian internasional karena dapat 
berakibat pada perubahan iklim di dunia dan bahayanya bagi kesehatan. Oleh karena 
itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan dengan serius dan 
secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, salah satu upaya yang 
dilakukan adalah melalui pemantauan keberadaan titik panas (hotspot) untuk kegiatan 
pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, karena tindakan penanggulangan yang 
dilakukan setelah kebakaran menjadi besar akan sangat sulit dilakukan dan me-
merlukan biaya yang sangat tinggi, disamping juga dampak negatif yang ditimbulkan 
dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tersebut. 

Langkah-langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2005 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dalam 
Pasal 12 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa untuk pengawasan dan 
pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, 

mailto:nanda.aristika7666@grad.unri.ac.id,
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selain satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yaitu Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Camat dapat membentuk Satuan 
Tugas pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah kerja camat yang 
bersangkutan, serta Lurah dan penanggung jawab usaha membentuk Regu Pemadam 
(Regdam) Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kelurahan atau di tempat operasional 
usahanya. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa dalam uraian tugas pada Seksi Ketentraman 
dan Ketertiban Kecamatan diantaranya adalah melaksanakan kesiapsiagaan bencana di 
wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi 
tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan 
bencana di wilayah kecamatan. 

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan 
Dumai Barat yaitu salah satunya adalah kasus kebakaran hutan dan lahan. Penyebab 
kasus kebakaran hutan dan lahan ini selain karena kondisi tanah di sebagian wilayah 
Kecamatan Dumai Barat adalah tanah gambut dengan kedalaman 1 sampai 2 meter 
sehingga rentan kebakaran, tetapi juga karena ulah manusia, baik disengaja maupun 
tidak disengaja, seperti dengan sengaja membakar semak untuk pembersihan lahan 
namun menjadi tidak terkendali sehingga api lompat dan menyebar ke wilayah yang 
lebih luas, tahap awal pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan, ataupun 
aktivitas pembuatan kanal atau saluran oleh pemilik lahan perkebunan tanpa 
dilengkapi dengan pintu kontrol yang memadai air sehingga menyebabkan gambut 
menjadi kering dan mudah terbakar.  

Berdasarkan hasil penelitian Ria Viviyanti, dkk dalam jurnal Media Komunikas 
Geografi Vol. 20, No.2, Desember 2019, diperoleh tingkat bahaya kebakaran hutan dan 
lahan yang terjadi di Kota Dumai dengan skor kelas yang digunakan, bahwa 80,20% 
luas wilayah Kota Dumai termasuk kedalam kelas tinggi bahaya kebakaran hutan dan 
lahan, sisanya 19,20% termasuk kedalam kelas sedang bahaya kebakaran hutan dan 
lahan, dan Kecamatan Dumai Barat berada di kawasan yang tinggi bahaya kebakaran 
hutan dan lahan. 

Dilansir dari data hasil rekapitulasi dan laporan harian tim reaksi cepat (TRC) 
BPBD Kota Dumai, dari Januari hingga 2 Maret 2020, dalam kurun waktu 2 bulan, telah 
terjadi kasus kebakaran lahan di Kota Dumai dengan luas lahan yang terbakar 
mencapai 55,3 hektar. Sebaran areal kebakaran lahan tersebut berada di Kecamatan 
Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan 
Dumai Selatan, dan juga di Kecamatan Dumai Barat. Kejadian kebakaran lahan di Kota 
Dumai dapat dikatakan sebagai bencana tahunan, pada tahun 2019 juga mengalami 
kebakaran lahan dengan luas lahan sekitar 192,25 hektare dengan cakupan wilayan 
kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai selatan, Medang Kampai, Dumai 
Timur dan Bukit Kapur. 

Dalam rangka membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat sebagai salah satu instansi 
penyelenggara pelayanan publik telah mengembangkan inovasi SI PEKA atau Sistem 
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. Inovasi ini dikategorikan sebagai Inovasi 
Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yaitu merupakan 
inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses 
pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa 
publik. 

Inovasi SI PEKA mulai dilaksanakan pada awal tahun 2020 berdasarkan 
Keputusan Camat Dumai Barat Nomor: Kpts.40 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 
tentang Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kecamatan Dumai Barat 
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Tahun Anggaran 2020. SI PEKA adalah sistem deteksi dini keberadaan titik panas yang 
memanfaatkan sumber data/informasi yang diperoleh dari berbagai satelit antara lain 
Terra/Aqua, NOAA. Adapun hasilnya yaitu dapat memberikan informasi secara akurat 
untuk mendeteksi titik koordinat hotspot atau titik api yang muncul yang masuk dalam 
wilayah Kecamatan Dumai Barat secara real time (terkini).  

Inovasi SI PEKA dipergunakan pihak Kecamatan sebagai peringatan dini letak 
lokasi titik hotspot yang ada berdasarkan pantauan satelit penginderaan jauh yang 
diterima pada akun kecamatan yang terdaftar. Apabila selama ini informasi titik 
hotspot diperoleh kecamatan langsung dari BMKG dan BPBD Kota Dumai, maka dengan 
SI PEKA kecamatan dapat memperoleh data hotspot secara langsung, yang kemudian 
dapat langsung dianalisis menggunakan Geographic Information System (GIS). Adapun 
tahapan kegiatan analisis pengolahan data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran 
hutan dan lahan oleh SI PEKA Kecamatan Dumai Barat yaitu sebagai berikut: 

a. titik panas (hotspot) harian diterima oleh sistem 
b. Melakukan proses tumpangsusun (overlay) dan identity data titik panas (hotspot) 

dengan batas wilayah dan data lain yang dibutuhkan. 
c. Pengolahan dan analisis hasil tumpang susun (overlay)  
d. Penyajian hasil perhitungan data dalam bentuk grafik, tabel dan layout peta data 

titik panas. 
Pada proses olah data titik hotspot yang terdeteksi satelit, operator Kecamatan 

melakukan sinkronisasi dengan database pertanahan yang ada dalam sistem 
administrasi pertanahan di Kecamatan Dumai Barat, yaitu dengan overlay atau 
tumpang susun titik hotspot ke dalam peta satelit dengan data batas wilayah, peta 
kehutanan, dan data-data lain yang dibutuhkan, guna menentukan koordinat persisnya 
dimana lokasi yang terbakar tersebut, dan mencari akses jalan terdekat yang paling 
memungkinkan untuk dilalui oleh petugas pemadaman dan kendaraan yang 
mengangkut peralatan pemadaman ataupun alat berat yang didatangkan khusus untuk 
membantu proses pemadaman di lokasi tersebut.  

Meskipun pihak Kecamatan telah memiliki sistem pemantau kebakaran dini, 
namun pihak Kecamatan tetap melaporkan kepada BPBD Kota Dumai setiap 
pergerakan yang dilakukan, karena pihak Kecamatan tugasnya hanya terbatas pada 
kegiatan pemadaman dini saja, mengingat keterbatasan jumlah personil pemadaman 
dan peralatan yang masih seadanya, dengan tujuan mencegah perluasan areal 
kebakaran.  

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Camat Dumai Barat untuk mencegah dan 
mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, adalah dengan membuat 
kebijakan untuk tidak memberikan pelayanan administrasi pertanahan di atas lahan 
yang terbakar tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek kesadaran bagi para 
pemilik lahan untuk lebih peduli dan mengawasi lahan miliknya, karena sebagian besar 
lokasi yang terbakar itu kondisinya adalah lahan terlantar yang sangat rentan dengan 
api akibat kondisi cuaca panas. Setiap lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam 
wilayah Kecamatan Dumai Barat akan dipetakan menjadi satu peta daerah rawan 
karhutla dan juga data-data kasus bencana kebakaran hutan dan lahan dihimpun dalam 
satu data kasus karhutla Kecamatan Dumai Barat.  

Dari pelaksanaan inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat, telah terekam data 
dalam database Kecamatan Tahun 2020 yaitu rekapitulasi jumlah sebaran titik panas 
(hotspot) pantauan Satelit TERRA/AQUA sebanyak 10 titik panas, dan pantauan Satelit 
NOAA sebanyak 20 titik panas, dan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan pemadaman 
dini oleh petugas pemadaman Kecamatan/Kelurahan dan dibantu oleh BPPD Kota 
Dumai serta lintas sektoral lainnya. Adapun hasil dari pelaksanaan inovasi ini adalah 
menurunnya angka kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Dumai 
Barat, dan penanganan kebakaran hutan yang lebih terkendali sehingga wilayah yang 
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terbakar tidak bertambah luas dan tidak menimbulkan bencana kabut asap di Kota 
Dumai sepanjang tahun 2020. 

Inovasi SI PEKA pada tahap awal pelaksanaannya menghadapi tantangan yang 
cukup berarti, mengingat bahwa inovasi ini memanfaatkan teknologi penginderaan 
jauh dengan satelit, yang membutuhkan koneksi dengan server penyedia layanan untuk 
mendapatkan akses izin penggunaannya, serta harus didukung dengan kemampuan 
personil dalam penggunaan sistem GIS untuk pemetaan lokasi di lapangan. Selain itu, 
agar dapat berjalan secara maksimal inovasi ini harus didukung dengan sarana 
prasarana yang lengkap, seperti perangkat komputer yang dapat mendukung sistem 
GIS dan alat navigasi GPS (Global Positioning System). Tak kalah pentingnya adalah 
anggaran untuk mendukung pelaksanaan inovasi tersebut serta persoalan komunikasi 
agar terbentuk kesepemahaman dalam penerapan inovasi tersebut. Tentunya dalam 
tahap pengembangan kedua inovasi ini terdapat hal-hal yang menjadi kendala namun 
dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik sehingga inovasi ini dapat dirasakan 
manfaatnya. 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan 
metode ini diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam untuk 
mendapatkan gambaran inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, 
yaitu data verbal yang merupakan informasi responden tentang pelaksanaan inovasi 
pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat. Setelah data terkumpul dipisahkan 
menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Pola umum analisis dengan mengikuti 
Analisis Model Interaktif menurut Miles dan Huberman dengan melakukan tiga 
kegiatan analisis data secara menyeluruh yaitu reduksi data, display data, dan 
verifikasi/penarikan kesimpulan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Inovasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan 

 Pemerintah Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai merupakan salah satu 
organisasi perangkat daerah yang yang memiliki tugas dan fungsi dalam 
penanggulangan bencana yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Kebakaran hutan dan 
lahan yang terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai secara luas, dan khususnya di 
wilayah Kecamatan Dumai Barat menjadikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan 
ini sebagai salah satu prioritas tugas di Kecamatan Dumai Barat karena berdampak 
langsung pada kesehatan masyarakat dan aspek-aspek lainnya. Dengan adanya inovasi 
SI PEKA yang dikembangkan di Kecamatan Dumai Barat, dapat membantu pemerintah 
kecamatan dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan sedini 
mungkin, agar kebakaran hutan dapat terkendali sehingga tidak menjadi lebih besar 
dan meluas dan semakin sulit dalam pemadaman serta dapat menghindari dampak-
dampak buruk lainnya yang ditimbulkan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inovasi SI PEKA, maka dapat dilakukan 
analisis dengan teori faktor-faktor keberhasilan menurut Bugge et al, (2021), dengan 
atribut sebagai berikut: 

Governance and Innovation  
Tata kelola inovasi SI PEKA yaitu sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

dimana melalui inovasi SI PEKA dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kecamatan yang diantaranya adalah melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah 
kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap 
darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana 
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di wilayah kecamatan. Dengan inovasi SI PEKA, pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di 
wilayah Kecamatan Dumai Barat dapat lebih efektif dan efisien, dan tentunya dengan 
adanya kesiapsiagaan bencana ini dapat membantu Pemerintah Kota Dumai dalam 
penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan.  

Di dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini telah diatur dalam Keputusan Camat 
Dumai Barat Nomor: Kpts.40 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Sistem 
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kecamatan Dumai Barat Tahun 
Anggaran 2020, dan juga telah menerapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang 
berlaku. Dari indikator tata kelola inovasi, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan inovasi 
SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat sudah bisa dikategorikan baik. 

Sources of the Ideas for Innovation  
Ide ataupun konsep munculnya inovasi SI PEKA bersumber dari permasalahan 

yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Barat yaitu wilayah rawan kebakaran hutan 
dan lahan. Ide-ide yang bersumber dari fenomena yang dilihat, dan dari inilah yang 
akhirnya memunculkan suatu inovasi yang ingin mengubah suatu keadaan menjadi 
lebih baik dari sebelumnya. 

Innovation Culture  
Inovasi SI PEKA dinilai baik bagi masyarakat karena dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat dan bagi aparatur pemerintah kecamatan itu sendiri serta dapat 
mengubah budaya baru bagi masyarakat dan aparatur kecamatan yaitu budaya untuk 
lebih responsif dalam menangani permasalahan yang terjadi dan mengantisipasi 
kejadian yang akan datang. Bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Dumai Barat, 
dengan ditundanya pemberian pelayanan administrasi pertanahan di areal kebakaran 
hutan dan lahan, menjadikan efek jera bagi pemilik lahan yang terbakar, dan 
menimbulkan kesadaran masyarakat secara umum bahwa penting untuk menjaga dan 
memelihara lahan miliki pribadi bukan malah menelantarkan lahan yang sangat 
berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. 

Capabilities and Tools 
Kemampuan alat-alat yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Dumai Barat 

sudah mendukung dan memadai untuk pengelolaan inovasi SI PEKA, meskipun dalam 
masih sangat terbatas dan dibantu oleh peralatan milik kelurahan. Sedangkan untuk 
kemampuan yang dimiliki oleh aparatur kecamatan dalam pengelolaan inovasi SI PEKA 
ini sudah semakin baik, karena telah dilakukan pelatihan dalam penggunaan peralatan 
seperti GPS dan aplikasi pemetaan melalui sistem GIS, meskipun belum maksimal. 

Objective, Outcome, Drivers, and Obstacle  
Tujuan dari inovasi SI PEKA adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam kesiapsiagaan bencana di wilayah 
kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap 
darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana 
di wilayah kecamatan. Dengan SI PEKA pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan 
lebih efektif dan efisien, dan hasilnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat dengan 
pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan 
Dumai Barat, sehingga tidak berdampak buruk yang lebih besar lagi. 

Dalam hal pendorong pelaksanaan inovasi SI PEKA, peran kepemimpinan Camat 
sebagai inovator dalam mengembangkan inovasi ini sangat berpengaruh besar dalam 
mengubah organisasi kecamatan dan kelurahan menjadi lebih responsif dalam 
menanggapi suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, dan menjadikan aparatur 
kecamatan dan kelurahan dapat berpikir secara inovatif lagi dalam mengembangkan 
potensi yang ada.  

Meskipun dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini sudah bisa berjalan dengan 
baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh pihak Kecamatan 
Dumai Barat dalam pengelolaan inovasi ini, yaitu keterbatasan kemampuan aparatur 
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kecamatan dalam menguasai teknologi khususnya sistem GIS yang digunakan dalam 
pemetaan, meskipun sudah dilakukan pelatihan singkat untuk pengoperasian sistem 
GIS tersebut, namun dirasakan belum maksimal dan masih ketergantungan pada 
kemampuan satu orang sebagai operator saja, sehingga untuk itu diperlukan perlu 
dilakukan pelatihan khusus secara langsung ke Badan Informasi Geospasial Republik 
Indonesia, dengan mengirimkan beberapa orang staf kecamatan dan kelurahan yang 
memiliki bakat dan minat serta kemampuan dalam pemetaan.  

Collecting Innovation Data for Single Innovation  
Inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat merupakan inovasi tunggal yang 

telah direncanakan oleh pihak Kecamatan Dumai Barat itu sendiri berdasarkan 
pengamatan dan fenomena yang dilihat dan dirasakan sendiri, dan inovasi SI PEKA ini 
hanya ada di Kecamatan Dumai Barat dan tidak dimiliki oleh Kecamatan lain yang ada 
di Kota Dumai. 
 
Upaya Meningkatkan Inovasi SI PEKA  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hambatan 
dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini, yaitu keterbatasan sarana prasarana seperti 
alat GPS atau komputer yang mendukung aplikasi pemetaan, serta keterbatasan 
kemampuan personil Kecamatan Dumai Barat dalam mengoperasikan sistem GIS dalam 
pengolahan data hotspot yang diterima oleh akun kecamatan untuk kemudian diproses 
dan digitasi serta proses tumpangsusun (overlay) dan identity data titik panas (hotspot) 
dengan batas wilayah dan data lain yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan 
pembelian peralatan GPS dan tambahan peralatan komputer yang mendukung aplikasi 
pemetaan dengan versi terbaru. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil 
kecamatan dalam pengoperasian sistem GIS tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2021 
pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan biaya pendidikan dan 
pelatihan langsung ke pusat pelatihan BIG (Badan Informasi Geospasial) Republik 
Indonesia untuk 3 (tiga) orang staf yang dipandang memiliki minat, bakat serta 
kemampuan dalam mengembangkan inovasi SI PEKA ini.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai Inovasi SI 
PEKA di Kecamatan Dumai Barat, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu setelah 
masing-masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

1. Bahwa inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat sebagai upaya dalam 
kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam wilayah 
kecamatan sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam hal Governance and 
Innovation (tata kelola inovasi), bahwa inovasi ini SI PEKA sudah terkelola 
dengan baik dengan adanya SK Camat dan SOP dalam penanganan kebakaran 
hutan dan lahan; Sources of the Ideas for Innovation (Sumber ide-ide untuk 
inovasi), inovasi muncul dari fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai 
Barat yaitu Kecamatan Dumai Barat termasuk dalam wilayah yang rawan 
kebakaran hutan dan lahan; Innovation Culture (Budaya Inovasi), inovasi ini 
menciptakan budaya aparatur kecamatan dan kelurahan menjadi lebih responsif 
dan inovatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi; 
Capabilities and Tools (Kemampuan dan Alat-alat) yaitu kemampuan personil 
kecamatan yang sudah bisa menggunakan sistem GIS secara dasar dan dukungan 
peralatan pendukung seperi GPS dan perangkat komputer; Objective, Outcome, 
Drivers, and Obstacle (Tujuan, hasil, Pendorong dan Penghambat) yaitu inovasi ini 
telah memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya 
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pencegahan kebakaran hutan dan lahan, meskipun masih ada kendala dalam 
pelaksanaannya; Collecting Innovation Data for Single Innovation (Mengumpulkan 
Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal) yaitu bahwa Inovasi SI PEKA di Kecamatan 
Dumai Barat merupakan inovasi tunggal yang telah direncanakan oleh pihak 
Kecamatan Dumai Barat itu sendiri berdasarkan pengamatan dan fenomena yang 
dilihat dan dirasakan sendiri, dan inovasi SI PEKA ini hanya ada di Kecamatan 
Dumai Barat dan tidak dimiliki oleh Kecamatan lain yang ada di Kota Dumai. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terhadap kendala dalam 
pelaksanaan inovasi SI PEKA ini yaitu keterbatasan peralatan dan kemampuan 
personil yang masih kurang, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah 
menganggarkan pembelian peralatan GPS dan tambahan peralatan komputer 
yang mendukung aplikasi pemetaan dengan versi terbaru pada Tahun Anggaran 
2021. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil kecamatan dalam 
pengoperasian sistem GIS tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2021 ini juga 
pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan biaya pendidikan dan 
pelatihan langsung ke pusat pelatihan yaitu BIG (Badan Informasi Geospasial) 
Republik Indonesia untuk 3 (tiga) orang staf yang dipandang memiliki minat, 
bakat serta kemampuan dalam mengembangkan inovasi SI PEKA ini.  

 
Ucapan terima kasih 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan 
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan 
Laboratorium FISIP Universitas Riau yang telah melaksanakan Seminar Nasional Tata 
Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Adianto, 2020, Inovasi Sosial Praktek Adopsi Inovasi yang Memberikan Dampak 

Kesejahteraan. Pekanbaru: Taman Karya. 
Ancok, Djamaludin, 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta: Erlangga. 
Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta. 
Fathurrahman, Tarigan, 2020. Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan 

Daerah Ideal. Malang: Citra Intrans Selaras (Citila). 
Makmur dan Thahier, 2015. Inovasi dan Kreativitas Manusia Dalam Administrasi dan 

Manajamen. Bandung: Refika Aditama. 
Mulyadi, Gedeona dan Nurafandi, 2018. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. 

Bandung: Alfabeta. 
Noor, Irwan, 2017. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Universitas Brawijaya 

Press (UB Press). 
Nurharyono, Gogor Eko, et.al, 2020. Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrasi Lebih 

Bermakna.Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 
Riris dan Robert, 2020. Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia. Jakarta: 

Yayasan Pustaka Bogor Indonesia 
Sakanah, Winda, 2021. Inovasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Arifin Achmad Provinsi 

Riau. Pekanbaru. 
Sinambela, Rochadi, dkk, 2019. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. 
Wibowo, 2019. Manajamen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi. Depok: RajaGrafindo Persada. 
Widodo, Tri, 2020. Inovasi Harga Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara. 

Depok: RajaGrafindo Persada. 
Yusuf, Muri, 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 



 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

  

Prodi Ilmu Administrasi Publik bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI  dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 
55 

RESTORASI GAMBUT BERBASIS PEMBEDAYAAN MASYARAKAT 
 

Netalia Marliza  
Program Magister Ilmu Administrasi FISIPUniversitas Riau 

Email: netaliamarliza5@gmail.com 
 

Abstrak 
Kebakaran merupakan masalah besar di Riau. Metode penelitian menggunakan kualitatif 
pendekatan deskriptif. Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk 
merestorasi gambut. 3R adalah rewetting, revegetation, dan revitalization. Restorasi gambut 
berbasis pemberdayaan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Femanfaatan 
lahan gambut bisa dengan pembudidaya perkebunan nenas dan perkebunan kelapa sawit. 
Restorasi melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk meningkat-
kan monitoring pencegahan kebakaran hutan. 

Kata kunci: restorasi, lahan gambut, pemberdayaan masyarakat 

 
PENDAHULUAN 

Pemberdayaan masyarakat di lahan  gambut sangat penting artinya dalam 
menunjang keberhasilan konservasi lahan gambut. Sedikitnya terdapat tiga  pertim-
bangan yang dapat dikemukakan. Pertama, pelestarian ekosistem gambut adalah salah 
bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua, karena kemiskinan yang 
dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut, seringkali menjadi penyebab  
ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan. Ketiga, upaya penyadaran dan 
penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian lahan terbukti sulit 
dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi. 

Kebakaran hutan di Provinsi Riau selalu terjadi setiap musim kemarau tiba, 
menurut laporan Badan Restorasi Gambut tahun 2016 kebakaran hutan di Provinsi 
Riau disebabkan oleh perubahan cuaca sedangkan menurut data Provinsi Riau, 2.6 ha 
hutan dan lahan terbakar pada tahun 2015-2016 dan mengakibatkan masyarakat 
menderita penyakit saluran pernapasan dan kerugian material (Dalam Surwano, 2017 
Dinas Kehutanan, 2016). Lahan gambut merupakan lahan yang sering kali terbakar dan 
tidak dikelola sebagaimana mestinya, menurut (Zulkarnaini & As’ari, 2019) menjelas-
kan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan sebagai bentuk cara pandang 
masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola menjadi lebih produktif. 

Tahun 2016 Badan Restorasi Gambut-Kemitraan bersama Provinsi Riau 
membuat program bersama untuk menjaga dan memperbaiki Kawasan Hidrologis 
Gambut (KHG) yang ada di Riau komitmen bersama dalam memperbaiki kawasan 
gambut. Total luasan lahan yang masuk dalam tahap restorasi di Riau 867.887 hektar 
areal gambut. Ada pun berbagai upaya strategis dalam merestorasi diantaranya 
pembangunan sumur bor, sebagai antisipasi awal sumber air ketika mendeteksi 
kebakaran hutan. 

Restorasi adalah tertuju pada usaha pemulihan atau perbaikan sesuatu, baik itu 
alam, bangunan, benda berharga, keadaan sosial, serta bermacam hal lainnya, supaya 
kembali ke kondisi semula. Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan adalah proses 
yang memiliki makna dalam setiap perubahannya, Pertama Enabling menimulkan 
ruang potensi untuk masyarakat dapat berkembang secara baik dan membebaskan 
masyarakat, kedua empowering yaitu memberikan kekuatan akan pengetahuan dan 
kemampuan bagi masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong 
menjadi kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses 
pemberdayaan harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah 
dan terakhir adalah Fostering memelihara kondusifitas/semangat masyartakat untuk 
memilihara program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidiq, 
2020) yang menyebutkan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesbilitas bagi 
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masyarakat miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap 
program. 

Restorasi lahan gambut bukan hanya upaya memulihkan lahan yang telah rusak. 
Namun, program ini dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) 
di kawasan gambut. Program restorasi gambut merupakan upaya pemerintah 
mengembalikan lingkungan, dan mencegah Karlahut, terutama di musim kering. Saat 
terbakar, diakuinya, kawasan gambut berpotensi mengeluarkan karbon yang bahaya 
bagi kesehatan manusia. 

 
METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Penelitina kualitatif fokus pada pengamatan yang mendalam. 
Hasil dari penelitian ini memutuhkan analisi yang mendalam. Data penelitian ini 
diperoleh dari pengamatan/observasi,wawancara dan dokumen. Tujuan penelitian 
Kualitatif  adalah  memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan                                 
mendeskripsikan pernyataan- pernyaataan dengan menggunakan berbagai metode 
ilmiah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Restorasi adalah suatu perbuatan atau cara untuk mengembalikan, memulihkan, 
memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Tujuan Restorasi adalah untuk 
memulihkan kondisi hutan yang rusak sehingga hutan tersebut kembali pada kondisi 
semula sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. 

Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk 
merestorasi gambut. 3R adalah kepanjangan dari rewetting, revegetation, dan revita-
lization. Rewetting adalah pembasahan kembali dengan pembangunan sekat kanal, 
pembangunan sumur bor dan upaya lain yang mendorong basahnya lahan gambut. 
Sementara revegetation adalah penanaman kembali melalui persemaian, penanaman 
dan regerenasi alami. Sedangkan revitalization adalah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui pertanian, perikanan dan ekowisata. 

Pemberdayaan Masyarakat dalam program restorasi gambut di Riau lahir dari 
seluruh lapisan masyarakat, program pembedayaan ini juga melahirkan kelompok 
Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk meningkatkan monitoring 
pencegahan kebakaran hutan.  

Pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat sadar akan kebakaran hutan. 
Dimusim panas lahan gambut akan mengalami rawan akan kebakaran dikarenakan 
banyak pihak yang tidak bertanggungjawab ingin membuka lahan dengan cara yang 
instan yaitu dengan membakar lahan. Dalam hal ini pihak MPA memerlukan 
perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk persiapan jika ditemukan titik api 
dilahan gambut. 

Lahan gambut juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah budidaya buah nanas yang 
bisa diproduksi menjadi makanan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Perkebunan nenas 
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Gambar 3. Perkebunan kelapa sawit 
 
 
 
 

Gambar 2. Perkebunan kelapa sawit 
Sumber : https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-

kelapa-sawit-pada-lahan-gambut.html 

 
Lahan gambut punya peranan penting dilihat dari segi ekonomi dan ekologi. 

Dalam melakukan budidaya tanaman sawit diperlukan pertimbangan yang matang 
apakah lahan tersebut sesuai untuk kelapa sawit. 
 
KESIMPULAN  

Lahan gambut di Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting, oleh 
karenanya perlu dikelola secara berkelanjutan. Masyarakat melakukan restorasi 
gambut berbasis pemberdayaan masyarakat melalui upaya menamam lahan gabut 
dengan tanaman yang cocok, perkebunan nenas dan kelapa sawit dibisa menjadi 
contoh dalam pembudidayaan dilahan gambut. Badan Restorasi Gambut Indonesia 
(BRG) menerapkan strategi 3R untuk merestorasi gambut. 3R adalah kepanjangan 
dari rewetting, revegetation, dan revitalization. Rewetting adalah pembasahan kembali 
dengan pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor dan upaya lain yang 
mendorong basahnya lahan gambut. Sementara revegetation adalah penanaman 
kembali melalui persemaian, penanaman dan regerenasi alami. Sedangkan revitali-
zation adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian, perikanan dan 
ekowisata. 
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GAMBUT DI KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)  

PULAU RANGSANG 
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Email: nur.hidayati6965@grad.unri.ac.id  

 
Abstrak 

KHG Pulau Rangsang merupakan lahan gambut yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki 
peran ekologis yang sangat penting, namun memiliki tingkat kerawanan terhadap kekeringan 
yang dapat mengakibatkan peningkatan kejadian kebakaran. Mengingat sangat sulitnya 
kebakaran lahan gambut untuk dipadamkan, upaya pencegahan kebakaran sebaiknya me-
ngambil pembelajaran dan sejarah terjadinya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi, 
dengan analisis karakteristik kejadian kebakaran lahan gambut dengan menggunakan teknologi 
penginderaan jauh secara spasial dan temporal. Salah satu metode analisia karakteristik 
kebakaran yaitu dengan menggunakan data titik panas (hotspot) MODIS dengan satelit Terra 
dan Aqua bulanan dengan tingkat kepercayaan (confidence level) >60% selama kurun waktu 20 
tahun (2001–2020). Data hotspot digunakan sebagai data awal untuk menentukan periode 
kejadian kebakaran. Analisis data hotspot secara temporal menghasilkan 2 periode kejadian 
kebakaran yaitu Periode I dan Periode II yang masing-masing terjadi pada bulan Januari–April 
dan bulan Juni–Oktober. Data hasil analisis hotspot tersebut di tumpang-susunkan dengan 
teknik on-off layer citra Landsat yang sebelumnya telah dilakukan composite band untuk 
dilakukan proses deleniasi dengan menggunakan GIS (Geographic Information System). Hasil 
deleniasi tersebut dijadikan dasar untuk memperoleh karakteristik kebakaran lahan gambut 
pada KHG Pulau Rangsang. Pada penelitian ini menunjukkan total luasan areal kebakaran 
terparah terjadi pada tahun 27.714,96 Ha yang terjadi pada tahun 2005  dengan durasi 
kebakaran terlama yaitu selama 44 hari yang terjadi di Periode I dengan laju kebakaran sebesar 
4.456,17 Ha/hari.  

Kata kunci: kebakaran, titik panas (hotspot), satelit MODIS, citra landsat, spasial dan temporal 

 
PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang terbesar di kawasan tropika yaitu 
sekitar 21 juta ha. Saat ini degradasi lahan gambut di Indonesia telah terjadi dalam skala 
besar, sehingga hanya tersisa kurang dari 4% lahan gambut yang masih asli (pristine 
peat swamp forest) yang selalu tergenang sepanjang tahun, sementara 37% lainnya 
sudah mengalami degradasi dengan berbagai tingkatan. Selanjutnya, lebih dari 20% 
lahan gambut di Indonesia dalam kondisi sebagai lanskap terdegradasi yang tidak 
dikelola (Koh et al., 2011). Penyebab utama terjadinya degradasi pada lahan gambut 
yaitu terjadinya kebakaran lahan yang hampir disetiap tahun dan dalam skala besar 
yang merupakan permasalahan serius yang sulit untuk diatasi.  

Sejarah membuktikan bahwa hanya hujan yang mampu memadamkan api ketika 
terjadi kebakaran lahan gambut. Akibatnya kondisi lahan gambut hampir di seluruh 
kawasan Sumatera khususnya di Provinsi Riau sudah tertekan dan berubahnya fungsi 
lahan. Tertekan dalam artian bahwa lahan gambut tersebut telah terbakar berulang kali, 
bahkan lebih dari 3 kali yaitu 7 hingga 10 kali. Mengingat sangat sulitnya kebakaran 
lahan gambut untuk dipadamkan, pencegahan kejadian kebakaran lahan menjadi sangat 
serius untuk digalakkan. Rekomendasi upaya pencegahan sebaiknya dari  pembelajaran 
dan sejarah terjadinya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi, agar kejadian 
tersebut tidak terulang kembali. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan 
pasca kebakaran lahan gambut yaitu dengan melakukan analisis data titik panas 
(hotspot) dengan menggunakan satelit penginderaan jauh yaitu MODIS Terra/Aqua.  

KHG Pulau Rangsang merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang 
berada di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut atau disebut juga dengan 
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gambut pesisir/kepulauan. Lahan gambut yang berada di wilayah kepulauan memiliki 
peran ekologis yang sangat penting sebagai penyimpan karbon, penyimpanan air, 
konservasi biodiversitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Lahan gambut kepulauan 
memiliki tingkat kerawanan terhadap kekeringan yang dapat mengakibatkan pening-
katan kejadian kebakaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi areal bekas terbakar pada lahan 
gambut di KHG Pulau Rangsang secara spasial dan temporal dengan menggunakan data 
citra satelit Landsat dengan melakukan deleniasi selama kurun waktu 20 tahun (2001–
2020). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait karakteristik 
kebakaran lahan gambut yang ada di KHG Pulau Rangsang diantaranya yaitu luasan 
areal bekas terbakar, durasi kebakaran dan laju kebakaran. Penelitian ini diharapkan 
mampu memberi gambaran dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan upaya pena-
nggulangan kebakaran lahan gambut di KHG Pulau Rangsang, agar kejadian tersebut 
tidak terulang kembali. 
 
METODE 
Lokasi Penelitian 
 Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu wilayah Kesatuan Hidrologis 
Gambut (KHG) Pulau Rangsang yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi 
Riau. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan dugaan bahwa KHG Pulau Rangsang 
mengalami pengatusan lebih cepat karena memiliki catchment area yang kecil dan 
dibatasi oleh laut, menyebabkan air cepat mengalir ke laut, sehingga mudah kering dan 
cepat terbakar.  
Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa data satelit yang mencakup wilayah KHG 
Pulau Rangsang dengan rincian data sebagai berikut: 
a. Hotspot MODIS Terra/Aqua  

Data hotspot yang diperoleh dari sensor MODIS (Terra dan Aqua) dengan selang 
kepercayaan (confidence level) >60%. Pemilihan tingkat kepercayaan >60% pada data 
hotspot berdasarkan pada metode perekaman yang dilakukan oleh satelit Terra dan 
Aqua, dimana suatu hotspot di wilayah tertentu telah dilalui dan direkam secara ber-
gantian oleh kedua satelit tersebut yaitu satelit Terra dan Aqua (Prayoga et al., 2017). 
Data hotspot yang digunakan mencakup wilayah KHG Pulau Rangsang dengan rincian 
data sebagai berikut: 

 Resolusi temporal : Siang & malam (16 hari) 
 Sensor satelit : Terra MODIS/Aqua MODIS 
 Penyedia : Fire Informasion for Resource Management System, NASA                 

   (FIRMS, NASA) 
 Produk : FIRMS MODIS Fire Archive 
 Rentang waktu  : Tahun 2001–2020 
 Sumber : NASA https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download 

LAPAN (2016) membagi tingkat kepercayaan dalam informasi data hotspot yang 
ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Arti tingkat kepercayaan dalam informasi data hotspot 
Tingkat 

Kepercayaan 
(C) 

Kelas Tindakan 

0% ≤ C < 30% Rendah 
Perlu 
diperhatikan 

30% ≤ C < 80% Nominal Waspada 

80% ≤ C ≤ 100% Tinggi 
Segera 
penanggulangan 

(Sumber: LAPAN, 2016) 
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b. Data Citra Landsat  
Setelah diidentifikasi periode-periode kejadian kebakaran lahan, selanjutnya 

dikumpulkan data citra satelit Landsat pada masing-masing kondisi yaitu sebelum dan 
sesudah terjadinya kebakaran pada pada tiap periode kejadian kebakaran. Penelitian ini 
menggunakan citra Landsat generasi II diantaranya yaitu: 

a. Landsat–5 TM (Thematic Mapper) 
b. Landsat–7 ETM+ (Enchnced Thematic Mapper+) 
c. Landsat–8 OLI/TIRS (Onboard Operational Land Imaginer/Thermal Infrared 

Sensor) 
Penelitian ini menggunakan berbagai jenis citra Landsat dengan alasan 

ketersediaan data pada tahun atau periode yang diinginkan. Pada tahun 2001 hingga 
tahun 2012 menggunakan citra Landsat 5/7, sedangkan pada tahun 2013 hingga tahun 
2020 menggunakan citra Landsat 8. Masing-masing citra satelit Landsat tersebut 
memiliki resolusi spasial yang cukup baik yaitu 30 meter untuk analisis terkait dengan 
perubahan fenomena alam, serta resolusi temporal 16 harian. Citra Landsat tersebut 
berasal dari USGS (United States Geological Survey) yang dapat diunduh pada website 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) 

Pada Penelitian ini analisis spasial difokuskan pada lokasi poligon dengan 
kerapatan titik (point density) pada data hotspot, selanjutnya dilakukan deleniasi pada 
objek yang diduga sebagai areal bekas terbakar (Elvidge & Baugh, 2014; Candra & 
Kustiyo, 2014).  

Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan GIS (Geographic Information 
System) kemudian diolah menggunakan metode image processing dengan cara melaku-
kan overlay pada data hotspot dan data satelit Citra Landsat untuk mendapatkan 
penyebaran dan trend kejadian kebakaran lahan gambut dari tahun ke tahun. Dengan 
menggunakan GIS juga didapat data-data karakteristik kebakaran seperti luas areal 
bekas terbakar, durasi kebakaran, laju kebakaran dan lokasi kebakaran untuk masing-
masing periode kejadian kebakaran. 

Proses identifikasi karakteristik kejadian kebakaran dilakukan dengan mengkom-
binasikan 3 kanal (band), diantaranya untuk kombinasi band citra Landsat-5 TM dan 
Landsat-7 ETM adalah 321 dan 543. Sedangkan pada citra Landsat-8 OLI/TIRS 
menggunakan kombinasi band 753 dan 654.  Areal bekas terbakar dapat digambarkan 
sebagai kenampakan objek yang berwarna merah kehitaman atau coklat, terdapat 
perubahan kenampakan pada citra Landsat pada periode sebelum terjadinya kebakaran. 
Indikasi luas areal yang terbakar dihasilkan dengan digitasi yang dilakukan secara visual 
dengan citra Landsat terhadap titik panas (hotspot) yang mengelompok.  

Proses deleniasi dilakukan dengan menggunakan vektor poligon pada GIS 
(Geographic Information System) dengan cara mengetahui perubahan kondisi tutupan 
lahan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran pada lokasi yang terdapat 
titik panas. Penelitian ini menggunakan metode yang dijelaskan secara ringkas dalam 
bagan alir yang ditunjukkan pada Gambar 1. Proses deleniasi pada GIS dengan 
menggunakan teknik on-off layer citra Landsat seperti yang dimaksud dalam Gambar 1, 
bertujuan untuk memudahkan melihat perubahan kondisi tutupan lahan yang telah 
dikombinasikan RGB (Red Green Blue) yang diindikasikan oleh perubahan warna dari 
kehijauan menjadi kemerahan bahkan kehitaman (LAPAN, 2015). 
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Gambar 1.  Bagan alir analisis karakteristik areal bekas kebakaran hutan dan lahan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Sebaran Data Hotspot 

Hotspot merupakan suatu indikator yang ada pada suatu tempat yang dapat 
diartikan sebagai daerah yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
daerah disekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh 
satelit penginderaan jauh (LAPAN, 2014). Hasil pemetaan spasial dengan kumulatif data 
titik panas selama kurun waktu 20 tahun di KHG Pulau Rangsang dapat dilihat pada 
Gambar 2 di bawah ini. 

 

 
Gambar 2. Visualisasi hotspot KHG Pulau Rangsang tahun 2001-2020
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Pada Gambar 2 tersebut dapat dilihat posisi sebaran hotspot  cenderung berada di 
wilayah pesesir pulau Rangsang. Sebaran data titik panas hotspot  yang berulang dan 
bergerombol pada suatau lokasi dapat dijadikan sebagai penanda adanya kejadian 
kebakaran (LAPAN, 2016). Sebaran data hotspot di KHG Pulau Rangsang secara temporal 
dari tahun 2001 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar. 3 di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Data Hotspot MODIS tahun 2001-2010 
 (b) Data Hotspot MODIS tahun 2011-2020 

Gambar 3. Grafik time series data hotspot bulanan di KHG Pulau Rangsang 
  
 Pada grafik yang tersaji pada Gambar 3, terlihat adanya titik hotspot melalu 
pantauan satelit MODIS selama kurun waktu 20 tahun cenderung mengalami naik-turun. 
Terlihat bahwa pada setiap tahunnya KHG Pulau Rangsang mengalami dua kali kejadian 
kebakaran dalam setahun. Jumlah deteksi hotspot tertinggi terlihat pada bulan Maret 
tahun 2014 yang mencapai 194 hotspot. Deteksi hotspot yang terpantau oleh satelit 
MODIS dimulai pada tahun 2001–2020 berada pada bulan Januari hingga bulan April 
disebut sebagai Periode I yang berhubungan dengan jatuhnya musim kemarau di 
Provinsi Riau. Namun pada bulan Juni hingga bulan Oktober jumlah hotspot relatif 
menurun, periode ini disebut dengan Periode II. Banyaknya jumlah hotspot sangat 
dipengaruhi dengan intensitas curah hujan yang terjadi pada suatu wilayah tersebut.  
 
Analisis Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut 
 Penentuan fokus wilayah pengamatan berdasarkan pada informasi sebaran data 
hotspot yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses identifikasi areal 
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bekas terbakar pada citra Landsat. Kenampakan hotspot dan areal kebakaran di KHG 
Pulau Rangsang pada citra Landsat dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. Selain 
dipengaruhi oleh karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, sebaran titik panas 
diduga mengikuti pola tertentu yang sangat berhubungan dengan kondisi tutupan lahan 
(Setiawan et al, 2017). Hasil digitasi digambarkan dengan polygon berwarna merah yang 
dilakukan terhadap citra Landsat 8 dengan kombinasi band 753 untuk periode 
kebakaran tahun 2020. Proses deleniasi secara visual dilakukan dengan menarik garis 
poligon yang merupakan daerah bekas terbakar dan sebelum terbakar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Kenampakan hotspot dan areal bekas terbakar KHG Pulau Rangsang 
  
 Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat adanya unsur dan perilaku api yang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, yaitu bahan bakar, iklim/cuaca, dan topografi. 
Perilaku kebakaran merupakan dasar dalam mempelajari dampak kebakaran lahan 
terhadap lingkungan sebagai penilaian kerusakan yang ditimbulkan serta menentukan 
strategi dalam penentuan upaya pengendaliannya (Syaufina, 2008). Data hotspot yang 
telah dianalisis bertujuan untuk mengetahui trend sebaran hotspot pada tiap tahunnya. 
Selanjutnya, dilakukan deleniasi areal kebakaran berdasarkan citra Landsat yang sesuai 
dengan data titik panas (hotspot) pada periode tertentu. Gambar 5 merupakan salah satu 
hasil analisis secara spasial pada areal bekas terbakar dan sebelum terbakar pada tahun 
2005 berdasarkan citra Landsat 5 dengan teknik on-off layer yang telah dilakukan 
kombinasi pada band 543. Gambar 5 menjelaskan bahwa pada bulan Maret di tahun 
2005 tutupan lahan pada poligon KHG Pulau Rangsang masih berupa vegetasi hijau dan 
kebakaran yang ada belum meluas, sedangkan pada analisis citra bulan Mei tahun 2005 
terlihat jelas bahwa adanya penambahan areal bekas terbakar.   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 a. Periode I (19 Januari 2005) b. Periode II (8 Maret 2005) 

Gambar 5. Perubahan luas areal terbakar di KHG Pulau Rangsang 
  
 Berdasarkan hasil tumpang susun dan deleniasi visual dengan menggunakan 
software Arc GIS 10.3 yang menghasilkan Gambar 5 di atas, maka diperoleh areal bekas 
terbakar terparah dengan luasan yang mencapai 27.714,96 Ha yang terjadi pada tahun 
2005  dengan durasi kebakaran terlama yaitu selama 44 hari yang terjadi di Periode 
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Luas Area Kebakaran Durasi Kebakaran Laju Kebakaran

(Ha) (hari) (Ha/hari)

2001 I 878,10 1 878,10

II 0,00 0 0,00

2002 I 6470,36 6 1078,39

II 3239,74 2 1619,87

2003 I 0,00 5 0,00

II 0,00 3 0,00

2004 I 2845,11 5 569,02

II 1594,96 2 797,48

2005 I 27714,96 44 629,89

II 4456,17 1 4456,17

2006 I 1134,08 4 283,52

II 0,00 0 0,00

2007 I 272,44 3 90,81

II 147,96 3 49,32

2008 I 164,83 6 27,47

II 0,00 0 0,00

2009 I 1211,13 13 93,16

II 6022,89 5 1204,58

2010 I 1607,55 12 133,96

II 8769,37 5 1753,87

2011 I 460,34 7 65,76

II 1558,89 5 311,78

2012 I 449,34 2 224,67

II 2154,44 6 359,07

2013 I 689,24 8 86,15

II 6382,84 9 709,20

2014 I 13332,29 28 476,15

II 5561,76 2 2780,88

2015 I 1587,64 13 122,13

II 1408,61 5 281,72

2016 I 837,39 23 36,41

II 532,24 5 106,45

2017 I 68,65 2 34,33

II 1008,22 4 252,06

2018 I 2292,21 4 573,05

II 653,12 7 93,30

2019 I 2511,82 19 132,20

II 5423,37 9 602,60

2020 I 1364,71 23 59,34

II 175,95 7 25,14

Jumlah 114982,71 308 20998,01

Tahun
Periode 

Kebakaran

kebakaran pertama dengan laju kebakaran sebesar 4.456,17 Ha/hari. Selanjutnya, 
karakteristik kejadian kebakaran yang terkait dengan luas areal bekas terbakar, durasi 
kebakaran dan laju kebakaran selama kurun waktu 20 tahun disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2  menggambarkan total luas areal kebakaran yang terjadi pada KHG Pulau 
Rangsang dalam kurun waktu 20 tahun mencapai 114.982,71 ha. Luas kebakaran lahan 
di KHG Pulau Rangsang cenderung mengalami penurunan seiring dengan upaya 
pemerintah pusat serta daerah dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan gambut yang kian membaik. Sebaran luas areal bekas terbakar yang 
cenderung berada di wilayah pesisir KHG Pulau Rangsang dan terjadi pada bulan Januari 
hingga April tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam 
mengambil keputusan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 
dan lahan gambut.   

Tabel 2. Karakteristik areal bekas terbakar di KHG Pulau Rangsang hasil deleniasi citra 
Landsat tahun 2001–2020 
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Keterkaitan Karakteristik Kebakaran di KHG Pulau Rangsang 
 Dari analisis yang dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, dengan menggunakan 
bantuan citra Landsat, hubungan antara luas area kebakaran terhadap banyaknya 
jumlah hotspot, durasi kebakaran dan laju kebakaran adalah signifikan. Hal tersebut 
berarti bahwa banyaknya jumlah hotspot dan durasi kebakaran terhadap luas areal 
bekas terbakar dan laju kebakaran. KHG Pulau Rangsang mengalami kondisi kering yang 
mengakibatkan terjadinya kebakaran gambut pada periode I. Pada Gambar 6 
menunjukkan bahwa luas area kebakaran meningkat setelah jumlah hotspot  juga 
meningkat. Grafik pada Gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa pola luas area kebakaran 
akan mengikuti pola data hotspot. Luas area kebakaran akan menurun saat intensitas 
data hotspot menurun.  

 
Gambar 6. Grafik hubungan luas areal kebakaran dan jumlah hotspot 

 

 
Gambar 7. Grafik hubungan luas areal kebakaran dan durasi kebakaran 

 
 Selain hubungan luas areal kebakaran dan jumlah hotspot, terdapat juga hubungan 
antara luas areal kebakaran dan durasi kebakaran yang dapat dilihat pada Gambar 7 di 
atas. Grafik tersebut menjelaskan bahwa hubungan durasi kebakaran dan luas arel 
kebakaran adalah berbanding lurus, dimana semakin lama julmah hari terbakar maka 
semakin bertambah pula luas areal kebakaran yang terjadi di KHG Pulau Rangsang.  
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Gambar 8. Grafik laju kebakaran lahan di KHG Pulau Rangsang (2001-2020) 

  
 Kejadian kebakaran yang terparah di tahun 2005 dapat mengindikasikan bahwa 
titik panas (hotspot) yang meningkat sejak awal tahun 2001 yang diperparang dengan 
durasi kebakaran terlama selama kurun waktu 20 tahun yaitu 44 hari. Berdasarkan hasil 
analisis durasi kebakaran yang disajikan pada Gambar 8, yaitu bertambahnya luas 
kebakaran berbanding lurus dengan lamanya durasi kebakaran. Laju kebakaran 
mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir menandakan adanya keberhasilan 
pemerintah maupun stakeholder dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut dan 
pemulihan lahan gambut yang terbakar. 
 
KESIMPULAN 

Analisis pemantauan area bekas terbakar pada lahan gambut di KHG Pulau 
Rangsang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, yang memanfaatkan 
penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Metode deleniasi yang digunakan 
pada penelitian ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu kendala tutupan 
awan pada citra Landsat dan adanya haze, selain itu ketersediaan data citra Landsat 
dengan resolusi temporal 16 hari harus disesuaikan dengan kejadian kebakaran yang 
ada. Analisis data penelitian ini menggunakan data satelit yang merupakan sumber data 
yang memiliki kekurangan, salah satunya yaitu tutupan awan. 
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Abstrak 

Provinsi Riau salah satu daerah penyumbang asap di Indonesia. Menurut Data kebakaran hutan 
dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 49 Ribu Hektar lahan 
di Provinsi Riau terbakar pada tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau terjadi 
saat musim kemarau setiap tahunnya, hal ini mendapat perhatian publik dan ditetapkan sebagai 
bencana Nasional oleh Negara. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan 80% lahan di 
Provinsi Riau merupakan lahan gambut. Selain itu, factor lainnya adalah tradisi “merun” atau 
tradisi yang digunakan masyarakat local ketika membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. 
Kurangnya pemahan masyarakat mengenai dampak dari tradisi mereka menyebabkan semakin 
banyaknya musibah kebakaran di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Setelah penelitian lapangan strategi mitigasi yang 
dilakukan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan di 
daerah mereka yaitu bekerjasama dengan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning membentuk 
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai wadah komunikasi MPA 
ditingkat Kecamatan, peningkatan inovasi sumur hydran, membangun embung penampungan air 
dan memaksimalkan lahan kosong sebagai lahan pertanian nanas dan Arboretum Gambut. 

Kata Kunci: strategi mitigasi, Karhutla, pemberdayaan masyarakat. 

  
PENDAHULUAN 

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan konsumsi beras, 
namun hal ini belum diimbangi dengan peningkatan produksi padi. Dalam sepuluh tahun 
terakhir, produksi komoditas pangan bertumbuh secara berfluktuatif karena 
dipengaruhi berbagai faktor, antara lain konversi lahan pertanian ke nonpertanian, 
keterbatasan lahan untuk perluasan areal, infrastruktur pertanian yang belum memadai, 
anomali iklim, dan fluktuasi harga. Selama periode 2015-2018 kenaikan produksi padi 
mengalami peningkatan mencapai 3,28%/tahun. Peningkatan produksi ini didukung 
oleh peningkatan luas panen sebesar 4,27%/tahun. Peningkatan ini lebih rendah 
dibandingkan dengan peningkatan luas panen pada tahun 2016 yang mencapai 
7,36%/tahun. Pada tahun 2018 peningkatan luas panen hanya sebesar 1,79%. 
Bertambahnya luas panen berhubungan erat dengan peningkatan luas tanam. Pada 
tahun 2018, program Upaya Khusus yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian 
berhasil meningkatkan luas panen sebesar 5,5% atau sekitar 18,27 juta ha dari capaian 
2017 seluas 17,32 juta ha. 

Salah satu alternatif dan upaya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan luas 
lahan, antara lain dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada dan optimalisasi 
pengelolaan potensi lahan gambut. Indonesia menempati posisi negara keempat setelah 
Kanada, Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang memiliki potensi lahan gambut yang luas. 
Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 14,95 juta hektare berada di 
Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua serta sebagian kecil di Sulawesi. Kondisi di 
Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan semakin 
masifnya proses alih fungsi lahan pertanian subur yang selama ini memasok sekitar 60% 
kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, perlu memikirkan pemanfaatan potensi 
lahan gambut untuk pembangunan pertanian di Indonesia agar di masa yang akan 
datang diharapkan bisa menjadi pendukung lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut 
cukup beralasan, bahwasanya Indonesia sebagai negara tropis di Asia memiliki lahan 
gambut terbesar. Lahan gambut di Indonesia, dengan luas area sekitar 21 juta ha, 
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tersebar di beberapa pulau yaitu di Sumatera (6,24 juta ha), Kalimantan (5,07 juta ha), 
Papua (7,01 ha), dan sisanya berkisar 2,68 juta ha. Berdasarkan hasil analisis potensi 
lahan yang dilakukan BBSDLP (2014), dari sekitar 14,99 juta ha (74,96%) lahan gambut 
memiliki potensi seluas 3,17 juta ha (15,84%) untuk tanaman pangan dan sekitar 1,84 
juta ha (9,20%) dapat dimanfaatkan untuk tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, dan 
karet). Lahan gambut yang dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan hanya di 
bagian yang subur dengan ketebalan kurang dari 1 m (Wildayana 2015). Sedangkan, 
gambut sangat dalam (>3 m) memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah dan 
berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga lebih direkomendasikan sebagai 
lahan konservasi agar tidak merusak lingkungan.Pemanfaatan lahan gambut untuk 
kegiatan pertanian banyak menimbulkan kontroversi.  

Kebakaran hutan dan lahan dewasa ini mampu mencuri perhatian pemerintah, 
sehingga pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu 
bencana nasional yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen pemerintah 
dan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi di Indonesia, hal ini 
diakibatkan dari berbagai factor salah satunya adalah beberapa wilayah di Indonesia 
memiliki lebih dari 80% struktur tanah gambut seperti Provinsi Riau. Provinsi Riau 
salah satu daerah penyumbang asap di Indonesia. Menurut Data kebakaran hutan dan 
lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 49 Ribu Hektar 
lahan di Provinsi Riau terbakar pada tahun 2019 (Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id).  

Kebarakan umumnya disebabkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. 
Kebakaran secara sengaja biasanya dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan 
eksploitasi sumber daya alam dengan cara instan. Sedangkan kebarakan secara tidak 
sengaja lebih disebabkan oleh cuaca panas, tindakan kelalain seperti membakar sampah 
dan punting rokok atau merun yang merupakan tradisi masyarakat sekitar dalam 
membuka lahan pertanian. “Merun” merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Sungai 
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan sejak zaman nenek 
moyang mereka terdahulu.  

Merun adalah proses pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar. 
Masyarakat berpendapat dengan memerun tanah gambut yang secara struktur susah 
dijadikan lahan pertanian menjadi subur ketika diperun. Kurangnya pengawasan 
masyarakat pada saat membakar lahan menjadi peluang terjadinya kebakaran yang 
lebih besar. Hingga saat ini tradisi “memerun” sudah dilarang oleh pihak berwajib 
karena berpeluang meluas, walaupun masyarakat sendiri mengakui masih sulit untuk 
meninggalkan tradisi tersebut. Selain itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
atau Walhi, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau lebih besar disebabkan oleh 
factor kesengajaan membakar hutan dan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan 
dalam hal persiapan pengambangan perkebunan yang terjadi setiap tahun.  

Sepanjang tahun 2015-2018 terjadi kebakaran hebat diwilayah Kelurahan Sungai 
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, sehingga banyak korban dari kejadian tersebut, baik 
secara materil maupun tidak. Dengan demikian, upaya penangan kebakaran hutan dan 
lahan di Riau tidak hanya menjadi fokus Pemerintah Provinsi saja, namun juga menjadi 
perhatian pihak swasta yang berada diwilayah tersebut, salah satu pihak swasta 
nasional yang memiliki peran penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di 
Riau adalah PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning. Sebagai salah 
satu perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Riau khususnya di Kelurahan Sungai 
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Pertamina juga ikut andil dalam 
upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan melalui program Corporate 
Sosial Responsibility (CSR), PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai 
Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menanggulangi 
kebakaran hutan dan lahan, melalui program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan 
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terutama pada Ring 1 perusahaan.  

http://sipongi.menlhk.go.id/
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Dalam penelitian ini akan menjelaskan strategi PT. Pertamina (Persero) Refenery 
Unit (RU) II Sungai Pakning dalam strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan 
(KARHUTLA) melalui pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara 
deskriptif. Metode ini melihat pengalaman individu/kelompok secara utuh. Pendekatan 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang melihat lebih fokus dan 
kasuistik mengenai Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemberdayaan 
Masyarakat oleh CSR PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning di 
Kelurahan Sungai Pakning. Kurun waktu yang digunakan dalam melaksanakan 
penelitian ini mulai Agustus 2019-Februari 2020.  

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan 
fokus group discussion (FGD). Informan penelitian dipilih snowball sampling, dimana 
peneliti mendapatkan informasi tentang Strategi Mitigasi KARHUTLA Berbasis 
Pemberdayaan Masyarakat dari informan pertama dan terus berlanjut ke informan 
berikutnya sampai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terpenuhi. Informan 
dalam penelitian ini adalah Lurah Sungai Pakning, ketua dan para tokoh Masyarakat 
Peduli Api (MPA), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) Kecamatan 
Bukit Batu, Koperasi Tani Tunas Makmur dan CSR PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) 

 Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan kelembagaan milik Desa. Tujuan 
dibentuknya MPA adalah sebagai garda terdepan ketika terjadi bencana kebakaran 
ditingkat desa, MPA sudah ada sejak lama. Namun, lemahnya ikatan sosial dan 
kelembagaan diantara MPA mengakibatkan upaya penanganan kebakaran hutan dan 
lahan tidak dapat dilakukan secara maksimal.  

Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan pemadaman kebakaran juga 
menjadi permasalahan tersendiri dalam strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan di 
wilayah Kelurahan Sungai Pakning. 

Upaya PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning dalam 
membina kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kelurahan Sungai Pakning 
adalah dengan memberikan pembelajarana dan pengetahuan tentang tata cara 
pemadaman api dengan baik, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan 
gabungan dengan berbagai sector seperti, MPA Se-kecamatan Bukit Batu, Dinas 
Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI dan pihak Perusahaan sendiri, meningkatkan 
hubungan sosial antar anggota dengan membentuk forum komunikasi, keterampilan dan 
alat pemadaman yang memadai sehingga anggota MPA Kelurahan Sungai Pakning dapat 
melaksanakan tugas dengan baik dan tetap terlindungi dari bahaya.  

PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning tidak hanya 
membina MPA Kelurahan Sungai Pakning saja, melainkan membina Masyarakat Peduli 
Api (MPA) di empat Desa Lainnya. Antara lain, Desa Batang Duku, Desa Sejangat, Desa 
Pakning Asal, dan Desa Sungai Selari. Setelah adanya pembinaan, Jaringan sosial dari 
kelembagaan MPA membaik. Terlihat dari bagaimana komunikasi dan kerjasama antara 
anggota dalam melaksanakan tugas pemadaman di tingkat desa. Untuk mempermudah 
komunikasi dan kerjasama MPA tidak hanya diempat Desa dan Satu Kelurahaan, 
melainkan se-Kecamatan Bukit Batu, maka dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat 
Peduli Api (FORKOMPA). Forum ini bertujuan sebagai wadah komunikasi bagi para 
anggota MPA. Jika ada salah satu wilayah terbakar di Kecamatan Bukit Batu, maka 
anggota MPA yang tergabung dalam FORKOMPA akan saling berkomunikasi dengan 
berbagai pihak seperti DAMKAR, TNI/POLRI saling berkerjasama walau tidak di Desa 
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mereka. Sebagai contoh, ketika terjadi kebakaran di Desa Sungai Selari, anggota MPA 
langsung melakukan koordinasi dengan berbagai sector pendukung dan sesama anggota 
MPA lainnya untuk proses pemadaman.  

Dengan adanya forum tersebut, komunikasi menjadi lebih lancara dan titik api 
cepat dapat dipadamkan. Selain komunikasi yang lancar dengan berbagai stakeholder, 
beberapa prestasi MPA dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan memadamkan api 
adalah, menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bukit Batu pada 
tahun 2015 dari sebanyak 2972 menjadi 156 titik api (sumber:www.bpbdkabbengkalis. 
go.id). Kemudian FORKOMPA juga mendapatkan penghargaan dari KODIM 0303 
Kabupaten Bengkalis sebagai Forum Masyarakat Peduli Api terbaik dan percontohan 
dalam strategi mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Se-Kabupaten Bengkalis. 
Keberhasilan beberapa Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tergabung dalam 
FORKOMPA sudah menjadi narasumber dibeberapa daerah, mulai dari tingkat Desa 
hingga Nasional dan beberapa daerah di Provinsi Riau melakukan duplikasi mitigasi 
Kebakaran Hutan dan Lahan milik MPA  

Kecamatan Bukit Batu untuk diterapkan di daerah mereka, seperti, Kecamatan 
Siak Kecil dan Bandar Laksamana Bengkalis, Kota Dumai bahakan sampai Pulau Rupat. 
Keberhasilan-keberhasilan tersebut tak lepas dari modal sosial yang dimiliki 
masyarakat, yaitu kepercayaan (Trust). Kepercayaan antara masyarakat di Kelurahan 
Sungai Pakning masih sangat baik. Begitu juga kepercayaan anggota MPA dengan PT. 
Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning. Masyarakat mempercayai 
upaya-upaya yang dilakukan PT. Pertamina dalam meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan sehingga mampu bekerjasama dengan baik oleh PT. Pertamina (Persero) 
Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning sebagai mitra binaan program Corporate Sosial 
Responsible (CSR) Perusahaan.  

Fukuyuma (2002) mengatakan kepercayaan (trust) adalah sebuah harapan-
harapan dari keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dalam sebuah 
kelompok atau komunitas yang didasarkan atas norma-norma kebudayaan yang dianut 
Bersama anggota kelompok. Maka dari itu, keberhasilan Lembaga FORKOMPA dalam 
meningkatkan kepercayaan (trust) sesama anggota kelompok, masyarakat, dan struktur 
pemerintah lainnya sangatlah baik. Terlihat dari komunikasi yang terjalin antara 
stakeholder dan prestasi yang diterima seperti telah dijelaskan di atas. 

 
2. Restorasi Lahan Gambut 

a. Pertanian Nanas  
Masyarakat Daerah Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning dahulunya memiliki 

pekerjaan sebagai petani sayur, sayur yang dihasilkan dari daerah ini menjadi suplay 
terbesar kebutuhan sayur masyarakat Kelurahan Sungai Pakning, namun pada tahun 
2015 terjadi kebakaran di daerah Kampung Jawa. Kampung Jawa menjadi daerah 
terbakar terluas di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini disebabkan masih banyak lahan 
kosong yang tidak terpelihara. Akibat dari kebakaran tersebut, rusak sumber-sumber air 
disekitar perkebunan masyarakat, sehingga banyak kebunan sayur masyarakat mati, 
sehingga masyarakat Kampung Jawa tidak memiliki pekerjaan.  

Berawal dari musibah kebakaran yang merugikan masyarakat Kampung Jawa, 
masyarakat mencoba bangkit dari permasalahan tersebut. Maka masyarakat 
bekerjasama dengan Corporate Sosial Responsible (CSR) PT. Pertamina (Persero) 
Refenery Unit (RU) II Sungai Pakning untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan 
dan dapat memperbaiki perekonomian mereka, masyarakat dan PT. Pertamina 
melakukan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas.  

Hal ini dilakukan setelah melalui penelitian dan didukung kemampuan 
masyarakat sebagai seorang petani. Pertamina mengajak Koperasi Tani Tunas Makmur 
dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sungai Pakning dalam kegiatan restorasi lahan 
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gambut. Hingga saat ini restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas dimulai dari 0,5 
Ha pada tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 14,5 Ha. Selain tanaman nanas 
pertamina juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas gambut pada lahan-
lahan bekas terbakar bertujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi 
lahan pertanian produktif.  

Tanaman keras pendamping selain nanas adalah pohon keras lainnya seperti: 
durian (Durio Zibethinus), matoa (Pometia Pinnata), jengkol (Archidendron 
Pauciflorum) dan sirsak (Annona Muricata). Dipilihanya nanas dan tanaman keras 
lainnya karena tanaman tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan lahan dalam proses 
penanamannya. Selain itu, nanas juga salah satu tanaman yang dapat memiliki turunan 
pengolahan bernilai ekonomis. Pada saat ini mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang 
dilakukan masyarakat Sungai Pakning dikatakan berhasil. Selain tidak adanya titik api 
yang terjadi di wilayah Kelurahan, perekonomian masyarakat juga membaik.  

Hal ini dikarekan pertanian nanas yang dikelola oleh sekelompok masyarakat 
Sungai Pakning yang tergabung dalam Koperasi Tunas Makmur. Kelompok ini mampu 
menghasilkan 5000 buah nanas setiap kali musim panen. Nanas tersebut memiliki 
beberapa kategori grade (tingkatan) seperti grade A,B, dan C. 

Grade A adalah grade terbaik dari buah nanas, grade A ditandai dengan besarnya 
buah nanas tersebut, biasanya langsung dijual petani kepada pengepul karena memiliki 
harga yang tingga disbanding dengan grade lainnya. Sedangkan grade C merupakan 
grade yang tidak laku dipasaran. Biasanya buah nanas yang masuk dalam kategori grade 
C diolah oleh Koperasi Tunas Makmur menjadi aneka makanan ringan seperti kerupuk 
nanas, kerupuk tepung nanas, dodol, sirup, dan manisan nanas. Hasil olahan produk 
nanas ini juga sudah dipasarakan dibeberapa daerah seperti daerah Siak hingga Dumai. 
Inovasi dari koperasi Tunas Makmur tidak hanya berhenti di pengolahan buah nanas, 
melainkan sudah menjadikan daun nanas yang terbuang ketika musim panen datang 
menjadi tas anyaman yang cantik dan bernilai ekonomi. Sehingga mitigasi Kebakaran 
Lahan dan Hutan melalui pemberdayaan masyarakat pertani nanas di daerah Kampung 
Jawa Kelurahan Sungai Pakning dikatakan berhasil. Tidak hanya upaya mengurangi 
kebakaran namun juga mampu meningkatakan perekonomian masyarakat.  

 
b. Arboretum Gambut  
Upaya lain restorasi lahan gambut adalah pengembangan Arboretum Gambut. 

Upaya pengembangan Arboretum Gambut bekerjasama dengan Koperasi Tunas Makmur 
dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning. Arboretum Gambut berdiri 
diatas lahan asli seluas 1,1 Ha yang terselamatkan dari bencana kebakaran. Di 
Arboretum Gambut masyarakat Bersama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melakukan 
identifikasi tanaman endemik lahan gambut yang selamat dari musibah kebakaran dan 
membudidayakan tanaman khas gambut sehingga tidak terancam kepunahan. Hasil dari 
identifikasi, di Arboretum Gambut ditemukan beberapa tanaman langka, diantaranya 
Kantong Semar (nepenthes spectabilis), Meranti (Shorea Pinanga), Jelutung (Dyera 
Castula Hook), dan Palem Merah (Crytoctachys Lakka).  

Tanamantanaman ini termasuk dalam kategori endemik yang hanya dapat tumbuh 
dengan baik di lahan gambut. Selain sebagai restorasi lahan gambut, Arboretum Gambut 
juga berfungsi sebagai taman edukasi bagi pelajar di sekitar wilayah Kecamatan Bukit 
Batu. Arboretum Gambut juga berfungsi sebagai labolatorium bagi para peneliti dari 
beberapa Universitas di Provinsi Riau. Arboretum Gambut juga menjadi Arboretum 
Gambut pertama di Kabupaten Bengkalis yang dikelola oleh swadaya masyarakat. 
Prestasi lain yang didapat oleh Arboretum Gambut selama berdiri sejak tahun 2018 
adalah kunjungan beberapa petinggi daerah, Irjen Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) serta kunjungan Gubernur Riau pada November 2019 lalu.  
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3. Inovasi Pemadaman KARHUTLA  
Orang pertama yang berperan aktif ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi 

adalah para Masyarakat Peduli Api (MPA). Lembaga ini didasari rasa tanggung jawab 
masyarakat terhadap lingkungan mereka. Walaupun tidak disertai gaji dan peralatan 
yang mempuni, namun Masyarakat Peduli Api masih tetap melaksanakan tugasnya. PT. 
Pertamina RU II Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api untuk 
meningkatkan potensi dan kemampuan para anggota dalam menanggulangi kebakaran 
lahan dan hutan. Hal yang dilakukan dalam meningkatkan potensi kelompok MPA, PT. 
Pertamina RU II Sungai Pakning memberikan pelatihan gabungan secara rutin seputar 
pemadaman api, pengajaran lainnya adalah pola komunikasi terarah sehingga informasi 
seputar lahan terbakar dapat tersampaikan dengan baik kepada stakeholder lainnya 
seperti Damkar dan TNI/POLRI. Selain itu PT. Pertamina RU II juga pemberian bantuan 
alat pemadam kebakaran seperti mesin air, selang dan alat pendukung lainnya. Pola 
komunikasi yang terjalin antara Anggota MPA menggunakan Hand Talking (HT).  

Dewasa ini alat komunikasi didominasi oleh Handphone dan internet, namun di 
Kelurahan Sungai Pakning HT dianggap sebagai alat komunikasi yang tepat. Karena, 
tingkat ekonomi masyarakat yang menengah kebawah, tidak semua anggota kelompok 
MPA mampu membeli pulsa ataupun paket internet. Untuk itu, PT. Pertamina RU II 
Sungai Pakning memberikan bantuan beberapa unit HT kepada kelompok MPA sebagai 
alat komunikasi mereka. Dengan adanya HT komunikasi Kelompok MPA semakin cepat 
dan baik. Jika ditemukan titik api di wilayah Kecamatan Bukit Batu, para Anggota MPA 
langsung berkoordinasi dan menurunkan personil mereka dalam upaya awal 
pemdaman.  

Ketika api semakin besar, maka para anggota MPA segera berkoordinasi dengan 
Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan untuk saling bekerjasama. Bertambahnya ilmu, 
keterampilan dan komunikasi para anggota MPA, dan senantiasa mempelajari struktur 
dan kondisi daerah kebakaran ketika proses pemadaman. Sehingga muncul inovasi baru 
dalam mendukung pekerjaan mereka. Salah satunya adalah pembuatan sumur portable 
(Sumur Hydran). Sumur Hydran adalah inovasi berupa sumur portabel yang bsa 
berpindah titik sesuai dengan titik api. Alat yang dibutuhkan ketika membuat Sumur 
Hydran adalah mesin air (Robbin), pipa, kayu dan selang. Cara kerja Sumur Hydran 
adalah dengan memacakkan pipa kedalam tanah gambut sedalam 3-5 meter, lalu air 
ditarik menggunakan mesin dan air siap untuk memadamkan api.  

Sumur Hydran juga dapat dikatakan sebagai sumur portebel karena keberadaan 
sumur bias menyesuaikan panajng selang air dengan titik api, dengan kata lain sumur 
hydran bias dibuat dimana saja untuk mempermudah anggota MPA dalam 
melaksanakan tugas mereka, cara kerja ini cukup mudah karena tidak memerlukan alat 
berat untuk menggali tanah membuat sumur konfensional. Selain itu, anggota MPA juga 
membangun embung. Embung berfungsi menampung air yang bias digunakan ketika 
kebakaran terjadi. Embung kelompok MPA Kelurahan Sungai Pakning biasanya berada 
disekitar lahan kosong tidak terawat dan jauh dari sumber air, hal ini dilakukan sebagai 
upaya antisipasi ketika terjadi kebakaran lahan didaerah tersebut.  

Semua kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Mitigasi KARHUTLA di 
Kecamatan Bukit Batu dapat dilihat bahwa pola interaksi sosial sesama anggota MPA 
dan dengan stakeholder lainnya sangat baik. Interaksi sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat menentukan hubungan antar masyarakat. Menurut Soekanto (2006:60) 
menjelaskan bahwa Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, 
tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan 
secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu 
kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang 
perorangan atau kelompokkelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan 
seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian 
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dan lain sebagainya. dengan kata lain keberhasilan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 
dalam melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Riau didukung 
dengan tingginya modal social dalam masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
KESIMPULAN  

Penelitian ini menerangkan bahwa Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan 
Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning dimulai dengan memeberdayakan 
kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan ketika bencana 
kebakaran terjadi. Selain itu, interaksi social dan kepercayaan yang baik antara anggota 
dengan pemerintah dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning mendorong terciptanya 
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai forum Komunikasi 
lintas Stakeholder dalam proses mitigasi KARHUTLA. Dengan adanya kelembangaan ini 
Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
melalui kegiatan restorative lahan gambut menjadi pertanian nanas dan Arboretum 
Gambut sebagai lokasi penghijauan tanaman endemic lahan gambut yang terbakar, serta 
lahirnya inovasi-inovasi dalam Lembaga seperti sumur hydran yang mampu meningkat-
kan proses pemadaman kala terjadi peristawa kebakaran. 
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Abstrak 

Di Indonesia lahan gambut tersebar luas pada beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan, serta Papua. Di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis lahan gambut merupakan 
tempat dimana masyarakat sekitar menjadikannya sebagai lahan pertanian. Lahan gambut 
merupakan Sumber Daya Alam yang memiliki keanekaragaman khas. Dewasanya kini lahan 
gambut sudah dijadikan sebagai lahan pertanian diberbagai tempat. Lahan gambut berpotensi 
sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Namun sayangnya lahan 
gambut merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Pengelolaan lahan gambut 
untuk pertanian harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak merusak ekosistemnya. 
Untuk itu diperlukan penyuluhan bagaimana mengelola serta memanfaatkan ekosistem gambut 
kepada masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar ekosistem gambut tersebut.  

Kata kunci: lahan gambut, pertanian, ekonomi. 
 
PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan jumlah penduduk dari waktu kewaktu, maka permintaan 
akan kebutuhan pangan ataupun kebutuhan pertanian semakin meningkat. Permintaan 
akan kebutuhan pangan ataupun pertanian ini membutuhkan perluasan lahan sehingga 
lahan gambut menjadi salah satu sasarannya. Perluasan lahan gambut untuk pertanian 
membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu hal positif dari perluasan lahan 
gambut untuk pertanian adalah memberi kesempatan kerja untuk masyarakat di-
sekitarnya serta sebagai tambahan devisa bagi negara. Kemudian salah satu dampak 
negatifnya pembukaan lahan gambut untuk pertanian dapat merusak ekosistem dari 
gambut itu sendiri. Lahan gambut terluas pada negara tropis berada di Indonesia yaitu 
sekitar 21 juta ha yang tersebar pada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. 

Sebagian besar lahan gambut yang tersebar di Indonesia masih tertutupi oleh 
hutan dan dihuni oleh berbagai macam hewan dan tanaman langka. Kemudian banyak 
studi yang mengatakan lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah dan juga 
berfungsi sebagai penahan air yang tinggi. Gambut sendiri memang memiliki kemam-
puan dalam memelihara air dan menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga dapat 
menjaga ketersediaan air bersih sepanjang tahun serta untuk pencegahan terjadinya 
banjir.  

Perluasan lahan gambut guna untuk lahan pertanian terjadi dibeberapa tempat 
salah satunya di Riau. Menurut data (WWF, 2008), antara tahun 1982-2007 lahan 
gambut telah dikonversi sekitar 1,83 juta ha atau sekitar 57% dari luas total hutan 
gambut 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Kemudian dampak lain dari kerusakan ekosistem 
gambut adalah banjir. Namun hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam membuka 
lahan untuk pertanian meskipun dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang 
bisa terjadi dan cara pencegahannya.  

Produktivitas lahan gambut tergantung bagaimana maasyarakat atau petani dalam 
mengelola lahan gambut tersebut. Lahan gambut terkenal sensitif terhadap perubahan 
yang tidak menguntungkan, lemah, dan rapuh. Salah satu hal yang perlu diperhatikan 
adalah ketebalan dari gambut. Dikemukakan oleh Harjowigeno (1997), Adimihardja et al. 
(1998) dan Wahyunto et al. (2014) lahan gambut dengan ketebalan 50-100 cm tergolong 
lahan gambut dangkal atau tipis. Semakin tebal gambut, semakin rendah potensinya 
untuk budidaya tanaman pangan. 

mailto:septirianaputri@gmail.com
mailto:uci.wulandari7@gmail.com
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Riau merupakan Provinsi yang mempunyai lapisan gambut terdalam didunia. 
Lapisannya mencapai 16 meter terutama diwilayah kuala kampar (Anonimous, 2016). 
Lahan gambut di Riau digunakan untuk lahan pertanian, kelapa sawit, serta digunakan 
juga untuk pulp wood atau kayu kertas.  

Bengkalis merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam 
pengelolaan lahan gambut tersebut. Menurut (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2009) 
mengatakan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki luas lahan gambut sekitar 856.386 
Ha dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha.  Dengan melihat 
besarnya lahan pekebunan pada Kabupaten Bengkalis ini dapat disimpulkan bahwa 
potensi dalam pengelolaan perkebunan ataupun pertanian pada lahan gambut di 
Kabupaten Bengkalis sangat besar. 

Pemanfaatan lahan gambut untuk lahan perkebunan ataupun pertanian terutama 
di Kabupaten Bengkalis menurut beberapa peneliti, lahan gambut di Kabupaten 
Bengkalis jika dikelola dengan baik dan benar serta sesuai dapat menjadi lahan yang 
memiliki sumber daya yang potensial untuk perekonomian baik dari segi pertanian 
maupun perkebunan. Masyarakat disekitar lahan gambut yang ada di Kabupaten 
Bengkalis memiliki mata pencarian sebagian besar sebagai petani, baik pada pertanian 
ataupun perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang tinggal disekitar lahan gambut 
umumnya sudah paham akan ekosistem lahan gambut tersebut. Mereka biasanya sudah 
membekali diri akan pengetahuan dasar bagaimana cara mengelola lahan gambut untuk 
pertanian atau perkebunan yang dikelola sendiri.  

 
HASIL DAN  PEMBAHASAN 
 Tanah yang terbentuk dari bahan organik yang terdapat pada rawa disebut 
gambut. (Noor,2011) mengatakan proses pembentukan lahan gambut dilalui dengan 
beberapa tahap yaitu: 

a. Proses pertama diawali pengisian danau dangkal atau cekungan oleh vegetasi 
lahan basah 

b. Lalu terbentuklah gambut topogen yang mana berdekatan dengan tanah mineral 
c. Dan kemudian terjadilah pembentukan gambut ombrogen diatas gambut 

topogen. 
Karakteristik dan sifat lahan gambut ditentukan oleh komposisi bahan itu sendiri. Bulk 
density atau bobot isi gambut biasanya berkisar 0,05 – 0,40 gr/cm3. Selain sebagai 
tempat penyimpanan air, gambut juga bisa mengering. Gambut yang sudah mengering 
bersifat sama dengan ranting kayu yang telah kering yaitu mudah hanyut dibawa air dan 
mudah terbakar. Juka gambut sudah mengering, maka tidak bisa menyerap air lagi saat 
dibasahi. Lahan gambut ini umunya memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan 
kisaran pH 3 sampai 5.  
 Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi 
Riau. Kabupaten Bengkalis sendiri letaknya tepat berada di muara sungai siak. 
Kabupaten Bengkalis sendiri merupakan penyumbang terbesar APBD dengan minyak 
buminya. Kabupaten Bengkalis termasuk salah satu daerah yang memiliki lahan gambut 
terbesar di Indonesia.  
 Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan memiliki luas sekitar 
856.386 Ha dengan 69,68% dari total luas daerah dataran di Kabupaten Bengkalis, 
dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Sesuai dengan 
pembentukannya lahan datar, lahan gambut di Kabupaten Bengkalis lebih didominasi 
dengan merupakan gambut dataran rendah. Gambut dataran rendah memiliki potensi 
yang lebih besar untuk pertanian atau perkebunan. Dari data yang didapat dan dikelolah 
oleh Nasrul pada jurnalnya, penyeberan lahan gambut di setiap Kecamatannya adalah 
sebagai berikut. 

a. Bukit Batu – 120.181,38 ha 
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b. Merbau – 110.920,7 ha 
c. Pinggir – 99.778,20 ha 
d. Siak Kecil – 86.455,81 ha 
e. Tebing Tinggi – 74.573,37 ha 
f. Rupat – 66.250,52 ha 
g. Rangsang  – 52.489,08 ha 
h. Bengkalis – 41.584,23 ha 
i. Mandau – 40.355,58 ha 
j. Tebing Tinggi Barat – 39.954,09 ha 
k. Bantan – 33.030,86 ha 
l. Rangsang Barat – 20.520,63 ha 
m. Rupat Utara – 13.913, 75 ha. 

 Kemudian berdasarkan tipologi lahan gambut dibagikan atas gambut dangkal, 
tengahan, dalam, dan sangat dalam yang mana sisanya yaitu lahan bergambut dan tanah 
mineral. Sebagian dari lahan ini tidak dikembangkan untuk lahan pertanian melainkan 
untuk hutan suaka alam, hutan lindung, pemukiman, dan lain sebagainya.  
 
Pengembangan & pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian 
 Perlu diketahui, membuka lahan untuk pertanian dilahan gambut membutuhkan 
proses yang cukup rumit karena harus menjaga ekosistemnya agar tidak rusak dan 
membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal berbanding dengan hasil penjualannya. 
Sehingga dapat diambil kesimpulan pertanian dilahan gambut dalam jangka panjang 
tidaklah menguntungkan. Namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya potensi 
pada lahan gambut untuk pertanian. Lahan gambut untuk pengembangan pertanian 
diperlukan proses pemilihan dengan kehati-hatian serta teliti. Biasanya dipilih pada 
daerah kubah gambut, yang mana memiliki potensi pengembangan lebih tinggi.  
 Jika di identifikasikan tanaman apa saja yang cocok ditanam berdasarkan tingkat 
gambutnya, maka akan seperti berikut. Tanaman pangan seperti padi sawah sangat 
dianjurkan dibudidayakan pada gambut dangkal. Kemudian tanaman seperti jagung, 
kedelai, ubi kayu, kacang tanah, dan talas dianjurkan untuk budidaya pada gambut 
dangkal dan sedang. Untuk tanaman sayur-sayuran seperti cabe, tomat, mentimun, 
terung, kacang panjang, kacang merah, bayam, kangkung darat, sawi, labu siam 
dianjurkan dibudidayakan pada gambut dangkal dan gambut sedang. Dan tanaman 
buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan, pokat, duku, jeruk, manggis, semangka, 
nenas, pisang, dan belimbing dianjurkan budidaya di gambut dangkal, sedang, dan dalam. 
Dengan keterangan gambut dangkal 50-100cm, gambut sedang 100-200cm, dan gambut 
dalam 200-300cm.  
 Jika mencoba menanam padi sawah pada lahan gambut dalam, maka tidak akan 
terjadi pertumbuhan karena wadahnya tidak cocok. Begitu juga sebaliknya, semua 
tanaman dan wadahnya harus pas dan sesuai. Semua langkah dalam melakukan 
pembukaan lahan hingga memulai proses penanaman diperlukan perhitungan dan 
kehati-hatian.  
 Berdasarkan keterangan diatas lahan gambut sebenarnya memiliki potensi yang 
sangat besar untuk pertanian. Hanya saja dibutuhkan pengetahuan untuk mengelolanya 
sehingga tidak merugi ataupun merusak ekosistemnya. Pemanfaatan lahan gambut 
untuk pertanian sendiri tak dipungkiri menyebabkan beberapa kerusakan pada lahan 
gambut. Pembukaan lahan gambut untuk pertanian biasanya dilakukan dengan 
penebangan hutan, penurunan permukaan yang disebabkan oleh drainase yang 
dilakukan tidak hati-hati, serta pembakaran lahan gambut. Dampak dari pembukaan 
lahan tersebut membutuhkan restorasi lahan gambut. Restorasi sendiri merupakan 
pemulihan ekosistem gambut agar kondisi struktur, fungsi, serta hidrologisnya kembali 
pada kondisi pulih yang dilakukan dengan cara pembasahan kembali lahan gambut. 
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berikut merupakan peta yang dikemukakan oleh Badan Restorasi Gambut pada tahun 
2016 yang memperlihatkan tingkatan restorasi yang di prioritaskan. 

 
Gambar 1.1. Peta Restorasi Provinsi Riau 

 
Gambar 1.2. Kelas Prioritas Restorasi Provinsi Riau 

 Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa proritas restorasi lahan 
gambut untuk Kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan sebagai berikut.  

a. Prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 sekitar 37.141 ha.  
b. Proiritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) sekitar 160.053 ha.  
c. Prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) sekitar 194.851 

ha.  
d. Prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) sekitar 169.973 ha. 
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 Dengan luas semua lahan gambut untuk restorasi sekitar 562.017 ha 
(Badan Restorasi Gambut, 2016). 
 Pengelolaan lahan gambut memerlukan sumber daya manusia yang berpotensi 
dan bermutu. Sumber daya manusia yang baik, berpotensi, serta memiliki pengetahuan 
akan lahan gambut lebih diperlukan karena nantinya diharapkan bisa mengelola lahan 
gambut tanpa harus merusak ekosistemnya. Perlu diketahui untuk mengelola lahan 
gambut dan menjadikannya lahan perkebukan serta pertanian tidak bisa dilakukan 
dengan sembarangan. Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang tidak bisa 
diperbaharui, maka dari iru diperlukan perhatian khusus dalam menanganinya.  
 
Perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut 
 Selain pemerintah serta perusahaan yang mengelola lahan gambut, masyarakat 
sekitar ikut andil dalam pengelolaannya. Gambut memiliki peran penting dalam 
menunjang perekonomian masyarakat disekitarnya. Berbagai tanaman serta hewan 
yang berada diekosistem gambut bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar. 
Banyak juga masyarakat yang membuka lahan untuk pertanian. Pertanian yang dikelola 
oleh masyarakat biasanya masih menggunakan teknologi sederhana dalam 
pengelolaannya serta tidak terlalu mencoba merusak ekosistem gambut karena 
masyarat yang mengelolanya tinggal disekitar lahan gambut tersebut. Banyak 
masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan gambut untuk 
membudidayakan ikan, berternak, serta bertani. 
 Selain dikelola untuk pertanian, Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem 
alami bagi beberapa tanaman berdaya jual tinggi yang dapat dikelola oleh masyarakat 
yaitu rotan. Serta tanaman lain seperti karet, padi, nenas, dan lain sebagainya. Sebagai 
salah satu contoh, masyarakat yang melakukan budidaya rotan serta mengelolanya 
untuk berbagai keperluan seperti kursi, meja, serta benda-benda lain yang memiliki nilai 
jual tinggi dapat membantu perekonomian mereka sendiri. Masyarakat yang hidup dan 
tinggal disekitar lahan gambut memiliki perekonomian stabil jika mampu mengelola 
lahan gambut dengan baik dan benar. Hal ini juga tak hayal terdapat peran pemerintah 
juga yaitu dengan melakukan sosialisasi pemanfaatan lahan gambut. Sosialisasi 
dibutuhkan agar masyarakat mengetahui pengelolaan lahan gambut dan tidak merusak 
ekosistemnya. 
 
Hambatan lahan gambut untuk pertanian 
 Dalam peningkatan serta pengelolaan lahan gambut untuk pertanian diketahui 
memiliki beberapa kendala atau hambatan serta beberapa permasalahan terkait 
pembukaan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut yang telah rusak memiliki daya 
dukung yang kurang untuk melakukan cocok tanam. Seperti kadar pH yang rendah serta 
ketergenangan air. Ketergenangan air ini membuat bibit tidak dapat tumbuh pada tahap 
awal. Kendala lain dipaparkan oleh (Noor,2001) mengatakan bahwa lahan gambut 
memiliki bulk density rendah sehingga membuat kondisi tanah tidak stabil bagi 
berjangkarnya akar tanaman. 
 Kemudian penanaman dilahan gambut dihitung memiliki modal yang besar 
dikarenakan pembukaan lahan yang harus dipilih dengan baik dan sesuai dengan 
tanamannya, serta melakukan usaha pertanian di lahan gambut memerlukan bibit yang 
berkualitas tinggi yang sanggup bertahan hidup di ekosistem gambut. dikarenakan 
kondisi lahan gambut yang memiliki genangan air, masyarakat yang memiliki lahan 
pertanian biasanya membuat guludan dan surjan yang merupakan teknologi sederhana 
guna untuk pengaturan tata air. Pengaturan tata air ini bukan hanya bertujuan untuk 
menghindari genangan air serta banjir di musim hujan saja, namun saat musim kemarau 
bisa menghindari kekeringan.  
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 Terakhir hambatan yang menjadi sumber masalah utama dalam pembukaan 
lahan gambut adalah dilakukan dengan cara pembakaran lahan gambut. Pembakaran 
lahan gambut menyebabkan kerusakan ekosistem serta asap yang terjadi selepas 
pembakaran menjadi kabut asap yang akhirnya menjadi masalah dari tahun ketahun di 
Provinsi Riau. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang baik dan berpotensi 
guna melakukan pengelolaan dilahan gambut agar tak salah langkah sehingga merusak 
ekosistem.  
 
KESIMPULAN 

Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan memiliki luas sekitar 856.386 
Ha dengan 69,68% dari total luas daerah dataran di Kabupaten Bengkalis, dengan luas 
lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha.  Lahan gambut yang disarankan untuk 
pertanian maupun perkerbunan adalah gambut dangkal, gambut sedang, dan gambut 
dalam. Hasil budidya pada lahan gambut di Kabupaten bengkalis didominasi oleh 
pertanian dan perkebunan yang membuat perekonomian di daerah tersebut meningkat.  
Hambatan-hambatan dalam pembukaan lahan gambut untuk pertanian adalah kadar pH 
rendah, ketergenangan air, bulk density rendah, serta pembakahan lahan. 
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Abstrak 
Seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini lahan gambut banyak 
dimanfaatkan untuk pertanian. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar 
lahan gambut sudah memahami cara-cara pengelolaan lahan gambut untuk usaha pertanian, baik 
tanaman pangan, holtikultura dan agroforestry. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan 
lokal, petani dapat membuktikan bahwa lahan gambut dapat dikelola dan menjadi sumber mata 
pencarian serta penyedia bahan pangan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Modal 
sosial yang tumbuh dalam kelompok sosial, terdiri dari kepercayaan, norma dan partisipasi 
dalam jaringan sosial memiliki peranan dalam pemberdayaan petani dan mendukung program 
pertanian yang ramah gambut di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten 
Bengkalis. Kelompok tani dengan modal sosial tinggi akan terbiasa hidup rukun, gotong royong 
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada masyarakat yang 
terbiasa hidup dengan rasa saling percaya, bersatu dan memiliki hubungan sosial secara intensif 
yang didukung oleh semangat kebaikan untuk hidup saling menguntungkan dan saling tolong 
menolong. Modal sosial menjadi dasar terwujudnya partisipasi dan kerjasama dalam kelompok 

tani, sehingga menjadi penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat. 

Kata kunci : modal sosial, pemberdayaan, kelompok tani  

 
PENDAHULUAN 

Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Berbekal akal budi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, manusia berinteraksi dengan 
lingkungan dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam 
ada yang bersifat terbatas tidak dapat diperbaharui dan adapula yang dapat 
diperbaharui. Pemanfaatan berlebihan atau over eksploitasi terhadap sumberdaya alam 
dapat mengakibatkan keruntuhan ekosistem, misalnya konversi lahan tanpa 
memperhatikan kelestariannya, akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang 
dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga antara manfaat dan dampak 
yang dapat terjadi harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.  

(Pranoto dkk,2016) mengungkapkan bahwa seiring pertambahan jumlah 
penduduk dan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam juga terus 
mengalami peningkatan, salah satu sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat adalah 
sumber daya lahan. Sumberdaya ini adalah salah satu sumber daya yang banyak 
manfaatnya bagi manusia, sebagai tempat hidup maupun tempat mencari nafkah. Lahan 
hutan gambut juga dikonversi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konversi lahan 
gambut dengan cara yang keliru dapat menyebabkan lahan gambut tidak berfungsi 
sesuai fungsi dan peruntukannya. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi dan 
implementasi kebijakan dalam konsistensi perencanaan yang telah dibuat.   

Untuk itu maka para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan 
pengusaha perlu duduk bersama dengan para ilmuwan dan akademisi untuk mencari 
solusi atau cara yang tepat dalam pemanfaatan sekaligus konservasi lahan gambut. 
Prinsipnya pemanfaatan lahan gambut yang disertai pengelolaan dan pengawasan 
yang tepat akan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Sabiham S., 
2018).  
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Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh 
adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari 
reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena 
lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di 
lantai hutan yang basah/ tergenang tersebut (Sri Najiyati, 2005). Menurut (Rahim, 
M.M.A dkk, 2020) Gambut adalah tanah yang terbentuk dari bahan organik, terjadi sejak 
masa lalu. Bahan organik penyusun lahan gambut ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan 
yang mati sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan data Global Wetlands yang diakses 
pada 16 April 2019 dan dilansir melalui katadata.co.id, Indonesia memiliki lahan gambut 
terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektare (Ha) dan Provinsi Riau 
memiliki lahan gambut terluas ketiga di Indonesia (2,2 juta Ha).  

Masyarakat Riau sudah lama memanfaatkan lahan gambut, baik langsung untuk 
bertani dan berkebun maupun tidak langsung untuk kegiatan ekonomi lainnya seperti 
mengambil kayu, mencari ikan, dan mengambil hasil hutan lainnya.  Awalnya, 
masyarakat yang hidup di sekitar gambut, memanfaatkan lahan gambut untuk menanam 
pohon karet dan pohon sagu, sedangkan di ekosistem lahan gambut yang lebih dalam 
masyarakat mengambil hasil-hasil dari gambut yang bisa diambil manfaatnya. 
Perubahan terjadi dengan luasnya konversi ekosistem gambut untuk perkebunan kelapa 
sawit dalam skala besar yang masih dominan menimbulkan masalah lingkungan dan 
mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Kondisi ini disebabkan oleh alih fungsi 
lahan secara besar-besaran dan masifnya pembuatan saluran drainase untuk 
pengeringan lahan. Pengeringan ini menyebabkan penurunan permukaan air tanah dan 
lapisan gambut menjadi cepat kering, sehingga suhu lahan cepat meningkat dan mudah 
terjadi kebakaran saat musim kemarau. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan upaya pemulihan dan 
mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut melalui program restorasi lahan gambut. 
Diantara upaya tersebut adalah melakukan rewetting, revegetasi dan revitalisasi lahan 
gambut, yaitu pembasahan kembali, menanam dan pemeliharaan lahan gambut serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut. Salah 
satu caranya adalah melakukan pendekatan pembangunan ekonomi di bidang pertanian 
melalui penanaman lahan gambut dengan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi 
namun tetap ramah terhadap gambut, seperti jenis tanaman agroforestry penghasil buah, 
penghasil kayu dan penghasil getah.  Tentunya upaya pemerintah ini akan menjadi lebih 
mudah bila melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengadopsi kearifan lokal yang 
terintegrasi dengan aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Bahkan menurut Prof. Lars 
Hein dari Wageningen University and Research, bahwa integrasi ekonomi dengan 
seluruh program restorasi gambut sangat dibutuhkan. Malahan, integrasi itu sudah 
bukan lagi pilihan, seharusnya sudah jadi sebuah program (Rahim, M.M.A dkk, 2020).  

 
Gambar 1. Pembuatan sekat kanal sebagai upaya rewetting di lahan Gambut Desa Sepahat    

(Sumber : foto pribadi, 9 Juli 2021)  
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Program revitalisasi lahan gambut juga akan efektif bila didukung oleh modal 
sosial dari masyarakat. Putnam (1993) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal 
sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan 
untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat 
meningkatkan kesadaran tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk 
kepentingan masyarakat terutama dalam hal peningkatan produksi pertanian.  

Tantangan usaha pertanian di lahan gambut saat ini adalah selain masalah sumber 
daya lahan, juga masalah sarana produksi yang semakin mahal, terbatasnya modal, 
produktifitas yang masih rendah, akses informasi yang masih terbatas, dan keterbatasan 
pengetahuan serta keterampilan petani. Upaya untuk mengatasi hal ini adalah 
melakukan perubahan perencanaan dan pengembangan pertanian di lahan gambut, 
maka sangat penting memahami penggunaan berbagai jenis jaringan dalam akses 
informasi, berinteraksi terhadap sesama dan melakukan tindakan kolektif dalam adopsi, 
sebagaimana menurut putnam 1995 dalam Wibisono (2015), yang mendefinisikan 
modal sosial sebagai karakteristik organisasi sosial, seperti jaringan sosial, saling 
kepercayaan dan norma yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan 
masyarakat petani.   

Bagi petani yang memanfaatkan lahan gambut di Desa Sepahat Kecamatan Bandar 
Laksamana Kabupaten Bengkalis, modal sosial yang ada, lembaga sosial dan pemerintah, 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberdayaan petani.  Namun demikian 
sebagian pihak belum memandang pentingnya peranan modal sosial, modal ini belum 
menjadi perhatian para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 
pembangunan termasuk di sektor pertanian. Padahal salah satu modal untuk 
berhasilnya suatu program pembangunan adalah dengan pemberdayaan masyarakat 
yang diperkuat oleh modal sosial yang ada di kalangan masyarakat tersebut.  

 
METODE 

Untuk melihat peran modal sosial dalam pemberdayaan petani dilahan gambut 
desa sepahat kecamatan bandar laksmana kabupaten bengkalis, kajian ini dilakukan 
secara mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan ketersediaan 
data secapa empiric yang diperoleh dari studi dokumentasi dan telaah data sekunder 
lainnya. Guna menganalisis data tersebut, digunakan Teknik interpretative yang 
memungkinkan memberi makna secara mendalam terhadap peran modal social dalam 
pemberdayaan petani dilahan gambut desa sepahat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Konsep dan Pengertian Modal Sosial (Social Capital) 
Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial adalah penampilan organisasi 

sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (hubungan timbal balik), dan jaringan (dari 
ikatan-ikatan masyarakat). Penampilan organisasi sosial tersebut dapat memperbaiki 
efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi 
keuntungan bersama. 

Menurut Carpenter (2004) modal sosial adalah suatu sumber daya yang ada pada 
individu-individu yang berasal dari interaksi sosial karena adanya kepercayaan, 
hubungan timbal balik, dan kerja sama. Modal sosial ini merupakan kemampuan yang 
muncul dari kelaziman kepercayaan dalam suatu masyarakat atau dalam bagian tertentu 
dari masyarakat. Masyarakat yang saling percaya akan lebih baik dalam inovasi 
organisasi karena kepercayaan yang tinggi memungkinkan munculnya rentang 
hubungan sosial yang lebar. Perluasan modal sosial yang positif, terutama dalam 
komunitas dengan modal ekonomi yang terbatas, secara konsekuen akan menghasilkan 
peningkatan kinerja ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan.  
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Francis Fukuyama (2000) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu sesuatu 
yang mendorong masyarakat bersatu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar 
kebersamaan, yang diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh, diyakini dan 
dipatuhi. Contohnya masyarakat yang hidup di pedesaan telah terbiasa dengan budaya 
gotong royong dan saling membantu serta bekerjasama dalam suatu kelompok sosial 
akan mampu secara efisien dan efektif memberikan kontribusi penting bagi usaha 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut. Hal ini akan menjadi 
salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan karena melalui dasar 
kebersamaan dan diikat oleh nilai-nilai yang dipatuhi, pembangunan ekonomi dan 
kehidupan demokrasi yang dijalani dapat terjaga kestabilannya.  

Selanjutnya menurut grootaert (1998) dalam Limon J et al, (2012) konsep modal 
sosial mengacu pada norma-norma yang saling melengkapi, nilai-nilai, sikap dan 
keyakinan yang mengatur interaksi antara orang-orang dan lembaga-lembaga dan 
mempengaruhi mereka untuk kerjasama dan saling membantu. Konsep ini merupakan 
kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. 
Kemampuan bekerjasama dan saling tolong menolong ini muncul dari kepercayaan 
umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian paling kecil dalam masyarakat. Modal 
sosial ini bisa dilembagakan dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok 
masyarakat yang besar.  

Berkembangnya modal sosial dalam masyarakat dapat menciptakan suatu situasi 
masyarakat yang saling toleran, dan mendorong tumbuhnya rasa empati dan simpati 
terhadap kelompok masyarakat atau orang lain di luar kelompoknya.  Hasbullah (2006) 
memaparkan mengenai Jaringan-jaringan yang memperkuat  modal sosial akan dapat 
memudahkan saluran informasi dan ide-ide dari luar masuk ke dalam kelompok dan 
merangsang serta mendorong kelompok masyarakat untuk berkembang. Hasilnya 
adalah munculnya masyarakat yang peduli pada  berbagai aspek dan aktifitas kehidupan, 
dan masyarakat yang saling memberi perhatian serta saling percaya. Situasi ini 
mendorong terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan 
tenteram.  Demikian juga halnya dalam sektor pertanian, modal sosial yang juga 
merupakan hubungan sosial (social relationship) di pedesaan masih kuat dan mengakar 
termasuk kesediaan untuk saling membantu dalam pengerjaan usahatani. Pembangunan 
pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan 
termotivasi untuk bekerja keras, untuk menumbuhkan daya kreasi dan semangat 
kegotong-royongan antar mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial 
yang dapat membantu keberhasilan penerapan teknologi pertanian guna keberlanjutan 
pembangunan pertanian di masa akan datang. 

Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan mengenai modal sosial dalam pengemba-
ngan masyarakat dapat dilihat bahwa modal sosial merupakan modal yang dapat 
digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam pemberdayaan. 

 
2. Pemberdayaan petani  

Menurut Hendrawati (2018) pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang 
mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah “empowerment”, 
sehingga dapat jelaskan bahwa pemberdayaan mengandung makna memberikan daya 
atau kekuatan kepada kelompok yang lemah, yang belum mempunyai daya/kekuatan 
untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan utama atau kebutuhan 
dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan 
kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau 
miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun 
seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu 
sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam 
pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan. 
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Menurut Sri Najiyati (2005) Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya 
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar 
masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor 
kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka 
mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dipilihnya. Pada konteks ini, 
dapat disamakan dengan suatu proses yang aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip 
keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama dalam menguatkan dan memampukan 
masyarakat untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dalam upaya memenuhi 
kebutuhannya. Proses ini juga perlu dikembangkan kepada para petani sebagai upaya 
untuk memandirikan mereka lewat perwujudan potensi kemampuan dan kekuatan yang 
mereka miliki.  

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan 
Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, 
penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil 
Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani (UU nomor 
19 tahun 2013). Proses pemberdayaan Petani ini merupakan suatu proses yang 
melibatkan peranan petani untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non 
formal untuk berpartisipasi dalam mengkaji masalah, merencanakan program dan 
melaksanakannya serta bersama-sama melakukan evaluasi terhadap program yang 
telah dilaksanakan.  

Petani berdaya adalah petani yang memiliki kemampuan dalam memenuhi 
kebutuhannya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dan tidak terikat oleh 
pengaruh kekuatan penekan. Mereka bebas untuk mengemukakan pendapat dan terlibat 
dalam setiap pengambilan keputusan yang berpengaruh kepadanya, tidak kelaparan dan 
bebas dari kebodohan. Mereka juga mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang 
memungkinkan mereka meningkatkan penghasilannya dan mendapatkan barang dan 
jasa yang mereka butuhkan serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di 
lingkungannya. 

 
3. Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana - Bengkalis 

Desa Sepahat yang terletak di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 
memiliki lahan gambut yang luas, dimana lebih dari 80% wilayahnya adalah lahan 
bergambut dengan kedalaman gambut ditaksir rata-rata diatas 7,5 meter dan tergolong 
gambut sangat dalam. Kedalaman Gambut ini menyebabkan Desa Sepahat menjadi 
wilayah yang rawan terjadinya kebakaran lahan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Kawasan Revegetasi Desa Sepahat (sumber : foto pribadi, 9 Juli 2021) 
 Menurut data yang diperoleh dari kantor desa Sepahat, untuk mengantisipasi dan 

mengatasi  hal ini Pemerintah bersama dengan berbagai pihak seperti WWF Riau, 
Yayasan Mitra Insani dan masyarakat Desa Sepahat telah membangun kanal-kanal 
sebagai upaya rewetting lahan Gambut. Selain itu WWF Riau bersama Pemerintah Desa 
serta Yayasan Gambut dengan dukungan dana dari Global Environment Centre (GEC) 



 

 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

 

Kerjasama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 87 

dan International Fund For Agriculture Development (IFAD) telah melakukan upaya 
revegetasi lahan gambut dengan melakukan penanaman bibit Pulai, Geringgang dan 
Sagu.  

Desa yang dulu pernah menjadi Desa tertinggal (IDT) ini, luas wilayahnya adalah 
25.500 Hektar. Sebagian besar wilayah merupakan lahan perkebunan / pertanian yang 
terdiri dari 3.425 Ha kebun Kelapa Sawit, 500 Ha kebun karet, 14 Ha kebun kelapa, 2 Ha 
kebun pinang, 15 Ha kebun nenas, 11,5 Ha kebun rambutan, 15 Ha kebun jagung, 11 Ha 
kebun ketela pohon, 2 Ha kebun duku, 2 Ha kebun durian, 4 dan Ha kebun buah lainnya.    
Seiring luasnya wilayah perkebunan dan pertanian maka mata pencarian 62,5 % 
Penduduknya  adalah sebagai petani. Para petani ini sebagian tergabung dalam 
kelompok-kelompok, baik formal maupun non formal. Kelompok tani yang terdapat di 
Desa Sepahat terdiri dari : Kelompok Tani Maju bersama, Kelompok Tani Berkat 
Bersama dan Kelompok Tani Usaha Bersama, Kelompok-kelompok ini tergabung dalam 
Gapoktan Berkah Bersama yang memilik anggota 69 kepala keluarga.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 : Peta Desa Sepahat (sumber : https://www.sepahat.desa.id/profil/) 
 
Secara geografis desa yang terletak di Jalan raya Dumai – Sungai Pakning ini 

berhadapan langsung dengan laut Selat Malaka, adapun batas wilayah desa dan 
detailnya sebagai berikut :  

- Batas sebelah utara : Selat Malaka  
- Batas sebelah selatan : Kecamatan Mandau  
- Batas sebelah Barat : Desa Tanjung Leban  
- Batas sebelah timur : Desa Tanggayun  
Desa yang memiliki 4 dusun dan 9 RW ini adalah dataran rendah (hanya 1-5 meter 

dari permukaan laut). Jarak Desa Sepahat ke Tenggayun yang merupakan ibukota 
Kecamatan adalah 14,2 Km dan jarak ke Bengkalis yang merupakan Ibukota Kabupaten 
adalah 52 Km dengan menyeberang laut menggunakan perahu dari pelabuhan 
penyeberangan Sungai Selari. 

4. Peran modal sosial dalam pemberdayaan petani 
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Sepahat, modal sosial mulai 

menjadi perhatian. Modal sosial ini merupakan kekuatan dasar yang dimiliki oleh 
masyarakat. Tanpa modal sosial yang kuat, masyarakat akan mudah terpengaruh dan 
terbawa arus yang dapat membawa masing-masing individu pada sikap mementingkan 

https://www.sepahat.desa.id/profil/


 

 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

 

Kerjasama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 88 

diri sendiri atau kepentingan yang bersifat pragmatis. Modal sosial ini dapat menjadi 
modal stimulan yang dimiliki oleh petani untuk terbukanya peluang dan potensi modal 
lainnya. Konsep modal sosial, yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana 
masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas atau kelompok, dan individu 
sebagai bagian darinya, mereka membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai 
dalam kelompoknya.  

Modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat setiap orang di masyarakat 
bergabung dalam kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama atas dasar 
kebersamaan, didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan 
dipatuhi. Modal sosial yang dimiliki petani yang mengelola lahan gambut di Desa 
Sepahat sangat penting untuk keberlangsungan usaha tani. Bagi petani, modal sosial 
yang terdiri dari : kepercayaan, norma sosial dan partisipasi jaringan sosial berguna 
terhadap kegiatan kelompok tani dalam hal merencanakan kegiatan bersama, untuk 
mencapai tujuan yang telah disepakati. 

 
a. Kepercayaan 
Kepercayaan merupakan suatu harapan positif atau keyakinan kognitif seseorang 

yang dipegang dan ditujukan pada pihak lain, bahwa pihak tersebut akan berperilaku 
sebagaimana yang diharapkan dan dibutuhkan. Ketika seseorang memutuskan untuk 
mempercayai orang lain, maka harapannya terhadap orang tersebut adalah dapat 
mewujudkan harapan-harapan dirinya. Parameter kepercayaan terdiri dari rasa 
keadilan, toleransi dan keramahan.  

Setiap anggota dalam kelompok-kelompok tani di Desa Sepahat merasa 
mendapatkan perlakukan yang sama dengan sikap netral di setiap aktivitas yang 
dilaksanakan kelompok tani. Rasa keadilan kelompok ini tercermin dari perasaan yang 
dimiliki anggota terhadap anggota lain, cara pendekatan dan cara berinteraksi antar 
anggota yang memandang anggota lain sebagai keluarga. Semua anggota memiliki hak 
dan kewajiban yang sama  serta saling menghargai dan toleran terhadap perbedaan 
yang ada. Bilamana terdapat perbedaan pendapat selalu dimusyawarahkan guna 
mencapai sebuah kemufakatan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu mereka 
membangun kebersamaan kelompok dalam hubungan persaudaraan yang erat, dengan 
komunikasi yang penuh keramahan terutamanya terlihat saat mereka berkumpul, 
bergaul, berbincang dan bekerjasama atau bergotongroyong.  Kepercayaan sebagai 
parameter modal sosial dalam kelompok tani di Desa Sepahat tercermin dalam ucapan, 
sikap, perilaku, tindakan, perasaan dan respon serta kesediaan untuk bekerjasama 
antara anggota kelompok. Hubungan yang didasari oleh perasaan ini memunculkan rasa 
percaya antar sesama anggota kelompok.  

 
b. Norma sosial 
Norma merupakan sekumpulan aturan yang terdiri dari perintah atau larangan 

yang dirumuskan dan disepakati bersama dalam sebuah kelompok atau masyarakat, 
yang tegas dan jelas. Norma sosial berisikan sekumpulan pendapat yang disepakati 
dalam kelompok sosial atau  masyarakat Desa Sepahat tentang bagaimana semestinya 
anggota kelompok/masyarakat tersebut bertingkah laku, bagaimana seharusnya 
bertindak, dan bagaimana bergaul yang pantas, sehingga keharusan dan kepantasan itu 
menjadi terbiasa dan selanjutnya dijadikan suatu nilai yang dipertahankan secara turun 
temurun sampai, diwujudkan menjadi aturan tidak tertulis dalam pergaulan kehidupan 
bermasyarakat. Parameter norma sosial ini terdiri dari kesepahaman, nilai sosial dan 
harapan. 

Setiap petani yang menjadi anggota kelompok tani memiliki kesepahaman yang 
sama tentang tujuan pembentukan kelompok dan nilai-nilai yang diyakini dan menjadi 
pedoman dalam setiap aktivitas kelompok, sehingga setiap anggota tetap berupaya 
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melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama didasari nilai sosial yang baik. 
Nilai sosial tersebut misalnya saling nasehat menasehati didalam kebaikan dan 
mengingatkan serta menegur dan menasehati anggota lain yang melakukan kesalahan, 
terutamanya saling membantu anggota yang mengalami musibah atau kesulitan. Nilai 
sosial ini diwujudkan dalam kehidupan berkelompok dan dijadikan sebagai sebuah 
kebiasaan yang terus dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam kelompok.  
Tentunya kebiasaaan yang baik dan pantas untuk dilakukan, seperti tidak melakukan 
kecurangan dalam melakukan penimbangan hasil panen, atau mungkin memanipulasi 
berat komoditas. Selanjutnya setiap anggota tentunya memiliki harapan untuk 
kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini 
mendorong para petani untuk memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya serta 
pengetahuan yang ada untuk merencanakan secara bersama setiap usaha yang 
dilakukan dan bekerja keras secara bersama-sama melaksanakan setiap rencana dengan 
sebaik mungkin, demi mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang diimpikan 
bersama.   Dengan adanya norma sosial ini maka para petani yang tergabung dalam 
kelompok-kelompok tani di Desa Sepahat memahami dengan baik apa yang boleh 
mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi norma sosial ini menjadi 
menjadi pedoman atau standar dalam menjalani kehidupan sosial berkelompok atau 
bermasyarakat sehingga tercipta keteraturan, ketertiban dan kedamaian. 

 
c.  Partisipasi dalam jaringan sosial 
Partisipasi dalam jaringan sosial merupakan kemampuan para petani dalam 

melibatkan diri dalam suatu jaringan sosial, melalui berbagai pola hubungan yang saling 
berdampingan atas dasar kerelaan, kesamaan dan keadaban.    

Nilai-nilai positif yang tumbuh dalam kelompok mendorong petani yang berada di 
lingkungan sekitar kelompok untuk bergabung dan melibatkan diri dalam kelompok 
secara sukarela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Kerelaan juga tercermin dari 
partisipasi setiap petani untuk melaksanakan gotong royong setiap bulan yang 
dilaksanakan oleh kelompok tani, mulai dari membersihkan saluran air, pemeliharaan 
jalan ke kebun sampai dengan gotong royong membantu meringankan beban kesulitan 
anggota kelompok yang ditimpa musibah atau kesulitan. Ikatan yang terbentuk karena 
kerelaan ini lebih dari sekedar bekerja sama namun membentuk rasa persaudaraan 
antar anggota. Rasa persaudaraan semakin kuat melalui rasa memiliki dan rasa 
kebersamaan. Sesama anggota merasa memiliki kesamaan kebutuhan, kesamaan tujuan 
dan harapan serta kesamaan pandangan. Kesamaan ini membuat para anggota 
kelompok tani tidak egois dan menjunjung sikap saling menghargai bila terdapat 
perbedaan pendapat dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Santun 
dalam bertutur dan berperilaku terhadap sesama dalam pergaulan kelompok.    

Kerelaan, kesamaan dan keadaban mendorong mereka untuk sama-sama 
berperan aktif dalam pengambilan bagian atau keterlibatan terhadap setiap keputusan 
yang diambil demi tercapainya tujuan bersama, dilakukan dengan cara memberikan 
dukungan pikiran, tenaga, materi dan tanggung jawab.  

Modal sosial tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap hubungan diantara 
para pelaku program. Kelompok tani yang memiliki modal sosial tinggi akan terbiasa 
hidup dalam suasana rukun, gotong royong dan saling bertanggung jawab terhadap 
lingkungan tempat tinggalnya serta berupaya menjadi fasilitator antara masyarakat 
dengan pihak Pemerintah Desa Sepahat. Hubungan yang terjalin antar anggota 
kelompok, antara kelompok lainnya / masyarakat dan dengan Pemerintah Desa terjalin 
dengan baik. Hubungan ini menjadi satu modal sosial yang terbangun dan memiliki 
peran penting dalam upaya pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena modal sosial 
tersebut menjadi dasar terciptanya partisipasi dan kemandirian dalam masyarakat. 
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Modal sosial yang menjadi dasar terwujudnya partisipasi dan kerjasama dalam 
kelompok tani menjadi sangat penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat, 
khususnya bagi para petani Desa Sepahat yang masih berpegang teguh pada norma dan 
nilai-nilai tradisi. Modal sosial memberi dukungan kepada masyarakat untuk melakukan 
tindakan secara bersama-sama dan menerima dampak secara bersama-sama pula. Selain 
sebagai modal yang dapat menggerakkan pemberdayaan, modal sosial juga sekaligus 
merupakan pemberdayaan itu sendiri, dimana bagian dari pemberdayaan modal sosial 
adalah memperkuat masyarakat madani. Istilah masyarakat madani digunakan untuk 
struktur-struktur formal atau semiformal yang dibentuk oleh masyarakat secara 
sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari sebuah 
program atau intruksi tertentu dari pemerintah. 

Tujuan pemberdayaan petani dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan 
keberdayaan atau kemampuan petani pada semua aspek. Namun demikian ada aspek-
aspek yang dijadikan prioritas dan lebih dulu diperkuat agar petani dapat 
mengembangkan aspek-aspek lainnya. Dari pengalaman dan dampak kurang baiknya 
pemberian bantuan modal ekonomi serta kelemahan modal fisik, menunjukkan bahwa 
kedua jenis modal tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai modal dasar 
pemberdayaan. Modal manusia dan modal sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan 
meskipun keluaran yang dihasilkan berbeda. Modal manusia keluarannya berbentuk 
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam bertindak, sedangkan modal sosial 
merupakan modal yang abstrak dan keluarannya hanya dapat dilihat dalam bentuk aksi-
reaksi dan hubungan antar anggota dalam kelompok. Dalam konteks pemberdayaan, 
penjelasan mengenai modal sosial sangat relevan untuk menjawab pertanyaan siapa 
yang akan melakukan pemberdayaan, apa yang dilakukan dan bagaimana mereka 
melakukannya.  

Program pemberdayaan yang dilakukan ini adalah untuk memajukan dan 
mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan 
menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan memiliki daya saing dalam 
berusaha tani. Beberapa kegiatan yang mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya, 
antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, 
pengembangan sistem dan sarana pemasaran yang luas (berbasis on-line), penyediaan 
fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. 

 
KESIMPULAN  

Modal sosial di kalangan anggota kelompok tani yang melakukan usaha tani di 
lahan gambut, dibangun melalui kepercayaan, norma-norma, keterlibatan dan 
partisipasi petani dalam jaringan sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa 
tanggung jawab sosial para petani untuk ikut mempraktekkan pertanian berkelanjutan 
yang ramah terhadap lingkungan gambut dan berkontribusi terhadap pemberdayaan 
masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Kelompok tani merupakan 
kelompok sosial yang muncul sebagai akibat adanya kepercayaan antara individu dan 
merupakan dasar untuk kepercayaan yang lebih besar sebagai upaya kolektif baru untuk 
mendukung dan melaksanakan program restorasi lahan gambut. Peranan kelompok 
sosial yang merupakan perantara dalam implementasi kebijakan publik ini sangat 
penting dan telah terbukti membantu keberhasilan program pemberdayaan.  

Pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di Desa Sepahat, saat ini tidak 
lagi cukup melalui introduksi inovasi untuk kebutuhan teknis dalam melaksanakan 
kegiatan usaha taninya, namun jauh ke depan para petani juga harus diberi akses 
terhadap program kegiatan pemberdayaan lainnya, sehingga partisipasi petani juga bisa 
dijadikan modal sosial bagi pemberdayaan petani dan keluarganya.  
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Abstrak  
Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut 3,89 juta hektar akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar 
telah terdegradasi. Luas lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan sebesar 800.017,67 
hektar. Selain masalah lahan gambut terdegradasi, masalah kebakaran lahan gambut dan isu 
pemanasan global juga menjadi perhatian penting dalam mengelola lahan gambut menjadi lebih 
baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Capacity Building Dalam Pengelolaan 
Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 
melaui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning. Salah satu program yang diteliti yaitu Program 
Pengembangan Pertananian Kawasan Nenas Terintegrasi di Desa Kampung Jawa. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian di luar berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, 
di mana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif, yang menangkap berbagai fakta atau 
fenomena sosial, pengumpulan data yang dilakukan secara online, kemudian menganalisisnya 
dan kemudian mencoba menganalisis teori berdasarkan apa yang diperoleh. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Capacity Building yang dilakukan oleh CSR PT. Pertamina Sei Pakning pada 
kelompok Tani Tunas Makmur sudah dilakukan dengan optimal. Pertama, dengan dilakukannya 
pengembangan individu melalui pelatihan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 
Selain itu, pendapatan individu dari hasil pengelolahan nenas sudah dapat dikatakan baik. Kedua, 
dilakukannya manajeman pengelolahan organisasi yang baik. proses pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok dengan rapat. Selain itu, berkembangnya kelompok 
tani dari segi lahan yang dikelolah bertambah, bibit yang ditanam bertambah dan anggota 
kelompok yang bertambah. Ketiga, dalam hal sistem. Sudah mengikuti regulasi dari Dinas Koprasi 
dan telah terdaftar di Dinas Koprasi. 

Kata kunci: capacity building, corporate social responsibility, pengelolaan lahan gambut, 
kemandirian ekonomi 

 
PENDAHULUAN  

Ekosistem gambut adalah aset yang dapat diusahakan untuk berbagai kegiatan 
produksi. Namun, kearifan dari pengelola terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut 
sesuai dengan kemampuan daya dukung lahan menjadi sangat penting. Kemampuan 
daya dukung lahan gambut untuk penggunaan lain berhubungan erat dengan 
karakteristik gambutnya. Indonesia merupakan negara ke empat dengan lahan 
gambut terluas setelah Rusia, Kanada, dan Amerika yaitu seluas 14,6 juta hektar. Riau 
sendiri merupakan provinsi di pulau Sumatera yang mempunyai lahan gambut terluas, 
yakni 3,89 juta hektar dari 6,49 juta hektar total luas lahan gambut di pulau Sumatera. 
Akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar telah terdegradasi. Luas lahan gambut di Kabupaten 
Bengkalis diperkirakan sebesar 800.017,67 hektar. 

Meskipun terdegradasi, sebagian lahan gambut atau hampir separuhnya 
dimanfaatkan masyarakat sebagian besar untuk budidaya tanaman perkebunan meliputi 
kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ubijalar dan 
ubikayu, selanjutnya tanaman hortikultura buah berupa nanas, pisang, rambutan, 
cempedak, dan nangka, sayuran buah meliputi cabe, timun, dan tomat, dan sayuran daun 
terdiri dari kangkung, bayam, sawi, dan selada (Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Riau 2013).  

Pengelolan gambut untuk pertanian, dalam skala menengah dan luas, merupakan 

mailto:monica.rosiana0263@student.unri.ac.id
https://republika.co.id/tag/lahan-gambut
https://republika.co.id/tag/lahan-gambut
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usaha yang sangat mahal, dimana seringkali terjadi biaya produksi jauh melebihi hasil 
jual produksi pertaniannya. Sehingga dalam jangka panjang, sama sekali tidak 
menguntungkan. Pertanian gambut dalam skala kecil oleh petani, tanpa amelioran dan 
pemupukan yang memadai, hanya akan mampu bertahan beberapa tahun, selama 
kesuburan asli alami masih ada (Ismail dalam Nasrul B 2010). Selain pemanfaatan pada 
bidang pertanian, pengelolaan lahan gambut secara tidak bertanggungjawab juga dapat 
mendatangkan bencana alam yaitu kebakaran lahan yang umumnya terjadi pada lahan 
gambut. Selama tahun 2015, terdapat 1.632 titik api di Provinsi Riau. Lahan gambut 
sebagai media tumbuh tanaman telah lama dimanfaatkan petani untuk menghasilkan 
bahan pangan dan komoditas perkebunan (Masganti 2013). “Jika lahan gambut tidak 
dikelola dengan baik, maka potensi nya untuk melepas karbon ke atmosfer semakin 
besar. Hal ini menjadi perhatian kita semua mengingat isu pemanasan global yang 
berkembang (Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan 
Pertanian Kementerian Pertanian, Muhrizal Syarwani)”. 

Banyak masalah terkait dengan lahan gambut di Riau diantaranya adalah lahan 
gambut terdegradasi, kebakaran lahan gambut dan isu pemanasan global yang dapat 
menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di 
daerah gambut. Hal tersebut sangat diperlukan peningkatan kemampuan semua pihak 
yang berkompeten dalam mengelola lahan gambut dengan baik sehingga dibutuhkan 
adanya pengembangan kapasitas (capacity building). Capacity Building merupakan 
bagian penting di berbagai aspek kehidupan, dalam penelitian ini Capacity Building 
dilakukan pada skala kecil yang berperan langsung mengelola lahan gambut yaitu 
kelompok tani, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan 
menjadikan lebih baik kinerja kelompok tani dalam menjalankan tugasnya sebagai 
pengelola lahan gambut. 

Capacity Building merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu 
masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan, 
skill, pengorganisasian program dan lain-lain. Capacity Building merupakan sebuah 
model proses perubahan, gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara 
individu, kelompok dan organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work 
sebuah sistem kearah yang lebih baik. Karakteristik Capacity Building menurut Gandara 
dalam Amboningtyas, D. (2018) dicirikan sebagai berikut: 

a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan  
b. Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal  
c. Dibangun dari potensi yang telah ada  
d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri  
e. Mengurus masalah perubahan  
f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik 

Dari uraian diatas, kesimpulan peneliti bahwa Capacity Building sebagai usaha 
meningkatkan kapasitas, sistem-sistem kemitraan, yaitu komitmen bersama dan dapat 
terwujud dari program-program, terintegrasi satu dengan lainnya, saling mengisi, 
sehingga menjadi satu kekuatan masif dari satu sumber rumusan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 

Pengelolaan lahan gambut akan berbeda, apabila diterapkan tingkat manajemen 
tinggi (high inputs), seperti yang biasanya dilaksanakan oleh swasta atau perusahaan 
yang bertujuan komersial. Hal tersebut telah mendorong salah satu perusahaan di 
Kabupaten Bengkalis tepatnya Kelurahan Sungai Pakning yaitu PT. Pertamina RU II Sei 
Pakning untuk menginisiasi sejumlah program CSR dalam melestarikan lahan gambut 
dari kebakaran hutan dan pemanfaatannya. PT. Pertamina RU II Sei Pakning 
menerapkan CSR melalui empat bidang yaitu, yaitu sumbangan (charity), infrastruktur 
(infrastructure), pengembangan kapasitas (capacity building), dan pemberdayaan 
masyarakat (community empowerment). 
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Seiring dengan perkembangan zaman pola perusahaan dalam menerapkan 
program CSR lebih mengarah kepada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan 
masyarakat. Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting di berbagai aspek 
kehidupan, salah satunya dalam penelititan ini pengembangan kapasitas pada kelompok 
tani, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan atau 
menjadikan lebih baik kinerja kelompok tani dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan 
lahan gambut yang didasarkan pada indikator Capacity Building dengan 
menitikberatkan pada fokus kemandirian ekonomi, akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi masyarakat secara merata dan berkesinambungan sekaligus mampu 
mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar serta membentuk kapasitas masyarakat 
yang memiliki ketahanan ekonomi independen. 

Penerapan kegiatan CSR sendiri sebenarnya merupakan kesempatan bagi 
perusahaan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang 
kemudian hal itu dapat menjadi keunggulan kompetitif mengingat bagi perusahaan 
perusahaan besar reputasi atau citra baik perusahaan merupakan aset penting yang 
harus dijaga dengan baik. Beberapa program CSR PT. Pertamina RU II Sei Pakning yang 
terealisasi merupakan program yang memanfaatkan lahan gambut di Kabupaten 
Bengkalis,yaitu: 

a. Program Pengembangan Pertananian Kawasan Nenas Terintegrasi  
b. Program Mitigasi Karhutlah Berbasis Masyarakat Peduli Api 
c. Program Arboretum Gambut  
d. Program Kurikuklum Cinta Gambut 

Berdasarkan program tersebut, Desa Kampung Jawa diberikan sebuah program 
pengembangan pertananian kawasan nenas terintegrasi yaitu pembinaan terhadap 
kelompok tani Tunas Makmur. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Desa Kampung 
Jawa, banyak lahan yang tidak termanfaatkan dan jika tidak digunakan atau 
dialihfungsikan akan berpotensi untuk terjadinya kebakaran kembali. Luasnya lahan 
bekas terbakar menjadi potensi sekaligus permasalahan untuk masyarakat Kampung 
Jawa dikarenakan kurangnya keterampilan dalam mengolah lahan bekas terbakar agar 
dapat dimanfaatkan kembali.  

Capacity Building dalam penelolaan lahan gambut yang dimaksud peneliti sendiri 
ialah pengelolaan lahan gambut oleh skala kecil yaitu kelompok tani Tunas Makmur 
pada program CSR Pertamina Sei Pakning yaitu program Pengembangan Pertananian 
Kawasan Nenas Terintegrasi. 

 
Gambar 1.1 Lahan perkebunan nanas Kelompok Tani Tunas Makmur 

Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning 
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Pertamina melihat potensi dan semangat dari masyarakat membantu untuk 
mengubah lahan tersebut agar dapat menjadi lahan perkebunan dengan tujuan 
memperkecil potensi kebakaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat 
khususnya petani nanas Kampung Jawa. Oleh karena itu, masyarakat membuat sebuah 
Pertanian produktif dengan menanam nanas. Kegiatan pertanian nanas ini dikelola oleh 
12 anggota FORKOMPA yang saat ini berprofesi utama sebagai petani nanas dan menjadi 
bagian dari kelompok tani Tunas Makmur. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji 
pengelolaan lahan gambut oleh kelompok tani Tunas Makmur yang didasarkan pada 
indikator Capacity Building di Desa Kampung Jawa mengingat masih banyaknya yang 
dapat dikembangkan oleh perusahaan terhadap desa tersebut dan mengkaji ulang 
mengenai program pengembangan pertananian kawasan nenas terintegrasi yang telah 
diberikan agar dapat berkembang dengan baik lagi kedepannya. 
 
METODE  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian di 
luar berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, di mana seorang peneliti mulai berpikir 
secara induktif, yang menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial (Bungin, 2015), 
pengumpulan data yang dilakukan secara online, kemudian menganalisisnya dan 
kemudian mencoba menganalisis teori berdasarkan apa yang diperoleh. Lokasi 
penelitian difokuskan pada PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning yaitu Desa 
Kampung Jawa Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Capacity Building Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian 
Ekonomi Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 

Capacity Building merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu 
masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan, 
skill, pengorganisasian program dan lain-lain. Capacity Building merupakan sebuah 
model proses perubahan ,gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara 
individu, kelompok dan organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work 
sebuah sistem kearah yang lebih baik. 

Menurut Milen dalam Muhamad Rizki, Diki. (2015) bahwa dalam upaya pencapaian 
penguatan kapasitas kelembagaan maka harus difokuskan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu :  

1. Tingkatan Individual seperti potensi-potensi individu, keterampilan individu, 
pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan individu dalam 
organisasi. 

2. Tingkatan Organisasi seperti struktur organisasi, prosedur dan mekanisme 
pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana 
dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. 

3. Tingkatan Sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, 
kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan 
tertentu. 

Sementara itu, D. Eade dalam Suhendri & Purnomo (2017) merumuskan 
peningkatan kapasitas kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu:  

1. Individu;  
2. Organisasi; dan  
3. Network. 

 
Upaya penguatan kapasitas berbagai tingkatan sebagaimana yang diuraikan di 

atas, diilustrasikan melalui gambar berikut: 
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Tabel  3.1 
Tingkatan Pengembangan Kapasitas 

(Sumber: Soeprapto, 2006) 
 

a. Tingkatan individual adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi 
yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme baik itu tingkat 
pengetahuan, kompetensi, keterampilan maupun etika kerja dalam 
meningkatkan kualitas kinerja. 

Dalam pencapaian suatu tujuan organisasi sangat diperlukan dukungan 
sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber 
daya non manusia (non-human resources). Dukungan ketersediaan sumberdaya 
manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki 
pengalaman dalam mengelola suatu organisasi agar dapat berjalan secara 
optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.  Untuk merespon 
kecenderungan tersebut, maka setiap organisasi dituntut untuk mampu 
meningkatkan mutu sumberdaya manusianya. Karena sesungguhnya kualitas 
SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan keberhasilan tujuan 
yang direncanakan.  

Pada indikator ini bahwa sumberdaya yang terpenting dalam 
menentukan keberhasilan suatu organisasi baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Setiap langkah yang diambil menuntut adanya sumberdaya manusia 
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh organisasi yang 
telah ditetapkan secara bersama. Selain itu, sumberdaya financial dan waktu pun 
menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan 
organisasi.  

Tingkat Individu 

Tingkat 
Organisasi 

Tingkat Sistem 

 Pengetahuan  

 Keterampilan  

 Tingkah Laku  

 Pengelompokan Pekerjaan  

 Motivasi -motivasi 

 

 Struktur Orgranisasi  

 Proses pengambilan 
keputusan  

 Prosedur dan mekanisme-
mekanisme pekerjaan 

 Pengaturan sarana dan 
prasarana 

 Hubungan-hubungan 

 Jaringan-jaringan organisasi 

 

Kerangka kerja yang berhubungan 
dengan aturan dan  kebijakan  
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Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa sumberdaya manusia petani 
nenas di kelompok tani tunas makmur di desa  dapat dikatakan optimal. Selain  
secara praktis sebelum mengikuti pelatihan sudah memiliki pemahaman 
mengenai tanam-menanam. Tapi setelah mengikuti pelatihan  tentang berbagai 
metode penanaman nenas,hasil dan produksi nenas menadi lebih baik. Pelatihan 
yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan penanaman metode tanam jajar 
legowo (dengan jarak tanam), pelatihan perawatan tanaman nanas, selain itu ada 
juga pelatihan pengolahan nanas menjadi produk camilan seperti keripik, 
manisan, dodol, dll, pelatihan lain seperti pelatihan desain kemasan produk, 
pemasaran, dan manajemen usaha.  

 
Gambar 3.1 Pelatihan dan Hasil Tanaman Nenas Kelompo Tani Tunas 

Makmur 
 

   
 

Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning 
 
Hasil yang didapat dari pelatihan metode tanaman jajar legowo (dengan 

jarak tanam) mendaptkan hasil yang optimal. Sebelumnya, Hasil dari penanaman 
nenasnya pun kurang memuaskan. Sebelumnya mengikuti pelatihan, hasil nenas 
tersebut tergolong ke grade c. dengan ukuran  panjang ≤ 9.90 cm dan bobot  ≤ 
0.40 kg dan harga jual biasanya lebih murah disbanding grade a dan grade b. 
harga jual grade a bisa sampai Rp.15.000.- an. Harga nenas dengan kualitas grade 
b bisa mencapai Rp.7.000.000,- sampai Rp. 10.000.-. harga nenas dengan grade c 
dibawah dari Rp.7.000,. tapi seletelah dilakukannya pelatihan mengenai 
pembibitan nenas dan perawatannya. Hasil buah dari grade c sudah berkurang. 
Lebih banyak hasil grade a dan b panjang 10.00-13.90 cm dan bobot 0.40-0.69 
kg.  Harga jual gandeng 2 dari grade a bisa mencapai  Rp.15.000,- rb . satu 
gandeng grade b nya Rp. 7-10 rb. Untuk pengolahan digunakan grade c. setelah 
adanya pelatihan grade c sudah berkurang. Sebelumnya grade c nya 50 persen. 
Sekarang sudah berkurang. (Perebedaan nenas grade a,b, dan c terletak pada 
besarnya ukuran buah. Grade a lebih besar dari grade b dan c).  

Dalam hal waktu. Pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas 
dalam waktu 2-3 hari tergantung kebutuhan dari pelatihan tersebut. Optimalnya 
pelatihan bisa dilihat juga dari narasumber yang didatangkan dari luar daerah 
dan betul-betul paham mengenai tanaman nenas tersebut. Seperti dari Kota 
Pekanbaru, Jakarta, Jawa . dan lain-lain. selain itu, pengetahuan, skill dan 
keterampilan petani dalam mengelolah lahan menjadi nenas menjadi lebih baik. 
dapat dilihat dari hasil nenas yang diperoleh. 

Dalam hal pendapatan yang didapat dari anggota kelompok tani sudah 
dapat dikatakan baik. sebelumnya, masyarakat dari anggota kelompok tani 
tersebut mendapat penghasilana yang rendah dari pekerjaan sebelumnya. Dari 
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adanya pengelolahan lahan dari kelompok tani sudah bisa mendapat kisaran 
2.500.000.- (tergantung hasil panen dan produksi nenas). 

b. Tingkatan Organisasi merujuk kepada penentuan tujuan, struktur, proses 
organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana organisasi-organisasi tersebut 
mencapai sasaran, menyusun struktur kerja, dan memberikan struktur insentif. 
Hal ini penting karena untuk mencapai tujuan organisasi akan sangat 
dipengaruhi oleh karakteristik para agen pelaksananya. Selain itu, struktur pada 
organisasi pelaksana juga harus diperhatikan karena struktur yang rumit pada 
suatu organisasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan tujuan secara efektif. 
Aspek struktur mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur 
organisasi pelaksana. Kapasitas unsur pelaksana merupakan penunjuk dalam 
pelaksanaan program yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan. Aktivitas 
para pelaksana, keahlian yang dimilikinya, dedikasi pada tugas, dan akses 
sumber daya yang memadai akan meningkatkan kemampuan pelaksana dalam 
mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Disisi lain, kemampuan para pelaksana dalam 
merumuskan tujuan akan menentukan dampak yang dihasilkan dari 
pelaksanaan tujuan.  

Dari hasil peneliti dapat dianalisis bahwa organisasi pada kelompok tani 
tunas makmur di dapat dikatakan sudah optimal dari pelaksanaan pekerjaan dan 
pembagian kerjanya. Tujuan dan sasaran yang di capai dalam kelompok tani 
sudah berjalan baik. dalam pengambilan keputusan dikelompok tani sudah 
dilakukan oleh kelompok dengan melaksanakan rapat, rapat rutin dilaksanakan 
sebulan sekali. Sehingga keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang 
diambil berdasarkan kemampuan setiap angggota kelompok dalam mengetahui 
masalah dan solusi yang dilakukan. sementara rapat tahunan koperasi 
dilaksanakan di awal tahun untuk melaporkan keadaan kas serta strategi usaha 
koperasi. 

 
Gambar 3.2 foto organisasi dan kegiatan rapat kelompok tani tunas makmur 

   
 

Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning 
 

Dalam hal manajeman kelompok, pengelolahan hasil lahan nenas di 
produksi dan di kumpulkan kelompok. Sehingga hasil pertanian yang di dapat 
dari 13 tiga belas bulan sekali panen dapat dibagi per/bulannya kepada anggota 
kelompok. Perkembangan pengelolahan lahan pun berkembang dengan baik. di 
awal pengelolahan lahan menjadi lahan nenas di tahun 2017. Awalnya kelompok 
tani menanam 5.000 bibit. Di tahun 2018 naik menjadi 10.000 bibit. Hingga 
tahun ini, perkembangan kemajuan dari lahan nenas cukup baik. dapat dilihat 
juga dari bertambahnya anggota kelompok hingga saat ini. Jumlah anggota di 
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kelompok tani di tahun ini berjumlah 11 orang. Bertambahnya anggota 
menunjukkan bertambahnya lahan yang akan dikelolah dikarenakan 
tanah/lahan yang digunakan untuk menanam nenas merupakan tanah/lahan 
masyarakat. Jadi, bertambahnya anggota kelompok tani bertambah juga luas 
lahan yang dikelolah sehingga produksi dan pendapatan kelompok bertambah 
pula.  

Tabel 2. Kategori Penerima manfaat di Program Pengembangan Kawasan 
Pertanian Nenas Terintegrasi tahun 2021 

Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nenas 
Terintegrasi 

Jumlah Kelompok                         1 
Jumlah Anggota                        31 

Jumlah Anggota Laki-Laki                       11 
Jumlah Anggota Perempuan                        20 

Dokumen Kelembagaan                         1 
Aset yang dikelolah         Rp.1.080.662.088 

Sumber : PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning 
 
Dari tabel diatas menunjukkan organisasi kelompok tani nenas yang 

jumlah anggotanya adalah 31 orang. Dengan jumlah laki-laki 11 dan perempuan 
20 yang bisa dikatakan lebih banyak perempuan. Dari jumlah perempuan yang 
ada, lak-laki hanya 55% dari jumlah perempuan. Dalam aset yang dikelolah, 
Program pengembangan kawasan pertanian nenas terintegragsi ini senilai 
Rp.1.080.662.008.  

Selain kelompok tani yang bekerja sama dalam koprasi untuk proses 
pemasaran dan lainnyaa. Kolompok tani juga bekerja sama dengan Pertamina RU 
II Prod. Sungai Pakning, Badan Restorasi Gambut, Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Kab. Bengkalis, Dinas Koperasi Kab. Bengkalis.  

 
c. Tingkatan Sistem merujuk bahwa suatu organisasi harus melakukan upaya 

proses perbaikan pada sistem, kebijakan dan berbagai aturan yang menjadi 
dasar berbagai program, aktivitas dan kegiatan pada organisasi.  

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bentuk kelembagaan 
pelaku utama meliputi Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan), dan asosiasi atau korporasi. Selanjutnya dalam UU No. 19 tahun 
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 71 tertulis “Petani 
berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) ini disebut lembaga atau kadang-
kadang “Kelembaggan” (Syahyuti et al. 2014) menjelaskan organisasi petani 
mempunyai fungsi utama bagi pihak pemerintah adalah untuk memperlancar 
komunikasi dan memuluskan administrasi program. Sementara bagi petani, 
organisasi sangat penting untuk berbagai fungsi ekonomi kolektif, yakni 
meningkatkan skala usaha. Dari sisi politik, organisasi petani merupakan wadah 
untuk menjalankan partisipasi pembangunan dan juga sebagai fungsi perwakilan 
di hadapan kekuasaan. 

Dalam hal ini, kelompok tani tunas makmur di desa kampung jawa sudah 
menjalankan tingkatan sistem dalam mengatur kelompoknya untuk tujuan 
pemerintah menjalankan pembangunan yang berkalanjutan. Selain itu, dari segi 
ekonomi mandiri masyarakat. Kelompok tani dari segi menjalankan sistem 
peraturan dari dinas koprasi dan sudah terdaftar dalam dinas koprasi. 
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2. Faktor Pendukung Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi  
 1. Tersedianya alokasi dana  

Kelompok tani tunas makmur mendapat alokasi dana dari program corporate 
social responsibility (CSR) melalui PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam 
hal pengembangan kapasitas. 

Tabel 4.1. Alokasi dana Capacity Building PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning 
dari tahun  2015 sampai tahun 2018 

Capacity Building 
 Perencanaan Persentasi realisasi keberhasilan Penerima 

manfaat 
2015 35.000.000 6 % 31.500.000 90% 159 
2016 46.000.000 9% 46.000.000 100% 110 
2017 300.000.000 16 % 393.195.000 131% 4.034 
2018 350.000.000 16% 352.600.000 101% 3.994 

Sumber : PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning 
 

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa dari tahun 2015 melalui program CSR PT. 
Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam Capacity Builing sudah memberi alokasi 
dana. Dalam hal ini kelompok tani tunas makmur yang bergerak mulai tahun 2017 
mendapat alokasi dana tersebut.  
2. kualitas bibit  

Kualitas bibit yang ditanam membuat hasil produksi dari tanaman nenas 
menjadi lebih baik. yang sebelumnya mendapat hasil nenas yang buahnya kecil. 
Dikarenakan bibit yang berkualitas mendapat hasil buah yang besar. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Capacity Building Dalam Pengelolaan 
Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 
Bengkalis dengan informasi yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui 
virtual daring dan telah dianalisis, maka penelitan ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Capacity Building dalam pengelolaan lahan gambut yang diterapkan kelompok 
tani Tunas Makmur melalui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning bahwa 
pertama, indikator sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik dengan 
adanya pelatihan yang diberikan dengan berkembangnya pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat petani. Dapat dilihat dari hasil nenas yang didapat 
berkualitas. Selain itu, dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolahan tersebut 
sudah bisa menopang ekonomi dari masing-masing anggota kelompok. Kedua, 
indikator organisasi dapat dikatakan optimal, mulai dari pengambilan keputusan 
yang dilakukan kelompok. Sehingga setiap masalah ataupun kemajuan kelompok 
tani dilakukan bersama. Perkembangan organisasi dari manajeman pengelolahan 
sudah baik. dengan bertambahnya lahan yang dikelolah, bertambahnya bibit yang 
ditanam dan bertambahnya anggota kelompok tani. Selain itu, kerjasama 
kelompok tani yang sudah dilakukan untuk kemajuan organisasi.  Ketiga, indikator 
sistem. Sudah terdaftarnya kelompok tani di Dinas Koprasi dan telah mengikuti 
regulasi-regulasi yang ada dari Dinas Koprasi. 

2. Faktor pendukung Capacity Building dalam pengelolahan lahan gambut menuju 
kemandirian ekonomi di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dengan 
adanya alokasi dana dari program program CSR PT. Pertamina RU II Produksi 
Sungai Pakning dalam Capacity Builing dan kualitas bibit bagus yang digunakan 
dilahan pertanian nenas.  
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Abstrak  
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan bencana rutin yang dihadapi Provinsi Riau pada 
musim kemarau.Adapun penyebab  dari  terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut 
terbesar diyakini 90% terjadi karena perbuatan manusia dan sisanya 10% karena bencana alam. 
Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani kebakaran ini namun,masih 
terkendala dengan kearifan masyarakat  lokal. Dimana, masyarakat lokal masih memiliki 
kepercayaan bahwasanya dengan membuka lahan dengan cara dibakar. Masih kurangnya 
pengetahuan masyarakat mengenai dampak dari tradisi ini menjadikan semakin banyaknya 
terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu diperlukan proses difusi inovasi dalam 
mengelola lahan gambut yang bisa mengurangi kebakaran lahan serta meningkatkan 
perekonomian masyarakat.  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan studi kasus. Setelah dilakukan penelitian, PT. Pertamina RU II Sungai pakning 
melakukan sebuah inovasi pengelolaan lahan gambut dengan membuat Arboretrum Marsawa 
yang melibatkan kelompok tani dan masyarakat peduli api MPA). Adapun tujuan dari 
pembentukan arboretrum ini untuk mengenalkan dan melindungi ekosistem asli gambut beserta 
isinya yaitu flora khas gambut yang juga ada flora langka terancam punah seperti kantong semar 
Sumatra. Selain itu juga sebagai wahana edukasi dan riset mengenai gambut. 

Kata kunci:  difusi inovasi, pengelolaan lahan gambut, CSR 

 
PENDAHULUAN  

Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut adalah salah satu bencana rutin 
yang dihadapi Provinsi Riau khususnya pada periode kemarau. Kebakaran ini terjadi 
hampir di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau,bahkan negara 
tetangga seperti Singapura,Malaysia juga merasakan dampaknya sehingga bencana ini 
tidak hanya dianggap sebagai bencana lokal tapi sudah menjadi bencana Nasional. 
Bencana kebakaran yang terjadi di lahan gambut dapat menimbulkan kabut asap yang 
dapat mengancam kesehatan masyarakat serta juga dapat menimbulkan kerugian 
dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kebakaran lahan dan hutan ini menimbulkan 
kerugian baik materiil hingga korban jiwa. Kebakaran juga menyebabkan terjadinya 
degradasi lahan gambut yang menimbulkan besarnya emisi karbon yang lepas di 
udara dan juga hilangnya biodiversitas di sekitarnya. (Johansen,2015). 

Adapun penyebab dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar 
diyakini 90% terjadi karena perbuatan manusia dan sisanya 10% karena bencana alam. 
Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, kebakaran hutan dan lahan 
di provinsi Riau menjadi salah satu bencana tahunan yang disebabkan oleh perilaku 
manusia. Fakta di lapangan menyatakan bahwa terdapat tindak kesengajaan membakar 
hutan dan lahan. Dan tujuan pembakaran tersebut adalah melakukan pembersihan lahan 
dalam rangka mempersiapan pembangunan perkebunan. 

Melihat hal tersebut tentunya dibutuhkan solusi yang dapat menjawab serta 
mengatasi permasalahan ini. Salah satu yang harus dilakukan yaitu melakukan 
inovasi. Adapun inovasi yang dimasksud yaitu inovasi dalam megolah lahan yang sesuai 
dengan karakteristik dan kebutuhan khalayak sasaran (Finley;McKenzie: Parisot; Sherry; 
Spoots dalam Sahin ,2006), yaitu masyarakat petai disekitar sungai pakning. 

mailto:rinaldisinaga78@gmail.com
mailto:fahkrurrifqi12@gmail.com
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PT. Pertamina Refenery Unit (RU) II yang merupakan salah satu perusahaan yang 
ada di Kelurahan Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) 
serta Kelompok Tani melalui program Arboretrum Gambut  Marsawa.  Sebagaimana  
yang kita ketahui bahwasanya Pengelolaan lahan gambut diindonesia dinilai berhasil 
sehingga menjadi contoh bagi Negara-negara lain di dunia (Bisnis.com). Adapun tujuan 
dari program ini yaitu untuk mengenalkan dan melindungi ekosistem asli gambut 
beserta isinya yaitu flora khas gambut yang juga ada flora langka terancam punah 
seperti kantong semar Sumatra.Selain itu juga sebagai wahana edukasi dan riset 
mengenai gambut. 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka diperlukannya 
pengkajian yang lebih mendalam terkait proses difusi inovasi pengelolaan laan 
gambutberkelanjutan pada program  Arboretrum  Gambut  Marsawa  yang dilakukan  
PT. Pertaminna RU II Sungai Pakning. 

Difusi Inovasi terbentuk dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Rogers 
1995 dalam Sciffman dan Kanuk (2010) menyebutkan difusi merupakan proses dimana  
keadaan suatu inovasi dikomunikasikan berdasarkan saluran tertentu dalam periode 
waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem social. Selain itu, difusi juga dapat 
ditafsirkan sebagai suatu bentuk perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang 
terjadi dalam fungsi dan struktur system social. 

Tujuan utama dari difusi inovasi yaitu dadopsinya inovasi oleh anggota sosial 
tertentu (Nababan,2014;45).Adopsi dapat diartikan sebagai sebuah keputusan untuk 
menggunakan inovasi dan penolakan diartikan sebagai keputusan untuk tidak 
mengadopsi inovasi( Rogers,2003:17 ; Mardikanto dalam Levs,1996 : 21).Maka proses 
difusi inovasi merupakan proses komunikasi persuasif yang tujuan akhirnya tidak hanya 
berhenti pada tataran pengetahuan atau kognisi tapi diharapkan sampai pada terjadinya 
perubahan perilaku yaitu menerima dan menggunakan inovasi,dalam sistem sosial 
tertentu. 

Menurut Rogers (2003) dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok 
yaitu inovasi(innovation),saluran  komunikasi (communication  channel),waktu  (time)  
dan  sistem sosial (social system).Inovasi merupakan gagasan,tindakan atau barang yang 
dianggap baru oleh sesorang.Dalam hal ini,kebaruan inovasi diukur secara objektif 
menurut pandangan individu yang menerimanya.Jika suatu ide dianggap baru oleh 
seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu.Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif 
tidak harus baru sama sekali 

Saluran Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi 
dari sumber kepada penerima.Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak 
perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan  (b) karakteristik 
penerima.Jika   komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada 
khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, 
cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk 
mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang 
paling tepat adalah saluran interpersonal. 

Jangka Waktu yaitu proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui 
sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap 
keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu 
terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi,keinovatifan seseorang: relatif 
lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi,dan kecepatan pengadopsian 
inovasi dalam sistem sosial. 

Sistem Sosial adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat 
dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan 
bersama(Rogers,2003 :23).Keputusan untuk menerima ataupun menolak sebuah inovasi 
dapat mempengaruhi dari tingkat adopsi inovasi tersebut ( Rogers ,2003 : Wyne dalam 
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Vries et al.,2014).Dalam sistem sosial keputusan untuk menerima atau menolak sebuah 
inovasi dapat dilakukan oleh individu atau perorangan, secara bersama-sama dan secara 
koersif oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar ( Rogers 2003). 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengguna-
kan studi kasus. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 
pada penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif. Adapun yang  dimaksud dengan 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk bahasa dan kata-kata,dalam suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  serta  dengan  
pemanfaatan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong, 2007:6). 

Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran mengenai proses difusi inovasi dalam 
pengolahan lahan gambut berkelanjutan pada program arboretrum gambt Marsawa 
yang dilakukan oleh PT.Pertamina Sungai Pakning RU II.Informan dalam penelitian ini 
yaitu Community Development Officer (CDO) PT.Pertamina dan ketua Masyarakat Peduli 
Api (MPA). Lokasi penelitian ini dilakukan di Arboretrum Marsawa yang terletak di 
Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi   Riau. 
Sedangkan waktu penelitian berlangsung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan 
Agustus 2021. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
observasi,wawancara dan dokumentasi.Adapun data yang digunakan yaitu data primer 
dan sata sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara 
mendalam dengan informan.Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi 
kegiatan difusi inovasi pengolahan lahan gambut pada arboretrum marsawa di Sungai 
Pakning. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Arboretrum Gambut Sebagai Inovasi Pengelolan Gambut Berkelanjutan 

Arboretum gambut marsawa merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan gambut 
berkelanjutan yang dilatar belakangi dengan terjadinya kebakaran hutan serius yang 
dialami provinsi riau yang tidak hanya berdampak pada sosial ekonomi namun terhadap 
lingkungan khususnya pada   flora khas gambut. Menurut Direktur Eksekutif Wahana 
Lingkungan Hidup (WALHI),Riau  Riko  Kurniawan  dikutip  dalam merdeka.com, 
menilai bahwa arboretum gambut marsawa merupakan kegiatan positif terkait aktivitas 
di lahan gambut yang tidak hanya menguntungkan masyarakat, namun sekaligus tidak 
merusak gambut itu sendiri. 

Arboretum gambut marsawa sebagai destinasi wisata alam di kabupaten bengkalis 
serta pusat edukasi dan konservasi gambut di provinsi Riau bertujuan untuk melindungi 
dan mengenalkan ekosistem asli gambut beserta isinya yang berfokus pada flora khas 
gambut serta flora-flora yang terancam punah, salah satunya kantong semar sumatera. 

Kondisi  sebelum  adanya  arboretum  gambut  tersebut,  masyarakat  belum  
paham mengenai informasi tanaman yang ditemui dilahan gambut, sehingga masyarakat 
tidak mengetahui manfaat dan dampak dari gambut serta tanaman-tanaman tersebut. 
Dan setelah adanya  arboretum  tersebut  telah  terlaksana  proses  edukasi  kepada  
masyarakat  mengenai pentinya menjaga ekosistem gambut dengan datang dan melihat 
koleksi tanaman disana. Selain itu juga sekolah dasar didaerah tersebut yang tidak 
memilki kurikulum lingkungan dapat belajar langsung di arboretum sebagai wadah 
pendidikan dan riset mengenai gambut sehingga mampu menunjang pelaksanaan 
kurikulum lingkungan khususnya gambut. 
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B. Saluran Komunikasi Arboretrum Gambut 
Dalam proses difusi terdapat elemen saluran komunikasi yang digunakan agar 

inovasi tersebut dapat diterima dan terlaksana meliputi tujuan diadakannya komunikasi 
dan karakteristik penerima. Proses difusi inovasi arboretum gambut marsawa 
menunjukkan saluran komunikasi yang melibatkan kelompok masyarakat. Dalam hal ini 
koperasi tani tunas makmur dan beberapa anggota kelompok MPA. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bentuk saluran komunikasi yang 
dilaksanakan pihak pertamina merupakan kategori interpersonal,strategi komunikasi 
yang dilakukan awalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang 
berpengaruh pada kelompok masyarakat disana dan setelah terjalinnya kerjasama maka 
dilaksanakan rapat kelompok, pemberian bantuan peralatan,berbagai pelatihan seperti 
pelatihan pengelolaan pariwisata, pengelolaan tanaman dan lain-lain.Kelompok-
kelompok masyarakat tersebut awalnya sudah terbentuk namun, dari kelompok serta 
sistem didalamnya belum berjalan dengan baik, dan setelah adanya keterlibatan dari 
pihak pertamina mulai memberikan edukasi terkait pengelolaan kelompok kedepannya. 

Namun,hasil daripada komunikasi tidak selalu berjalan dengan apa yang 
diharapakan, hal ini terbukti dengan kurangnya partisipasi dari beberapa anggota 
kelompok yang mana berdasarkan observasi dilapangan melihat bahwa  beberapa  
anggota memiliki  keinginan tersendiri yang belum dapat dipenuhi program tersebut. 
Salah satunya dalam hal ekonomi, dimana program arboretum ini tidak hanyak 
mengangkat isu ekonomi tetapi juga isu lingkungan. Berdasarka isu lingkungan kegiatan 
ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan namun dari sisi ekonomi kegiatan 
ini belum sepenuhnya memnuhi harapan anggota. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizal selaku Community 
Development Officer (CDO) PT.Pertamina,anggota kelompok terkesan terburu-buru 
untuk  mendapatkan hasil ekonomis, dimana hasil yang didapatkan tentu tidak instan, 
sehingga anggota jadi kurang aktif dalam merawat programnya.Keadaan ini benar 
terjadi dibuktikan dengan hasil observasi peneliti yang melihat keadaan infrastruktur 
arboretum yang rusak dan terbengkalai, ditambah dengan situasi pandemi yang mana 
pengunjung ke arboretum juga semakin menurun sehingga memicu hasil ekonomis yang 
didapat melalui penjualan  tiket, makanan, dan wahana di arboretum ikut menurun. 

 
C. Jangka Waktu Difusi Inovasi Arboretrum Gambut 

Dalam proses difusi juga terdapat elemen  jangka waktu.  Setiap proses  keputusan 
inovasi mulai dari seseorang mengetahui sampai dengan memutuskan untuk menerima 
atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap terhadap keputusan itu sendiri sangat erat 
kaitannya dengan dimensi waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, jangka waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program 
arboretum memakan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan pemetaan sosial yang 
dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan terlebih dahulu 
sebelum jalannya program arboretum.Jangka waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan arboretum sendiri dari mulai mencetuskan ide sampai dengan di 
sahkan/disetujui dan terlaksananya program arboretum ini memakan waktu sekitar 2 
tahun, yakni dari 2016-2018. 

 
D. Sistem Sosial 

Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan 
terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan bersama. 
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Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 2 unit yang berbeda secara 
fungsional dan bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam program arboretum di 
Kampung Jawa, antara lain: 

1) Koperasi Tani Tunas Makmur, terdapat 3 bidang antara lain : 
a. UKM 
b. Arboretum Gambut  
c. Pertanian Nanas 
2) MPA (Masyarakat Peduli Api) 

Adapun cara agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan efektif yaitu dengan 
mengadakan rapat dan forum rutin di masyarakat untuk membahas permasalahan yang 
timbul. Rapat dan pertemuan memang sengaja dibuat agar semangat kelompok terjaga 
dan bisa tetap kompak dan konsisten untuk menjalankan program. 

Hasil ataupun keputusan yang diambil pada saat dilaksanakannya rapat rutin 
antara lain adalah untuk lebih rutin lagi melakukan rapat, memetakan rencana untuk 
mengadakan gotong- royong rutin di arboretum, dan juga membahas langkah-langkah 
yang diperlukan untuk membahas masalah-masalah yang muncul di arboretum. 
 
KESIMPULAN  

Arboretum gambut marsawa merupakan bagian dari program pengelolaan 
gambut berkelanjutan oleh CSR PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning. Dalam 
proses pelaksanaan kegiatan tersebut muncul permasalahan ditengah kerjasama antara 
pertamina dan masyarakat, oleh sebab itu peneliti bertujuan menggambarkan bagai-
mana proses difusi inovasi arboretum  gambut  marsawa. Bentuk saluran komunikasi 
yang dilaksanakan pihak pertamina merupakan kategori interpersonal, strategi  komuni-
kasi  yang  dilakukan awalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang 
berpengaruh pada kelompok masyarakat. Namun, dalam proses komunikasi partisi-
pasi dari kelompok masyarakat juga berkurang yang mana keadaan ini berbenturan 
dengan keinginan beberapa anggota pada hasil ekonomis. 

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan arboretum sendiri dari mulai 
mencetuskan ide sampai dengan di sahkan/disetujui dan terlaksananya program 
arboretum ini memakan waktu sekitar 2 tahun, yakni dari 2016-2018. Pada sistem 
sosialnya ditemukan bahwa terdapat 2 unit yang berbeda secara fungsional dan 
bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam program arboretum di Kampung Jawa yaitu 
koperasi tunas makmur dan kelompok MPA. 
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A case study di Kawasan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis 
 

M Agung Alwanda, Muhammad Eizlan, Nayu Argustiya Ningsih 
Tadris IPA, UIN SUSKA RIAU, Kota Pekanbaru 

Email: agungalwanda541@gmail.com 
 

Abstrak  
Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan lahan gambut terbesar di Indonesia. 
Gambut mampu menampung hingga 30 % jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. 
Kemudian lahan gambut mempengaruhi perubahan iklim, bencana alam dan menunjang 
perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini tentu pelestarian biodiversitas sangat penting 
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi bentuk pelestarian biodiversitas yang 
dilakukan oleh masyarakat lokal (etnoekologi) di sekitar kawasan gambut. Jenis penelitian ini 
adalah case study. Metode penelitian menggunakan in-dept interview, observasi, dan 
dokumentasi. Prosedur dimulai dari persiapan, survey lokasi penelitian, pengambilan data (data 
primer dan sekunder), dan menganalisis data. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, 
perangkat desa dan masyarakat lokal di kecamatan bukit batu, Kab. Bengkalis. Analisis data 
menggunakan secara metode analisis miles-huberman untuk kualitatif  yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data dan membuat kesimpulan. 

Kata Kunci:  lahan gambut, masyarakat, etnoekologi  

 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan dari data kerusakan hutan yang berada di Negara ini ( Indonesia ), 
laju penurunan atau kerusakan hutan dari tahun ke tahun semakin bertambah atau 
meningkat. Laju kehilangangan areal hutan secara permanen jika dilihat data yang 
bersumber dari Baplan pada priode tahun 1997 – 2000 mencapai angka 2,83 juta / 
tahun.lahan gambut yang berada di kawasan negeri ini di perkirakan menempati urutan 
ke emapat dengan luas sebesar 20 juta hektar, dan di atas Indonesia ada Negara seperti 
Negara uni soviet dan juga amerika. Lahan gambut di Indonesia ini yang paling banyak 
terdapat di pulau papua, Sulawesi, Kalimantan dan juga Sumatera. (Nugroho, 2013) 

Di Pulau Sumatera terdapat Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut terluas di 
pulau ini dengan luas berkisar 4 juta hektar atau sekitar hampir 56 % dari total luas 
lahan gambut yang berada di pulau sumatera ini (Wahyunto et.al., 2003). Dikarenakan 
provinsi Riau ini memiliki lahan gambut yang luas maka taidak heran masyarakat di 
Provinsi ini sangat memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjadikan lahan ini sebagai 
lahan pertanian yang bisa di tanami tumbuhan seperti sayur mayur, nenas dan juga 
sawit dengan melihat ketebalan dari tanah tersebut. ( Mario, 2002 ) Tanah gambut ini 
memiliki 2 ketebalan yakni ketebalan yang dalam dan dangkal, jadi ada tumbuhan yang 
bisa hidup di ketebalan yang dangkal dan ada pula yang bisa hidup di ketebalan yang 
dalam. 

Akan tetapi lahan gambut yang berada di Provinsi Riau ini, sekitar kurang lebih 
2,30 hektar telah terdegradasi. Walaupun begitu sebagian lahan gambut masih tetap bisa 
di manfaat kan oleh masyarakat setempat, sebagian besar dari mereka menjadikan lahan 
tersebut sebagai tempat budidaya tanaman tanaman perkebunan, seperti budidaya 
sawit, nenas dan juga karet yang memiliki hasil lumayan jika di jual. Bukan hanya itu 
mereka juga memanfaatkan untuk budidaya tumbuhan atau tanaman pangan seperti 
jagung, ubi jalar dan lain nya. Walaupun begitu masih banyak lahan gambut yang belum 
dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal lahan tersebut sangat menjajnjikan jika 
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (Ratmini, 2012). 

Pemanfaatan lahan gambut tentu akan mempengaruhi penurunan dari 
biodiversitas asli di kawasan daerah tersebut. Nilai jasa biodiversitas ialah sebagai 
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pelindung keseimbangan siklus hidrologi dan juga tata air, penjaga kesuburan tanah, 
lingkungan laut melalui dari pasokan unsur hara dari serasah hutan; pencegah erosi, 
abrasi dan juga pengendali iklim mikro. ( Agus, 2008 ) Manfaat biodiversitas sendiri 
memiliki nilai warisan yang sangat tinggi sehingga sangat penting untuk menjaga 
kelestarian biodiversitas untuk generasi yang akan datang. Biodiversitas ialah 
merupakan nilai pilihan yang menjadi penting di masa yang akan datang. Manfaat  
biodiversitas adalah nilai konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan pangan sandang dan 
papan. Nilai produktifnya berkaitan dengan perdagangan lokal maupun nasional dan 
juga internasional(Herman, 2016).  

Etnoekologi adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antar masyarakat suatu 
daerah dengan lingkungan sekitar nya. Masyarakat  melakukan adaptasi dan 
interaksinya dengan alam dan kemudian mengembangkan budaya yang dimilikinya 
sehingga terjadi proses‐proses perubahan ekosistem. Keanekaragaman pola adaptasi 
dan kawasan atau lingkungan hidup yang berada pada masyarakat di indonesia 
diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan hal itu juga jadi 
pedoman dalam memanfaatkan suberdaya alam dan lingkungan sekitarnya yang dikenal 
sebagai kearifan lokal di sebuah daerah atau masyarakat. ( Rachmiwiti, 2014 ). Dari 
kearifan lokal ini masyarakat bisa bertahan dari berbagai krisis, yang salah satunya 
yakni krisis kebudayaan dan juga ekonomi .Maka dari itu kearifan lokal sangat penting 
untuk dibahas dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan 
dengan lingkungannya sekaligus dapat melestarikan lingkungan sekitar nya. 
(Notoatmodjo, 2003)  

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi 
Riau yang memiliki lahan gambut cukup luas. Kabupaten Bengkalis ini mempunyai 111 
kecamatan 136 Desa dan terbagi menjadi 19 Kelurahan. Di Kabupaten Bengkalis ini 
terdapat lahan gambut yang sudah di manfaatkan namun masih di temukan juga lahan 
lahan gambut yang belum dimanfaatkan. Masyarakat di provinsi ini juga mayoritas ber 
profesi sebagai petani dengan memanfaatkan lahan gambut yang mereka miliki untuk 
mendapatkan penghasilan yang lebih. Kemudian di Kabupaten ini juga banyak 
ditemukan keanekaragaman hayati yang salah satu nya yaitu masih di temukan nya 
pohon pohon bakau yang juga di manfaatkan masyarakat sebagai tempat wisata. ( 
Masganti, 2014 ). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan 
untuk menginventarisasi bentuk pelestarian biodiversitas yang dilakukan oleh 
masyarakat lokal (etnoekologi) di sekitar kawasan lahan  gambut yang berada di 
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tepatnya di Desa Dompas dan Desa 
Kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa 
 
METODE  

Penelitian ini di lakukan atau dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan bulan 
agustus 2021. Dan juga penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bukit batu Kabupaten 
Bengkalis tepatnya di 2 Desa Yakni Desa Dompas dan juga Desa kelurahan Sungai 
Pakning, Kampung Jawa. Responden pada penelitian kali ini ialah 2 Petani sawit dan juga 
nenas serta perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Pemilihan desa yang di gunakan 
sebagai subjek penelitian ialah desa yang memiliki daerah dominan di tanami nenas dan 
juga desa yang dominan di tanami sawit oleh masyarakat sekitar. Untuk inventarisasi 
pelestarian biodiversitas oleh masyarakat local, teknik pemilihan responden atau 
narasumber berdasarkan rekomeendasi dari perangkat desa kemudian setelah itu 
dilakukan secara snowball sampling yaitu meminta saran dari responden sebelumnya. 

Metode pengumpulan data yang di pakai atau yang digunakan pada penelitian kali 
ini ialah wawancara dan survey langsung ke lapangan. Populasi pada penelitian ini yakni 
kelompok keluarga yang berprofesi sebagai petani sawit dan juga nenas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif  Hasil analisis data kualitatif 
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berupa pemaparan dalam bentuk uraian naratif mengenai situasi yang diteliti pada 
penelitian ini.  Peneliti akan melakukan reduksi data dan memaparkan hasil serta 
penarikan kesimpulan menggunakan metode triangulasi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran umum Kecamatan Bukit Batu 
Kecamatan Bukit batu merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bukit Batu luas wilayah 16200 KM². Kecamatan 
Bukit batu ini dulu nya sering di sebut sebagai kawasan yang di atasnya terdapat 
minyak dan di bawah nya terdapat juga minyak. Namun pada saat ini kawasan Bukit 
batu ini sudah banyak di tanami  sawit, karet dan kelapa dan kecamatan ini juga 
memiliki kawasan hutan yang luas. 

Kecamatan Bukit Batu memiliki beberapa Desa diantara nya yaitu Desa Dompas 
dan Juga Desa kelurahan sungai pakning Kampung jawa yang merupakan daerah 
yang kami jadikan penelitian dikarenakan daerah tersebut memiliki mayorritas 
tanah gambut dan juga banyak warga nya yang melakukan pelestarian biodiversitas 
di tanah gambut tersebut. Berikut ialah gambaran umum dari Desa Dompas dan 
Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung Jawa 

 
Gambar 1. Peta Kecamatan Bukit Batu 
 
 Desa Dompas 

Desa Dompas merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Bukit Batu. Desa ini memiliki mayoritas tanah nya yaitu tanah 
/ lahan gambut yang sudah banyak di manfaatkan oleh warga sekitar 
untuk di tanami tumbuhan tumbuhan yang bisa hidup di lahan gambut 
yang contoh nya yaitu nenas, sawit, nenas, buah naga dan juga jahe. 

“Ya, mayoritas lahan gambut dan hampir semua lahan sudah di 
manfaat kan untuk menanam nenas, sawit, buah naga, jahe dan 
juga sawit” ( Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021 ) 
Dikarenakan daerah ini banyak lahan gambut nya maka warga 

sekitar memanfaatkan itu semua untuk dapat bisa menaikkan ekonomi 
mereka melalui pertanian. Banyak warga juga yang membentuk atau 
membuat kelompok tani untuk pelestarian biodiversitas disana. Rata rata 
mereka membuat kelompok tani nenas dan sawit. 

Dan juga di Desa tersebut rutin diadakan penyuluhan atau 
sosialisasi tentang budidaya tumbuhan yang salah satunya ialah nenas. 
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Dan kegiatan tersebut di lakukan di balai desa dan juga terkadang 
langsung ke kelompok tani nya masing masing 
“Iya pernah dari salah satu PT Di Singapura datang ke daerah ini untuk 
bertemu warga di balai desa dan memberi sosisalisasi tentang budidaya 
nenas. Dan juga kebanyakan banyak orang yang memberi sosialisasi 
langsung datang ke kelompok tani nya masing masing” ( Berlian, 
Perangkat Desa, 22 Juli 2021 ) 

 
   “Iyaa benar, karena banyak orang yang 
bekerja di lahan tersebut dan juga misalnya ada panen maka hasil 
panen nya di bagikan juga kepada masyarakat yang kurang 
mampu” ( Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021 ) 

 
Ganbar 1 Foto Kunjungan Wawancara 
ke rumah narasumber 

 
Ganbar 2 Foto Kunjungan Wawancara 
ke rumah narasumber 

 
 Desa Kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa 

Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung jawa merupakan salah 
satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Sama seperti Desa 
Dompas, Desa ini juga memiliki mayoritas tanah gambut, akan tetapi di 
Desa ini masih banyak dijumpai lahan gambut yang belum di pergunakan 
untuk pertanian. Kebanyakan lahan gambut disini belum dikelola dan 
masih berbentuk hutan atau semak belukar. 

“iya masih dikarenakan banyak yang punya lahan disini tidak 
berdomisili disini maka dari itu lahan mereka dibiarkan begitu 
saja dan menjadi semak belukar dan ketika musim kemarau  
datang banyak lahan mereka terbakar dan membuat gambut nya 
habis” ( Yusuf, Perangkat Desa, 23 Juli 2020 ) 
Masyarakat di Desa ini mayoritas profesi nya yaitu sebagai petani 

dengan memanfaatkan lahan gambut tersebut menjadi lahan pertanian. 
Di lahan gambut tersebut mereka menanam sayur mayor, nenas dan juga 
sawit. Dan juga mereka sempat bekerja sama dengan PT Pertamina untuk 
budidaya nenas 

“Untuk menanam sayur mayor, nenas, sawit. Kemaren juga ada 
kerja sama antara CSR Pertamina dengan masyrakat disini untuk 
budidaya nenas” ( Yusuf, Perangkat Desa, 23 Juli 2020 ) 
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Gambar 3 Kunjungan ke kebun 
narasumber 

 
Gambar 4 Kunjungan ke kebun 
narasumber 

 
B. Pelestarian Biodiversitas lahan gambut di Desa Dompas dan Desa 

kelurahan  Kampung Jawa 
Biodiversitas merupakan semua kehidupan yang berada di permukaan 

bumi baik itu, tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme lain nya. Akan 
tetapi pada peneletian kami ini kami berfokus pada pelestarian salah satu 
biodiversitas yakni tumbuhan yang di budidaya pada lahan gambut, yakni sawit 
yang terletak pada Desa Dompas dan Nenas yang terletak di Desa Kelurahan 
Sungai Pakning Kampung jawa. 

 Pelestarian Biodiversitas di Desa Dompas 
Di Desa Dompas ini sebenarnya banyak lahan gambut yang sudah 

di manfaatkan atau di kelola sebagai lahan pertanian, para masyarakat 
menjadikan lahan gambut ini untuk menanam sawit, nenas, buah naga 
dan baru baru ini mereka mencoba untuk menanam jahe di lahan gambut 
yang mereka punya. 

Sebenarnya bukan hanya itu saja, di Desa Dompas juga terdapat 
pohon Bakau yang di jaga dan di rawat oleh masyarakat dan ada 
beberapa juga menjadikan wilayah pohon bakau tersebut menjadi 
tempat santai dan tempat berwisata, sehingga menjadi daya tarik bagi 
masyarakat ataupun pendatang untuk mengunjungi desa tersebut.  

   Pelestarian Biodiversitas di Desa Kelurahan Sungai Pakning 
Kampung Jawa 

Biodiversitas di Kampung jawa ini tidak sebanyak yang ada di 
Desa Dompas. Kampung jawa memiliki banyak lahan gambut yang belum 
di manfaatkan dikarenakan para pemilik lahan banyak yang bukan orang 
setempat dan di biiarkan begitu saja, sehingga menjadi hutan atau semak 
yang rentan dan sering juga terbakar. 

Walaupun banyak lahan yang belum dimanfaatkan akan tetapi 
ada beberapa lahan yang sudah di manfaat kan untuk menanam tanaman 
hias, sayur mayor, sawit dan nenas dan mayoritas warga atau petani 
disini melakukan budidaya nenas. Maka dari itu kami melakukan 
penelitian nya lebih spesifik ke budidaya nenas nya saja. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di 
ambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Dompas dan Desa Kelurahan Sungai Pakning 
melakukan pelestarian biodiversitas dengan cara budidaya flora yang ada di kawasan 
tersebut di antara nya yakni Bakau, Sawit dan Nenas.Selain Bakau, Sawit dan Nenas 
sebenarnya ada beberapa masyarakat juga melakukan budidaya atau pelestarian jenis 
tumbuhan yang lain, misalnya yaitu buah naga, jahe dan juga sayur mayor. Akan tetapi 
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hanya beberapa masyarakat saja dan di budidaya dalam bentuk yang sederhana saja, 
dan hasilnya kebanyakan untuk di konsumsi secara pribadi. 
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   Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia di wawancara dan kami 
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Abstrak  

Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau PT Pertamina RU II Sungai 
Pakning merupakan program CSR pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan 
masyarakat (community development), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 
masing – masing stakeholder yang terlibat dalam program permata hijau dengan menggunakan 
konsep penta helix. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan studi pustaka, dengan 
menelaah berbagai sumber yang ada dan memberikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini 
adalah model triple helix yang digunakan oleh PT Pertamina saat ini sudah maksimal, namun 
diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk melibatkan aktor lainnya seperti media dan 
masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program permata hijau. 

Kata Kunci:  triple helix, program pemberdayaan 

  
PENDAHULUAN  

Masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada pantai dan laut. Pantai dan 
laut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga kualitas lingkungan pesisir 
harus dijaga kelestariannya. Penurunan kualitas lingkungan pesisir diindikasikan 
dengan kerusakan mangrove. Mangrove merupakan karakteristik dari bentuk tanaman 
pantai, estuari atau muara sungai, dan delta di tempat yang terlindung daerah tropis dan 
sub tropis. Dengan demikian maka mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di 
antara daratan dan lautan dan pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk 
hutan yang ekstensif dan produktif. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan 
ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan. 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah dengan penghasilan 
penduduk yang bergantung pada pesisir pantai. Di Indonesia wilayah Provinsi Riau 
memiliki luas mangrove mencapai 2,25% atau 206.292,642 hektar dan khususnya di 
daerah bengkalis mencapai 55.292,937 hektar (Heriyanto, 2012). Hal ini menjelaskan 
bahwa hampir sebagian besar masyarakat kabupaten bengkalis merupakan masyarakat 
pesisir yang bergantung kehidupan dengan keadaan pantai. Apabila keadaan ekosistem 
pesisir tidak mencapai kestabilan, maka hal tersebut akan mengganggu 
keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kerusakan hutan mangrove sebab abrasi, juga 
akan menyebabkan terganggunya penghasilan nelayan yang bergantung kehidupan 
dengan keadaan pantai. Program Permata Hijau merupakan salah satu program CSR 
(Corporate Social Responsibility) yang dicanangkan oleh Pertamina Sungai Pakning 
dalam mengatasi permasalahan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis. 

Program tersebut memiliki 2 Inovasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat 
di sekitaran diantaranya: Ekowisata Mangrove dan TRIMBA (Triangle Mangrive Barrier). 
Dari adanya program tersebut mampu menghasilkan dampak layaknya pencegahan 
abrasi dengan meningkatkan sedimentasi pantai dalam upaya pemecah ombak, dan juga 
peningkatan pengelolaan ekowisata mangrove serta peningkatan ekosistem biota laut. 
Apabila dilihat dari sisi positifnya, maka program permata hijau cukup dikatakan efektif 
dalam membangun kembali kawasan hutan mangrove dan sosial perekonomian 
masyarakat setempat. Hingga kini pemahaman yang keliru bahwa rehabilitasi mangrove 
dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pendekatan penanaman artifisial masih 
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kerap terjadi. Dampak yang timbul akibat pengupayaan menyebabkan kerugian besar 
dan kerusakan pada lahan mangrove semakin parah. 

Di sisi lain, teknik rehabilitasi mangrove dengan pendekatan perbaikan hidrologi 
belum dapat diterima secara luas karena dipandang rumit, dan mahal. Pada situasi inilah 
proyek rehabilitasi mangrove yang diusulkan menjadi sangat penting. Menurut Lewis 
(1982a) semua habitat mangrove dapat memperbaiki kondisinya secara alami dalam 
waktu 15 – 20 tahun, jika paling tidak dua kondisi berikut dapat dipenuhi diantaranya 
kondisi normal hidrologi tidak terganggu dan ketersedian biji dan bibit mangrove serta 
jaraknya tidak terganggu atau terhalangi. Maka dari itu, perlu adanya cara yang mampu 
memastikan keadaan tersebut untuk dapat mencapai program permata hijau (ekowisata 
mangrove) secara maksimal. Hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah dalam 
berupaya memberikan suatu kebijakan khusus, atau bahkan pihak bisnis yang akan 
dirugikan di serta akademisi yang memahami permasalahan mangrove. Keterlibatan 
ketiga sektor tersebut berpengaruh terhadap serangkaian tindakan dalam mengatasi 
permasalahan masyarakat pesisir khususnya di Bengkalis. Hal ini berkaitan dengan 
penguatan kolaborasi dari ketiga sektor tersebut yang dilihat berdasarkan teori 
kolaborasi tripel helix. 

Triple Helix merupakan penggerak lahirnya kreativitas, ide, dan ketrampilan 
(Aribowo et al., 2018). Cendekiawan dalam kontek ini memiliki peran menerapkan ilmu 
dan menularkannya. Tripel Helix melibatkan 3 sektor untuk dapat memberikan suatu 
inovasi terhadap pemecaan masalah atau fenomena disuatu daerah diantaranya 
Pemerintah, Bisnis dan juga akademisi. Adapun tiap peran dari sektor yang terlibat 
diantaranya: peran bisnis adalah sebagai entitas organisasi yang diciptakan untuk 
menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Bisnis umumnya dimiliki swasta dan 
dibentuk untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran bagi 
pemiliknya, serta dapat berbentuk melalui kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi 
dan koperasi. Dan Lembaga yang memiliki otoritas pengembangan adalah government 
(pemerintah), baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Model pengembangan Triple helix didasarkan pada sebuah premis bahwa penting-
nya kerjasama antara Universitas atau lembaga pendidikan, pemerintah dan industri 
atau kelembagaan terkemuka tradisional (bisnis). Kunci pengembangan Triple helix 
adalah meningkatkan sirkulasi antara universitas, industri dan pemerintah sebagai agen 
pembangunan dan sebaliknya, tersumbatnya sirkulasi adalah indikasi kegagalan 
masyarakat, keterbelakangan, ide ide dan inovasi. Triple helix sebagai aktor utama harus 
selalu bergerak sehingga terbentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga 
aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan 
mengarahkan terbentuknya innovation space, inovasi yang dapat dikemas menjadi 
produk inovatif bernilai ekonomis.Pemanfaatan teori tersebut akan di komparasi 
dengan adanya program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikeluarkan oleh 
Pertamina RUU II Sungai Pakning yaitu Program Permata Hijau untuk dapat melihat 
sejauh mana tingkat partisipasi dan kesesuaian peran setiap sektor dalam mengelola 
Program Permata Hijau.   
 
METODE  
Jenis penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif dengan tipe 
penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif 
yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif 
kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dimasa lampau dengan menggunakan 
pendekatan normatif dan interpretatif. Menurut Cohen (1980) (dalam Yusuf ,2014 : 346-
347), apabila seseorang menggunakan tipe penelitian historis berarti ia melakukan 
penyelidikan, penilaian, menyintesiskan bukti, dan menetapkan lokasi secara sistemik 
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dan objektif untuk mendapatkan atau menetapkan fakta dan mengambil kesimpulan 
yang tepat tentang objek yang telah terjadi di masa lampau. Beberapa ciri khusus 
penelitian historis sebagai berikut : 
1) Lebih banyak tergantung pada data yang ditulis, dicatat atau diobservasi oleh orang 

lain dari pada diobservasi oleh peneliti sendiri. 
2) Berlainan dengan anggapan popular, peneliti historis haruslah tertib, ketat, 

sistematis, dan tuntas. 
3) Tergantung pada dua macam data: primer dan sekunder. 

Penelitian historis ini juga dapat disebut sebagai kajian literatur. Menurut 
(Afifuddin, 2012) bahwa kajian literatur adalah alat penting yang digunakan sebagai 
contact review,karena sangat berguna dan membantu dalam memberikan konteks dan  
arti  di  dalam  sebuah  penulisan  yang  sedang  dilakukan dan juga melalui kajian 
literatur ini  peneliti  dapat  menyatakan  secara  eksplisit  dan  pembaca juga 
mengetahui, mengapa hal tersebut harus diteliti, baik  dari  segi  sebjektif  maupun  dari  
sisi hubungan penelitian dengan peneltian lain yang relevan. 

Menurut (Marzali, 2016) Kajian literatur adalah satu bentuk penelitian 
kepustakaan dengan membaca berbagai jenis buku dan jurnal, dan sejenisnya yang 
berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna untuk menghasilkan sebuah karya 
tulisan ilmiah, seperti skripsi,tesis, dan disertasi. Penulis mencari literatur yang  sesuai  
dengan  topik  dan  pembahasan penelitian, tentang masyarakat  dan wilayah penelitian, 
tentang teori-teori yang digunakan dan dihasilkan yang berkaitan dengan topik 
penelitian yang akan diteliti, tentang metode penelitian yang digunakan dan seterusnya. 

Kajian literatur dilakukan dengan kesadaran bahwa pengetahuan akan bertambah 
secara terus menerus (berakumulasi), bahwa topik dan daerah/wilayah penelitian yang 
akan kita lakukan sudah  pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, dan kita dapat 
belajar dari apa yang telah orang lain lakukan. Menurut Marzali (2016) tujuan utama 
dari kajian literatur adalah kajian literatur yang dilakukan guna menulis sebuah makalah 
untuk memperkenalkan kajian kajian baru pada topik tertentu  yang  penting untuk 
diketahui oleh orang yang bergiat dalam bidang penelitian tersebut, dan sewaktu-waktu 
makalah ini dapat diterbitkan untuk kepentingan umum, kedua untuk kepentingan 
penelitian sendiri. Dalam hal ini peneliti membuat kajian literatur dimaksudkan untuk 
memperkaya wawasan peneliti tentang topik bahasan tertentu serta menolong peneliti  
dalam  memformulasikan  masalah  penelitian,  dan menolong peneliti dalam 
menentukan metode-metode dan teori yang tepat digunakan dalam penelitian tersebut. 
Kajian-kajian dari penelitian orang lain dapat kita gunakan sebagai literatur dalam 
penelitian yang akan kita lakukan, khususnya bagi mahasiswa yang akan menulis karya 
ilmiah. 

Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai contect review, karena 
literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam 
penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini peneliti juga dapat 
menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ini ingin 
diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan 
diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan 
penelitian lain yang relevan. 

Secara singkat, Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) mengemukakan batasan kajian 
pustaka atau referensi sebagai berikut. Kajian literatur adalah suatu kajian khazanah 
pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita 
kerjakan. Kajian ini sangat berguna bagi peneliti, misalnya untuk memberikan gambaran 
masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi peneliti, dan 
selanjutnya berguna untuk bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian. Disamping 
itu, kajian pustaka ataua literatur dapat membimbing peneliti untuk menyusun suatu 
hipotesis penelitian yang dikerjakannya. 
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b. Teknik dan instrumen pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari 

data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, 
jurnal dan sebagainya (Arikunto,2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah 
daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan 
penelitian. 
c. Teknik analisis data 

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis 
menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh 
hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik 
analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti 
bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya 
kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai – nilai tertentu yang diyakini oleh 
peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah 
sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan. Paradigma kritis lebih kepada 
penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelimuti 
dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya. 

Adapun langkah – langkah strategis dalam penelitian analisis menurut Sanusi 
(2016), sebagai berikut : 
1. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, 

analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. 
 2. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis kritis, 

teks merupakan objek yang pokok, bahan terpokok. Pencarian dapat dilakukan 
dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat 
untuk keperluan pencarian data tersebut. 

3. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada 
di ruang hampa, tetapi terlihat kait – mengait dengan faktor – faktor lain.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Teori yang Relevan 

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan daya saing ekonomi suatu negara sangat 
ditentukan oleh inovasi yang ada didalam negara tersebut. Pengembangan inovasi yang 
dilakukan tentunya membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain. Hal ini dilakukan agar 
pengembangan inovasi yang dilakukan bisa berjalan lebih cepat dan memberikan 
dampak atau konsekuensi yang capat pula. O’Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi 
sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Kata “collaboration” pada 
awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, 
munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang 
meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, 
kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi 
hubungan manusia. (O’Flynn dan John, 2008). Ansell dan Gash menjelaskan 
collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih 
lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan 
nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, 
berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan 
menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-
Koomson dan Kwabena, 2013). Kemudian Ansell dan Gash (2007) menyebutkan adanya 
6 (enam) kriteria yang penting dalam collaborative governance, antara lain: 
1) Forum; dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga. 
2) Peserta forum termasuk pelaku non negara (lembaga privat). 
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3) Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya 
berkonsultasi dengan lembaga publik. Forum terjadi secara resmi, terorganisir, 
dan bertemu secara kolektif. 

4) Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama 
atau konsensus. Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik 
manajemen. 
Kemudian dalam penciptaan inovasi dimulai dengan adanya konsep helix. 

Praswati (2017) mengatakan Konsep Helix didasarkan dalam gagasan bahwa inovasi 
merupakan hasil interaktif yang melibatkan berbagai jenis aktor. Masing-masing aktor 
berkontribusi sesuai fungsi kelembagaannya dimasyarakat. Model helix ini menetapkan 
dan memformalkan peran yang tepat untuk setiap bidang dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Masyarakat yang semakin interaktif membuat 
peran pengetahuan diberbagai bidang harus disertakan dalam proses pembuatan 
inovasi. 

Konsep Triple Helix ini kerap digunakan di negara-negara maju dalam 
mensinergikan antara akademisi, bisnis dan pemerintah. Kemudian teori Triple Helix ini 
dianggap sangat relevan dengan kondisi perkembangan pembangunan terutama sebagai 
kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam 
inovasi sebuah sistem. Selain itu teori Triple Helix ini juga menjadi bagian dari upaya 
strategi yang digunakan pemerintah maupun lembaga yang mengembangkan kreatifitas 
dan inovasi dalam setiap gerak langkah serta kebijakan umumnya. Selanjutnya ketiga 
unsur itu dalam pelaksanaanya akan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga 
(Hidayat 2021). 

Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) mengembangkan model Triple Helix yang 
mengadopsi model inovasi spiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa 
hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (publik, swasta dan akademis) 
pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione, 1998). 
Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen 
pengetahuan utama; ii) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui 
peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di 
pasaran; Dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi 
berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi. 

Penulis lain yaitu Supeni (2019) secara lebih sederhana mendefinisikan teori ini 
sebagai sebuah metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi yang mengungkapkan 
Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk 
membentuk knowledge spaces, ruang pengetahuan dimana ketiga aktor sudah memiliki 
pemahaman & pengetahuan yang setara, yang akan mengarahkan ketiga aktor ini untuk 
membentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga aktor ini mulai 
membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan 
kepada terbentuknya innovation spaces, ruang yang dapat dikemas menjadi produk 
kreatif bernilai ekonomis. 
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Gambar. 1 : Bagan Triple Helix 

Sumber: Etzkowitz, H. The endless transition: A "triple helix" 
 

Pelaksanaan inovasi yang dipayungi oleh hubungan antara swasta yang disini 
berposisi sebagai agent of change adanya suatu kemajuan yang bersifat positif. 
Pemerintah dan bisnis disebut dengan triple helix merupakan aktor yang menjadi 
penggerak lahirnya suatu kemajuan dalam industri kecil, ide, kreatifitas dan iptek bagi 
industri. Hubungan yang erat saling menunjang dan bersimbiosis mutualism antara 
ketiganya dalam kaitannya dengan landasan dal pilar-pilar dalam pengembangan 
industri yang menjadikan industri tumbuh kokoh dan berkesinambungan. 

 
B. Penelitian Terdahulu 
1. Intan Lukfia (2020): Sebuah Upaya Meningkatkan Kemandirian Anak 

Berkebutuhan Khusus (Studi Implementasi Program CSR PT Pertamina (Persero) 
Fuel Terminal Bandung Group), Hasil penelitiannya yaitu: menunjukan bahwa PT 
Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group dalam melaksanakan program 
CSR Sekolah dreamable di Kecamatan Bojongsoang, Bandung menggunakan pola 
strategi program kombinasi yaitu memadukan pola program sentralistik dan 
desentralistik. Dimana dalam perencananan, penentuan dan pelaksanaan program 
melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholder. Adapun bentuk pelaksanaan CSR 
yang telah dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group 
tidak hanya berupa Charity seperti pemberian buku dan pelengkapan sekolah 
tetapi juga Filantrophy seperti pembangunan sekolah dan pengadaan Mobil 
Homecare, dan community development melalui peningkatan kapasitas Guru dan 
ABK. 

2. Zukhruf Arifin (2020): Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi 
Program CSR PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap 
Kesejahteraan Petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
program CSR telah terlaksana dengan mencapai beberapa indikator keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang 
sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya adanya perbaikan 
dalam sosialisasi dan pemasaran produk sehingga dikenal lebih banyak 
masyarakat. 

3. Dina., Dkk (2018): Pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social 
Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina 
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(Persero) Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program CSR 
telah terlaksana dengan mencapai beberapa indikator keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang 
sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya adanya perbaikan 
dalam sosialisasi dan pemasaran produk sehingga dikenal lebih banyak 
masyarakat. 

4. Taufinal., Dkk (2018): Rehabilitasi Terumbu Karang Melalui Kolaborasi Terumbu 
Buatan Dan Transplantasi Karang Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota 
Padang: Kajian Deskriptif Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) PT. 
Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I – Terminal Bahan Bakar 
Minyak (TBBM) Teluk Kabung. Hasil penelitian menyatakan bila program 
rehabilitasi terumbu karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi 
karang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berhasil dilakukan 
dengan baik sebagai upaya menjaga kelangsungan ekosistem laut di sekitar 
terumbu karang. 

5. Rahadiyan Aditya (2019): Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan 
Program CSR Patratura Tahun 2017 di PT Pertamina RU III Plaju. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa perusahaan memerlukan beberapa perbaikan agar program 
dapat berjalan dengan baik. Peran Perusahaan sebagai inisiator dan peran 
pemerintah sebagai pendukung kegiatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi 
peran akademisi sebagai konseptor, peran Community atau komuintas sebagai 
jaring pengaman keberlanjutan program dan peran media sebagai katalisator 
perlu diperhatikan. 

6. Zukhruf Arifin (2020): Mewujudkan kesejahteraan petani: Studi implementasi 
program CSR PT. Pertamina (persero) Fuel Terminal Rewulu terhadap 
kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini yaitu; Implementasi program csr telah 
terlaksana dengan Mencapai beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan 
Masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang Sesuai dengan 
pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya Adanya perbaikan dalam sosialisasi 
dan pemasaran produk Sehingga dikenal lebih banyak masyarakat. 

7. Nana., Dkk (2019): Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan triple helix 
untuk pengembangan kompetensi wirausaha masyarakat desa mandiri energi. 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi 
kerusakan pesisir terkait ekosistem mengrove sudah relatif bagus. Pada umumnya 
mereka sadar bahwa kerusakan yang terjadi perlu segera ditanggulangi, karena 
kerusakan terhadap ekosistem mangrove dapat mengakibatkan degradasi 
lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Masyarakat 
memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan perbaikan kualitas pesisir di 
kota semarang. Hal tersebut terjadi karena masyarakat setiap hari berinteraksi 
dengan lingkungan, sehingga pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien. Selain 
itu, selanjutnya, pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan memerlukan 
kelembagaan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dengan menjadikan 
masyarakat sebagai subjek utama. Kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi 
dari pemerintah kota semarang melalui instansi yang mempunyai kewenangan, 
sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi kelestarian kawasan 
pesisir secara menyeluruh. 

8. Miftah., Dkk (2019): Relasi bonding dalam masyarakat binaan csr (studi deskriptif 
interpretif relasi sosial masyarakat binaan csr pt pertamina ru II sungai pakning di 
kabupaten bengkalis) (bonding relations in the community built by csr). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa relasi bonding terdapat dalam pola-pola relasi 
dalam masyarakat binaan yang menunjukkan bahwa ikatan intra kelompok 
penting untuk diperhatikan guna menjaga kekompakan kelompok. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa bentuk relasi sosial bonding memiliki dampak yang penting 
terhadap pelaksanaan csr di suatu perusahaan. Relasi ini penting untuk dijaga 
melalui kegiatan komunikasi dialogis yang bertujuan untuk pembangunan yang 
dilakukan melalui cara-cara yang lebih intensif, terbuka dan partisipatif guna 
melahirkan relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan. 

9. Utami., Dkk (2019): Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Triple Helix 
untuk Pengembangan Kompetensi Wirausaha Masyarakat Desa Mandiri Energi: 
hasil penelitian ini adalah Gagasan utama Triple Helix adalah tentang kekuatan 
antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Etzkowitz (2003) menyusun Model 
Triple Helix sebagai relasi antara universitas, industri, dan pemerintah dengan 
tujuan untuk menjelaskan peningkatan interaksi antara ketiga atmosfer tersebut. 
Sebelum suatu program pemberdayaan diimplementasikan, perlu dipahami 
terlebih dulu dasar dari konsep pemberdayaan (empowerment) itu sendiri, yaitu 
power atau kekuasaan. 

10. Resa., Dkk (2020): Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di 
Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa potensi wisata di Kota 
Pekanbaru dapat berkembang dengan pesat apabila seluruh stakeholder 
berkolaborasi dengan baik dilihat dari korelasi antar unsur model pentahelix. 

 
 
C. Pembahasan 
 

Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN memiliki berbagai inisiatif CSR 
khususnya pada empat isu yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina 
Berdikari dan Pertamina Hijau (Dewi & Rosilawati, 2020). Dilihat dari segi lingkungan 
dan koservasi sumber daya alam, program CSR Pertamina Hijau adalah program 
konservasi lingkungan yang berfokus kepada pelestarian mangrove. Salah satu unit PT. 
Pertamina yang melaksanakan program Pertamina Hijau adalah PT. Pertamina RU II 
Sungai Pakning melalui program Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Mangrove 
Permata Hijau yang berlokasi di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, 
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selain Program Permata Hijau, PT Pertamina RU II 
Sungai Pakning memiliki dua program lainnya yaitu Kampung Gambut Berdikari dan 
Pasmantap yang disusun menjadi 3 kluster besar program. Ketiga program ini 
dilaksanakan di 12 Desa yang terbagi dalam 3 Kecamatan yakni Kecamatan Bukit Batu, 
Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana (“Pertamina RU II Sungai 
Pakning Paparkan Program CSR Pada Audiensi Forum CSR Bersama Bupati Bengkalis,” 
2021). 

Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau ini berbeda dengan 
program CSR perusahaan lain karena dilatarbelakangi isu yang berdampak secara 
langsung bagi kehidupan masyarakat. Fokus dalam Program Konservasi dan Revitalisasi 
Permata Hijau diwujudkan dengan kegiatan konservasi lingkungan, yaitu kawasan 
mangrove yang semakin memburuk dan lahan yang terdegradasi. Program ini juga 
memiliki kegiatan lain seperti budidaya ikan nila air payau dan pengolahan produk guna 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikutip dalam Dewi & Rosilawati, 
(2020) Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau juga merupakan program 
pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu 
infrastructure, capacity building dan community empowerment. Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang telah disampaikan Rudito dan Famiola, (2013) dalam (Dewi & 
Rosilawati, 2020) memberikan penjelasan bahwa CSR membuat perusahaan dapat 
berinteraksi dan beradaptasi dengan komunitas lokal untuk mendapatkan relasi dan 
keuntungan sosial. Dalam hal ini, PT Pertamina RU II Sungai Pakning memerlukan 
penerimaan masyarakat sekitar yang terkena dampak operasional perusahaan. Dampak 
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yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dapat merugikan masyarakat mulai dari 
polusi, limbah, serta infrastruktur. Oleh karena itu, program CSR merupakan jalan untuk 
mendapatkan social licence to operate atau lisensi sosial agar bisa tetap beroperasi 
dengan lancar dan tetap memiliki relasi yang baik dengan masyarakat setempat. 

Program ini melibatkan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
menggagas rancangan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Atas dasar 
kebutuhan masyarakat terkait penyelesaian isu abrasi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, PT Pertamina RU II Sungai Pakning melaksanakan Program Konservasi dan 
Revitalisasi Mangrove Permata Hijau dengan Kelompok Harapan Bersama sebagai 
penerima manfaat dan terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) dalam kelompok tersebut 
yaitu Pokja Mangrove, Pokja Budidaya Ikan, serta Pokja Pengolahan. Pada 
pelaksanaannya, program CSR harus sesuai dengan pedoman atau acuan yang mereka 
buat pada saat rapat panitia. Pembuatan pedoman ini tentunya merupakan langkah yang 
tepat karena dapat menjadi petunjuk saat pelaksanaan Program Konservasi dan 
Revitalisasi Mangrove Permata Hijau. Sebelum implementasi, program ini membentuk 
kelompok binaan CSR yaitu Kelompok Harapan Bersama. Kelompok Nelayan Harapan 
Bersama telah terbentuk pada tahun 2004, namun pada saat itu kelompok hanya 
merupakan sebuah paguyuban nelayan dan belum memiliki pengetahuan mengenai 
pelestarian ekosistem laut. Kelompok Nelayan Harapan Bersama akhirnya menjadi 
kelompok binaan CSR PT Pertamina RU II Sungai Pakning pada tahun 2017 dengan 
terbentuknya 3 unit kelompok kerja beranggotakan 41 orang masyarakat desa 
Pangkalan Jambi. 

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Konservasi dan Revitalisasi 
Mangrove Permata Hijau ini berupa konservasi dan revitalisasi kawasan Mangrove, 
budidaya ikan nila air payau, serta pengolahan produk yang sesuai dengan kepentingan 
masyarakat nelayan melayu untuk menjaga ekosistem laut. Implementasi program 
dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembangunan infrastruktur serta bantuan 
keperluan program. Triple helix merupakan konsep kolaborasi yang mendukung dalam 
pembangunan maupun pelaksanaan program melalui hubungan dua arah antara 
government, business, dan academia. Peran government memiliki porsi yang lebih besar 
untuk mempersiapkan payung regulasi dalam perencanaan sektoral yang akan 
dilaksanakan oleh business dan academia. 

Implementasi kolaborasi ini dapat terlihat dari peran masing-masing stakeholder 
sesuai dengan batasan masing-masing. Government dapat membuat kebijakan tentang 
pembangunan wisata bahari, serta kebijakan tentang sumbangan pihak ketiga dalam 
pembangunan dalam bentuk peraturan daerah. Melalui kebijakan tersebut, business 
mendapatkan legalisasi peran dalam bentuk program Corporate Social Responsibility 
(CSR). CSR yang dilakukan oleh business tidak hanya terpaku pada program charity, 
namun juga empowerment untuk menjaga nilai keberlanjutan seperti program Permata 
Hijau yang dilakukan oleh Pertamina, namun karena keterbatasan dari Pertamina 
(bisnis) dalam menyediakan fasilitator yang akan memberdayakan masyarakat, 
diperlukan peran dari academia untuk menjadi pendamping pelaksanaan pemberdayaan 
tersebut. Government berperan dalam menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan 
Perda); business memberikan bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan 
academia menyusun master plan pemberdayaan sekaligus menjadi fasilitator dalam 
lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Kontribusi perusahaan dalam membangun masyarakat diwujudkan melalui 
program Corporate Social Responsibility yang dikenal dengan program CSR. Konsep CSR 
dipengaruhi oleh pemikiran bahwa keberadaan perusahaan bergantung pada kehidupan 
lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut hidup dan disesuaikan dengan 
permasalahan yang ada disekitar lokasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab 
kepada stakeholders dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya 
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memiliki kewajiban untuk melakukan program tanggung jawab kepada masyarakat, 
namun untuk memastikan dampak dan manfaat yang didapatkan masyarakat melalui 
program itu berkelanjutan (sustainability). Pelaksanaan program CSR juga 
meningkatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, atau dikenal melalui 
praktik hubungan komunitas atau biasa disebut dengan community relations. Komunitas 
dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan terkait dengan 
keberadaan perusahaan, serta secara geografis berada di wilayah sekitar perusahaan 
Grunig dan Hunt dalam Dewi (2020). Aktivitas perusahaan terutama pengelola sumber 
daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas serta 
pertambangan memiliki dampak lingkungan yang besar seperti limbah, polusi, rusaknya 
infrastruktur umum, hingga kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas mesin. 
Hubungan antara perusahaan dan masyarakat berperan dalam pertahanan lingkungan 
yang mana baik perusahaan dan komunitas dapat bekerja sama dalam pelestarian 
lingkungan, di sisi lain dapat menjaga relasi antara kedua belah pihak. 

 
1. Government (Pemerintah) 

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya tidak bisa mengembangkan 
potensi masyarakat baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam tanpa 
bantuan maupun dukungan dari pihak lainnya, bersinergi untuk mencapai hingga titik 
paling ujung sebuah daerah. Hal ini yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan 
melakukan kerjasama dengan pemerintah, khususnya pemerintah desa yang 
bersinggungan langsung dengan aktifitas masyarakat lokal dalam melaksanakan 
program pemberdayaan. 

Beberapa hal yang melatar belakangi tuntutan pada pemerintah agar mampu 
mendukung sinergitas antar aktor dalam mengembangkan potensi daerah adalah; 1) 
ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, 
keluarga, da masyarakat dalam era globalisasi; 2) IPTEK perguruan tinggi belum secara 
sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan; 3) potensi 
masyarakat maupun sumberdaya alam lingkungannya beum termanfaatkn dengan baik 
dan arif; serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan 
professional (Dimyati, 2018). 

 
2. Business (Perusahaan) 

Program CSR Pertamina Hijau merupakan program konservasi lingkungan yang 
berfokus kepada pelestarian mangrove. Program ini merupakan program pusat yang 
dilaksanakan oleh seluruh unit operasi dan anak perusahaan PT. Pertamina. Fokus 
dalam Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau diwujudkan dengan kegiatan 
konservasi lingkungan, yaitu kawasan mangrove yang semakin memburuk dan lahan 
yang terdegradasi. Program ini juga memiliki kegiatan lain seperti budidaya ikan nila air 
payau dan pengolahan produk guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau juga merupakan program 
pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu 
infrastructure, capacity building dan community empowerment. Pihak perusahaan 
menggunakan kearifan lokal ini sebagai salah satu media untuk bisa masuk dan 
berkomunikasi dengan kelompok masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih terbuka 
untuk menerima program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau. 
Program kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Konservasi dan Revitalisasi 
Mangrove Permata Hijau ini berupa konservasi dan revitalisasi kawasan Mangrove, 
budidaya ikan nila air payau, serta pengolahan produk yang sesuai dengan kepentingan 
masyarakat nelayan melayu untuk menjaga ekosistem laut. Implementasi program 
dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembangunan infrastruktur serta bantuan 
keperluan program. 
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CSR PT Pertamina menggunakan 11 aspek Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 
Sosialisasi Program, Perencanaan Program, Proses Pelaksanaan Program, Kesesuaian 
Biaya Program, Jadwal Pelaksanaan Program, Sarana dan Prasarana Program, Fasilitator 
Program, Pemanfaatan Program, Dampak Ekonomi Program, Dampak Sosial Program, 
dan Dampak Lingkungan Program. Agar program ini berjalan dengan lancar sebagai 
upaya pelestarian lingkungan, maupun dalam peningkatan kapasitas masyarakat 
mengelola lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
dibutuhkan komunikasi serta hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholders 
yang terlibat (masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan pemerintah lokal). 

 
3. Academica (Akademisi) 

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh academia di Indonesia terlihat 
dari implementasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada 
Masyarakat. Akan tetapi, peran tersebut belum maksimal dilakukan karena belum 
banyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bentuk kolaborasi 
tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam “mengkondisikan” adanya peran itu adalah 
melalui panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program 
yang sangat bermanfaat untuk mewujudkan hal itu yakni program research grant PT 
Pertamina sungai pakning yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, menyampaikan 
maksud program CSR melalui strategi pengembangan sumber daya manusia oleh 
Mahasiswa maupun Dosen- Dosen peneliti sesuai keilmuan terkait. 

PT Pertamina RU II Sungai Pakning memerlukan penerimaan masyarakat sekitar 
yang terkena dampak operasional perusahaan. Dampak yang diakibatkan oleh aktivitas 
perusahaan dapat merugikan masyarakat mulai dari polusi, limbah, serta infrastruktur. 
Oleh karena itu, program CSR merupakan jalan untuk mendapatkan social licence to 
operate atau lisensi sosial agar bisa tetap beroperasi dengan lancar dan tetap memiliki 
relasi yang baik dengan masyarakat setempat. Selain itu, program CSR PT Pertamina RU 
II Sungai Pakning juga memfokuskan ke peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
mana sesuai dengan konsep Triple Bottom Line (TBL). Terdapat berbagai interaksi yang 
harus dilakukan PT Pertamina dengan masyarakat karena Program Konservasi dan 
Revitalisasi Mangrove Permata Hijau dengan Kelompok Harapan Bersama sebagai 
penerima manfaat dan terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) dalam kelompok tersebut 
yaitu Pokja Mangrove, Pokja Budidaya Ikan, serta Pokja Pengolahan. Sehingga 
membutuhkan peran akademisi sebagai perpanjangan tangan baik dari segi riset dan 
pengembangan maupun menciptakan gagasan inovasi berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN  

Setelah melihat dari ketiga indikator triple helix yaitu, adanya kolaborasi antar 
pemerintah, perusahaan, dan akademisi menghasilkan bahwa dibutuhkan aksi nyata 
untuk turun langsung ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 
betapa pentingnya menjalankan atau ikut serta dalam program pemberdayaan secara 
berkelanjutan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat menghasilkan output 
yang dapat dikembangkan dan mengatasi permasalahan yang lainnya. Penelitian ini 
diharapkan dapat membuka peluang pada pelaksanaan program permata hijau agar 
meningkatkan kolaborasi dengan model penta helix, dimana terdapat 2 stakeholder 
tambahan yaitu, media dan masyarakat. karena, masyarakat merupakan sasaran dari 
sebuah program yang harus diikutsertakan dalam membuat sebuah kebijakan terkait 
program itu sendiri. Serta media dimanfaatkan sebagai peluang publikasi yang merata 
hingga keseluruh negeri, meningkatkan literasi penduduk sekaligus memperkenalkan 
pengelolaan program secara berkelanjutan. Seperti Local Hero yang telah direalisasikan 
oleh PT Pertamina dalam proses edukasi maupun sosialisasi yang diberikan kepada 
masyarakat. 
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Abstrak  
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup  bahwa ekosistem gambut merupakan bagian penting dari lingkungan hidup 
yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis 
masyarakat dapat menggunakan teknik government – led project yaitu mapping, konstruksi, dan 
governance. Teknik ini dapat dimaknai sebagai peran kepala desa dalam membuat sebuah 
kebijakan terkait sistem tata kelola ekosistem gambut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemerintah desa melakukan sistem tata kelola 
ekosistem gambut menggunakan tiga teknik tersebut. Adapun metodelogi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui in-depth interview (wawancara mendalam). Hasil 
dari penelitiannya yaitu desa Sukajadi, desa Dompas, dan kelurahan Sungai Pakning adalah 3 
desa yang memenuhi kriteria untuk membuat kampanye gambut berdasarkan indikator luas 
wilayah, program penunjang tata kelola gambut, dan keunikan. 

Kata kunci: kampanye gambut, government-led project, konstruksi, dan landscape governance 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia dalam aturannya dijelaskan pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan 
kesehatan.” Artinya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup melalui peraturan perundang-undangan serta kebijakan 
tertentu dalam pemanfaatan lingkungan dengan cara pemetaan wilayah kawasan 
lindung, kawasan konservasi dan kawasan budidaya. Kemudian kawasan lindung yang 
dimaksud merupakan salah satu kawasan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. 
Oleh karena itu kawasan lindung yang harus dilestarikan adalah kawasan yang 
memberikan perlindungan kawasan dibawahnya sebut saja ekosistem gambut. 

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  bahwa ekosistem gambut merupakan bagian 
penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Namun 
disayangkan, Ekosistem gambut mengalami kerusakan akibat pengelolaan lahan yang 
salah serta pemilihan komoditas bisnis yang tidak sesuai dengan karateristik lahan, 
pengurasan air gambut yang berakibat pada kekeringan (kering tak balik) hingga 
terjadinya kebakaran, kebakaran seringkali terjadi hampir setiap tahun dengan luasan 
semakin bertambah sehingga gambut tidak lagi dalam kondisi alamiah, Riau adalah 
kawasan yang sangat rentan terhadap kerusakan ekosistem gambut sejak 1997.  

Oleh karena itu, ini menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terkait 
Kampanye Gambut Berbasis Government-Led Project Di Kecamatan Bukit Batu. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa melakukan 
sistem tata kelola ekosistem gambut melalui kampanye gambut menggunakan teknik 
government-led project di seluruh desa kecamatan Bukit Batu (Pangkalan Jambi, 
Dompas, Sejangat, Pakning Asal, Kelurahan Sungai Pakning, Sungai Selari, Batang Duku, 
Buruk Bakul, Bukit Batu, dan Sukajadi). Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan 
secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 
untuk penelitian berkelanjutan. Sedangkan secara praktik dapat dijadikan problem 
solving bagi masyarakat yang daerahnya sebagai lingkungan ekosistem gambut. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemerintah desa 
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melakukan sistem tata kelola ekosistem gambut menggunakan teknik government-led 
project melalui tiga aspek yaitu mapping, konstrusksi, dan landscape governance guna 
meminimalisir ekosistem gambut yang semakin tahun mengalami kerusakan. 

Kampanye disini dimaknai oleh Rice dan Paisley sebagai keinginan untuk 
mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang 
komunikatif. Disebut juga sebagai kampanye politik yang berarti dilakukan oleh 
sekelompok orang, seseorang atau organisasi di waktu tertentu dengan maksud 
memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Namun menurut Rogers dan Storey (1987) 
kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan untuk 
menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan 
dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Pengertian ini termasuk paling 
banyak diterima oleh ilmuwan dan menjadi populer sehingga pada dasarnya kampanye 
adalah hal yang lumrah. Di dalam kampanye juga harus mengandung pesan agar suatu 
gagasan dan alasan-alasanya dapat dikonstruksikan dan dikomunikasikan dengan baik 
kepada khalayak ramai. Sedangkan Government-Led Project dapat disebut sebagai pola 
kepemimpinan kepala desa dalam menentukan keberhasilan suatu desa. Kepemimpinan 
dimaknai dengan sekumpulan dan serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian 
termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sarana dalam rangka meyakinkan 
yang dipimpin agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya dengan penuh rela, semangat, serta tidak merasa terpaksa. (Aksan, dkk : 
2018). Kepala desa selaku government led-project harus memikirkan kebijakan yang 
harus ditetapkan dan dibangun demi terealisasikan desa yang maju dan madani (surga 
desa). Contoh letak geografis desa seperti berapa luas laut di desa A, berapa hektar 
perkebunan di desa B, dan berapa luas letak ekosistem gambut (karena desa ini 
berpotensi besar ke arah ekosistem gambut). Menurut hemat penulis ekosistem gambut 
untuk kecamatan Bukit Batu memiliki potensi yang sama untuk itu kepala desa harus 
melakukan hal-hal berikut:  

Mapping adalah bentuk kegiatan sederhana dalam menggambarkan keadaan 
suatu wilayah dalam bentuk simbol-simbol. Mapping atau peta dapat disebut sebagai 
ekspresi visual dari porsi-porsi yang ada di muka bumi. Tujuannya mempermudah 
untuk dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. (Hanif dan Bangun, 2016). Konstruksi 
menurut Peter L Berger dalam teori konstruksi sosial atau social construction 
mengandung makna bahwa suatu kenyataan dibangun secara sosial. Bahwa banyak 
sekali kenyataan yang harus di bangun dalam sebuah desa berdasarkan pengetahuan 
yang menggiringnya. Dengan kata lain konstruksi sama halnya program-program yang 
telah dibentuk berdasarkan kenyataan-kenyataan dilapangan. Landscape Governance 
disebut sebagai kelembagaan pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan 
desa. Di dalam pemerintahan desa ditemukannya organisasi-organisasi yang turut serta 
dalam pembangunan desa. Organisasi ini sifatnya sudah mengakar dari zaman dulunya. 
Akan tetapi, landscape governance dapat direalisasikan apabila terdapat isu-isu yang 
memang membutuhkan problem solving. Seperti halnya pembentukan organisasi peduli 
gambut dengan tujuan penanganan cepat tanggap kebakaran di lahan gambut. 

 
METODE 

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan in-
depth interview (wawancara mendalam) yang mana akan menjelaskan secara rinci 
teknik government-led project atau peran kepala desa dalam menangani kasus ekosistem 
gambut di desanya masing-masing. In-depth interview (wawancara mendalam) 
merupakan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden 
menggunakan pedoman (guide) atau tidak dimana pewawancara dan informan terlibat 
dalam kehidupan sosial yang relative lama (Sutopo, 2006:72). Adapun data yang 
nantinya diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer dapat 
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ditemukan melalui teknik wawancara kepada key informan seperti kepala desa beserta 
kaur-kaur yang menjabat di desa tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
melalui kajian pustaka, referensi, majalah, jurnal, karya ilmiah, laporan, buku harian dan 
seterusnya. Dalam penelitian ini, data sekunder menjadi pendukung untuk menjelaskan 
secara detail permasalahan tentang ekosistem gambut di desa masing-masing. Misalkan 
keberadaan peta gambut, organisasi-organisasi yang dibentuk dalam penanggulangan 
bencana gambut beserta laporan-laporan lainnya.    

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari desa yang ada di kecamatan Bukit Batu maka dapat dianalisis desa mana yang 
dapat dijadikan tuan rumah untuk menyelenggarakan kampanye gambut. Adapun 
indikator yang dapat dijadikan acuan dasar dalam penentuan kampanye gambut dapat 
dilihat dari tabel di bawah ini.  

TABEL 1.1 
No Nama Desa Luas Wilayah 

Gambut 
Program Penunjang 
Tata Kelola Gambut 

Keunikan  

1. Desa Sukajadi 20.000 Ha a. Hutan Lindung  
b. Perkebunan 

pepohonan 
jangka panjang 
(sawit, getah, 
jelutong, pulai 
rawa, sagu) 

c. Perkebunan 
sayur-sayuran 
(cabe, ubi, jahe 
merah, keladi) 

d. Penanaman serai 
wangi (belum 
direalisasikan) 

e. Pembuatan 17 
buah kanal 
blocking 

f. Pembuatan 
belasan mbung 
(kolam besar)  

Sudah 
menggunakan 
aplikasi 
Avenza dan 
Lancang 
Kuning 

2. Desa Dompas  Masih terbagi 
kedalam 2 
perusahaan 
yaitu 
perusahaan 
Bukit Batu 
Hutan Alam dan 
Perusahaan 
Surya Dumai 
Agrindo 

a. Reboisasi kayu 
jenis hutan 
sudah berjalan 5 
tahun  

b. Penanaman kopi 
libirica sudah 
berjalan 2 tahun 

c. Penanaman 
buah nanas 
sudah berjalan 2 
tahun 

d. Perkebunan 
sayur-sayuran 
seperti durian, 
jengkol, petai 

Memiliki 
komunitas 
gambut yang 
dinamakan 
“Dompas 
Ghedang 
Cemerlang” 

3.. Kelurahan Sungai 8000 Ha a. Perkebunan a. Memiliki 
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Pakning kelapa sawit & 
getah karet 

b. Perkebunan 
nanas 

c. Perkebunan 
pisang 

d. Memiliki 6 buah 
kanal blocking 

e. Memiliki 3 buah 
mbung (kolam 
besar)  

arboretum 
yang terdiri 
dari pohon 
geronggang, 
kantong 
semar. 

b. Ikut 
tergabung 
ke dalam 
Jaringan 
Masyarakat 
Gambut 
Riau 
(JMGR) 

4. Desa Pakning Asal  20-30 Ha  a. Perkebunan 
sawit dan getah 
karet  

b. Kelompok 
pertanian skala 
rumahan yaitu 
menanam buah 
nanas 

c. Kelompok 
perkebunan 
palawija 

d. Beberapa mbung 
atau kolam 
darurat 

Memiliki alat 
ukur panas / 
titik sinyal 
yang 
ditanamkan ke 
tanah 
karenanya 
desa ini range 
terdekat kilang 
minyak 
pertamina 

5. Desa Batang Duku Kurang lebih 
100 Ha 

a. Perkebunan 
getah karet dan 
sawit 

b. Perkebunan 
sayur-sayuran 
(kangkung) 

Inovasi 
kelompok 
pemuda 
bercocok 
tanam 
kangkung. 

6. Desa Pangkalan 
Jambi 

200 Ha a. Perkebunan 
sawit dan getah 
karet 

b. Kelompok 
perkebunan 
nanas 

c. Kebun desa 
(belum 
direalisasikan) 

Tidak ada  

7. Desa Sejangat  16.000 Ha a. Perkebunan 
kelapa sawit dan 
getah karet  

b. Perkebunan 
nanas 

Tidak ada  

8. Desa Bukit Batu 500 Ha a. Hutan alam  
b. Perkebunan 

kelapa saeit dan 
getah karet 

Tidak ada  
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c. budidaya 
holtikultura 
(belum 
direalisasikan) 

9. Desa Sungai Selari 40,86 Ha a. perkebunan 
kelapa sawit 

b. perkebunan 
pisang 

Tidak ada  

10. Desa Buruk Bakul 2.400 Ha a. perkebunan Tidak ada  
 

Berdasarkan tabel di atas desa Sukajadi, desa Dompas, dan kelurahan Sungai 
Pakning adalah 3 desa yang memenuhi kriteria untuk membuat kampanye gambut 
berdasarkan indikator luas wilayah, program penunjang tata kelola gambut, dan 
keunikan. Berdasarkan penelitian riil dilapangan, desa Sukajadi dikatakan cukup bagus 
terkait tata kelola ekosistem gambut. Ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan mereka (MPA/MPB) seperti membuat kanal blocking, mbung, 
perkebunan, reboisasi, sosialisasi, dll. Lagipula, desa ini sudah tidak canggung lagi dalam 
menggunakan teknologi seperti penggunaan aplikasi avenza dan lancing kuning sebagai 
keberhasilan tata kelola ekosistem gambut.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kampanye gambut dapat 
diselenggarakan oleh tiga desa yaitu desa Sukajadi, desa Dompas, dan Kelurahan Sungai 
Pakning. Tiga desa ini sudah dianalisis berdasarkan indikator-indikator seperti luas 
wilayah gambut, program penunjang tata kelola gambut serta keunikan. Tiga desa ini 
juga cukup baik dalam menggunakan teknik government led-project dimana kepala desa 
sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap sebuah kebijakan seperti terkait tata 
kelola ekosistem gambut. Sebaiknya desa-desa yang lain dapat mencontohi tiga desa ini 
untuk melihat dari segi program penunjang tata kelola gambut. Dengan adanya 
kampanye gambut di kecamatan Bukit Batu maka dapat membentuk kohesi sosial yang 
bersifat positif antara desa satu dengan desa lainnya. Saling bertukar pikir dan saling 
bersinergi dalam menangani tata kelola ekosistem gambut. Guna memperbaiki 
lingkungan sekitar dengan upaya atau program yang menunjang keberhasilan dan 
kemajuan suatu desa. 
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Abstrak  

Kebakaran hutan dan lahan adalah keterdapatan api di hutan dan lahan yang menimbulkan 
kerusakan sehingga terjadi kerugian baik secara ekonomis maupun lingkungan.Salah satu daerah 
yang sering mengalami bencana kebakaran lahan gambut salah satunya adalah Kabupaten 
Bengkalis di Provinsi Riau. Bencana kebakaran lahan gambut sering terjadi dikarenakan 
kecenderungan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dimana hal ini menjadi 
salah satu pemicu terjadinya kebakaran lahan hutan gambut. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Menurut Creswell, 
penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 
oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan.Setelah dilakukan penelitian strategi restorasidan mitigasi bencana kebakaran 
gambut yang dilakukan adalah masyarakat bekerjasama dengan PT.Pertamina Refenery Unit 
(RU) II Sungai Pakning membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) 
sebagai wadah komunikasi MPA di tingkat kecamatan. Lalu strategi restorasi dan mitigasi 
bencana kebakaran gambut juga  dengan menanam pertanian nanas zero waste yang dapat 
mengurangi kebakaran lahan,pengembangan Arboretum Gambut dan pengembangan Inovasi 
Sumur Hydran Portable dan Nuzul Gambut, serta Pertamina Sungai Pakning juga menginisiasi 
Kurikulum Sekolah Cinta Gambut dengan tujuan untuk menanamkan sejak dini rasa cinta 
terhadap gambut melalui kurikulum Lembaga yang sistematis. 

Kata kunci: strategi, restorasi, mitigasi, lahan gambut  

  
PENDAHULUAN 

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa 
bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 
alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. Adapun salah satu bencana yang rutin menimpa Indonesia adalah 
kebakaran hutan dan lahan. Menurut BNPB, kebakaran hutan dan lahan adalah 
keterdapatan api di hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan sehingga terjadi 
kerugian baik secara ekonomis maupun lingkungan. 

Kebakaran lahan dan kebun menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap 
lingkungan dan perikehidupan nmanusia disektor kesehatan, sosial dan ekonomi 
(Peraturan Menteri Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014). Kebakaran hutan 
dan lahan seringkali menyebabkan hilangnya aset dan kerusakan ekologi, dampak yang 
sangat menonjol dan dirasakan lengsung oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap. 
Bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar, dan 
sistem transportasi yang mempengaruhi pereonomian, baik lokal, regional maupun 
internasional (PP Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014). BNPB (2013) 
mengemukakan bahwa asap yang ditimbulkan tidak hanya skala nasional tetapi juga 
menimbulkan kerugian bagi negara-negara disekitar wilayah Indonesia. Kerugian 
lainnya dari kebakaran hutan hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia adalah 
meningkatnya emisi gas rumah kaca (JICA, 2017). Emisi gas rumah kaca terutama adalah 
CO2, N2O dan CH4 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Peraturan Menteri 
Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014). 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang dapat diakses di sipongi.menlhk.go.id mengenai kebakaran hutan dan 
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lahan yang terjadi di wilayah Indonesia selama periode 2014-2019, bahwa luas hutan 
dan lahan yang terjadi kebakaran paling tinggi adalah saat musim kemarau panjang pada 
tahun 2015 dan tahun 2019. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 
2.611.411,44 hektar, sedangkan pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan 
seluas 1.592.010,00 hektar dengan jumlah titik panas pada tahun ini sekitar 27.758 titik. 

Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menempati urutan ketiga dunia 
dalam hal pencemaran udara akibat pembakaran hutan, dimana sebelumnya menempati 
urutan ke-25, dimana yang terparah yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia adalah 
pada tahun 1997. Namun tahun 2015 juga merupakan salah satu tahun terburuk 
bencana asap atau kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Setidaknya lebih 
dari 43 juta jiwa terpapar kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Data yang 
dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), World Resources 
Institute, Center for International Forestry Research, Global Fire Emissions Database dan 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) menunjukkan bahwa terdapat 
sebanyak 505.527 jiwa terinfeksi penyakit saluran pernapasan, terdapat 115.940 titik 
api dimana ini yang terbanyak semenjak tahun 2003, dan lebih dari 22.000 personel 
gabungan diturunkan untuk memadamkan api di lapangan. 

Kebakaran yang umunya terjadi di wilayah Indonesia sebagian besar terjadi diluar 
wilayah hutan, sekitar 70-80 persen kebakaran terjadi diluar wilayah hutan, sedangkan 
sekitar 20-30 persen terjadi di dalam wilayah hutan. Kebakaran di wilayah Indonesia 
menjadi spesifik karena banyak yang terjadi di lahan gambut yang menimbulkan kabut 
asap (BNPB, 2013). Luas lahan gambut di Indonesia adalah 20,6 juta hektar, dimana 
lahan gambut dan vegetasi yang tumbuh diatas lahan gambut merupakan sumber daya 
alam yang berfungsi sebagai pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah 
intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali 
iklim (Wahyunto, dkk, 2004). Kebakaran pada lahan gambut dapat mengakibatkan 
hilangnya fungsi-fungsi tersebut. 

Selain dampak negatif terhadap lingkungan, kebakaran lahan gambut juga 
berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan 
dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Husairi, Nika Sterina Skripsiana dan Widya 
Nursantari tentang “Karakteristik Penyakit pada Masyarakat yang Terpajan Asap 
Kebakaran Lahan Gambut di Lahan Gambut”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 
tepatnya di Klinik Pratama TNI AU Syamsuddin Noor Banjarbaru ini menemukan bahwa 
kebakaran lahan gambut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuh 
manusia, diantaranya adalah penyakit saluran pernapasan yang terdiri dari ISPA, aspa, 
bronkial, bronkitis dan pneumonia; penyakit mata yaitu konjungtivitis; penyakit THT 
yang terdiri dari tonsilitis, faringitis dan rhinitis; penyakit kulit yaitu dermatitis kontak; 
dan juga penyakit komorbid yang terdiri dari hipertensi dan diabetes mellitus. 

Salah satu daerah di Indonesia yang juga sering mengalami bencana kebakaran 
lahan gambut adalah Kabupaten Bengkalis yang terletak di Provinsi Riau. Sebagai contoh 
dapat kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifudin, Almasdi Syahza, Osamu 
Kozan, dkk tentang ”Dinamika Penggunaan, Kebakaran, dan Upaya Restorasi Lahan 
Gambut: Studi Kasus di Desa Tanjung Leban, Bengkalis”. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat yang membuka lahan dengan 
cara membakar dimana hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran lahan 
gambut yang meluas. Ada sekitar 69% masyarakat yang mengaku membuka lahan 
dengan cara tebas kemudian dibakar, tebas bakar disini merupakan kegiatan menebas 
semak belukar dan pohon kayu yang ada terlebih dahulu, setelah itu kemudian dibakar. 

Melihat berbagai macam dampak buruk yang diakibatkan kebakaran lahan 
gambut, baik itu dampak buruk terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap 
masyarakat yang terpapar asap kebakaran, dirasa perlu adanya upaya bersama untuk 
mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran lahan gambut tersebut. Pada 
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dasarnya dalam upaya penanggulangan bencana baik itu kebakaran lahan gambut, 
Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memiliki 
tugas sebagai berikut: 
1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan 
rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penagggulangan bencana kepada masyarakat; 
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap 

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan 

internasional; 
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Namun, dengan dibentuknya lembaga BNPB tersebut bukan berarti kita sebagai 
masyarakat boleh mengabaikan sebuah bencana dan menyerahkan semua upaya 
penanggulangannya kepada BNPB. Karena seharusnya penanggulangan bencana 
menjadi tanggung jawab kita semua untuk melaksanakannya, setidaknya itulah yang 
sedang dilakukan oleh CSR Pertamina RU II Sungai Pakning. Dalam upaya 
penanggulangan bencana kebakaran lahan gambut, Pertamina Sungai Pakning menjalin 
sinergi dengan masyarakat sekitar yang ditandai dengan adanya kerjasama dengan 
Masyarakat Peduli Api (MPA). Yang dimana peran Pertamina Sungai Pakning terhadap 
upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan gambut ini berupa pemberian bantuan 
alat, melaksanakan edukasi mitigasi karhutla berbasis masyarakat serta pelatihan 
pemadaman api. Tak hanya sampai disitu, Pertamina Sungai Pakning juga 
mengembangkan program tersebut menjadi Kampung Gambut Berdikari, yang 
kegiatannya diperluas lagi dengan diadakannya pelatihan pemberdayaan ekonomi di 
lahan gambut yakni pertanian nanas, olahan nanas, budidaya ikan dan juga pengelolaan 
wisata Arboretum Gambut. 

Sejak tahun 2016, Pertamina Sungai Pakning menjalankan program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yaitu Kampung Gambut Berdikari, yang melibatkan 
2.884 jiwa penerima manfaat dari berbagai kalangan usia dan status sosial. Adapun 
program tersebut terdiri dari berbagai kegiatan mulai dari donasi (charity), peningkatan 
kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan (capacity building), peningkatan 
ekonomi masyarakat (community empowerment), hingga pembangunan infrastruktur. 
Program ini juga telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai ajang 
nasional seperti Indonesian Sustainable Development Goals Awars (ISDA), UNS SME 
Award, dan juga CSR Nusantara Award. Program tersebut juga mengantarkan PT 
Pertamina RU II Sungai Pakning menyabet predikat PROPER Emas. 
Berdasarkan uraian tersebut, kami tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 
bagaimana strategi restorasi dan mitigasi bencana kebakaran lahan gambut yang 
dilakukan oleh PT. Pertamina RU II Sungai Pakning?  
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
studi kasus. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 
kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang 
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dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
bahasa dan kata-kata,dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan 
pemanfaatan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). 

Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran mengenai proses difusi inovasi dalam 
pengolahan lahan gambut berkelanjutan pada program arboretrum gambt Marsawa 
yang dilakukan oleh PT.Pertamina Sungai Pakning RU II.Informan dalam penelitian ini 
yaitu Community Development Officer (CDO) PT.Pertamina dan ketua Masyarakat Peduli 
Api (MPA). 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Arboretrum Marsawa yang terletak di Kelurahan 
Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu,Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.Sedangkan 
waktu penelitian berlangsung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan yaitu data primer 
dan sata sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara 
mendalam dengan informan.Sedangkan data sekunder diperoleh dari  dokumentasi 
kegiatan difusi inovasi pengolahan lahan gambut pada arboretrum marsawa di Sungai 
Pakning.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Restorasi Gambut  

Restorasi gambut adalah upaya untuk memulihkan fungsi ekologis lahan gambut 
juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari menyusutnya lahan 
gambut. Restorasi gambut merupakan upaya pemulihan ekosistem gambut regradasi 
supaya kondisi hidrologis, fungsi dan strukturnya berada pada kondisi membaik. Untuk 
itu dilakukan upaya pembasahan kembali (rewetting) material gambut yang mengering 
akibat turunnya muka air tanah gambut.  

Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hebat di daerah Kampung Jawa. Kampung 
Jawa saat itu menjadi daerah yang terbakar terluas di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya lahan kosong yang tidak terpelihara. Akibat dari kebakaran 
tersebut, banyak sumber air yang rusak disekitar perkebunan masyarakat, sehingga 
banyak kebun sayur masyarakat mati dimana pada saat itu penghasilan utama dari 
masyarakat Kampung Jawa adalah sayuran dan menjadi suplai sayur terbesar untuk 
masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning , sehingga masyarakat Kampung Jawa tidak 
memiliki pekerjaan. Berawal dari musibah kebakaran lahan yang sangat merugikan 
masyarakat Kampung Jawa tersebut, masyarakat Kampung Jawa berusaha untuk bangkit 
dari permasalahan tersebut. Maka masyarakat Kampung Jawa menjalin kerjasama 
dengan Corporate Sosial Responsible (CSR) PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) II 
Sungai Pakning untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dan untuk dapat 
memperbaiki perekonomian mereka, maka masyarakat dan PT. Pertamina melakukan 
restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas yang mana hal ini dilakukan setelah 
melalui riset dan penelitian berupa pemetaan lahan dan penentuan jenis restorasi yang 
sesuai dengan kondisi gambut serta didukung kemampuan masyarakat sebagai seorang 
petani. 
1. Pertanian Nanas Zero Waste 

Strategi yang dilaksanakan oleh Pertamina yaitu dengan revegetasi lahan 
gambut menjadi pertanian nanas. Dalam restorasi lahan gambut menjadi pertanian 
nanas, Pertamina menggandeng Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Tunas 
Makmur Sungai Pakning dalam kegiatan restorasi lahan gambut. Sampai saat ini 
kegiatan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas dimulai dari 0,5 Ha pada 
tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 25 Ha dengan kapasitas 250.000 buah/ 
Musim panen. Selain tanaman nanas, PT Pertamina juga mendorong dan mengajak 
masyarakat untuk menanam pohon khas lahan gambut pada lahan bekas terbakar yang 
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bertujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian yang 
produktif. Tanaman yang menjadi pendamping selain nanas adalah tanaman seperti 
durian, matoa, jengkol dan sirsak. Dipilihanya nanas dan tanaman tanaman lainnya 
karena tanaman tersebut tidak perlu dilaksanakan pengolahan lahan dalam proses 
penanamannya. Selain itu, tanaman nanas juga salah satu tanaman yang dapat memiliki 
turunan pengolahan bernilai ekonomis. 

Tanaman nanas yang ditanam di lahan gambut adalah nanas zero waste dimana 
semua bagian dari buah nanas tersebut dapat dimanfaatkan. Pertanian nanas zero waste 
ini juga mendapatkan 5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) inovasi program. Yang dapat 
dijelaskan dalam berbentuk table sebagai berikut: 

Tabel 1. Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Pertanian nanas zero waste 
No Bagian Nanas Hasil Olahan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) 

1. Daun Nanas 
Kerajinan Daun Nanas 
(Tas Anyaman) 

1. HKI Kantong Seranas 
(000155530) 
2. HKI Pisau Seranas (000155529) 

2. Mahkota Nanas Bibit Unggul 1. HKI Polijowo (ID5000003004) 
3.  Kulit Nanas Pupuk Kompos 1. HKI Pinepeat 

(EC00202032023) 
4. Daging Nanas Olahan Nanas 

(Kerupuk Nanas, 
Kerupuk tepung nanas, 
dodol, sirup, manisan 
nanas) 

1. HKI PH Separator 

 
Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya semua bagian dari nanas 

tersebut dapat diolah menjadi olahan yang bermanfaat sehingga tidak menyisakan 
bagian nanas yang menjadi sampah atau ampas (Zero Waste) dimana hal ini dapat 
meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning 
Kabupaten Bengkalis. 

Selain mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, pertanian nanas juga 
dapat mengurangi kebakaran lahan, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 15 Juli 2021 dengan Bapak Sadikin sebagai Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA), 
beliau mengatakan bahwasanya pertanian nanas berfungsi sebagai sekat bakar antar 
lahan. Beliau mencontohkan apabila lahan A terbakar, maka yang menjadi pemutus api 
atau penghalang agar tidak menjalar ke lahan B yaitu pertanian nanas tadi. Jadi api yang 
hidup di lahan A akan mati secara alami dikarenakan pertanian nanas tadi.  

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi restorasi dan mitigasi bencana kebakaran 
lahan gambut di Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis melalui pertanian 
nanas dapat dikatakan telah berhasil, disamping meningkatkan perekonomian 
masyarakat pertanian nanas juga dapat mengurangi kebakaran lahan. 

Yang menjadi kekuatan dari strategi ini adalah adanya rasa kekeluargaan yang kuat 
yang dimiliki Koperasi Tani Tunas Makmur sehingga kegiatan restorasi lahan gambut 
berjalan dengan baik. Dan yang menjadi kelemahan dari strategi tersebut adalah masih 
lemahnya manajemen koperasi dalam bagian pemasaran produk nanas dan masih 
lemahna manajemen keuangan.  

Adapun peluang yang tercipta dari restorasi lahan gambut ini adalah banyak pihak 
yang menawarkan kerjasama dan pendampingan. Dan yang menjadi tantangannya 
adalah kurangnya semangat dan tanggung jawab anggota koperasi sehingga hal tersebut 
akan berdampak kepada produktifitas dari pertanian nanas itu sendiri. 
2. Arboretum Gambut 

Strategi lain yang dilakukan dalam merestorasi lahan gambut adalah pengembangan 
Arboretum Gambut. Upaya pengembangan Arboretum Gambut ini bekerjasama dengan 
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Kelompok Tani Tunas Makmur dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai 
Pakning. Arboretum Gambut berdiri diatas lahan asli seluas 1,1 Hektar yang 
terselamatkan dari bencana kebakaran. Di Arboretum Gambut masyarakat bersama PT. 
Pertamina RU II Sungai Pakning melakukan identifikasi tanaman endemik lahan gambut 
yang berada yang selamat dari kebakaran dan melakukan pembudidayaan tanaman khas 
gambut sehingga tidak terancam punah. Hasil dari identifikasi tersebut, ditemukan 
beberapa tanaman langka, diantaranya adalah Kantong Semar, Meranti, Jelutung, dan 
Palem Merah. Tanaman-tanaman tersebut dikategorikan sebagai tanaman endemik yang 
hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan gambut. Selain sebagai 
upaya restorasi lahan gambut, Arboretum Gambut Sungai Pakning juga memiliki fungsi 
sebagai pusat edukasi gambut di Provinsi Riau dan menjadi laboratorium bagi para 
peneliti dari beberapa Universitas di Provinsi Riau. Selain itu, Arboretum Gambut Sungai 
Pakning juga menjadi Arboretum Gambut pertama di Kabupaten Bengkalis yang dikelola 
oleh swadaya masyarakat. Prestasi diperoleh oleh Arboretum Gambut selama berdiri 
sejak tahun 2018 adalah kunjungan beberapa petinggi daerah, seperti kunjungan dari 
Irjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kunjungan Gubernur 
Riau pada November 2019 lalu (Sitorus, 2020). 

Yang menjadi kekuatan dari strategi ini adalah adanya rasa kekeluargaan yang kuat 
yang dimiliki Koperasi Tani Tunas Makmur sehingga upaya pengembangan arboretum 
gambut dapat berjalan dengan baik. Dan yang menjadi kelemahan dari strategi tersebut 
adalah masih lemahnya kerjasama antar mitra dalam pengelolaan arboretum gambut 
sehingga arboretum gambut terlihat kurang terawat. 

Adapun peluang yang tercipta dari restorasi lahan gambut ini adalah banyak 
pihak yang menawarkan kerjasama dan pendampingan pengelolaan arboretum gambut. 
Dan yang menjadi tantangannya adalah kurangnya semangat dan tanggung jawab 
anggota koperasi sehingga hal tersebut akan berdampak pada pengelolaan arboretum 
gambut. Selain hal itu, pandemi covid juga menyebabkan arboretum gambut sepi 
pengunjung. 
b. Mitigasi Kebakaran Lahan 

Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana. Sederhananya mitigasi bencana adalah segala upaya 
yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Di Sungai Pakning sendiri, PT. 
Pertamina bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk meningkatkan 
potensi serta kemampuan lembaga tersebut dalam menanggulangi kebakaran lahan. 
Strategi yang dilakukan Pertamina Sungai Pakning diantaranya adalah memberikan 
pelatihan gabungan secara rutin tentang pemadaman api yang dihadiri juga oleh MPA 
se-Kecamatan Bukit Batu, Dinas Pemadam Kebakaran, serta TNI/POLRI dan juga 
pemberian bantuan alat pemadam kebakaran. Terbaru, pada Februari 2021 ini PT 
Pertamina RU II Sungai Pakning menggandeng Manggala Agni Provinsi Riau dalam 
Pelatihan Gabungan MPA se-Kecamatan Bukit Batu sebagai bentuk komitmen PT. 
Pertamina RU II Sungai Pakning dalam mendukung kelestarian lingkungan dalam bentuk 
penanganan kebakaran lahan dan hutan (Wawancara dengan Bapak Rizal Tim CDO 
Pertamina Sungai Pakning). Selain itu Pertamina Sungai Pakning juga membentuk suatu 
forum komunikasi yang bernama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api 
(FORKOMPA), yang bertujuan sebagai wadah komunikasi bagi para anggota MPA se-
Kecamatan Bukit Batu yang jika terjadi kebakaran di salah satu wilayah di Kecamatan 
Bukit Batu maka anggota MPA yang tergabung dalam FORKOMPA dapat dengan mudah 
menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Dampak dan TNI/POLRI. 
1. Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut 

Strategi penanggulangan kebakaran lahan yang dilakukan oleh MPA bersama 
dengan Pertamina Sungai Pakning adalah dengan menciptakan berbagai inovasi alat 
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untuk memadankan api. Salah satunya adalah pembuatan Sumur Hydran Portable, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua MPA Pak Sadikin dalam wawancara pada Kamis, 
15 Juli bahwa Sumur Hydran Portable merupakan sumur bor dengan kedalaman kurang 
lebih 6 meter yang letaknya dekat dengan sumber api, penamaan portable sendiri adalah 
karena sumur ini dapat dipindahkan sesuai dengan keberadaan titik api dan dapat 
menyesuaikan dengan panjang selang air dengan titik api. Cara kerja pembuatan sumur 
Hydran Portable ini adalah dengan memancakkan pipa kedalam tanah gambut, lalu 
ditarik menggunakan pompa air dan air siap untuk memadamkan api. Inovasi 
selanjutnya dari Pertamina Sungai Pakning adalah Nuzul Gambut, yaitu suatu alat 
seperti selang yang dapat ditancapkan kedalam tanah, kegunaannya sendiri adalah 
untuk memadamkan api yang membakar lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 1 
meter, karena selang biasa tidak dapat memadamkan api dengan kedalaman tersebut. 
Cara kerjanya sendiri adalah dengan menancapkan Nuzul Gambut kedalam tanah lalu air 
akan menyebar dan memadamkan api di lahan gambut yang terbakar dengan kedalaman 
lebih dari 1 meter. 

Selain itu, MPA juga membangun embung, yang berfungsi menampung air yang 
nantinya bisa digunakan untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Pembuatan 
embung sendiri adalah dengan menggali lahan kosong di sekitaran gambut dan dengan 
sendirinya air akan mengisi embung tersebut. Di Sungai Pakning, pembuatan embung 
biasanya berada di sekitar lahan kosong tidak terawat yang jauh dari sumber air, hal 
tersebut dilakukan sebagai antisipasi apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut. 
Namun yang paling penting dari semuanya adalah pembuatan Canal Blocking atau Sekat 
Kanal, yang berfungsi untuk menjaga ketinggian air dan mencegah penurunan 
permukaan air dilahan gambut, dengan cara menghambat jalannya air dari lahan 
gambut menuju keluar. Jadi tujuan pembuatan sekat kanal ini adalah menjaga agar lahan 
gambut selalu basah. 

Yang menjadi kekuatan dalam strategi penanggulangan kebakaran lahan ini 
adalah adanya pola komunikasi antara anggota MPA yang terjalin dengan baik, adapun 
alat komunikasi yang digunakan adalah Hand Talking (HT) yang dirasa paling tepat 
untuk digunakan di Kelurahan Sungai Pakning. Karena, tingkat ekonomi masyarakat 
yang tergolong menengah kebawah, jadi tidak semua anggota MPA mampu membeli 
pulsa atau paket internet.Dengan adanya HT tersebut, komunikasi kelompok MPA 
semakin cepat dan baik. Jika ditemukan titik api di salah satu wilayah Kecamatan Bukit 
Batu, anggota MPA dapat langsung berkoordinasi dan mengirimkan personil mereka 
dalam upaya awal pemadaman api. Dan jika api semakin besar, maka anggota MPA dapat 
langsung berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk saling bekerja sama. 
Strategi ini dinilai berhasil dalam menurunkan tingkat kebakaran lahan gambut di 
Kecamatan Bukit Batu, tercatat kelompok MPA berhasil menurunkan tingkat kebakaran 
pada 2015 sebanyak 2972 titik api menjadi 156 titik api. Dan Kecamatan Bukit Batu 
telah berhasil mencapai Zero Fire dari tahun 2015 sampai sekarang.Sedangkan yang 
menjadi kelemahannya adalah ketidaktepatan waktu dalam pemberian insentif oleh 
pihak kelurahan dan juga jumlahnya yang tergolong sedikit. 

Peluang dalam strategi penanggulangan kebakaran lahan ini adalah nantinya 
inovasi alat dapat diterapkan oleh kelompok MPA lain di seluruh wilayah gambut di 
Indonesia dan diharapkan dapat menurunkan angka kebakaran di Indonesia. Sedangkan 
ancaman dalam penerapan strategi ini adalah ketika terjadi kemarau berkepanjangan 
yang dapat mengakibatkan penurunan permukaan air dilahan gambut dan dapat 
memicu terjadinya kebakaran, karena jika permukaan air dilahan gambut menurun 
maka alat seperti Sumur Hydran Portable dan Nuzul Gambut sulit untuk digunakan dan 
embung tempat menampung air dilahan gambut akan mongering. 
2. Penanaman Edukasi Cinta Lingkungan Gambut 
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Pertamina Sungai Pakning juga menginisaisi Kurikulum Sekolah Cinta Gambut 
sebagai strategi mitigasi bencana yang bertujuan untuk menanamkan sejak dini rasa 
cinta terhadap gambut melalui kurikulum lembaga yang sistematis sehingga diharapkan 
nantinya dapat melahirkan generasi yang cinta akan lingkungan. Kurikulum Sekolah 
Cinta Gambut ini telah diterapkan di 25 sekolah dan telah menjangkau 3.750 siswa, 
dalam pelaksanaanya Pertamina Sungai Pakning juga menggandeng kelompok-
kelompok binaan yang lain sebagai lokasi pembelajaran bagi siswa seperti Arboretum 
Gambut, Pertanian Nanas Terintegrasi, dan juga Area Konservasi Mangrove. Selain itu 
Pertamina Sungai Pakning juga mengadakan Program Pertamina EcoCamp untuk anak-
anak usia remaja, dalam program ini siswa SMA hingga mahasiswa diberikan materi 
terkait lingkungan khususnya pada lingkungan gambut. Harapannya adalah program 
tersebut dapat memberikan edukasi mengenai lahan gambut kepada anak-anak milenial 
sehingga menciptakan generasi milenial yang cinta lingkungan dan sadar akan bahaya 
serta potensi lahan gambut. 

Kekuatan dalam penerapan strategi Kurikulum Sekolah Cinta Gambut ini adalah 
adanya dukungan dana yang kuat dari pihak Pertamina Sungai Pakning, dimana PT. 
Pertamina mengucurkan dana CSR sebesar Rp 625 jutayang disalurkan langsung ke 
sekolah dan siswa yang menerapkan Kurikulum Sekolah Cinta Gambut, dan juga 
didukung dengan adanya kerjasama dengan kelompok binaan CSR lain sebagai sarana 
pebelajaran siswa. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bengkalis belum bisa mengalokasikan jam pelajaran khusus untuk mata 
pelajaran Kurikulum Sekolah Cinta Gambut tersebut, sehingga penerapannya masih 
digabungkan dengan mata pelajaran lainnya, misalnya dalam mata pelajaran Ilmu 
Pengatahuan Alam (IPA) disisipkan materi karakteristik ekosistem gambut dan juga 
dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disisipkan materi tentang 
pencaharian masyarakat yang tinggal di wilayah gambut. 
Peluang dalam penerapan strategi ini ialah saat ini Kurikulum Sekolah Cinta Gambut 
sedang dipersiapkan untuk hadir dalam platform digital yang berbasis website dan akan 
menjadi E-Learning lingkungan pertama di Indonesia.Yang harapannya adalah 
Kurikulum Sekolah Cinta Gambut yang diterapkan di berbagai Sekolah Dasar di 
Kabupaten Bengkalis ini dapat semakin luas dampak pemanfaatannya di berbagai 
daerah yang rawan terjadi kebakaran seperti di Provinsi Jambi dan beberapa wilayah di 
Provinsi Kalimantan. Sedangkan ancamannya adalah dikarenakan jam pelajaran yang 
masih sangat terbatas, kemungkinan yang terjadi ialah materi yang disampaikan oleh 
guru masih sangat minim dan kurang mendalam, selain itu juga tidak adanya guru yang 
menjadi pionir untuk menerapkan kurikulum tersebut dan bisa-bisa nantinya materi 
tersebut tidak diajarkan lagi ke siswa.  
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan diatas Strategi Restorasi dan Mitigasi 
Bencana Kebakaran Lahan Gambut di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis telah 
berhasil dilaksanakan, hal ini dapat dilihat bagaimana Pertamina memberdayakan 
kelompok Masyarakat peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan disaat bencana 
kebakaran terjadi. Selain itu, Pertamina sungai pakning membentuk forum komunikasi 
yang Bernama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA), sebagai wadah 
komunikasi bagi para anggota MPA dengan stakeholder dalam proses mitigasi bencana 
kebakaran hutan. Dalam restorasi lahan gambut, pertamina menggandeng MPA untuk 
melakukan kegiatan penanaman pertanian nanas dan arboretum. Lalu dalam mitigasi 
bencana kebakaran gambut, terlahir inovasi-inovasi terbaru seperti sumur hydran dan 
nuzul gambut yang mampu membantu MPA dalam proses pemadaman bencana 
kebakaran hutan gambut di sungai pakning. Lalu pertamina juga menginisiasi kurikulum 
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cinta gambut sebagai strategi mitigasi bencana yang bertujuan untuk menanamkan sejak 
dini rasa cinta terhadap gambut. [Cambria, 11 pt, spasi tunggal].   
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Abstrak 

Evaluasi dampak limbah rumah tangga bagi pencemaran laut (studi kasus pencemaran di 
Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir). Observasi peneliti di lapangan terlihat bahwa beban sampah 
pada lingkungan pelabuhan Panipahan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Masih banyak 
persepsi masyarakat di Panipahan bahwa limbah bersifat padat maupun cair yang dibuang ke 
aliran sungai atau ke parit-parit tersebut yang terbawa sampai ke daerah pesisir pantai adalah 
suatu tindakan yang tidak berbahaya. Pemikiran tersebut sangat keliru karena apabila  limbah 
dan sampah tersebut berada di laut justru berdampak pada pencemaran lingkungan dan 
berbahaya bagi pelayaran yang dapat menyebabkan kecelakaan kapal, disamping itu pemerintah 
daerah tidak sepenuhnya menerapkan Perda No.06 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan 
Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi  Kabupaten Rokan Hilir dalam 
pengelolaan sampah rumah  tangga dan sampah sejenis. Oleh karena itu sudah menjadi  hal  yang  
sangat mendesak untuk melakukan upaya antisipasi terhadap pencemaran  tersebut baik berupa  
pencegahan dan pengendalian terhadap dampak dan perbaikan lingkungan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian ini 
bisa dilihat dampak yang ditimbulkan sampah limbah rumah tangga bagi pencemaran laut 
disekitar Pelabuhan Panipahan. 

Kata Kunci: evaluasi dampak, pencemaran lingkungan, pelabuhan   

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat, menimbulkan berbagai 
masalah lingkungan hidup. Semakin bertambahnya penduduk semakin banyak pula 
limbah rumah tangga yang dihasilkan. Dengan jumlah penduduk yang tinggi akan 
mengakibatkan tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Undang 
undang No. 18 tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa dari proses 
kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini 
seolah memberikan kesan sampah sebagai benda padat yang sudah tidak memiliki nilai 
guna bagi manusia, sehingga mayoritas masyarakat cenderung menganggap sampah 
merupakan benda yang harus segera disingkirkan bagaimanapun caranya. Pola pikir 
seperti inilah yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat di 
Indonesia. 

Penyumbang sampah terbesar nasional 48% berasal dari sektor rumah tangga. 
Dengan terjadinya penambahan  jumlah penduduk yang tinggi tentunya akan 
mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. 
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari didalam rumah tangga kecuali 
tinja dan sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus. Namun sebagian besar 
masyarakat belum mengetahui jika sampah yang mereka hasilkan masih dapat diolah 
untuk selanjutnya dimanfaatkan, sehingga dapat mendorong terwujudnya kawasan 
lingkungan yang bebas sampah (zero waste). 

Masalah limbah rumah tangga merupakan masalah yang belum terselesaikan baik 
secara internasional maupun Nasional, perlu pengelolaan terhadap limbah tersebut agar 
tidak merusak lingkungan bahkan limbah bisa berdaya guna, namun hal tersebut 
tidaklah mudah, perlu sinergi semua pihak baik Pemerintah maupun semua lapisan 
masyarakat. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan kualitas 
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lingkungan hidup yang menurun telah mengancam lingkungan hidup dan kelangsungan 
kehidupan umat manusia serta mahkluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan 
perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh 
semua pemangku kepentingan, agar lingkungan jauh dari pencemaran yang dapat 
merusak tatanan lingkungan saat ini dan akan datang.  

Laut yang bersih dan sehat akan menghasilkan banyaknya ketersediaan ikan laut 
dan tangkapan hasil laut lain yang dapat membantu meningkatkan pedapatan 
masyarakat.  Namun   yang   terjadi   sekarang   semakin berkurangnya  tangkapan laut 
nelayan, hal ini disebabkan terjadinya pencemaran  pantai dan laut, perlu dilakukan 
pengendalian, karena dapat  menimbulkan kerugian dalam usaha nelayan ini. 
Pencemaran  ini  disebabkan  limbah-limbah baik dari rumah tangga maupun industri. 
Pencemaran  ini  menimbulkan  dampak yang sangat besar baik pemerintah maupun 
masyarakat (nelayan). Untuk Pemerintah, pendapatan   daerah berkurang karena objek  
wisata menjadi rusak dan tercemar sehingga wisatawan  tidak mau berkunjung ke 
daerah ini. Dan untuk para nelayan akan berkurang pendapatannya karena rusaknya 
ekosistem laut yang berdampak pada   berkurangnya   hasil tangkapan laut. Hal ini 
terjadi karena  kebiasaan masyarakat   yang   tinggal   ditepi   pantai langsung  
membuang  sampah  dan  limbah lain  kelaut  ditambah dengan sampah dan limbah yang 
berasal dari aliran sungai menuju ke laut. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya 
pengembangan  wawasan  dan  pengetahuan masyarakat dalam pemeliharaan pantai 
dan laut.   

Berbagai upaya dalam penanganan sampah untuk pengendalian lingkungan telah 
dilakukan Pemerintah. Di Rokan Hilir, pemeliharaan lingkungan terkait sampah limbah 
rumah tangga dilaksanakan oleh Dinas  Lingkungan Hidup  (DLH) Rokan Hilir 
berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan  Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Rokan Hilir. 

Sampah di wilayah Rokan Hilir tiap hari diangkut oleh petugas kebersihan 
mengunakan mobil operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir 
yang  mencapai 4 ton/harinya. Sampah tersebut belum dipilah-pilah.  Perlu adanya 
kesadaran semua pihak, karena sampah menjadi masalah nasional, jika tidak serius 
menanganinya bisa menimbulkan bencana. Dalam upaya penanganan masalah sampah 
di rokan hilir telah di atur oleh Perda No.06 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah 
dan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi  Kabupaten Rokan 
Hilir dalam pengelolaan sampah rumah  tangga dan sampah sejenis.  

DLH Rohil menyediakan tong-tong sampah ke lokasi yang strategis di daerah 
Bagan Siapiapi maupun daerah  Bagan Batu. Namun belum merata sampai keseluruh 
pelosok, diantaranya area pemukiman sekitar pelabuhan Panipahan. Banyak terjadi 
pembuangan sampah plastik rumah tangga  ke laut atau pantai. Hal ini tentunya akan 
mengotori laut dan pantai tersebut. Makin banyak sampah plastik di lautan maka makin 
besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut atau pantai. Begitu juga di Pelabuhan 
Panipahan, jumlah sampah selalu bertambah setiap harinya. 

Panipahan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pasir Limau 
Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Panipahan dijuluki sebagai “kota terapung” karena 
berada di atas laut . Kota Panipahan dihuni sekitar 20.000 jiwa yang mayoritas 
penduduknya bekerja sebagai nelayan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin 
pesat dan diiringi dengan semakin bertambahnya pemukiman di Panipahan akan 
berpengaruh terhadap jumlah buangan limbah Rumah Tangga yang ditimbulkan oleh 
aktifitas Rumah Tangga. 

Tentunya berdasarkan hal tersebut semakin hari semakin banyak ditemukan 
Limbah Rumah tangga di pelabuhan Panipahan, padahal pelabuhan adalah tempat 
aktifitas untuk menunjang Roda perekonomian Masyarakat. Selain itu seharusnya 
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lingkungan pelabuhan baik darat maupun laut  hendaknya dijaga kebersihannya 
maupun keindahannya, ini berhubungan dengan estetika selain tidak akan menimbulkan 
pencemaran juga akan membuat kenyamanan bagi semua pihak , bahkan apabila 
lingkungan pelabuhan dikelola dengan baik akan mampu menjadi daerah wisata yang 
akan mendatang income bagi daerah.  

Observasi peneliti di lapangan, terlihat bahwa beban sampah pada lingkungan  
pelabuhan Panipahan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Masih banyak 
persepsi masyarakat di Panipahan bahwa limbah bersifat padat maupun cair di buang ke 
sungai atau ke parit-parit lalu mengalir bersama air parit dan sungai ke daerah pesisir 
pantai adalah suatu tindakan yang tidak berbahaya. Pemikiran yang keliru apabila 
limbah Rumah Tangga  dibuang ke laut tidak berbahaya karena apabila  berada di laut 
justru berdampak pada laut  yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena 
itu sudah menjadi  hal  yang  sangat  mendesak untuk melakukan upaya antisipasi 
terhadap pencemaran  tersebut baik berupa  pencegahan dan pengendalian terhadap 
dampak dan perbaikan lingkungan. 

Berdasarkan  uraian  diatas dan fakta dilapangan, terlihat bahwa Kinerja DLH  
Rokan Hilir terkait penanganan sampah Rumah tangga  disekitar pelabuhan Panipahan  
belum  maksimal  dan menimbulkan pencemaran di laut,  maka terkait hal tersebut 
peneliti tertarik ingin meneliti tentang  “Evaluasi Dampak Limbah Rumah Tangga Bagi 
Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir)”. 

 
METODE  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut (Creswell, 
2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap 
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihatkan 
upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau prosedur-
prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara 
induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan 
makna data.  

Penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap 
fenomena-fenomena sosial denga cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan 
kenyataan-kenyataan atau fakta di lapangan mengenai Dampak Limbah Rumah Tangga 
Bagi Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir). 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pelabuhan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir. 
Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena Desa Panipahan terdapat  
Pelabuhan dimana  secara ekonomi, Pelabuhan  Panipahan berfungsi sebagai salah satu 
penggerak roda perekonomian masyarakat di panipahan khususnya dan Rokan Hilir 
umumnya , dan menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi serta , 
sebagai interface (titik temu) dua model  transportasi, yaitu transportasi laut dan 
transformasi darat ,namun  masyarakat justru memberikan dampak Limbah terhadap 
lingkungan pelabuhan tersebut ,hal ini ironi ,seharusnya masyarakat  berkewajiban ikut 
serta menjaga pencemaran lingkungan  

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber 
data, karena dari sumber data inilah kita bisa mendapatkan data seperti yang diharapkan, yang 
dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Jadi, sumber data adalah 
fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Sumber data 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama dan informan tambahan. 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang atau memperjelas data 
primer, diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mempermudah peneliti dalam 
memahami data-data primer yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini diperoleh dari 
hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan 
data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, 
foto dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, 
internet, foto dan sebagainya. 

Informan adalah orang pilihan yang dapat menerapkan dan memberikan 
informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan 
yang di anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian yaitu Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Rokal Hilir, Petugas Otoritas Pelabuhan di Panipahan dan 
aktivis lingkungan di Rohil serta tokoh masyarakat yang berada di sekitar Pelabuhan 
Panipahan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Dampak limbah rumah tangga terhadap aktivitas pelabuhan di Panipahan. 
Aktifitas masyarakat Panipahan pada umumnya melakukan kegiatan sehari-hari 

berada diatas laut sehingga kebiasaan membuang sampah limbah rumah tangga tidak 
pernah menjadi perhatian karena kurangnya pemahaman kepada masyarakat untuk 
tidak membuang sampah sembarangan ke laut atau ke bibir sungai, sehingga pada saat 
air laut surut terlihat kota Panipahan bagaikan perkampungan kumuh yang dipenuhi 
dengan sampah limbah rumah tangga yang dapat  dilihat dariibibir sungai dan pantai di 
Panipahan termasuk salah satunya Pelabuhan Panipahan. 

Sebagaimana kita ketahui pelabuhan merupakan salah satu prasarana transportasi 
yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut yang fungsinya berkaitan dengan 
faktor-faktor sosial dan ekonomi namun dengan adanya dampak limbah rumah tangga 
kelancaran transportasi laut khusunya kapal mengalami masalah keterlambatan 
disebabkan sampah limbah rumah tangga yang ada di sekitar pelabuhan mengganggu 
aktifitas olah gerak kapal.   

Dari gambaran diatas dapat kita lihat bahwa dampak limbah rumah tangga telah 
mempengaruhi aktifitas kapal yang melakukan olah gerak disekitar pelabuhan termasuk 
kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di peabuhan Panipahan, dari pihak 
pemerintah sendiri dari Kementerian Perhubungan kantor UPP kelas III Panipahan 
melakukan edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan buang sampah ke 
laut dengan acara gerakan bersih laut, dengan motto ‘laut bersih bikin baper’, hal itu 
guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dengan bersihnya laut 
masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan dan biota laut yang ada di dalamnya 
dan secara tidak langsung akan meberikan hasil laut yang melimpah dan higienis 
terbebas dari bahan yang berbahaya. 

 
2. Sarana dan prasarana 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka secara tidak langsung 
menyebabkan tingginya aktifitas masyarakat, sehingga sampah yang dihasilkan ikutan 
bertambah, daerah Panipahan sebagai objek penelitian tidak menemukan sarana dan 
prasarana yang disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak peduli akan 
bahaya dari membuang sampah sembarangan ke alur sungai atau langsung ke laut, 
dengan demikian peran pemerintah khususnya Dinas Llingkungan Hhidup (DLH) yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan harus 
menyediakan sarana dan prasaran yang sifatnya memberikan edukasi ke masyarakat 
mengenai pentingnya kebersihan lingkungan terutama lingkungan laut. 

Peranan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berih harus 
dibarengi dengan penyuluhan dan menyediakan sarana tempat pembuangan sampah 
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disekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat misalnya membuat tong sampah 
disetiap rumah tangga dan akan dijemput secara berkelanjutan dan terjadwal oleh 
petugas kebersihan kemudian dibawa ke TPA Tempat Pembuangan Akhir sesuai aturan 
yang telah dibuat, dengan demikian akan tercipta suasana menuju lingkungan bersih 
dari sampah. 

 
3. Sumber daya manusia 

Kurangnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kebiasaan masyarakt dalam membudayakan kebersihan lingkungan 
disekitar tempat tinggal mereka, hal ini dapat kita lihat didaerah Panipahan kec. Pasir 
Limau Kapas yang tidak tersentuh dengan penyuluhan masalah kebersihan lingkungan, 
karena dari dinas sendiri tidak menempatkan petugas kebersihan di daerah Panipahan, 
Kab. Rrokan Hilir untuk menangani masalah persampahan di Panipahan. 

Dengan menempatkan petugas kebesihan di Panipahan secara tidak langsung akan 
dengan sendirinya merubah kebiasaan masyarakat dari turun temurun membuang 
sampah langsung ke sungai atau ke laut, walaupun hal itu tidak bisa secara instan dapat 
memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kebersihan lingkungan di 
Panipahan namun setidaknya dapat merubah pola pikir masyarakat untuk tidak 
membiasakan membuang sampah ke laut. 

Penyuluhan dan pengawasan terhadap aktifitas pembuangan sampah limbah 
rumah tangga perlu terus digalakkan disetiap kepenghuluan Panipahan, guna 
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan terutama lingkungan disekitar pesisir Panipahan yang kehidupan dan 
matapencarian masyarakatnya dari hasil laut. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah 
setempat apabila ingin menciptakan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik. 

 
KESIMPULAN 

Evaluasi dampak limbah rumah tangga bagi pencemaran laut telah menimbulkan 
pencemaran disekitar lingkungan Pelabuhan Panipahan. Disebabkan peran dari dinas 
lingkungan hidup tidak merata dalam penerapan Perda No.06 tahun 2017 tentang 
pengelolaan sampah dan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi  
Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan sampah rumah  tangga dan sampah sejenis. 
Pelaksanaan Perda No.6 tahun 2017 hanya diterapkan di kota Bagansiapiapi sebagai ibu 
kota Kabupaten Rokan Hilir, tidak merata sampai ke daerah-daerah kecil di Rokan Hilir, 
termasuk daerah Panipahan sebagai bagian dari Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terbentur 
dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup 
sebagai dinas yang bertaggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten 
Rokan Hilir. Dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat Panipahan 
secara administrasi akan mendapatkan income bagi pemerintah melalui retribusi 
kebersihan lingkungan. 
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Abstrak 
Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Kelurahan telah dijalankan di Kecamatan 
Medang Kampai Kota Dumai. Sebelumnya anggaran yang digunakan oleh pemerintah kelurahan 
dalam melakasanakan fungsi pelayanan sangat bergantung dengan anggaran Kecamatan. Dana 
Kelurahan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kelurahan se-Kecamatan Medang Kampai telah menerima 
anggaran tersebut sejak 2019 melalui DAU Tambahan, dan di tahun 2020 melalui APBD Kota 
Dumai dan DAU Tambahan. Program dana Kelurahan ini merupakan sebuah harapan baru bagi 
Kelurahan untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang 
dikelola oleh masyarakat Kelurahan. Aparatur Kelurahan sejauh ini mengalami kendala dalam 
pelaksanaan dikarenakan selama ini keterlibatan kelurahan dalam pengelolaan anggaran sangat 
minim sehingga pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program/kegiatan dalam 
kebijakan tersebut di Implementasikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi 
kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, wawancara, 
dokumentasi dan, Observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 
Lingkup yang diteliti dalam implementasi kebijakan ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, 
Disposisi, dan Struktur Organisasi pelaksana Kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kendala yang dialami oleh aparatur kelurahan di Kecamatan Medang Kampai disebabkan 
kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur kelurahan.  

Kata kunci : implementasi, kebijakan, dana kelurahan, pembangunan, pemberdayaan 

 
PENDAHULUAN 

Belum lama ini Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Kelurahan telah 
di laksanakan di Indonesia. Sesuai dengan instruksi Pemerintah yang tertuang di dalam 
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan 
paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah 
yang tidak memiliki desa. 

Sebelumnya anggaran yang digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam 
melakasanakan fungsi pelayanan sangat bergantung dengan anggaran Kecamatan. 
Sementara itu, jumlah anggaran yang ada di Kecamatan pun termasuk yang terkecil 
diantara semua Perangkat Daerah. Padahal permasalahan perkotaan cukup kompleks 
seperti persoalan sampah, banjir, minimnya ketersediaan air bersih dan air minum, 
sanitasi yang tidak layak, serta buruknya penataan bangunan permukiman. Sehingga 
Lurah, selaku pimpinan kelurahan, memiliki wewenang yang sangat terbatas pada 
anggaran. 

Besaran lima persen (5%) tersebut terbilang cukup besar untuk dikelola 
Kelurahan dalam waktu satu tahun. Tahun 2020, angka ini dapat mencapai lebih dari 1 
Milyar rupiah untuk setiap kelurahan di Kota Dumai. Kebijakan tersebut adalah sebuah 
harapan baru bagi Kelurahan untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat 
melalui kegiatan kegiatan yang dikelola seutuhnya bersama dengan masyarakat 
Kelurahan.  

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kelurahan se-
Kecamatan Medang Kampai telah menerima anggaran tersebut sejak 2019 melalui DAU 
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Tambahan , dan di tahun 2020 melalui DAK dan DAU Tambahan. Kecamatan Medang 
Kampai bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kecamatan Medang kampai.  

Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya upaya meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat serta  kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kelurahan. Akan 
tetapi ditemukan ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan yang terjadi ketika 
seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong 
dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan 
atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru dalam perencanaan kegiatan yang 
bersifat pemberdayaan masyarakat mendapatkan anggaran yang lebih kecil. Dalam hal 
ini Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan (LPMK) lebih banyak 
memberikan usulan untuk kegiatan pembangunan fisik. Sementara Jumlah Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat cenderung lebih sedikit. 

Aparatur Kelurahan sejauh ini mengalami kendala dalam implementasi kegiatan 
dana kelurahan ini. Mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pencairan 
Anggaran. Pada tahapan perencanaan, beberapa kegiatan yang sifatnya penting tidak 
dapat dilaksanakan karena Kegiatan tersebut tidak masuk kedalam Dokumen 
Perencanaan Daerah. Masalah ini merupakan hal kecil yang dampaknya cukup besar. 
Besarnya jumlah anggaran menimbulkan rasa takut bagi aparatur kelurahan dalam 
pengelolaannya. Kelurahan yang selama ini hanya melakukan kegiatan pelayanan, saat 
ini menjadi tugas tambahan bagi Kelurahan untuk mengelola anggaran sendiri. Tentunya 
aparatur kelurahan mengalami peningkatan beban kerja. Minimnya pengalaman teknis 
dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Kegiatan 
Dana Kelurahan ini. 
 
METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2006: 4), mendefenisikan Metode kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Implementasi Kebijkaan 
Dana Kelurahan pada prinsipnya merupakan proses untuk merealisasikan 
kegiatan/program yang telah  dibatasi dalam Peraturannya. Proses realisasi ini 
mencakup perencanaan Kegiatan, Penganggaran Kegiatan, serta Pertanggungjawaban 
Kegiatan. Tulisan ini menganalisis ketiga proses tersebut melalui variable yang 
dikemukakan oleh Edward III sehingga dapat diidentifikasi kekurangan dari setiap 
variable yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam proses Implementasimya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
DANA KELURAHAN 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan 
bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan, dialokasikan arggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang 
tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Selanjutnya 
Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan 
kegiatan yang bersumber dari dana alokasi kelurahan. Kegiatan Dana Kelurahan 
digunakan untuk dua jenis Kegiatan yaitu : 
1. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan : digunakan untuk membiayai 

pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 
masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, Kesehatan, 
Pendidikan dan kebudayaan di Kelurahan 
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2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan: digunakan untuk peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber 
daya sendiri, kegiatan ini meliputi Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 
masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, Pengelolaan kegiatan 
pengembangan UMKM, lembaga kemasyarakatan, ketenteraman, ketertiban umum, 
dan perlindungan masyarakat, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; 

Penentuan Kegiatan Dana Kelurahan dilakukan melalui musyawarah kelurahan 
untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat kelurahan. Dengan tahapan 
perencanaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, pembangunan Kelurahan dan disepakati bersama dalam bentuk Berita Acara 
Musyawarah. Kegiatan tersebut disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KELURAHAN 

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis Implementasi Alokasi Dana 
Kelurahan dalam hubungannya dengan variable yang mempengaruhi keberhasilan dan 
kegagalan Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Adapun 
Variable-variable nya adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan 
Struktur Birokrasi. 
1. Komunikasi 

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan 
keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya.. Komunikasi (pentransmisian 
informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin 
konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam 
masyarakat. Tiga indikator yang komunikasi dalam konteks kebijakan public yaitu: 

a. Transmisi 
Kebijakan yang diimplementasikan harus disampaikan kepada pejabat yang akan 

melaksanakan kebijakan ini. Dalam hal ini, Kebijakan dana Kelurahan disampaikan 
kepada pihak Kecamatan dan kelurahan. Penyaluran kebijakan dapat dilaksanakan 
dengan beberapa bentuk seperti sosialisasi dan bimbingan teknis. 

Penyaluran Kebijakan Dana Kelurahan kepada Pihak Kecamatan dan Kelurahan 
pada lokasi penelitian dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian 
Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Dumai. Informasi disampaikan 
dalam bentuk rapat dengan mengundang para Lurah dan Camat se-Kota Dumai. Selain 
daripada rapat, penyaluran informasi juga dilaksanakan melalui media komunikasi 
online dengan membentuk Group Whatsapp Dana Kelurahan yang berisikan para Camat 
dan Lurah Se Kota Dumai. Didalam group juga menyertakan aparatur dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Kota dumai serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah. 

b. Kejelasan 
Pada pelaksanaan Rapat disampaikan hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan 

Kebijakan Dana Kelurahan ini. Maksud & Tujuan Kebijakan serta Sasaran kebijakan 
disampaikan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Infromasi disampaikan 
dengan jelas sesui dengan  isi dari Permendagri 180 tahunn 2018 tersebut.  

Camat Medang Kampai, Bapak Muhammad Zakir, S.IP., M.IP. “Pada rapat di Kantor 
Walikota Dumai pada awal Dana Kelurahan ini diperintahkan untuk dipesiapkan, 
Pemerintah pusat menyalurkan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) 
kepada pemerintah Kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai, maka kepada Lurah diminta 
untuk melaksanakan Musyawarah Bersama dengan LPMK dan Masyarakat untuk 
menentukan kegitan yang akan dilaksanakan, kemudia Kecamatan untuk mengkoordinir 
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semua kelurahannya” rapat dihadiri oleh Walikota, Kabag APU, BAPPEDA, BPKAD, 
Camat, dan Lurah se-Kota Dumai.  

Rapat yang dilaksanakan tersebut menyampaikan informasi bahwa Dana 
Kelurahan akan segera dilaksanakan. Kejelasan infromasi mengenai maksud dan tujuan 
serta sasaran kegiatan telah terpunuhi dan dipahami oleh piihak Kelurahan. Akan tetapi 
masih banyak informasi lain yang kurang disampaikan.  

Lurah Teluk Makmur “Berita Acara Musrenbang Kegiatan Dana Kelurahan sudah 
lengkap dan sesuai dengan arahan dari Peraturan Dana Kelurahan, tapi pelaksanaannya 
kami kelurahan masih memiliki banyak kendala”. Sejalan dengan Lurah Teluk Makmur, 
Kelurahan lain juga berpendapat demikian. 

Kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan salah satunya adalah penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebelumnya Kelurahan sangat jarang terlibat dalam 
penyusunan RKA, karena Anggaran di Kelurahan bergantung kepada Kecamatan dan di 
susun oleh Kecamatan.  

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III yaitu salah satu alasan 
yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas yaitu kebijakan baru 
yang para perumusnya belum terlalu menguasai masalah. Kelurahan disini bertindak 
sebagai pelaksana Kebijakan juga sekaligus sebagai perumus kebijakan. Perumusan 
kebijakan oleh kelurahan berupa tindak lanjut dari Implementasi Kebijakan Dana 
Kelurahan. Kelurahan membuat kebijakan berupa Program dan Kegiatan, namun 
Kemampuan Teknis SDM kelurahan sangat terbatas dalam merencanakan kegiatan 
pembangunan.  

Komunikasi yang dilkasanakan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka 
Implementasi Dana Kelurahan masih belum maksimal. Sebaiknya sebelum kebijakan ini 
sepenuhnya dirumuskan kembali oleh kelurahan, perlu adanya komunikasi dalam 
bentuk Bimbingan Teknis bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga hal-hal 
bersifat adminstratif dan Teknis yang kurang dipahami oleh pelaksana dapat 
disampaikan dengan jelas dan dimengerti. 

c. Konsistensi 
Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang 

konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten 
akan membingungkan pelaksana. Aparat Kelurahan dalam Implementasi Dana 
Kelurahan melaksanakan perintah melalui Peraturan yang telah ditetapkan. 
Inkonsistensi yang terjadi dalam implementasi Dana Kelurahan menimbulkan beberapa 
kendala bagi Kelurahan.  

Berdasarakan wawancara Bersama Ketua LPMK Kelurahan Pelintung bahwa 
“Harapan kami untuk Dana Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan kami sedikit 
mengecewakan, karena tidak jelas Jumlah anggaran ini kami terima. Tahun 2019 yang 
awalnya 350juta untuk kelurahan kami, ternyata tidak bisa kami gunakan semuanya, 
Tahun 2020 juga sama. dari 1 Milyar lebih yang kami sudah rencanakan, kami susun 
bersama kelurahan bahkan sampai lembur kami menyusun RKA, nyatanya ditarik 
kembali dengan alasan refocusing anggaran”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, inkonsistensi ini terjadi pada informasi yang 
diterima oleh masyarakat sebagi kelompok penerima manfaat kebijakan. Pada awal 
tahap perencanaan Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2020, masyarakat tahu bahwa 
anggaran Dana Kelurahan yang akan diterima sebesar 1 Milyar per kelurahan. 
Musyawarah untuk merencanakan kegiatan telah dilaksanakan, dan masyarakat telah 
menuruh harapan yang besar pada Dana Kelurahan ini untuk peningkatan sarana 
prasarana Kelurahan khususnya. Akan tetapi terjadinya refocusing Anggaran 
menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Dana Kelurahan ini.  
2. Sumber Daya 
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Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. 
Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja Walaupun 
isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia (kualitas 
dan kuantitas), sumber daya Informasi, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya 
kewenangan. 

a. Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia merupakan factor paling penting yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Jumlah dan Kemampuan sumber 
daya manusia harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam Implementasi dana 
kelurahan, terdapat beberapa stakeholder yang masing-masing memiliki peran yang 
berbeda satu sama lain dan harus dapat salig bekerjasama dengan baik sehingga tujuan 
dapat tercapai. Aparatur Kelurahan adalah salah SDM yang sangat berperan penting 
dalam pelaksanaan Dana Kelurahan ini.  

Dari segi kuantitas, Aparatur kelurahan pada umumnya cukup pada setiap 
kelurahan. Dari segi kualitas, Aparatur Kelurahan memiliki kapabilitas dalam 
melaksanakan kegiatan. Sekitar 90% aparatur kelurahan dengan kualifikasi Pendidikan 
Sarjana. Hanya saja anggaran kelurahan selama ini bergantung pada kecamatan 
membuat Kelurahan mengalami kendala dalam hal administrasi keuangan.   

b. Informasi 
Informasi berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan 

dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Cara melaksanakan kebijakan petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan adalah sumber daya yang penting bagi Kelurahan. 
Pemerintah Kota memberikan juknis pelaksanaan kegiatam dalam bentuk Peraturan 
Walikota. Peraturan ini menjadi petunjuk bagi kelurahan seakaligus menjadi kekuatan 
hukum dalam implementasi kegiatan.  

c.  Fasilitas 
Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk 

memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, 
implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada 
kebutuhan kebijakan. Pelaksanaan dana kelurahan sesuai dengan permendagri 130 
tahun 2018 menjelaskan Anggaran diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan 
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.  

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, dari BAPPEDA dan BPKAD kota 
dumai bahwa Anggaran Dana Kelurahan tidak dapat digunakan untuk pengadaan sarana 
Kantor. Didalam Permendagri tersebut juga tidak memuat petunjuk yang menjelaskan 
penggunaan anggaran untuk sarana kantor lurah. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi 
kelurahan dalam Implementasi kebijakan. Anggaran yang cukup besar tersebut tidak 
dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi kelurahan. 

d. Kewenangan 
Dalam Impelementasi dana kelurahan, diperlukan pembagian kewenangan 

terhadapa kelurahan dari pemerintah kota dumai. Hal ini perlu karena hamper seluruh 
kegiatan yang diatur dalam Permendagri tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab 
dari Dinas dan Badan pada pemerintah kota dumai. Dana Kelurahan ditujukan agar 
jangkauan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah lebih luas. Oleh 
sebab itu, pemerintah kota Dumai tela mengeluarkan Peraturan tentang pelimpahan 
kewenangan kepada camat sehingga kegiata yang tadinya merupakan tanggungjawab 
Dinas teknis dapat dilaksanakan oleh kelurahan. 
3. Disposisi/Sikap 

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau 
program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-
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pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai 
tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi 
kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Unsur 
kognitif diperlukan untuk mengetahui yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana 
terhadap kebijakan. Pemahaman ini akan menghasilkan respon terhadap kebijakan. 
Ketika Pelaksana maupun Kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan ini, maka 
akan menghasil kan respon positif maupun negatif terhadap kebijakan, untuk itu perlu 
memberikan pemahaman bagi pelaksana dan kelompok sasaran mengenai tujuan dari 
suatu kebijakan.  

Kebijakan Dana kelurahan mendapat respon positif dan mendapat dukungan dari 
aparur kelurahan dan Masyarakat kelurahan. Hal ini karena tujuan dari kebijakan telah 
dipahami oleh Pelaksana dan Kelompok sasaran. Respon ini merupakan unsur afektif 
yaitu Persepsi Aparat Kelurahan dan Kelompok Sasaran terhadap Kebijakan. Baik 
pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan dana kelurahan menunjukkan respon 
yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan ini.  

Namun kebijakan ini juga memberikan efek yaitu bertambahnya kuantitas kerja 
pada apparat kelurahan. Tambahnya pekerjaan tersebut tidak didukung dengan 
feedback yang diterima oleh pelaksana dana kelurahan. Jumlah anggaran yang cukup 
besar mengakibatkan kemungkinan berhadapan dengan apparat penegak hukum 
menjadi salah satu efek yang mempengaruhi persepsi pelaksana kebijakan dana 
kelurahan. 
4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola 
pelaksanaan sebuah kebijakan. perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang 
mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika perlu adanya 
Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para 
pelaksana, 

Permendagri 130 tahun 2018 sudah memuat prosedur pelaksanaan dana 
kelurahan. Didukung juga dengan peraturan walikota dumai no 18 tahun 2021 yang 
memuat tentang petunjuk pelaksanaan dana kelurahan.  Kendala yang ditemukan 
dilapangan adalah kurangnya sosialisasi mengenai petunjuk teknis terhadap aparatur 
kelurahan menyebabka lambatnya pelaksanaan kebijakan dana kelurahan setiap tahun. 
Tahun 2019, pelaksanaan dana kelurahan di kecamatan medang kampai baru dimulai 
pada bulan juni dan penggunaan dana kelurahan hanya dilaksanakan sebanyak 50%. Hal 
ini karena anggaran dana kelurahan pada tahun 2019 berasal dari Pusat berupa Dana 
Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan), dan sesuai peraturan Menteri keuangan, 
penyaluran DAU Tambahan tahap 2 paling lambat bulan agustur dengan syarat 
menyampaikan laporan realisasi 50% dari DAU tambahan yang diterima. Namun 
keterlambatan pelaksanaan kegiatan menyebabkan kelurahan tidak dapat 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan 50%. Hal ini menyebabkan DAU tambahan 
tahap 2 tidak disalurkan oleh pemerintah pusat. Permasalahan ini dialami oleh semua 
kelurahan se-Kota Dumai. 

 
KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan dan Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai telah 
dilaksanakan sejak tahun 2019. Terdapat beberapa variable yang perlu diperhatikan 
dalam pelaksanaan kebijakan dana kelurahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
dan kegagalan kebijakan. Variabel tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, 
Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.  
1. Variable Komunikasi 

Kurangnya sosialisasi menyebabkan kendala yang cukup berpengaruh dalam 
implementasi kebijakan Dana Kelurahan. Sebelumnya Kelurahan sangat jarang terlibat 
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dalam penyusunan RKA, karena Anggaran di Kelurahan bergantung kepada Kecamatan 
dan di susun oleh Kecamatan. Pada kondisi ini, perencanaan, penganggaran dan 
pertanggung jawaban menjadi terkendala.  
2. Sumber Daya 

Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia (kualitas dan kuantitas), sumber 
daya Informasi, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya kewenangan. Pada Variable 
Sumber daya, Implementasi dana kelurahan di kecamatan Medang kampai terjadi di 
Kelurahan Mundam. Hal ini karena Jumlah Pegawai kelurahan yang kurang karena 
adanya salah satu jabatan yang kosong. Kekuarangan fasilitas juga dialami semua 
kelurahan. Meskipun Anggaran cukup besar namun dana kelurahan tidak dapat 
dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor Lurah.  
3. Disposisi/Sikap 
Pada umumnya semua stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan dana 
kelurahan, baik Aparat Kelurahan, LPMK, dan Masyarakat memberikan respon positif 
terhadap kebijakan ini. Namun kebijakan dana kelurahan ini menambah beban kerja 
aparatur kelurahan. Hal ini memberikan dmapak yang cukup berpengaruh terhadap 
pelaksanaan kebijakan dana kelurahan.  
4. Struktur birokrasi 

Variable ini merupakan sebuah mekanisme yang diperlukan dalam pelaksanan 
kebijakan. Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di 
antara para pelaksana, Permendagri 130 tahun 2018 sudah memuat prosedur 
pelaksanaan dana kelurahan. Didukung juga dengan peraturan Walikota Dumai no 18 
tahun 2021 yang memuat tentang petunjuk pelaksanaan dana kelurahan.   
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan usaha produksi daur 
ulang sampah di Bank Sampah Dalang Collection di jalan gajah No 33 kelurahan Rejosari Tenayan 
Raya kota pekanbaru. Indikator penilaian pengembangan usaha yang digunakan meliputi dua 
aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Tipe penelitian yang berlokasi di jalan jalan gajah 
No 33 kelurahan Rejosari Tenayan Raya kota pekanbaru ini adalah survey deskritif, yaitu 
melakukan wawancara sebagai alai pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan ini 
kemudia di jadikan bahan baku utama untuk menganalisis objektif pada lokasi yang diteliti, 
terdapat satu orang sampel pada penelitian ini yaitu key informan berjumlah satu orang pemilik 
usaha Bank Sampah Dalang Collection. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri 
dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang 
dikumpulkan dengan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan 
menyimpulkan bahwa pengembangan usaha Bank Sampah Dalang Collection di jalan gajah No 33 
kelurahan Rejosari Tenayan Raya kota pekanbaru berada pada cakupan penilaian yang tidak lagi 
berjalan ditempat atau telah berkembang. Masukkan yang perlu dipertimbangkan dan dilihat lagi 
terkhusus bertepatan dengan hal-hal yang menjadi masalah dan hambatan dalam pengembangan 
usahadaur ulang sampah dapat tersampaikan, sehingga dapat tercapainya pengembangan usaha 
Bank Sampah Dalang Collection di kemudian hari. 

Kata kunci:  pengembangan usaha dan produksi 

 
PENDAHULUAN  

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya 
perekonomian nasional.Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk 
industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasibahkan sampai terhenti 
aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat 
bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis 
moneter pada berbagai sektor ekonomi.  

UMKM bertujuan menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.Hal ini 
mengandung makna, bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk 
menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak 
mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi 
semua pemangku kepentingan. 

Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sector UMKM 
maupun menjadi katup pengaman dari ekses akibat krisis.Walaupun harus diakui pula, 
setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang 
berati.Kontribusi UMKM diakui juga di berbagai Negara, namun nasibnya berbeda di 
satu Negara dengan Negara lainnya.Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan 
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat besar.Pada banyak kasus diberbagai 
Negara, sector ini mampu menggerakkan sector riil pada berbagai lapangan usaha 
sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB. 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu memberikan pelayanan pelayanan 
ekonomi secara meluas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses 
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan 
ekonomi,dan berperan dalam mewujudkan stabilitas national. Sebagai salah satu pilar 
ekonomi nasional, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan 
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perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang 
tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui 
pemberdayaan UMKM . 

Pada sektor industri di pekanbaru banyak memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Usaha kecil menengah yang 
merupakan bentuk kemandirian masyarakat tersebut bergerak di bidang 
pertanian,perkebunan, kerajinan, peternakan, pertambakan dan sebagainya, Namun 
demikian, ada sejmlah persoalan. 

Namun ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UMKM antara lain 
keterbatasan modal kerja atau investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dalam 
dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai 
peluang pasar lainnya, keterbatasan pekerja dengan keah;ian tinggi (kualitas SDM 
rendah) dan kemampuan teknologi, keterbtasanan komunikasi dan biaya tinggi akibat 
prosedur administrasi dan birokrasi yang komplek khususnya. 

Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak di topang 
oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas 
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah  tahun 2017 di kota pekanbaru adalah : 

Tabel I.1 Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru Berdasarkan 
Kecamatan Dan Jenis Usahanya 

No 
Nama 

Kecamatan 

Pengurusan 
Izin Tahun 

2015 

Pengurusan 
Izin Tahun 

2016 

Pengurusan 
Izin Tahun 

2017 

Klasifikasi 

Kecil Mikro 

1.  
Pekanbaru 
Kota 

48 29 33 18 92 

2.  Sukajadi 50 35 46 7 124 
3.  Sail 90 9 75 7 167 
4.  Lima Puluh 26 24 21 14 57 
5.  Senapelan 314 52 300 39 627 
6.  Rumbai 47 220 43 66 244 
7.  Bukit Raya 76 60 27 22 252 
8.  Tampan 179 267 145 135 456 
9.  Rumbai Pesisir 134 145 77 16 340 
10.  Payung Sekaki 58 138 62 14 244 

11.  
Marpoyan 
Damai 

52 45 48 19 126 

12.  Tenaya Raya 273 584 280 116 1021 
Jumlah 1347 1608 1157 462 3650 

TOTAL 4112 
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru 2017.  

 
   Pemerintah dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan UMKM yang bergerak di 

bidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di Kota Pekanbaru cukup 
banyak, Departemen Perdagangan (2008) menyebutkan industry kreatif adalah bagian 
tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem 
transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang 
digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif, di Indonesia industry 
kreatif biasanya disebut juga dengan industry yang berbasis seni/budaya atau 
kreativitas.Industry kreatif tercipta dari pemanfaatan (karya) seni dan budaya serta 
keterampilan/ kecakapan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat atau 
menciptakan lapan pekerjaan baru. Disamping itu industry kreatif diharapkan juga  bisa 
menciptakan kesejahteraan ekonomi di daerah. Intinya adalah bahwa industry kreatif 
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merupakan hasil dari kreatifitas dan daya cipta setiap individu untuk meningkatkan nilai 
tambah ekonomi dan pendapatan atau penghasilan.Pemerintah Indonesia telah 
mengelompokkan industri kreatif menjadi 16 subsektor melalui Badan Ekonomi Kreatif 
yang berfokus untuk dikelola dan dikembangkan. Ke 16 subsektor tersebut yaitu : 
1. Periklanan  

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatifyang berhubungan 
dengan jasa periklananyang berisi penyampaian pesan kepada masyarakat dalam 
mempromosikan produk.Sampai saat ini periklan masih menjadi media paling 
efektif dalam mempublikasikan produk dan jasa. 

2. Arsitektur  
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan budaya dan pembangunan, yang mana dari segi budaya arsitektur di artikan 
sebagai karakter dari Negara Indonesia yang beraneka ragam. Sedangkan dari segi 
pembangunan arsitektur di artikan sebagai perencanaan dari sebuah pembangunan 
suatu kota. 

3. Pasar Barang Seni 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan perdagangan berupa barang-barang yang mempunyai nilai estetika tinggi. 
Dengan cara melalui perlelangan, galeri, media sosial, dan swalayan. Seperti alat 
music, ukiran dan lain-lain. 

4. Kerajinan  
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan keterampilan tangan yang dibuat oleh pengrajin dari mulai merancang, 
mengkreasikan hingga penyelesaian suatu produk yang dihasilkan memiliki nilai 
jual yang tinggi. Seperti : sulam, patung dan lain-lain. 

5. Desain  
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

gfafis, interior. Dimana desain sebagai bentuk komunikasi penyampaian pesan 
melalui gambar, seperti : interior hunian dan hotel. 

6. Fashion 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan gaya hidup yang menggambarkan suatu identitas diri, seperti pakaian, 
aksesoris. Dimana fashion menjadi salah satu kreatifitas desainer dalam 
mengkreasikan karya didalam masyarakat, seperti : desain pakaian, desain tas dan 
lain-lain. 

7. Animasi, Film dan Video  
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan kreasi produksi fotografis, film, video serta mengeksplorasikannya sehingga 
menjadi lebih hidup dan bernyawa agar informasi dapat tersampaikan. 

8. Fotografi 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan industry untuk memproduksi suatu citra dari objek foto dengan 
menggunakan fotografi yang didalamnya terdapat media perekam cahaya, media 
penyimpanan berkas dan media untuk menampilkan informasi untuk menciptakan 
suatu kesempatan kerja. 

9. Permainan Interaktif 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan teknologi dengan cara mengkreasikan, memproduksi serta 
mendistribusikan permainan computer dan video dengan tujuan sebagai hiburan 
dan sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. 

10. Music  
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Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 
dengan komposisi, rekaman, distribusi serta pertunjukan suatu karya seni berbasis 
music. 

11. Seni Pertunjukan 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan pengembangan suatu konten produksi kesenian yang diolah oleh perancang, 
pekerja teknis dan penampil dalam menyampaikan gagasan kepada audien yang 
biasanya dalam bentuk lisan, gerakan, music dan tata rupa dalam ruang dan waktu 
yang sama. 

12. Penerbitan dan Percetakan 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan daya imajinasi dalam membuat konten seperti penerbitan buku, majalah, 
konten digital dan sebagainya, serta pencetakan uang kertas, perangko, surat saham 
dan surat-surat berharga. 

13. Layanan Komputer dan Perangkat Lunak 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan pengembangan teknologi informasi seperti jasa layanan pengolahan data, 
computer, database, perangkat lunak, desain dan analisi system termasuk 
perawatannya dan lain-lain. 

14. Televise dan Radio 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan pengemasan informasi serta gagasan kepada penikmatnya melalui gambar 
serta suara, seperti : penyiaran, tranmisi konten serta aktivitas pemancaran kembali 
siaran radio dan televise. 

15. Riset dan Pengembangan 
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan usaha inovatif yang bertujuan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan serta 
nilai tambah dengan penemuan ilmu, teknologi dan penerapan ilmu maupun 
teknologi dalam perbaikan produk dengan kreasi baru, alat baru, medote baru serta 
teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. 

16. Kuliner  
Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan 

dengan pengolahan, penyajian serta persiapan produk makanan dan minuman yang 
di jadikan unsur kreatifitas,tradisi dan estetika dengan tujuan untuk menarik daya 
beli serta pengalaman konsumen. 

Salah satu UMKM berbasis ekonomi kreatif yang ada dikota pekanbaru adalah 
Bank Sampah Dalang Colletion yang beridri sejak tahun 2007 berlokasi dijalan gajah No 
33 Kelurahan Rejosari Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang berada didalam pemukiman 
warga setempat. Bank Sampah Dalang Collection bergerak dibidang industri kerajinan 
yang mana mendaur ulang sampah atau limbah plastik rumah tangga menjadi barang 
yang mempunyai nilai jual yang menghasilkan uang.Sementara lokasi yang terbilang 
sedikit masuk kedalam membuat masyarakat kurang mengenal produk-produk yang 
dihasilkan oleh Bank Sampah Dalang Collection kecuali masyarakat sekitar.Namun 
dengan kreatifitas serta keaktifan pemiliknya sekarang Bank Sampah Dalang Collection 
dapat dikenal di kalangan masyarakat melalu media-media inspiratif seperti televisi 
swasta. 

Bank Sampah Dalang Collection termasuk dalam sektor kerajinan. Dikarnakan 
Bank Sampah Dalang Collection itu sendiri menciptakan produk dengan keterampilan 
dari tangan pengrajin, yang mana mengolah bahan baku yang terbuang dan tak terpakai 
menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual di pasaran yang kemudian dapat 
dinikmati oleh para konsumen.  
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Bank Sampah Dalang Collection mempunyai anggota atau karyawan sebanyak 40 
orang tapi sampai saat ini yang berada di Bank Sampah Collection yaitu sebanyak 10 
orang yang mana itu terdiri dari ibu rumah tangga, dan Bank Sampah Dalang Collection 
untuk mendapatkan bahan baku daur ulang sendiri bank ini telah bekerjasama dengan 
kurang lebih 34 sekolah dikota Pekanbaru dan masyarakat disekitar pemukiman, Bank 
Sampah Dalang Collection ini juga membuka pelatihan atau kursus untuk ibu-ibu rumah 
tangga yang ingin mengasah kemampuan dalam hal kerajinan, barang daur ulang 
sampah yang dihasilkan bisa dijual dengan harga yang terjagkau atau relatif murah dan 
bisa disewakan kepada sekolah sekolah yang sedang mengikuti parade tahunan atau 
karnaval. 

Tabel I.6 Data Penjualan Produk Bank Sampah Dalang Collection 2015 -2018 
NO TAHUN JUMLAH PENJUALAN OMSET 
1 2015 2.484 unit 50.648.000 
2 2016 2.802 unit 52.541.000 
3 2017 2.671 unit 52.994.000 
4 2018 2.789 unit 55.767.000 

Sumber : Data Peneliti 2019 
 
Semenjak berdirinya usaha Bank Sampah Dalang Collection  yang berada di jalan 

Gajah No 33 Kelurahan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini bisa memberikan kontribusi 
kepada masyrakat setempat dalam memberikan kesempatan kerja dan mengurangi 
angka penggangguran khususnya di Pekanbaru, Bank Sampah Dalang Collection  
merekrut siapa saja yang bersinegri tanpa melihat unsur suku dan lain lain, yang penting 
bisa bekerja sama dan mempunyai tanggung jawab, total keseluruhan karyawan di bank 
sampah dalang collection sebanyak 40 orang tenaga kerja yang mana dominan adalah 
ibu-ibu setempat yang ingin belajar mengasah kemampuan dan menambah penghasilan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa produk yang dihasilkan oleh bank sampah 
dalang collection adalah produk pakai (barang), selain itu bisa juga dijadikan cindra 
mata. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa fenomena yang terjadi dalam 
permasalahan tersebuut yaitu : 
a. Bank sampah dalang collection merupakan bank sampah pertama dan yang masih 

aktif di Pekanbaru berbasis ekonomi kreatif. 
b. Dalam memenuhi kebutuhan produksi, Bank Sampah Dalang Collection memiliki 

sumber bahan baku yang banyak, seperti sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru. 
c. Produk Bank Sampah Dalang Collection kurang dikenal masyarakat karena 

kurangnya promosi dan lokasinya yang kurang strategis. 
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah 
dalam penelitian ini, yaitu : “ Bagaimanakah pengembangan usaha pada Bank Sampah 
Dalang Collection ?”. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;” untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif pada Bank Sampah 
Dalang Collection kota Pekanbaru. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe yang 
mengumpulkan, menyusun, mrnginterpretasikan dan menganalisa data sehingga 
memberikan keterangan lengkap mengenai perusahaan yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 
karena peneliti ini berusaha untuk mengetahui pengembangan usaha Bank Sampah 
Dalang Collection melalui wawancara dengan pelaku usaha dan juga mengamati secara 
langsung bagaimana kondisi serta antusias konsumen terhadap Bank Sampah Dalang 
Collection.Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 
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data yang mengandung makna.Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 
merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2017:26). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Identitas key informan merupakan kejelasan yang didapat dari hasil wawancara 
yang dilakukan oleh penulis yang berisi mengenai nama, umur, jenis kelamin serta 
pendidikan key informan untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat 
pada keterangan berikut : 

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Key Informan Pemilik Usaha Bank Sampah Dalang 
Collection Kota Pekanbaru 

No Key informan 
Umur 

(tahun) 
Tingkat 

pendidikan 

Jenis 
kelamin Jumlah 

L P 

1. 
Soffia Seffen, 

SH 
45 S1  1 1 

 Jumlah   1 1 
Sumber : data olahan peneliti, 2020 
 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bawa Bank Sampah 
Dalang Collection berdiri tahun 2007, adapun awalnya dalam memulai usaha Bank 
sampah melalui sosialisai menggunakan modal sendiri untuk melakukan produksi. Dari 
hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman menjadi salah 
satu faktor penentu Bank Sampah Dalang Collection untuk produksi produk dari daur ulang 
sampah yang mana kegiatan tersebut mendapat perhatian khusus dari berbagai elemen swasta 
dan pemerintah karna mempunyai nilai positif terhadap lingkungan khususnya kota pekanbaru, 
untuk produk itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat harga sesuai dengan kualitas barang. Pasngsa 
pasarnya disini jelas karna semua dapat memiliki produk Bank Sampah Dalang Collection karna 
kualitas dan harga yang ditawarkan bersahabat dengan kantong masyarakat umum. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai 
Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Sampah Dalang Collection Di 
Kota Pekanbaru, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Bank Sampah Dalang 
Collection telah mengalami pengembangan hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor 
pendukung yaitu : 
1. Awalnya jiwa kewirausahaan itu muncul bukan pada saat mendirikan Bank Sampah 

Dalang Collection tetapi jiwa kewirausahaan itu muncul pada saat telah berjalannya 
usaha tersebut selama tiga tahun Bank Sampah Dalang Collection tepatnya pada 
tahun 2010, untuk produksi sendiri terdiri dari berbagai bentuk atau desain produk 
yang dihasilkan seperti ; alas meja, tas, dompet, tempat tisu dan lain-lain. Untuk 
anggaran dana awalnya Bank Sampah Dalang Collection menggunakan modal sendiri 
yang mana digunakan untuk sosialisai, namun seiring berjalannya waktu ternyata 
banyak masyarakat merespon baik usaha ini dan itupun tidak luput dari pandangan 
perusahaan seperti BNI, PLN, Pemerintah Daerah. Maka dari itu merekapun ikut 
membantu memberikan fasilitas sarana prasarana dalam bentuk ; mobil transpotasi, 
motor, laptop, printer, mesin jahit, gudang, semua itu guna untuk mengembangkan 
produk yang di hasilkan Bank Sampah Dalang Collection 

2. Perkembangan zaman salah satu faktor pendukung untuk Bank Sampah Dalang 
Collection mengembangkan produknya, karna tentu produk yang dihasilkan harus 
sesuai dengan minat konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk 
tersebut, dari produk yang dihasilkan telah menarik investor untuk ikut 
perpatisipasi dalam mengembangkan usaha daur ulang tersebut, dibalik itu juga 
lingkunganpun awalnya tidak semua mendukung usaha ini, karna berbau dengan 
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sampah tetapi semakin hari masyarakat semakin sadar dan peduli bahwa menjaga 
lingkungan itu sangatlah penting. Untuk harga yang ditawarkan sesuai dengan 
kualitas dan tingkat pembuatan produk daur ulang tersebut, mengenai pangsa 
pasarnya sendiri disini tidak melihat kalangan atas atau kalangan bawah, artinya 
semua orang dapat memiliki produk daur ulang tersebut karna produknya itu 
sendiri di bantdrol dengan harga yang sangat terjangkau atau cocok di kantong 
masyarakat umum. 
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Abstrak 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program Sistem Pelayanan 
Terpadu kependudukan (Sipenduduk) dalam menyelenggarakan layanan Disdukcapil pada masa 
pandemic covid-19. Penelitian berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
pekanbaru. Jenis penelitian ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data 
diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa 
program Sipenduduk Disdukcapil masih belum efektiv dalam menyelenggarakan layanan di 
Disdukcapil pada masa pandemi covid-19. Namun dapat dilihat memasuki tahun kedua 
penerapannya Sipenduduk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. 

Kata Kunci: efektivitas, Si Penduduk, Covid-19. 

  
PENDAHULUAN 

Pelayanan publik merupakan sesuatu yang telah menjadi kebutuhan penting bagi 
masyarakat. Keperluan masyarakat untuk mengakses jasa dan sejumlah layanan 
merupakan suatu kesinambungan yang akan terus berjalan. Oleh karena itu sejumlah 
instansi baik pemerintah maupun non pemerintah menggenggam peranan penting 
dalam melaksanakan pelayanan publik. Salah satu akses pelayanan publik yang banyak 
dibutuhkan oleh masyarakat ialah akses pengurusan dokumen kependudukan seperti 
pembuatan akta kelahiran, pengurusan KTP, akta kematian, Kartu Keluarga, surat 
pindah, dan lain sebagainya. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintahan yang 
memiliki permintaan akses paling banyak diantara sejumlah instansi pelayanan public 
lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Terhitung 
sejak bulan Juni 2020 hingga Juni 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
memiliki permintaan akses layanan sejumlah 43.370 permintaan layanan mengungguli 
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yakni sebesar 
23.905 permintaan layanan. (Sumber: https://mpp.pekanbaru.go.id diakses pada 30 Juni 
pukul 16:55 WIB).  

Namun pada bulan April tahun 2020 pemerintah pusat memberlakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB disebabkan oleh 
penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Menanggapi kebijakan tersebut Pemerintah 
Kota Pekanbaru pun turut memberlakukan kebijakan PSBB yang mengakibatkan 
pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru termasuk salah satunya 
pelayanan public. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 104 
Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman 
dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

Disdukcapil Kota Pekanbaru turut menyikapi kebijakan tersebut dengan 
mengalihkan akses pelayanan publik yang sebelumnya dilaksanakan secara manual 
menjadi pelayanan public secara daring melalui Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 
443.1/2978. Maka bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan dari Disdukcapil 
tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pelayanan secara manual, melainkan 
cukup diakses lewat website Sistem Pelayanan Terpadu Kendudukan yang selanjutnya 
disingkat menjadi Sipenduduk. Hal ini tentunya dilakukan untuk mendukung kebijakan 
pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

https://mpp.pekanbaru.go.id/
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Namun dalam penerapan pelayanan publik secara daring melalui Sipenduduk 
tersebut tersebut banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan. Mulai dari 
kesulitan untuk mendapat nomor antrian secara daring, ketersediaan kuota pelayanan 
yang terbatas, transparansi standar operasional prosedur, kerumitan mengakses situs, 
kendala jaringan dan gangguan system, hingga kesultan mengunggah persyaratan, dan 
lain sebagainya. 
 
METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi bertempat di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengingat 
Disdukcapil merupakan instansi pemerintah yang memiliki permintaan akses pelayanan 
public tertinggi di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan diperoleh berdasarkan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan (Sipenduduk) 

Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan atau yang disingkat menjadi 
Sipenduduk merupakan salah satu program inovasi yang diluncurkan oleh Disdukcapil 
Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau yang selanjutnya 
disebut Disdukcapil adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan di daerah yang 
mengurusi permasalahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang 
berkedudukan dibawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan 
data yang dihimpun dari situs jaringan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru periode 
Juni 2020 sampai dengan Juni 2021, Disdukcapil merupakan instansi pemerintahan yang 
memiliki peringkat tertinggi dalam permintaan akses layanan publik yaitu sebesar 
43.370 permintaan layanan mengungguli Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yakni sebesar 23.905 permintaan layanan (Sumber: 
https://mpp.pekanbaru.go.id diakses pada 30 Juni pukul 16:55 WIB). 

 
Gambar 1 Layanan Disdukcapil Periode Juni 2020 - Juni 2021 

Sumber: Statistik Pengunjung Disdukcapil Berdasarkan Loket Layanan diakses 
pada (https://mpp.pekanbaru.go.id/statistik/) 2021 

 
Program inovasi Sipenduduk ini juga merupakan suatu bentuk dukungan terhadap 

pemerintah dalam mempercepat penerapan e-government di Indonesia yang telah diatur 

https://mpp.pekanbaru.go.id/
https://mpp.pekanbaru.go.id/statistik/
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dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik. Sejumlah layanan yang dapat diakses melalui website Sipenduduk 
meliputi beberapa kepengurusan dokumen seperti akta kependudukan yang meliputi 
akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Selanjutnya Kartu 
Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi KK meliputi KK Warga Negara Indonesia, 
KK yang hilang atau rusak, KK pindah alamat, pemecahan data, dan konsolidasi data. 
Kartu Tanda Penduduk atau yang lebih lanjut disebut dengan KTP meliputi pembuatan 
KTP elektronik, KTP elektronik hilang, rusak, atau urgen (Sumber: 
https://sipenduduk.pekanbaru.go.id diakses pada 31 Juni pukul 21:52 WIB).  

Dalam penerapan inovasi Sipenduduk masyarakat banyak mengalami kendala 
seperti  kesulitan untuk mendapat nomor antrian secara daring, ketersediaan kuota 
pelayanan yang terbatas, transparansi standar operasional prosedur, kerumitan 
mengakses situs, kendala jaringan dan gangguan sistem, hingga kesultan mengunggah 
persyaratan, dan lain sebagainya.  Hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan salah satu 
tujuan pembuatan Sipenduduk yakni untuk memberi kemudahan bagi masyarakat 
dalam mengakses pelayanan public secara daring. Maka dalam perjalanannya efektivitas 
program inovasi Sipenduduk mulai menjadi hal yang dipertanyakan. 

 
Efektivitas Program Inovasi Sipenduduk 
Pengertian efektivitas menurut Siagian dalam Amelia (2015:9) adalah memanfaatkan  
sumber daya, dan sarana prasarana yang sebelumnya telah ditetapkan dalam jumlah 
tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil dari upaya jasa yang ditempuhnya. 
Kemudia efektivitas tersebut dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dan sasaran yang 
telah dituu sejak awal tercapai. Semakin sesuatu yang dihasilkan dengan tujuan, maka 
semakin besar nilai efektivitasnya.  
Sedangkan menurut Budiani dalam Amelia (2015: 17-18) untuk mengukur efektivitas 
suatu program perlu dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

a. Ketepatan sasaran program 
b. Sosialisasi program 
c. Pencapaian tujuan program 
d. Pemantauan program 

A. Ketepatan Sasaran Program Sipenduduk 
Dalam mengukur efektivitas suatu program perlu dilihat apakah program tersebut 

dibuat sudah tepat dan sesuai dengan sasaran. Apakah pembuatan program tersebut 
dilandasi oleh kebutuhan atau tidak. Pembentukan program inovasi Sipenduduk dilatar 
belakangi oleh  upaya Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan via daring 
sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan publik kapanpun dan dimanapun 
berada.  

Pembentukan program ini juga tak luput oleh semangat e-government yang telah 
Kembali digencarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembuatan program inovasi 
Sipenduduk ini secara langsung dapat mendukung nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan 
oleh e-government yakni meningkatkan kualitas pelayanan public di Indoensia. 
Mengingat kualitas pelayanan public di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. 
Bahkan pada Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 terdapat sebanyak 7.204 
laoran masyarakat yang mengeluhkan masyarakat dugaan maladministrasi pada 
pelayanan public yang dilaporkan melalui berbagai jenis wadah pengaduan (Sumber: 
Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020). 

https://sipenduduk.pekanbaru.go.id/
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Gambar 2 Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 
Maka melihat masih tingginya praktik maladministrasi di Indonesia program 

inovasi pelayanan [ublik seperti Sipenduduk ini tentu saja merupakan salah satu solusi 
dalam upaya menekan praktik maladministrasi tersebut. Pasalnya dengan pengadaan 
pelayanan public secara daring banyak peluang praktik maladministrasi yang dapat 
dicegah seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, pungutan liar, konflik 
kepentingan, calo, dan lain sebagainya. 

Manfaat lainnya yang sangat berkaitan dengan kondisi saat ini ialah pada saat 
pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik yang diakibatkan oleh pandemi wabah 
covid-19 yang sedang melanda. Untuk dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19 
kegiatan pelayanan publik menjadi dialihkan secara daring. Meskipun sebenarnya 
program inovasi telahi dirancang dan dibuat sebelum adanya pandemic covid-19. 
Namun dengan adanya program inovasi yang mampu memberikan pelayanan secara 
daring seperti ini tentunya sangat membantu kebijakan tersebut.  

Maka berdasarkan sejumlah landasan diatas pembuatan program inovasi 
Sipenduduk telah dibuat tepat pada sasaran dengan mempertimbangkan beberapa 
manfaat yang dapat dihasilkan dengan adanya program iniovasi ini seperti kesediaan 
akses layanan dimanapun dan kapanpun, mencegah dan menekan terjadinya praktik 
maladministrasi pada pelayanan public, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam 
memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Kota Pekanbaru.  

 
B. Sosialisasi Program Sipenduduk 

Dalam mensosialisasikan pemanfaatan program inovasi Sipenduduk, Disdukcapil 
telah melakukan upaya penyebaran informasi melalui sejumlah media sosial seperti 
instagram, facebook, dan twitter. Informasi tersebut memuat tentang pengajuan 
permohonan layanan yang dialihkan ke situs http://sipenduduk.pekanbaru.go.id untuk 
seluruh jenis pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diberlakukan 
sejak 13 April 2020. Informasi tersebut diunggah pada 15 April 2020 yang artinya 
penyampaian informasi tersebut berselang dua hari setelah pemberlakuan pelayanan 
secara daring. 

http://sipenduduk.pekanbaru.go.id/
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Gambar 3 Pemberitahuan Peralihan Layanan Oleh Disdukcapil Melalui Instagram 

Sumber: Akun Instagram Disdukcapil Kota Pekanbaru 
(https://www.instagram.com/p/B-_fwXQlTkL/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 
Namun upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil belum menyentuh 

seluruh lapisan masyarakat Kota Pekanbaru sehingga masih banyak masyarakat yang 
mengaku tidak mengetahui tentang informasi pengalihan tersebut. Bahkan berdasarkan 
hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 
tentang Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota 
Pekanbaru Provinsi Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 menemukan bahwa dari lima 
responden kuesioner yang merupakan masyarakat pengguna layanan Disudukcapil 
kelima-limanya mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Sipenduduk 
atau pelayanan secara daring selama pandemic covid-19 (Ombudsman, 2020). 

Hal ini juga semakin dilemahkan oleh fakta bahwa tidak semua masyarakat Kota 
Pekanbaru merupakan pengguna aktif media sosial. Bahkan untuk Sebagian masyarakat 
ada yang bukan merupakan pengguna internet aktif disebabkan oleh berbagai alasan 
seperti tidak memiliki perangkat gawai, tidak ahli dalam menggunakan internet, tidak 
ahli menggunakan gawai, tidak memiliki paket data, kualitas sinyal atau jaringan, 
sibuk/tidak sempat, dan lain sebagainya (APJII, 2020). Maka jika upaya sosialisasi yang 
dilakukan oleh Disdukcapil hanya berbatas pada penyebaran informasi di media sosial 
saja, upaya tersebut tidak akan berjalan secara efektiv. Pada akhirnya masih banyak 
masyarakat yang tidak memperoleh informasi atau sosialisasi berkaitan dengan 
Sipenduduk atau peralihan layanan secara daring selama pandemi covid-19. 

 
C. Pencapaian Tujuan Program Sipenduduk 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya penerapan 
program inovasi Sipenduduk dalam perjalanannya banyak mengalami kendala. Terdapat 
sejumlah keluhan oleh masyarakat yang mengakses layanan Sipenduduk bahwa situs 
sering mengalami gangguan sehingga kegiatan pelayanan terpaksa ditutup atau 
diberhentikan sementara hingga situs telah mengalami pemulihan. Hal tersebut 
berdampak pada kepentingan masyarakat yang tertunda dalam mengurus dokumen 
kependudukan. Keluhan lain juga muncul dari masyarakat tentang masalah akses untuk 

https://www.instagram.com/p/B-_fwXQlTkL/?utm_source=ig_web_copy_link
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mendapatkan antrian. Nomor antrian diperoleh secara daring dengan mengakses situs 
jaringan Sipenduduk. Nomor antrian tersebut hanya dapat diakses pada pukul 06.00 
WIB pagi hingga 06.35 WIB antrian sudah tidak dapat lagi diakses dikarenakan kuota 
yang tersedia sudah habis, sehingga masyarakat yang tidak kebagian kuota antrian 
terpaksa harus mencoba lagi keesokan harinya.  

Mengenai pembatasan kuota juga termasuk salah satu hal yang menjadi kendala 
dalam mengakses pelayanan di disdukcapil. Semenjak pandemic covid-19 Disdukcapil 
membatasi kuota pelayanan Sipenduduk  yakni untuk pengurusan akta sejumlah 80 
kuota, KK sejumlah 100 kuota, dan KTP elektronik sejumlah 120 kuota. Sedangkan pada 
aplikasi Layanan Tunggu Dukcapil pelayanan KTP elektronik rusak tersedia sejumlah 50 
kuota, KTP-el hilang 40 kuota, dan KTP urgen sejumlah 20 kuota saja.  

Namun selain masalah antrian yang disebabkan oleh keterbatasan kuota yang 
diberikan, masyarakat juga dibuat bingung dengan alur, prosedur, dan tata cara 
perolehan nomor antrian. Pada awalnya untuk dapat mengakses layanan masyarakat 
diharuskan untuk mengakses antrian secara daring. Namun pada 28 Juni Disdukcapil 
mengunggah informasi pada akun instagramnya bahwa terhitung sejak 29 Juni 2020 
pengambilan nomor antrian secara daring Disdukcapil sudah tidak diberlakukan lagi 
melainkan dialihkan menjadi nomor antrian manual yang kembali diperoleh di kantor 
Disdukcapil. Namun pada 8 Juli 2020 kembali diunggah informasi di akun Instagram 
Disdukcapil Kota Pekanbaru bahwasanya sejumlah pelayanan dokumen kependudukan 
seperti pengurusan akta (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian), pengesahan 
anak, akta kutipan ke II, Surat Keterangan Pindah, dialihkan menjadi pelayanan manual 
dengan mengakses nomor antrian secara daring melalui situs 
https://mpp.pekanbaru.go.id dan bukan melalui https://sipenduduk.pekanbaru.go.id.  
Disdukcapil juga tidak mengunggah atau menginformasikan tentang bagaimana 
sebenarnya alur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap dalam mengakses 
pelayanan. Sehingga hal ini makin menyebabkan kebingungan masyarakat. 

Alur, prosedur, dan tata cara yang berubah-ubah dan berpindah-pindah ini 
menyebabkan keruwetan bagi masyarakat dalam mengakses layanan Disdukcapil secara 
daring. Hal ini pun pada akhirnya sudah sangat lari dari tujuan dan orientasi awal 
pembentukan program inovasi Sipenduduk. 

 
D. Pemantauan Program Sipenduduk 

Sejauh ini pelaksanaan program inovasi Sipenduduk masih terus dalam kondisi 
evaluasi dan pemantauan. Mengingat penerapan program ini baru memasuki tahun 
kedua, maka masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu untuk 
disempurnakan. Dalam hal ini Disdukcapil terus melakukan terus memantau 
perkembangan pelaksanaan program dan terus melakukan upaya perbaikan. Seperti 
keluhan mengenai situs Sipenduduk yang sering mengalami gangguan, Disudukcapil 
terus berupaya untuk menyelesaikan maslaah tersebut. Begitu pula dengan masalah 
Standar Operasional Prosedur layanan kini telah diunggah di situs Sipenduduk, sehingga 
masyarakat tahu bagaimana alur dan tahapan pelayanan, kapan standar durasi 
pengurusan suatu dokumen dan lain sebagainya. Penambahan kuota juga telah 
dilakukan menjadi tak terbatas dan terbuka selama dua puluh empat jam. Informasi 
tersebut diunggah pada 19 Januari 2021 pada akun Instagram Disdukcapil pekanbaru. 
 
KESIMPULAN 

Sipenduduk merupakan salah satu program inovasi yang diluncurkan oleh 
Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses 
pelayanan publik. Dalam pelaksanaanya Sipenduduk mendapat banyak keluhan dan 
masukan dari masyarakat. Jika dilihat dari empat indikator efektivitas suatu program 
menurut Budiani dalam Amelia (2015) dari segi Ketepatan Sasaran program, 

https://mpp.pekanbaru.go.id/
https://sipenduduk.pekanbaru.go.id/
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Sipenduduk dibentuk telah sesuai dengan sasaran dan kebutuhan. Tujuan pembuatan 
program Sipenduduk bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil 
dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan secara daring, 
dimaan program ini juga ikut mendukung pelaksanaan e-government di Kota Pekanbaru 
sebagai upaya memberantas kelemahan pelayanan public. Dari segi Sosialisasi Program, 
Disdukcapil masih belum mensosialisasikan program Sipenduduk secara menyeluruh, 
melainkan hanya melalui media sosial saja. Sehingga mengakibatkan banyak masyarakat 
yang tidak tahu dan tidak paham dengan peralihan akses layanan semenjak pandemic 
Covid-19. Dari segi Pencapaian Tujuan Program  masih banyak tujuan dan orientasi 
program yang belum tercapai seperti Situs Sipenduduk yang sering mengalami 
gangguan, kesulitan memperoleh nomor antrian, tidak adanya kejelasan SOP, alur 
prosedur yang berubah-ubah, ketersediaan kuota yang terbatas, dan lain sebagainya. 
Dari segi Pemantauan Program, Sipenduduk masih teris dalam pantauan dan terus 
berupaya untuk melakukan perbaikan. Sejumlah upaya perbaikan yang telah tampak 
seperti perbaikan situs Sipenduduk yang rusak atau mengalami gangguan, mengunggah 
SOP, dan tambahan kuota pelayanan menjadi tak terbatas. 
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ABSTRAK 
Kecamatan Bantan memiliki potensi wisata yang perlu dikembangkan, salah satu pesona 
pariwisata yang ada di Pulau Bengkalis dan paling ramai dikunjungi wisatawan adalah pantai 
Selatbaru.. Pantai Selatbaru membentang sepanjang 5 km mulai daengan hamparan pasir yang 
keras dan bisa untuk bermain untuk para wisatawan, serta pantainya yang landai sangat cocok 
untuk bermain air atau berenang di Pantai. Keindahan Pantai Selatbaru yang menjadi kunci 
pengembangan wisata di pulau Bengkalis tersebut dan menjadi salah satu daerah unggulan 
wisata di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengevaluasi Program 
Pengembangan Destinasi Pariwisata di Pantai Selatbaru. Tipe penelitian ini adalah kualitatif 
dengan menggunakan teori William N Dunn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 
analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang paling mempengaruhi 
perkembangan objek wisata di Pantai Selatbaru adalah banyaknya peluang-peluang yang ada 
dimana salah satu peluang yang terbaik yaitu terletak disegitiga pertumbuhan antarnegara dan 
ancaman yang paling tinggi adalah kerusakan lingkungan. Adapun faktor internal yang paling 
utama dalam pengembangan adalah kekuatan dimana  pantainya yang indah, panjang dan 
kawasan yang masih alami serta masih kental dengan adat dan istiadat sedangkan kelemahan 
yang menjadi hambatan dalam melakukan berkembangnya objek wisata adalah adalah  sarana 
dan prasarana yang masih belum memadai. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masih 
kurangnya strategi atau belum tepatnya strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 
Bengkalis dalam melakukan pengembangan. Jika memanfaatkan secara maksimal segala 
kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dilakukan 
didukung oleh penerapan strategi pengembangan yang tepat maka objek wisata di Pantai 

Selatbaru akan mampu bersaing dalam tingkat Nasional maupun Internasional. 

Kata kunci: evaluasi program, pengembangan, destinasi pariwisata,  

 
PENDAHULUAN 

Pariwisata di Kabupaten Bengkalis saat ini menjadi salah satu target untuk 
peninggkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan dan 
perekonomian masyarakat, khususnya pariwisata Pantai Selatbaru setiap hari maupun 
hari sabtu dan minggu maupun hari libur nasional banyak sekali wisatawan yang 
mengunjungi pantai Selatbaru. Pantai Selatbaru sangat cocok sekali menjadi salah satu 
pilihan tempat wisata karna lokasinya tidak jauh dari kota Bengkalis dan juga satu-
satunya pantai paling cantik dan juga digemari masyarakat khususnya pulau Bengkalis. 
Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu 
dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga perlu 
adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir.  

Disamping itu, konsep pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha 
pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha 
pariwisata dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Pariwisata merupakan bagian dari 
budaya suatu masyarakat yang berkaitan dengan cara penggunaan waktu luang atau 
waktu libur yang dimiliki seseorang. Selain itu juga pariwisata atau rekreasi telah 
menjadi kebutuhan hidup masyarakat saat ini, dengan berpariwisata dapat berkumpul 
dengan menghabiskan waktu dengan sanak saudara atau orang orang yang disayangi 
untuk menambah wawasan pengetahuan pada anak anak atau hanya sekedar penghilang 

mailto:candrakusuma7820@grad.unri.ac.id
mailto:bennysyofyanahmad1789@student.unri.ac.id
mailto:rumini1791@student.unri.ac.id
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penat dari kesibukan pekerjaan yang ditekuninya.Pariwisata dapat didefinisikan sebagai 
keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di 
suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukakan 
pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun 
sementara. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan dasar 
pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Pembangunan kepariwisataan 
diadakan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan 
mengedepankan keunikan, kekhasan budaya dan alam, keanekaragaman, serta 
kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan diantaranya adalah 
pembangunan industri pariwisata’destinasi pariwisata’ pemasaran pariwisata’ dan 
kelembagaan pariwisata. 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Pariwisata sebagai suatu sector kehidupan, 
telah menggambil peran penting dalam pembangnan perekonomian bangsa-bangsa 
didunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir yang ditujukkan dengan 
meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bansa didunia ang semakin baik dan 
maju. Kamajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata 
sebagai bagian pokok dan kebutuhan atau gaya hidup manusia. 

Rencana Strategis  Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan dasar pemerintah daerah 
Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten 
Bengkalis. 

Dengan adanya dasar atau standar operasional tentang pariwisata tentunya 
mempunyai tujuan, prinsip dan juga syarat untuk memajukan pariwisata di Kabupaten 
Bengkalis : 

a. Tujuan : 
-  Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.  
- Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian di 

Kabupaten Bengkalis. 
- Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan  menggunakan 

strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang 
intensif, inovatif dan interaktif.  

- Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan 
destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan Industri pariwisata secara 
profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.  

b. Prinsip : 
-  Untuk menjaga kualitas lingkungan 
- Memberikan keuntungan bagi masyarakat local dan wisatawan 
- Menjaga hubungan antara pariwisata dan lingkungan 
- Menjaga keharmonisan antara masyarakat local, kebutuhan wisatawan dan 

lingkungan 
c. Syarat : 

- Menyediakan Informasi Kepariwisataan, Perlindungan Hukum serta Keamanan dan 
keselamatan kepada Pariwisata. 

- Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang 
meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan 
memberikan kepastian hukum. 

- Memelihara, mengembangkan dan melestarikan Aset Nasional yang menjadi daya 
tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalih. 
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- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan 
menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. 

Pengembangan kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bengkalis akan dapat 
mendorong terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, serta peluang-peluang 
lainnya untuk peningkatan pariwisata daerah serta peningkatan perekonomian 
masyarakat. Pengembangan Objek Wisata secara langsung atau tidak langsung akan 
mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah baik secara fisik maupun secara 
Sosial Budaya dan Ekonomi.  

Alasan utama perlunya pengembangan destinasi pariwisata pada suatu daerah 
tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara 
sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. 
Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu 
akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak 
(Yoeti,A.Oka,2008).  

Dalam buku Suwartono (2004) mengemukakan lima unsur pokok dalam 
pembangunan dan pengembangan pariwisata yaitu : 

1. Objek dan daya tarik wisata 
2. Prasarana wisata 
3. Sarana wisata 
4. Tata laksana/infrastruktur 
5. Masyarakat/lingkungan 

Pengembangan tidak lepas dari suatu upaya dan usaha dalam melakukan kerja 
atau peningkatan dari objek yang sudah dibangun. Disinilah letak pentingnya kontrol 
terhadap apa yang sudah dibangun supaya tetap bisa berkembangkan terus kedepannya. 

Menurut Bakaruddin Objek wisata alam adalah Objek wisata yang benar-benar 
belum dibentuk oleh kreativitas tangan manusia. Objek wisata adalah segala sesuatu 
yang ada didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau 
datang ketempat tersebut. Bakarudin(2009) 

Dalam Sumarno objek wisata dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal sebagai 
berikut: 

1.  Dimanfaatkan sebagai sosial dan pariwisata. Objek wisata dapat dimanfaatkan 
sebagai ciri khas suatu daerah tertentu sehingga perjalanan sejarah dapat 
dirasakan sampai kapanpun. Bagi daerah yang memiliki bangunan sejarah 
diperlukan untuk mengelola bangunan tersebut agar dapat dinikmati oleh 
masyarakat luas. 

2.  Dimanfaatkan untuk pendidikan. Wisata sejarah dapat dijadikan sebagai sarana 
pendidikan bagi peserta didik di sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat 
umum. Dengan adanya objek wisata sejarah, dapat dipelajari bagaimana asal 
mula daerah itu terbentuk, baik dari segi sosial, wilayah, budaya dan 
ekonominya. 

3.  Dimanfaatkan untuk kebudayaan. Banyaknya objek wisata yang ada, mudah 
mencari bukti dari kehidupan yang ada dimasa lampau dan dari situlah 
peradaban kebudayaan dapat dipelajari. Dengan belajar pada kebudayaan 
dimasa lampau maka kia sebagai manusia yang hidup di era globalisasi dapat 
menghindarkan diri dari yang ada dimasa lampau Sumarno (2008). 

Menurut Wiliam Dunn (1998) evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang 
membedakan dengan metode-metpde analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik 
yang membedakan ini terbagi menjadi empat sebagai berikut :  
1. Fokus Nilai   
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Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial 
kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi 
mengenai hasil aksi kebijakan yang transtisipasi dan tidak transtisipasi  

2. Interdependensi Fakta Nilai 
Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun nilai untuk menyatakan bahwa 
kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau 
terendah, diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semuja 
individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus di 
dukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi 
dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karna itu 
pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi  

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau 
Tuntunan evaluasi berbeda dan tuntunan adfokatif, diarahkan pada hasil sekarang 
dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan 
setelah aksi-aksi dilakukan.  

4. Dualitas Nilai 
Nilai-nilai yang mendasari tuntunan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karna 
mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan 
rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai 
intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karna hal itu 
mempengaruhi tujuan-tujuan lain).  
 

METODE  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Desain 

penelitian ini adalah deskriktif. Menurut Mahmud (2011) penelitian deskriktif 
merupakan penelitian yang mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat 
terhadap sesuatu fakta dan sifat objek tertentu yang diteliti. Konsep istilah deskriktif  
bukan sekedar pengumpulan data, tabulasi dan penuturan data. Sebenarnya sebagai 
metode penelitian deskriktif memiliki penelitian yang lebih luas dari ciri khas yakni 
memusatkan diri pada masalah masa sekarang dan actual serta data yang diperoleh 
disusun, dijleaskan dan dianalisis ini disebut metode analitik. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi.Sugiyono(2012) 

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk 
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini dengan jenis penelitian 
kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut 
Sugiyono(2009) bahwa pengumpulan data dapat dapat diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi. Pada penelitian ini, tekinik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara  observasi, wawancara, dan 
dokumentasi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan IbuKotanya Bengkalis. Luas 
wilayah Kabupaten 8.403,28 km2 yang terdiri dari Pulau-pulau  dan Lautan sebanyak 15 
Pulau utama. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2019 terdiri dari 
11 (sebelas) Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan. Adapun kecamatan dimaksud adalah 
Kecamtan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan 
Rupat dan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan 
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Bandarlaksamana dan Kecamatan Siak Kecil terletak di Pesisir Pulau Sumatera serta 
Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan 
Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera.  

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata. adapun tugas instansi ini 
adalah : “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata Daerah”.Visi 
yang dimaksud dalam konsep ini adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas 
Pariwisata harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, produktif dan inovatif dalam 
menghadapi tantangan tugas dimasa depan dalam rangka perwujudan harapan yang 
ingin diwujudkan dalam jangka tertentu. 

Dengan konsep tersebut diatas dan mengacu kepada Visi Kabupaten Bengkalis 
yakni, “ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bersih, Efektif, Religius, Cepat, Aman, 
Harmonis, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera, maka perlu dirumuskan visi Dinas 
Pariwisata Kabupaten Bengkalis 

Keadaan geografis Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada 
di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 
Km 2 . Secara geografis terletak pada posisi 102 0 .00 Lintang Utara – 102 0 30‘29” dan 1 
0 .15 Bujur Timur – 1 0 36’43” Lintang Utara. Bentuk wilayah kecamatan bantan 
berbentuk datar sampai berombak. Kecamatan Bantan memiliki 23 desa. Daerah ini 
terletak pada ketinggian 2-5 Meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu 
udara berkisar 26 0 C – 30 0 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189.1 
M2 / Tahun. Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan 
Bantan adalah 424 km², dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 
km² atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 
63 km² (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km² (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh 
dari ibukota kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan 
jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibu kota kecamatan Bantan. 

Desa Selatbaru adalah salah satu desa yang terlatak di Kecamatan Bantan 
Kabupaten Bengkalis. Daerah ini merupakan pusat Pemerintahan Kecamatan Bantan, 
Desa selatbaru ini terletak disebelah utara pulau Bengkalis. Desa ini Terkenal dengan 
adanya pantai yang memilliki ciri khas unik karena bibir pantainya yang landai, melebar 
jauh ketepi laut hingga ± 1000 m pada saat air laut surut. pantai ini terletak disebelah 
utara pusat desa, tepatnya di Parit I(Satu) Dusun Pantai Indah, Pantai Desa Selatbaru 
juga dijadikan salah satu icon Pariwisata Kabupaten Bengkalis.   

Masyarakat Desa Selatbaru terdiri dari berbagai macam suku yaitu. Jawa, Melayu, 
Minang, Aceh, Batak, China (Toing Hoa), Sunda, Betawi. namun mayoritas penduduk 
Desa Selatbaru bersuku Jawa, dan memiliki Agama/Aliran kepercayaan mayoritas 
Muslim (Islam) sedangkan minoritas beragama Budha, dan Keristen.  

Desa Selatbaru memilikai luas wilayah 2300 Ha, Luas Pemukiman ± 168 Ha 
Perkebuanan ± 1170 Ha Hutan Mangrov ± 962 Ha. Letak  Desa Selatbaru Berbatasan 
dengan : 
Utara  Berbatasan dengan Selat Malaka  
Selatan Berbatasan dengan Desa Resam Lapis 
Barat Berbatasan dengan Desa Deluk 
Timur Berbatasan dengan Desa Berancah 

Adapun program pengembangan destinasi pariwisata yang terdapat di Pantai 
Selatbaru antara lain: 

1. Pembangunan taman di objek wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan 
2. Pembangunan  pendopo suku adat objek wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan 

Bantan 

3. Pembangunan paving blok di Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan 
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4. Semenisasai Jalan Masuk Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan 
5. Pemasangan lampu taman di objek wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan 

Bantan 
6. Pembangunan plang nama Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan 

Berdasarkan hasilpenelitian yang didapat terhadap pengembangan 
destinasi pariwisata di Pantai Selatbaru masih banyak kendala-kendala dan 
masalah dilapangan seperti belum sepenuhnya objek wisata yang bisa dibangun 
oleh pemerintah Daerah dikarnakan keterbatasan anggaran,kurangnya kesadaran 
masyarakat atau wisatawan tentang kebersihan, kurangnya kesadaran pemilik 
warung dalam membayar retribusi serta hal lain yang menyangkut pesona Pantai 
Selatbaru. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis, 
maka dapat disimpulkan bahwa, Program pengembangan destinasi pariwisata Pantai 
Selatbaru oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 
Bengkalis telah berjalan sesuai dengan sistem yang ada, namun terdapat masalah-
masalah yang membawa dampak negatif sehingga pada pelaksanaannya masih belum 
optimal dalam  mengembangkan pariwisata Pantai Selatbaru. Pada target pelaksanaan 
juga belum terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhatian, komitmen, 
dana, lokasi dan waktu menjadi masalah pada saat proses pelaksanaan, sehingga hal itu 
mempengaruhi hasil yang diharapkan. Seharusnya bidang pariwisata ini menjadi 
prioritas utama dalam pembangunan, karena ini merupakan potensi daerah yang paling 
bisa dibanggakan dan bisa meningkatkan PAD guna meningkatkan perekonomian 
daerah dan menyerap tenaga kerja 

Penyediaan sarana dan prasarana yang merupakan poin yang tidak bisa 
dikesampingkan, belum tersedia lengkap di lokasi objek wisata. Itu semua merupakan 
kebutuhan wisatawan yang tidak seharusnya di abaikan, hal-hal tersebut sangat 
berpengaruh terhadap kemajuan pariwisata daerah.   
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Abstrak 

Sejumlah kebutuhan publik terhadap pelayanan publik mengalami perubahan sangat mendasar. 
Hal ini memerlukan respon dari pihak penyelenggara pelayanan publik, berupa inovasi 
pelayanan yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan sifat kebutuhan publik yang telah mengalami 
berubahan tersebut. Ketika suatu lembaga penyelenggara pelayanan publik menjadi bagian dari 
struktur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka diperlukan suatu kebijakan publik yang 
memayungi inovasi yang diciptakan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap 
pelayanan perpajakan pada Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) 
Malang Selatan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa: (1) pada masa 
pandemi ini telah terjadi perubahan kebutuhan publik terhadap jenis pelayanan publik terutama 
pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor; (2) para petugas penyelenggara pelayanan 
publik memerlukan sejumah cara baru dan sumberdaya pendukung guna merespon perubahan 
kebutuhan publik tersebut; (3) untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik di 
masa pandemi Covid-19, telah diciptakan inovasi pelayanan dengan nomenklatur “Jelajah Lintas 
Desa” (Jelita); (4) temuan tersebut menguatkan teori Bromley (1989) tentang Hierarchy of Policy 
Formulation; dan sejalan dengan asumsi teori Bromley ini pula peneliti merekomendasikan agar 
Pemerintah Daerah merespon fenomena tersebut dengan mengambil kebijakan yang responsif, 
didahuli dengan melakukan analisis kebutuhan (assessment) dan menetapkan kebijakan pada 
tingkat operasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan standar operasional 
prosedur (yang dalam teori Bromley disebut sebagai “instutional arrangements”); agar dapat 
memayungi inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, 
sekaligus dapat menjadi instrumen dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik guna 
menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 ini. 

Kata Kunci : transformasi, pelayanan publik, kebijakan responsif, pandemi covid-19.  

 
PENDAHULUAN 

Dunia saat ini sedang diguncang oleh muncul dan berkembangnya virus Corona 
yang kemudian menyebabkan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 
Pandemi ini membawa dampak signifikan terhadap perubahan kehidupan bermasyaraat 
dan bernegaraa, tidak saja pada tingkat nasional di Indonesia, akan tetapi juga pada 
tingkat dunia. Mulai dari keadaan makro pada sektor kehidupan ekonomi, sosial-budaya, 
dan lain-lain sampai dengan keadaan mikro pada sektor-sektor kehidupan sehari-hari 
masyarakat, hampir dapat dipastikan tidak ada yang bisa terhindar dari dampak 
pandemi Covid-19 ini; tidak terkecuali sektor pelayanan publik (Andhika, 2020). Pendek 
kata, pandemi Covid-19 tercatat sebagai suatu realitas sosial yang memiliki implikasi 
luas, bukan hanya di sektor kesehatan yang diukur dari besarnya jumlah korban yang 
terinfeksi dan yang meninggal dunia, namun juga luasnya dampak negatif yang 
ditimbulkannya (Haryati, 2020). Pada konteks ini penyelenggaraan pelayanan publik 
menjadi salah satu kegiatan yang sangat terguncang oleh pandemi Covid-19.  

Sebagai contoh, dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan 
Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instasi Pemerintah (Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020); dimana Surat 
Edaran ini memberlakukan work from home (WFH) yaitu bekerja dari rumah secara 
bergantian bagi para pegawai di lingkungan instansi pemerintah; telah menyebabkan 
pelayanan publik menjadi terhambat, sebab beberapa lembaga penyelenggara pelayanan 
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publik tidak dapat melayani masyarakat secara langsung sehingga penyelenggaraan 
pelayanan publik (pemenuhan kebutuhan publik) tidak dapat dilakukan secara optimal. 
Guna merespon kondisi pandemi Covid-19 dan dalam rangka menekan penyebaran 
virus Corona-19, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Pemerintah Republik 
Indonesia, 2020).  

Implikasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini amat luas; bebeberapa 
wilayah di tanah air memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 
menyebabkan lembaga pendidikan dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan 
atau ibadah bersama dibatasi dan kegiatan-kegiatan di tempat umum atau fasilitas 
publik juga dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan banyak 
orang pada suatu tempat, membatasi interaksi dengan orang lain, mengurangi transaksi 
dengan uang secara fisik dan lain-lain; agar risiko penularan virus Corona-19 dapat 
ditekan, sesuai dengan substansi protokol kesehatan yang diberlakukan di masa 
pandemi Covid-19. Pemberlakuan PSBB membawa dampak besar pada aksesibilitas 
pelayanan publik sekaligus menciptakan suatu dilema baik bagi penyelenggara 
pelayanan publik maupun bagi pengguna pelayanan publik. Di satu sisi penyelenggara 
pelayanan yang biasanya melakukan pelayanan secara konvensional yakni dengan 
bertatap muka secara langsung di suatu tempat, pada masa pandemi Covid-19 ini 
mengambil langkah melakukan pembatasan jumlah pelayanan pada  tiap-tiap harinya. 
Pada sisi yang lain publik yang biasanya menjadi pengguna pelayaan, juga memiliki 
perasaan ragu/takut untuk mengunjungi tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan 
publik, meskipun mereka memerlukan pelayanan itu. Dilema ini menjadi titik awal 
sekaligus sinyal bahwa sesungguhnya kebutuhan publik akan bentuk dan jenis serta sifat 
pelayanan publik telah mengalami perubahan. Perubahan kondisi sosial masyarakat 
serta perubahan kebutuhan publik tampaknya tidak boleh diabaikan; artinya bahwa 
perubahan tersebut perlu mendapat respon dan perlu diakomodasi menjadi salah satu 
masukan bagi para penyelenggara pelayanan publik dan para penentu kebijakan.  

Perubahan kebutuhan publik, disamping disebabkan oleh terjadinya pandemi 
Covid19, juga disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Kondisi semacam ini 
dalam pandangan Anderson (1979) mengharuskan para pembuat kebijakan untuk mau 
dan mampu bersikap responsif dan adaptif, baik terhadap bentuk dan jenis kebutuhan 
publik yang telah mengalami perubahan akibat suatu mondisi sosial tertentu maupun 
responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan publik sebagai akibat dari 
perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Meskipun harus diakui bahwa salah satu 
kendalanya adalah bahwa secara umum pembahasan suatu permasalahan menuju 
perumusan suatu kebijakan yang responsive dan adaptif tersebur membutuhkan waktu 
yang lama, baik pada saat identifikasi masalah serta pada saat menyusun alternatif 
solusinya serta pada saat proses formulasi dan pembahasan rancangan kebijakan 
(Mulyani, 2019). Pada masa pandemi Covid-19 yang ditandai dengan berubahnya 
kebutuhan publik ini, tampaknya para penyelenggara pelayanan publik dipandang perlu 
menciptakan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar palayanan tidak 
terhambat. Menyikapi kondisi yang demikian ini, Rachel Silcock (Silcock, 2001 dikutip 
Lumbanraja, 2020) menyarankan agar para penyelenggara pelayanan publik 
meresponnya dengan melahirkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan 
kebutuhan publik dengan cara melakukan inovasi yang berbasis teknologi 
(egovernment), adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan 
pengiriman layanan pemerintah untuk memberi manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, 
dan karyawan.  

Selain penggunaan teknologi juga diperlukan sikap responsif-inovatif untuk 
melakukan pengembangan model pelayanan publik baru di mana suatu lembaga 
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penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang modern, 
terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan publik yang dilayani. Berhubungan dengan 
konteks pencapian tujuan suatu kebijakan dan pemecahan masalah publik, Anderson 
(1979) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang 
mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 
aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu 
hal yang diperhatikan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan 
(2006), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki 
kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level. Dalam suatu negara 
demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang 
organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya operational level 
dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. 
Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional 
arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. 
Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling 
bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang 
menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (outcome) dari 
kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan 
akan ditinjau kembali (assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua 
level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikkan atau peningkatan kebijakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Hirarky Kebijakan Model Bromley (1989) 
 
Berangkat dari penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu 

melakukan penelitian ini, dengan judul “Kebijakan Responsif Sebagai Instrumen 
Transformasi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19”, studi terhadap pelayanan 
pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah 
(UPT-PPD) Malang Selatan, Penelitian ini bersandar pada tiga konsep, dan inilah yang 
membedakan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (1) Juaningsih, 
Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan (2020) berjudul Optimalisasi Kebijakan Pemerintah 
dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia; (2) Lumbanraja (2020) 
berjudul Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui EGovernment Pada New 
Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi.  
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Tiga konsep yang dijadikan sandaran penelitian ini, meliputi: (1) memperhatikan 
dan merespon pemberlakuan protokol kesehatan dan perubahan tata kehidupan 
masyarakat di masa pandemi Covid-19; (2) merespon perkembangan teknologi; (3) 
memperhatikan hirarki kebijakan yang berlaku. Penelitian ini memfokuskan pada 
masalah: “Bagaimanakah respon UPT-PPD Malang Selatan dalam rangka 
melakukan transformasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19?; untuk 
selanjutnya penelitian ini betujuan: (1) mendeskripsikan program/kebijakan 
responsifinovatif dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik di masa 
pandemi Covid-19; (2) mendeskripsikan faktor pendukung program/kebijakan 
responsif-inovatif yang diciptakan; (3) hasil yang dicapai atas implementasi 
program/kebijakan responsif-inovatif tersebut; (4) hal-hal apa yang diperlukan agar 
implementasi program/kebijakan responsif-inovatifnya dapat menjadi instrumen dalam 
melakukan transformasi pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.  
 
METODE  

Penelitian merupakan penelitian deskriptif (Hidayat, 2010), yang menjelaskan 
program/kebijakan yang diciptakan oleh UPT-PPD Malang Selatan dalam merespon 
perubahan kebutuhan publik di masa pandemi Covid-19; dengan pendekatan kualitatif 
(Miles & Huberman, 1992) penelitian ini menjelaskan bagaimanakaah respon UPT-PPD 
Malang Selatan dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik di masa 
pandemi Covid-19. Terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan, meliputi: 
(1) wawancara, meliputi wawancara mendalam dengan seorang informan kunci, 
wawancara dengan dua orang petugas pelayanan, dan wawancara dengan 12 orang 
wajib pajak; (2) observasi dengan melihat secara langsung pelaksanaan inovasi 
pelayanan; (3) studi dokumen dengan mengkaji sejumlah dokumen yang dimiliki UPT-
PPD Malang Selatan, khususnya dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data hasil 
wawancara yang peneliti lakukan dengan para wajib pajak merupakan data yang 
peneliti jadikan sebagai bahan melakukan triangulasi.  

Teknik analisis kualitatif model interaktif (Miles & Huberman, 1992), yang terdiri 
atas reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi; menjadi teknik 
analisis yang digunakan dalam menganalisis program/kebijakan responsive-inovatif 
yang diciptakan oleh UPTPPD Malang Selatan dalam rangka melakukan transformasi 
pelayanan publik di masa pandemi Covid-19  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPD  

Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Malang Selatan 
ini merupakan salah satu UPT-PPD dari 35 UPT-PPD yang berada di bawah struktur 
kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi 
UPT-PPD ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 
Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Gubernur Jawa 
Timur Republik Indonesia, 2018).  

UPT-PPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 
Daerah di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan 
serta pelayanan masyarakat. Adapun ntuk melaksanakan tugas tersebut, UPT-PPD 
mempunyai fungsi: (1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis UPT; (2) 
pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah; (3) 
pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat; (4) pelaksanaan 
koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat; (5) pelaksanaan 
koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan 
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Pendapatan Asli Daerah; (7) pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan 
masyarakat; (8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan UPT; dan (9) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  
Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap APBD Jawa Timur  

UPT-PPD sebagai pelaksana pelayanan pembayaran pajak oleh masyarakat, 
memegang peran yang sangat penting dalam struktur kelembagaan Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini karena pendapatan daerah Adapun dari total Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang sebelumnya Rp 33,519 triliun 
dan kemudian ditingkatka menjadi sebesar Rp 37,985 triliun itu, yang Rp. 19,721 triliun 
masuk melalui pintu Badan Pendapatan Daerah, yang digawangi oleh 35 buah UPT-PPD 
se Jawa Timur. Ini berarti bahwa 51,91% dari APBD Provinsi Jawa Timur dikontribusi 
oleh pendapatan daerah yang masuk melalui pintu UPT-PPD (Badan Pendapatan Daerah 
Proinsi Jawa Timur, Data Sekunder, 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 

DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD, Rabu tanggal 19 Agustur 2020, terdapat koreksi 
anggaran. Dari total APBD 2020 sebesar Rp35,1 triliun, realisasi anggarannya 
ditargetkan hanya sebesa Rp33,14 triliun atau sekitar Rp1,9 triliun. Dari jumlah tersebut 
ditargetkan sebesar Rp12,3 triliun diperoleh dari pendapatan asli daerah (37,11%). 
Permasalahan UPT-PPD di Masa Pandemi 

 Hasil wawancara dengan informan kunci (Kepala UPT-PPD) Malang Selatan 
menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 pembayaran pajak melalui Pintu 
UPT-PPD Kabupaten Malang mengalami penurunan sekitar 305 dibandingkan bulan 
yang sama pada tahun 2019. Hal ini dapat dipahami, mengingat di Jawa Timur 
diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat serta diberlakaukannya Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam kurun waktu 2x14 hari; serta menyikapi 
peningkatan secara drastis jumlah pasien yang dinyatakan positif terpapar virus Corona-
19 di Jawa Timur, termasuk di wilayah Kabupaten Malang, khususnya Malang Selatan.  

Sekurang-kurangnya terdapat lima permasalahan yang menyebabkan turunnya 
penerimaan pajaka sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 yang dihadapi oleh UPT-
PPD Malang Selatan di masa pandemi Covid-19, meliputi: (1) diberlakukannya work 
from home (WFH), yang membuat para pegawai tidak bekerja penuh; (2) keharusan 
untuk melaksanakan protokol kesehatan di tempat pelayanan publik (termasuk di UPT-
PPD) membuat secara psikologis timbul rasa cemas dan mengalami keterbatasan cara 
berkomunikasi, baik yang dialami oleh pegawai (sebagai petugas pelayanan publik) 
maupun oleh publik (sebagai wajib pajak); (3) pada masa pandemi Covid-19 masyarakat 
secara umum (termasuk wajib pajak) mengalami penurunan penghasilan yang membuat 
secara ekonomi terjadi penurunan daya beli atau daya bayar.; (4) para wajib pajak yang 
berdomisili di wilayah terpencil dan/atau berjarak relatif jauh dari kantor UPT-PPD 
maupun dari unit-unit pos pelayanan pembayaran pajak, mengalami kesulitan untuk 
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meelakukan pembayaran pajak karena terkendala oleh rasa cemas atau takut untuk 
menggunakan jasa transportasi umum. (5) belum semua wajib pajak dapat meng-akes 
fasilitas pelayanan pembayaran pajak online yang disediakan oleh UPT-PPD.  

Permasalahan tersebut, apapun alasannya, merepresentasikan kinerja UPT-PPD 
Malang Selatan sebagai agen pelayanan publik di bidang pelayanan pembayaran pajak. 
Dua fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah: (1) telah terjadi 
perubahan jenis, bentuk dan sifat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang 
harus diberikan oleh UPT-PPD; (1) belum adanya regulasi yang mengatur tentang 
bentuk, jenis dan sifat pelayanan publik baru yang sesuai dengan perubahan kebutuhan 
publik.  
Inovasi Pelayanan (Wujud Responsibilitas UP-PPD) 

 Program Jelajah Lintas Desa (JELITA) merupakan inovasi pelayanan pada UPT-
PPD Malang Selatan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan perubahan 
kebutuhan publik di masa pandemi Covid-19. Permasalahan dimaksud, berawal dari 
meluasnya Covid-19, menyusul diberlakukannya protokol kesehatan, yang substansinya 
sebagai berikut:  

1. Perkantoran dan perusahaan diwajibkan membatasi jarak pekerjanya, termasuk 
meja kerja dan tempat duduk minimal 1 meter.  

2. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area pekerja seperti ruang 
ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.  

3. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga 
jarak. 4. Lokasi tempat kerja juga harus bersih dan higienis dengan melakukan 
pembersihan berkala dengan pembersih dan disinfektan yang sesuai selama  

4. 4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan bersama, 
area dan fasilitas umum.  

5. Pekerja dan perusahaan harus menjaga kualitas udara tempat kerja, menyediakan 
sarana cuci tangan, menyediakan penyanitasi tangan dengan kandungan alkohol 
minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan  

6. Selalu jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau 
menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Cara mencucinya pun 
harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian dalam, punggung, 
sela-sela, dan ujung-ujung jari. 

7. Hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut yang menjadi 
jalan masuk bagi penularan virus.  

8. Terapkan etika batuk dan bersin. Dengan cara tutup mulut dan hidung 
menggunakan lengan atas bagian dalam. Bisa juga menutup mulut dan hidung 
menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat 
sampah.  

9. Pakai masker. Jika menggunakan masker medis, maka hanya bisa digunakan 1 kali 
dan harus segera diganti. Buang masker medis di tempat sampah yang tertutup 
dan cuci tangan setelahnya. Bagi yang mengguakan masker kain, jangan lupa 
untuk rutin mencucinya.  

10. Jaga kesehatan dengan konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan rajin 
berolahraga, agar imun tubuh tetap terjaga.  

11. Isolasi mandiri di rumah bagi yang merasa tidak sehat, dan jangan memaksakan 
mendatangi tempat kerja, atau tempat umum lainnya.  
Adapun wujud program Jelajah Lintas Desa (JELITA) ini, adalah: (1) petugas 

pelayanan mendatangi desa-desa, dengan prioritas pada desa yang terpencil atau yang 
jaraknya jauh dari kantor UPT-PPD; (2) sarana dan prasarana yang dibawa: 2 unit motor 
yang lengkap dengan vasilitas yang diperlukan, seperti : jaringan wifi, computer, printer 
dengan segala perangkat yang diperlukan; (3) ditugaskan 2 orang petugas pelayanan ke 
lokasi program JELITA. Konsep yang dikembangkan dalam program Jelita adalah: (1) 
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menjemput pelanggan atau mendekatkan pelayanan ke tempat domisili 
pelanggan/pengguna pelayanan; (2) menghindari terjadinya kerumunan (sesuai dengan 
protokol kesehatan); (3) menciptakan efisiensi bagi pelanggan baik efisiensi dari segi 
biaya transportasi, waktu perjalanan maupun tenaga; (4) menjalin hubungan informal 
silaturahim antara petugas penyelenggara pelayanan dengan pelanggan sebagai 
pengguna pelayanan; (5) petugas yang terjun ke desa-desa dalam program JELITA ini 
juga melakukan komunikasi-informasi-edukasi kepada publik sedemikian rupa agar 
mereka termotivasi untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu; (6) 
petugas program JELITA juga melakukan komunikasi konsultatif dengan pihak 
pelanggan (waib pajak), guna mendapatkan masukan dan saran untuk bahan 
pengambilan kebijakan penyempurnaan kualitas pelayanan publik bagi UPT-PPD di 
masa pandemi ini.  

Gambar berikut ini melukiskan skema Inovasi Pelayanan Publik pada UPT=PPD 
Malang Selatan dengan nomenklatur program Jelajah Lintas Desa (JELITA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Pendukung Program JELITA  
 Terdapat sejumlah faktor pendukung terhadap efektifitas program JELITA yang 
dirancang sebagai bentuk respon positif atas perubahan kebutuhan publik pengguna 
jasa pelayanan pembayaran pajak pada UPT-PPD, yaitu: (1) ketersediaan sumberdaya 
manusia yang kompeten; (2) tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan berupa 
motor trail dengan segala perangkat IT nya; (3) animo publik terhadap program ini 
relatif bagus, dan bahkan terjadi komunikasi yang konstruktif antara wajib pajak sebagai 
pengguna pelayanan dan para petugas sebagai perwakilan penyelenggara pelayanan.  
Hasil yang Dicapai Melalui Program JELITA  
 Tujuan utama program JELITA adalah membantu memenuhi kebutuhan publik 
akan pelayanan pembayaran pajak yang telah mengalami perubahan, serta membantu 
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publik (terutama yang bertempat tinggal di daerah terpencil, pelosok, dan jauh dari 
lokasi UPT-PPD Malang Selatan) untuk mengatasi persoalan pembayaran pajak. Hasil 
lain yang dicapai adalah meningkatnya realisasi penerimaan pembayaran pajak UPT-
PPD, terutama pada pajak kendaraan bermotor (PKB) meskipun berada pada masa 
pandemi Covid-19.  
Hal-Hal Yang Diperlukan untuk Pengembangan Inovasi  
 Mengingat hasil dari program ini sangat positif, maka perlu didesiminasi ke 
wilayah desa lain secara massif supaya makin luas jangkauannya, tidak saja di wilayah 
kerja UPT-PPD Malang Selatan akan tetapi juga di wilayah UPT-PPD lain di Provinsi Jawa 
Timur. Untuk itulah diperlukan tambahan sumberdaya manusia, tambahan sarana 
prasarana berupa unit motor trail beserta perangkat IT lengkap. Dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah perlunya assessment untuk kemudian disusun suatu rekomendasi 
guna melahirkan kebijakan dan melakukan penataan kelembagaan (institutional 
arrangements) sebagaimana direkomendasikan oleh Bromley.  
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa inovasi yang berupa layanan 
Jelajah Lintas Desa (JELITA) yang memberikan layanan baru dengan cara mendekatkan 
unit pelayanan kepada pengguna layanan yang berada di desa-desa terpencil ternyata 
mampu menjawab perubahan kebutuhan akan jenis, bentuk dan sifat pelayanan 
pembayaran pajak yang diperlukan oleh masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh 
ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana-prasarana yang memadai.  

Hasil inovasi ini adalah peningkatan realisasi pembayaran pajak dan peningkatan 
kepuasan masyarakat. Pada masa mendatang diperlukan penataan kelembagaan melalui 
suatu regulasi sedemikian rupa agar inovasi ini implementasinya dapat diperluas ke 
banyak desa terpencil lainnya, dan untuk itu perlu diterbitkannya kebijakan sebagai 
panduan, baik pada tataran policy level maupun pada tataran operasional; dengan 
demikian inovasi pelayanan JELITA ini dapat menjadi entry point lahirnya kebijakan 
yang responsif, sebagai instrumen untuk melakukan transformasi pelayanan publik di 
masa pandemi Covid-19. 
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Abstrak 
Penanganan Fakir Miskin oleh Kementerian Sosial dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin  KUBE dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi 
Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Implementasi 
program KUBE sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE di 
Kecamatan Bengkalis hingga saat ini berjumlah 83 unit, dari jumlah KUBE tersebut terdapat 64 
KUBE yang masih aktif dan 19 KUBE yang sudah terhenti dan tidak berjalan lagi. Permasalahan 
yang terjadi saat ini antara lain: 1) belum terbangunnya jaringan lintas sektoral untuk 
pendampingan pemberdayaan KUBE pasca pembentukan. 2) belum optimalnya pembentukan 
KUBE dengan sasaran keluarga miskin. 3) belum adanya pembiayaan berkelanjutan bagi 
peningkatan usaha KUBE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan 
Bengkalis? dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi program 
pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis?. 
Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Dengan pemilihan informan manggunakan 

prosedur purposive sampling. 

Kata Kunci: Implementasi, Program Fakir Miskin, KUBE 

 
PENDAHULUAN 

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 67,12 jiwa per 
km2. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis temasuk kategori penduduk 
sangat jarang. Kabupaten Bengkalis juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai 
persoalan sosial yaitu masalah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup 
penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu penyebab 
kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus 
meningkat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 
berupaya mensukseskan program dari pusat khususnya dari Kementerian Sosial yang 
merupakan salah satu Kementerian yang terlibat dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan telah membuat Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan mendekatkan 
mereka dari akses permodalan usaha. 

Kementerian Sosial melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin  KUBE 
yang diarahkan kepada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah melalui 
1) peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE yang sebagian besar 
merupakan masyarakat miskin secara bersama dalam kelompok; 2) peningkatan 
pendapatan; 3) pengembangan usaha dan 4) pemberdayaan masyarakat miskin. 
Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 
memberikan bantuan berupa dana rangsangan kepada KUBE untuk pengembangan UEP 
dan pendampingan agar keberadaan KUBE tetap hidup tanpa mengalami penurunan 
atau pembubaran. Sehingga tujuan diharapkan kesejahteraan sosial anggota KUBE dapat 
terwujud. 

Program Kelompok Usaha Bersama mulai dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 
pada tahun 2009 melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang 
dianggarkan melalui Dana APBN. Pada Tahun 2010 KUBE mendapatkan bantuan 
langsung pemberdayaan dalam wadah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh Dinas 
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Sosial Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis terdapat 216 unit KUBE yang masih 
aktif yang berada di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bantan berjumlah 57 KUBE, 
Kecamatan Bukit Batu berjumlah 16 KUBE, Kecamatan Bandar Laksamana berjumlah 7 
KUBE, Kecamatan Mandau berjumlah 8 KUBE, Kecamatan Bathin Solapan berjumlah 32 
KUBE, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara berjumlah 32 KUBE dan Kecamatan Bengkalis 
berjumlah 64 KUBE. 

Dalam perjalanannya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di 
Kecamatan Bengkalis hingga saat ini berjumlah 83 unit dengan tahun berdirinya masing-
masing dan jenis usaha yang berbeda-beda. Dari jumlah KUBE tersebut terdapat 64 
KUBE yang masih aktif dan 19 KUBE yang sudah terhenti dan tidak berjalan lagi. 
Ketidakberhasilan KUBE tersebut tidak terlepas dari masalah internal KUBE itu sendiri, 
antara lain masalah keanggotaan kelompok, komitmen kelompok, tujuan kelompok, 
struktur organisasi kelompok, manajemen kelompok dan lain-lain. Memang terlihat 
adanya ketimpangan dalam pendekatan ini, dimana anggota masyarakat diupayakan 
untuk terhimpun dalam suatu wadah kelompok KUBE tetapi, kemampuan dan 
keterampilan anggota kelompok dalam hal manajerial kelompok masih terbatas, latar 
belakang pendidikan rendah, pengalaman dalam pengorganisasian kelompok terbatas, 
sekalipun mereka memiliki pengalaman individual yang lumayan. Tentu hal ini menjadi 
suatu problematik dalam kelompok tersebut. 

Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana program 
mengalami kendala dengan terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan 
program KUBE seperti melakukan pembekalan dan bimbingan kepada anggota KUBE 
sebagai penerima bantuan, pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendamping maupun 
anggaran untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Dari observasi yang dilakukan di Kecamatan Bengkalis, dalam pelaksanaannya 
masih terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah terhenti dan tidak 
berjalan lagi. Permasalahan yang terjadi saat ini antara lain: 1) belum terbangunnya 
jaringan lintas sektoral untuk pendampingan pemberdayaan KUBE pasca pembentukan. 
2) belum optimalnya pembentukan KUBE dengan sasaran keluarga miskin. 3) belum 
adanya pembiayaan berkelanjutan bagi peningkatan usaha KUBE.  
 
METODE 
1.  Jenis dan Desain Penelitian 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif 

kualitatif. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian 
dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus memusatkan diri 
pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Penelitian ini bersifat mendalam 
dan menusuk sasaran penelitian (Bungin,2011).  

 Metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan 
yaitu memperoleh pemahaman yang sebenarnya mengenai Implementasi Program 
Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompuk Usaha Bersama (KUBE) di 
Kecamatan Bengkalis. Pendekatan kualitatif ini juga dapat mengungkap secara 
komprehensif proses kebijakan publik (dari tahap awal hingga tahap akhir) 
bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melaluli Kelompuk 
Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis. 

2. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini berlangsung di wilayah Kecamatan Bengkalis khususnya dan 

Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena 
merupakan daerah yang memiliki garis kemiskinan yang tinggi.  

3. Informan Penelitian 
 Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai 

dengan sasaran penelitian yaitu pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 
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khususnya Di Bidang Sosial dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan. 
Secara spesifik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Plt. Kabid Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 
2) Kasi Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 
3) Staf Seksi Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 
4) Pendamping KUBE  
5) Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan yaitu masyarakat 

fakir miskin yang menjadi anggota KUBE. 
4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. adapun sumber data 
penelitian ini terdiri dari: 
1. Data Primer 
 Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terkait variabel 

penelitian. Data yang dimaksud adalah semua hal yang berkaitan dengan 
implementasi program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) di Kecamatan Bengkalis. 

2. Data Sekunder 
 Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan berhubungan dengan: 

a. Jenis-jenis Program Kerja KUBE 
b. Anggaran yang tersedia untuk KUBE 
c. Kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KUBE. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 

6. Analisa Data 
Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Milles dan Hubberman. 
Analisis ini menggunakan logika deduktif verifikatif. Yang digunakan dalam 
penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak 
dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan 
atas dasar “kejadian” (incidence) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan 
berlangsung. 

 
KESIMPULAN 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah 
yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisa 
selanjutnya merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan. 

Verifikasi dilakukan peneliti dengan menggunakan triangulasi data (teknik 
pengujian keabsahan data dilakukan dengan memeriksa kabsahan data yang diperoleh 
peneliti pada pihak-pihak lainnya yang dipercaya) untuk mendapatkan data yang falid 
dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dilapangan. 

Dengan demikian maka apabila ditemukan atau terdapat perbedaan keterangan 
antara informan yang memberikan informasi mengenai program pemberdayaam fakir 
miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis, maka peneliti 
akan kembali menanyakan perbedaan keterangan atau informasi tersebut kepada 
informan yang lainnya yang dianggap relevan guna memperoleh suatu kebenaran data. 
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Abstrak 

Pemerintahan pada hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada masa Pandemi 
COVID-19 untuk memutus rantai penyebaran kegiatan masyarakat dan pemerintahan dibatasi 
termasuk pelayanan di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi 
Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yaitu 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti 
dapatkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi PUSKESMAS Logas Tanah 
Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 
masih kurang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diukur melalui kualitas 
pelayanan yaitu, Kehandalan (reliability), Ketanggapan (responsiveness), Keadilan (assurance), 
Daya Tanggap (emphaty), dan Berwujud (tangible). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
tidak tercapainya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya 
Kesehatan Perseorangan (UKP) pada masa Pandemi COVID-19 disebabkan oleh faktor psikologi, 
sikap, komunikasi, dan sumber daya manusia. Semua itu menjadi faktor yang cukup mendasar 
yang belum terlihat dengan baik, dan bahkan karena pengaruh faktor-faktor ini mengakibatkan 
layanan tidak tercapai.  

Kata kunci: Pelayanan, TIK, Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 

 
PENDAHULUAN  

 Diera globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisien, kecepatan penyampaian informasi, 
keterjangkauan, dan transparansi. Dengan menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi atau disebut e-government dapat mewujudkan pemerintahan yang baik 
(good governance).  

Melalui e-government peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Menurut 
Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, 
mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta 
transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun manfaat e-government, yaitu 
pertama mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem online maka biaya 
administrasi dan sebagainya berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh 
mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik 
karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan 
partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi 
pemerintah. 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 
Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai 
pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk 
pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat.  

Pelayanan yang dilakukan pemerintah sering juga disebut sebagai pelayanan 
umum yaitu pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah 
ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 

mailto:lestariita355@gmail.com
mailto:jevialenmiswanto10@gmail.com
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memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang dapat 
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas bukan hanya instansi 
pemerintah-melainkan juga pihak swasta. Pelayanan umum yang dijalankan oleh 
instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta 
mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan umum oleh pihak swasta bermotif 
ekonomi, yakni mencari keuntungan.  

Peran Puskesmas perlu diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon sesuai 
dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun 
di sisi lain, Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan 
standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa 
pandemi ini berlangsung. Puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber 
daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, 
baik di level individu, keluarga dan masyarakat. 

Kejadian Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia saat 
ini telah berdampak pada berbagai sektor kesehatan maupun nonkesehatan. Masing-
masing negara menyikapinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka 
memutus mata rantai penularan dan mengurangi dampak yang terjadi. Kekuatan sistem 
kesehatan nasional kita pun saat ini diuji seiring dengan eskalasi kasus COVID-19 yang 
telah melanda seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 
garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat COVID-19. 
Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk 
menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya semakin penting perannya untuk 
penanggulangan COVID-19. 

Peran Puskesmas perlu diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon sesuai 
dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun 
di sisi lain, Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya 
kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi 
masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung. Upaya 
Kesehatan Perseorangan (UKP)  merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian 
kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan 
kesehatan perseorangan. 

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat (faster), 
lebih baik (better) dan lebih murah (cheaper), maka dibutuhkan bantuan teknologi 
informasi dan komunikasi yang memadai. Peran media internet merupakan entitas dari 
bentuk teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah agar berinteraksi secara 
langsung dengan masyarakatnya tanpa terkendala ruang dan waktu. Masa Pandemi 
Covid-19 saat ini sangat penting khususnya Puskesmas sebagai front line dalam 
melakukan prevensi, deteksi dan respon di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-
19. Hal ini merupakan bagian yang akan di lakukan bersama baik itu masyarakat dan 
tenaga medis agar dapat mengendalikan jumlah kasus. Puskesmas harus mampu 
mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien 
dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat. 
tetap berjalan dengan baik.  

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) pada masa 
pandemi COVID-19, Puskesmas mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Kesehatan 
Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pencegahan 
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Puskesmas menyampaikan 
informasi terkait pembatasan atau penundaan pelayanan UKP untuk mengurangi risiko 
penularan COVID-19. Informasi tersebut dapat disampaikan secara tertulis 
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menggunakan media cetak atau media komunikasi lainnya. Puskesmas juga dapat 
memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran daring sebagai bentuk 
pembatasan pelayanan.  

 Sebagai bentuk dari pemberian layanan dengan lebih cepat (faster), lebih baik 
(better) dan lebih murah (cheaper), maka dibutuhkan bantuan teknologi informasi dan 
komunikasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam e-government 
umumnya dipakai  untuk mengolah data, mencakup proses, mendapatkan, menyusun, 
menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi 
yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang 
digunakan demi kepentingan publik yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
keputusan. Peran media internet merupakan entitas dari bentuk teknologi informasi 
yang memungkinkan pemerintah agar berinteraksi secara langsung dengan 
masyarakatnya tanpa terkendala ruang dan waktu.  

PUSKESMAS Kecamatan Logas Tanah Darat dalam memberikan pelayanan pada 
Masa Pandemi Covid-19 memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran dalam 
jaringan (daring) sebagai pembatas pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan 
(UKP) melalui aplikasi Whatsapp. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu 
keterlambatan respon saat pendaftaran daring oleh petugas PUSKESMAS, masyarakat 
merasa kesulitan saat pendaftaran daring dalam pelayanan Upaya Kesehatan 
Perseorangan (UKP) karena masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki handphone.  
 
METODE 

Guna memudahkan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah 
sebagai instrument kunci. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan 
Perseorangan (UKP) di masa Pandemi COVID-19.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemanfaatan 

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata ’Manfaat’, yakni suatu 
penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan 
tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang 
berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat 
bermanfaat.  

Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu 
pemanfaatan, yaitu :  

1. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media massa. 
2. Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang 

berkepanjangan tentang selera media massa. 
  Dan jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti 

menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah 
menggunakan atau memakai teknologi sebagai media dalam menyampaikan informasi 
kepada publik. Dari pemanfaatan teknologi sebagai media dalam menyampaikan 
informasi kepada publik, diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan 
tentang prosedur pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) melalui aplikasi 
Whatsapp. 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang 
mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknis&action=edit&redlink=1
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TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi 
informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat 
bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah 
segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan 
mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi 
informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. 
Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala 
kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan 
informasi antar media. 

Menurut Hardiyansyah (2011) teknologi yang dapat digunakan untuk 
memberikan pelayanan publik adalah e-mail, WAN (Wide Area Network), internet, 
mobile computing (HP, laptop, PDA) dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk 
menyebarluaskan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam 18 berbagai 
bentuk. Penerapan teknologi dalam pemerintahan sudah mulai ditemui dalam proses 
melayani masyarakat. Penggunaan teknologi membantu masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Waktu yang lama dalam memperoleh 
pelayanan dikarenakan lamanya proses karena masyarakat harus datang ke suatu dinas 
dan masih menggunakan cara manual bisa dipercepat dengan adanya jaringan internet 
dimana masyarakat bisa mengakses pelayanan melalui website. Sedangkan menurut  
Wibawa (2014) Teknologi digunakan untuk mengolah data, mendapatkan, menyusun, 
menyimpan, menganalisis data guna mendapatkan informasi yang akurat, relevan dan 
tepat waktu. Selanjutnya informasi ini dapat disebarkan secara cepat dan luas melalui 
teknologi komunikasi berupa telepon, SMS, televisi dan internet, e-mail, situs, portal, 
blog dan video stream. 
 
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 

PUSKESMAS wajib berpartisipasi dalam penanggulangan becanda, wabah penyakit 
menular dan penyakit lain yang ditetapkan oleh tingkat nasional dan daerah serta dalam 
melaksanakan program prioritas pemerintah. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)  
merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.  

Tugas dan fungsi penanggung jawab UKP : 
1. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan perorangan (UKP) termasuk di 

dalamnya pelayanan rawat jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium.  
2. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKP. 
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan UKP sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.  
4. Menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan UKP. 
5. Menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium, 

dapur gizi dan laundry. 
6. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKP. 
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP  
8. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan UKP. 
9. Menerima pendelegasian wewenang dari kepala puskesmas. 
10. Melaksanakan tugas-tugas lain bidangnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas 

UKP meliputi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PUSKESMAS untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup 
upaya-upaya promosi kesehatan perorangan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat 
jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan 
terhadap perorangan. Pada Masa Pandemi Covid-19 pelayanan Upaya Kesehatan 
Perorangan (UKP) di PUSKESMAS Kecamatan Logas Tanah Darat dimodifikasi untuk 
mencegah penularan Covid-19, antara lain dengan menerapkan triase/skrining terhadap 
setiap pengunjung yang datang, mengubah alur pelayanan, menyediakan ruang 
pemeriksaan khusus ISPA, mengubah posisi tempat duduk pasien, saat pelayanan (jarak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media
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dengan petugas diperlebar), dan menggunakan sekat pembatas transparan antara 
petugas kesehatan dan pasien.  

Menurut Zeithaml dkk, indikator mengukur kualitas pelayanan publik dilihat dari 
lima dimensi, yaitu sebagai berikut:  
1. Kehandalan (reliability). Pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat 

sebagaimana ketentuan pelayanan prima, di masa Pandemi COVID-19 demi 
memutuskan rantai penularan wabah virus tersebut untuk dapat memanfaatkan 
teknologi untuk memenuhi kepentingan pelanggan/masyarakat. Tetapi, kenyataan 
sebagaiman hasil peneliti khususnya di pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan 
di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau belum 
menunjukan kehandalan dalam memanfaatkan teknologi sebagaimana yang 
diharapkan. Padahal, ketentuan dan aturan-aturan telah diketahui, tetapi dari hasil 
wawancara peneliti pemahaman pegawai yang melakukan pelayanan belum 
memahami dengan jelas peraturan yang di keluarkan untuk mengatur Upaya 
Pelayanan Perseorngan (UKP) di masa Pandemi COVID-19. 

2. Ketanggapan (responsiveness). Menunjukkan bahwa pegawai yang ada di 
PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tersebut 
tingkat ketanggapannya masih kurang. Hal ini bila dianalisis bahwa setiap pegawai 
belum memahami benar tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di masa 
Pandemi COVID-19 untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan.  

3. Keadilan (assurance). Kehadiran setiap pengunjung atau orang-orang yang 
berkunjung ke PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi 
Provinsi Riau, belum menunjukkan keyakinan yang penuh untuk dilayani dengan 
baik. Karena hal ini terkait dengan kurangnya pengetahuan pegawai dan 
masyarakat tentang menggunakan teknologi. Sehingga itu, peneliti merasa bahwa 
untuk menciptakan keyakinan maka setiap pegawai perlu memahami kondisi pihak 
yang dilayani, karena hal ini akan memberikan kesan yang baik dan tentu akan 
menimbulkan kepercayaan publik atas pelayanan yang diberikan 

4. Daya Tanggap (emphaty). Hasil interview menunjukkan bahwa kesan yang 
diterima oleh pengguna jasa layanan (masyarakat) merasa belum diperlakukan 
dengan sikap-sikap yang diinginkan oleh pengguna, dan menunjukkan bahwa 
pelayanan yang ada masih sifatnya biasa dan belum pada tahap memberikan 
kepuasan kepada pengguna jasa. Walaupun pelayanan dilakukan secara daring 
(dalam jaringan) melalui aplikasi Whatsapp masyarakat umumnya lebih memilih 
belum merasa nyaman dalam melakukan urusan-urusan pelayanan khususnya 
sikap empati yang ditunjukkan oleh pengguna jasa masih relatif kurang. Atas dasar 
tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa sikap empati bagi setiap pengguna jasa 
masih relatif kurang, karena sikap dan perilaku pelayan jasa belum menunjukkan 
sikap-sikap pelayanan yang profesional sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan 
aturan yang telah ditetapkan ole pemerintah di masa Pandemi COVID-19. 

5. Berwujud (tangible) Pelayanan yang diberikan oleh pegawai PUSKESMAS Logas 
Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi belum berjalan dengan baik, 
artinya wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada 
pengguna jasa layanan sudah baik, tetapi pegawai sendiri yang melakukan belum 
memahami benar fungsi tanggung jawab sebagai seorang pelayan.  

Peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di 
PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Psikologi pelayan. Yang dimaksudkan faktor psikologi ini adalah secara umum 

mencakup semua hal, akan tetapi peneliti lebih menekankan pada faktor 
kepribadian seseorang. Artinya bahwa kepribadian yang memahami tentang 
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eksistensi diri sebagai pelayan belum dipahami benar oleh pelayan. Dimana 
tanggungjawab sebagai seorang pelayan tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam 
konteks kasus penelitian ini, pegawai masih kurang memiliki kepribadian seperti 
yang dimaksudkan diatas, sehingga yang terjadi adalah ketidakpuasan pengguna 
jasa layanan terhadap kegiatan pelayanan yang ada. 

2. Sikap. Sikap prinsipnya melihat hal yang mendasar pada setiap individu seperti 
etika. Etika itu menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat menunjukkan 
pekerjaannya. Dalam konteks ini, peneliti menjadikan sebuah problem utama bila 
melihat para pelayan yang ada di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten 
Kuantan Singingi Provinsi Riau, karena pemahaman etika masih kurang, sehingga 
proses pelayanan yang terjadi hanya didasarkan pada prosedur dan petunjuk 
teknis, tetapi sikap dan perilaku belum ditunjukkan dengan baik, jelas kesan dan 
respon pengguna jasa kurang menerima dengan baik, sehingga itu terjadi pelayanan 
yang belum memberikan kepuasan. 

3. Komunikasi. Baik psikologi, sikap maupun komunikasi memiliki peran penting 
dalam kegiatan pelayanan. Semua ini menjadi aspek penentu apakah pelayanan itu 
bisa memberikan kesan baik maupun buruk. Kemampuan berkomunikasi pelayan 
yang ada di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi 
Riau masih relatif kurang. 

4. Sumber Daya Manusia. Peneliti menemukan bahwa masih kurangnya sumber daya 
manusia yang memadai di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan 
Singingi Provinsi Riau sehingga untuk memanfaatkan sistem Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) dalam bidang pelayanan belum terlaksana. 

 
KESIMPULAN 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan 
Perseorangan (UKP) di masa Pandemi COVID-19 pada PUSKESMAS Logas Tanah Darat 
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik. Sedangkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) disebabkan faktor 
psikologi, sikap, komunikasi, dan sumber daya manusia. 
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PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR  
DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kampar dalam penanggulangan Covid-19 dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Covid-19. Adapun konsep teori yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Menurut Kovner (dalam Trisnantoro 45:2005) dalam 
konteks good governance peran pemerintah di sektor kesehatan dengan indikator peran sebagai 
regulator, pemberian dana, dan pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 
dalam penanggulangan Covid-19 sudah cukup baik ditinjau dari 3 indikator peran pemerintah 
dibidang kesehatan dalam konteks good governance, namun disamping itu masih terdapatnya 
faktor penghambat dalam penanggulangan Covid-19 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 
dalam mematuhi protokol kesehatan atau 3M (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). 

Kata kunci:  Peran, Dinas Kesehatan, Covid-19 

  
PENDAHULUAN 

Pada tahu 2019 lalu dunia digemparkan dengan penyebaran wabah Covid-19 
(Corona Virus Disease) yang mana virus ini di temukan pertama kali di kota Wuhan, 
Tiongkok. Dari kejadian tersebut menyebabkan hampir seluruh negara terpapar hingga 
menyebabkan banyaknya jumlah korban jiwa yang berjatuhan. 

Hingga pada pertengahan tahun 2021 ini pandemi Covid-19 masih belum usai, 
bahkan di beberapa negara wabah ini semakin melonjak dan membuat angka kematian 
semakin meningkat. Dari pantauan situs Worldometers tercatat sebanyak 180.331.914 
orang diseluruh dunia telah terinfeksi virus Covid-19 (24/6/2021).  

Di Indonesia pelonjakan kasus virus Covid-19 itu sendiri menempatkan dirinya 
berada di peringkat ke 4 terbanyak di Asia. Menurut data dari situs covid19.go.id pada 
tanggal 24 Juni 2021 terkonfirmasi bahwa terdapat 2.053.995 jiwa yang berstatus positif 
Covid-19 dengan jumlah kematian sebanyak 55.949 jiwa. Tak terkecuali dengan provinsi 
Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi penyebaran wabah Covid-19 
terbesar di Indonesia dan bahkan dalam catatan data statistik pemerintahan Riau 
(corona.riau.go.id) pada tanggal 24 Juni 2021 tercatat sebanyak 68.759 orang yang telah 
terkonfirmasi positif. Hal ini meningkat sebanyak 295 orang dari hari sebelumnya 
dengan total kesembuhan sebanyak 63.958. 

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kampar 
juga menunjukkan mengenai perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19, bahwa 
Kabupaten Kampar tercatat menduduki posisi kedua tertinggi setelah kota Pekanbaru 
yaitu dengan jumlah kasus kumulatif sebanyak 4.834 orang yang terkonfirmasi. Hal ini 
dikarenakan letak geografis kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan kota 
Pekanbaru dibagian utara dan juga sebelah barat juga berbatasan langsung dengan 
provinsi Sumatera Barat. Sehingga secara tidak langsung kabupaten Kampar juga 
menjadi jalur perlintasan antar provinsi yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu 
penyebaran kasus Covid-19 dikarenakan jumlah populasi manusia yang cukup banyak 
yang melintasi jalur ini tanpa adanya pemeriksaan yang intensif terkait warga yang 
keluar masuk dari kabupaten Kampar ini. 

Oleh sebab itu, dikarenakan semakin melonjaknya pertumbuhan kasus Covid-19 
dikabupaten Kampar ini, maka diperlukan sesosok pelopor dan penggerak yang dapat 
menjadi sarana informasi, edukasi, dan resolusi bagi masyarakat yang membutuhkan. 

mailto:yenti.mamaulong@gmail.com
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Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar merupakan salah satu sosok yang harus menjadi 
elemen penting dalam penanggulangan kasus Covid-19 ini, di karenakan Dinas 
Kesehatan adalah salah satu wadah dari instansi pemerintahan yang menyediakan 
kebutuhan informasi dan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. 

Dalam hal praktisnya Dinas Kesehatan merupakan suatu institusi yang bergerak 
dalam hal pelayanan, pengawasan, dan penanggulangan dibidang kesehatan yang mana 
tugas, kewajiban, fungsi, kinerja, serta secara tidak langsung bertanggung jawab 
terhadap kesehatan masyarakat daerah tersebut.  

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 
Dalam Penanggulangan Covid-19”. 
 
METODE  

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 
(Raco, 2010) metode kualitatif memiliki beberapa sifat khasnya, yaitu penekanan pada 
lingkungan yang alamiah (naturalistic setfing), induktif (inductive), fleksibel (flexible), 
pengalaman langsung (direct experience), kedalaman (indepth), proses, menangkap arti 
(Verstehen), keseluruhan (wholeness), partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran 
(interpretation). Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, dimana data-
data yang didapatkan berupa peristiwa atau gejala yang dikumpulkan dalam bentuk foto, 
dokumen, atau lapangan pada saat penelitian (Sugioyono, 2016:11). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Covid-19  
1) Regulator 

Berikut beberapa kebijakan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam 
penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Kampar: 
a. Menghimbau Masyarakat Untuk Tetap Menjalankan Protokol Kesehatan  

Dalam hal ini Dinas Kesehatan juga berperan aktif dalam menghimbau masyarakat 
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini.  Adapun 
protokol kesehatan yang harus dijalankan yaitu dikenal dengan program 3M 
(Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan menjaga jarak). 
Dalam menghimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, Dinas 
Kesehatan melakukan beberapa inovasi terkait penginformasian melalui media 
sosial, media cetak, dan media elektronik. Adapun inovasi tersebut seperti 
pembuatan video kreatif yang dapat menarik dan mengajak masyarakat untuk 
melaksanakan 3 M tersebut. 
Selain hal tersebut, Dinas Kesehatan juga giat melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat seperti bekerja sama dengan puskesmas yang ada di kecamatan untuk 
melaksanakan sosialisasi keliling kampung dengan mobil menggunakan pengeras 
suara. Secara tidak langsung hal ini dapat menghindari kerumunan dan juga 
sekaligus dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Agar 
informasi yang diberikan tidak hilang begitu saja, Dinas Kesehatan juga 
menghimbau masyarakat melalui baliho atau spanduk yang di letakkan di tempat 
yang strategis, sehingga dapat dibaca oleh seluruh masyarakat. 

b. Membuat Posko Pemantauan dan Pengawasan Covid-19  
Penyebaran Covid-19 dapat dikatakan relatif cepat dan menuntut semua pihak 
untuk mengupayakan dalam rangka menghentikan penyebaran wabah tersebut.  
Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bekerja sama 
dengan pemerintah setempat untuk membuat posko pemantauan dan pengawasan 
Covid-19. Adapun pendirian beberapa posko tersebut hampir terdapat di seluruh 
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kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, berikut beberapa posko yang telah 
dibuat: 

1. Posko Batu Bersurat 
2. Posko Kuok 
3. Posko Bangkinang Kota 
4. Posko Bangkinang 
5. Posko Tapung 
6. Posko Tapung Hulu 
7. Posko Tapung Hilir 
8. Posko Siak Hulu 
9. Posko Kampar 
10. Posko Kampar Timur 
11. Posko Kampar Kiri Hilir 
12. Posko Kampar Kiri 

Dari 12 titik posko diatas merupakan gerbang pertama yang dapat dijadikan oleh 
masyarakat sebagai sarana informasi dan pengaduan terkait kasus Covid-19. Selain 
letak dari posko yang cukup strategis yang diletakkan di wilayah perbatasan antar 
kecamatan dan provinsi, posko tersebut juga berfungsi untuk mendata penduduk 
luar yang datang ke wilayah tersebut untuk di isolasi baik secara mandiri maupun di 
tempat isolasi yang telah disediakan selama 14 hari. 
 

2.  Pemberian Dana 
Wabah yang ditimbulkan Covid-19 ini mengharuskan setiap lapisan masyarakat 

baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam 
menanggulangi penyebaran virus tersebut. Tentunya akibat yang ditimbulkan oleh 
wabah ini salah satunya yaitu meningkatnya jumlah anggaran yang dibutuhkan, 
terutama di bidang kesehatan. 

Menurut Sekda Kabupaten Kampar memaparkan mengenai total kebutuhan 
anggaran yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 dapat menghabiskan anggaran 
sebanyak Rp. 72 miliar. Dalam hal ini dirincikan bahwa Rp. 19 miliar dari Dinas 
Kesehatan yang berguna untuk pembelian vitamin, alat-alat kesehatan, penyemprotan 
disinfektan, dan kebutuhan lainnya pada bidang kesehatan. (kominfosandi. kamparkab. 
go. id, 2020) 

Dari data tersebut dapat simpulkan bahwa kebutuhan anggaran dalam menangani 
wabah ini memerlukan anggaran yang cukup banyak, dan dapat dilihat juga bahwa 
peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga telah berpartisipasi aktif dalam 
mengucurkan dana yang tidak sedikit terkait penanganan Covid-19 ini. 
 
3. Pelaksana 

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berperan sebagai pelaksana 
dimana kegiatan atau upaya yang dilakukan ialah terkait dengan penyediaan sarana dan 
prasarana terkait fasilitas kesehatan di Kabupaten Kampar. Adapun fasilitas kesehatan 
tersebut dapat berupa rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya yang 
dapat dijadikan sebagai rujukan masyarakat setempat terkait permasalahan kesehatan 
yang dialami terutama masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh Covid-19. Berikut 
upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penyediaan 
sarana dan prasarana: 
a. Menyediakan Tempat Isolasi Bagi Warga yang Terkonfirmasi 

Dalam rangka penanggulangan Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 
merupakan satu-satunya institusi yang memiliki ruang isolasi khusus untuk pasien 
yang terkonfirmasi Covid-19. Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 
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juga dijadikan sebagai dinas percontohan oleh institusi di daerah lainnya dalam hal 
penanganan dan penanggulangan virus Covid-19 ini.  
Penyediaan ruang isolasi ini bertujuan untuk menampung warga yang sudah 
terkonfirmasi untuk dirawat dan diobati oleh tenaga medis setempat dan juga untuk 
meminimalisir terjadinya penyebaran virus ini di kalangan masyarakat. Adapun 
pasien yang dirawat di tempat ini merupakan golongan pasien yang terkonfirmasi 
gejala ringan dan OTG (Orang Tanpa Gejala), dalam masa perawatan ditempat ini 
semua pasien akan mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis, sedangkan jika 
ditemukan kondisi pasien yang memiliki gejala yang cukup berat maka akan di 
rujuk ke ruang rawatan pinere Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Berikut 
beberapa tempat isolasi pasien yang terkonfirmasi: 
1. Isolasi Stanum 
2. Isolasi PMI 
3. Isolasi Tapung 
4. Isolasi Batu Bersurat 
5. Isolasi Kampar Kiri Hilir 
6. Isolasi Kota Garo 

b. Mensiagakan Puskesmas Sebagai Tempat Vaksinasi 
Menurut data yang didapat dari situs Kominfo Kabupaten Kampar (30 Mei 2021), 
bahwa untuk menghindari laju penyebaran wabah Covid-19 ini maka perlu 
diadakannya vaksinasi masyarakat setempat pada 31 puskesmas yang telah 
disediakan, dan setiap harinya akan divaksin sekitar 100 orang, sehingga dari total 
yang ada maka jumlah masyarakat yang akan di vaksin perharinya berjumlah 3.100 
orang. 
Pengadaan vaksin ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh 
pada manusia sehingga penyebaran virus ini dapat di entas kan nantinya.  

2. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Covid-19 
Adapun faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam 
penanggulangan Covid-19 adalah sebagai berikut: 

 
Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi 3 M 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar secara giat telah mensosialisasikan mengenai 
konsep 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker) kepada masyarakat 
untuk mematuhi program tersebut. Namun kondisi dilapangan masih terdapat 
masyarakat yang acuh tak acuh akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang 
beranggapan bahwa virus ini tidak benar-benar ada, hal ini disebabkan karena pola pikir 
masyarakat awam yang masih belum terbuka terkait kasus pandemi ini. 

Sehingga hal ini menjadi penghambat bagi pihak terkait termasuk Dinas Kesehatan 
dalam menanggulangi virus Covid-19 dikarenakan kesadaran masyarakat yang minim 
akan dampak yang ditimbulkan jika tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah 
ditetapkan. 

Pentingnya kesadaran masyarakat akan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai 
masker merupakan suatu pondasi awal untuk memberantas atau mengurangi peredaran 
wabah Covid-19 ini di Kabupaten Kampar khususnya, dan umumnya di Indonesia. 
 
KESIMPULAN 
1. Berdasarkan pemaparan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Covid-19 sudah cukup 
baik jika ditinjau dari indikator teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 
menggunakan teori Kovner yang mana dalam indikator tersebut lebih menekankan 
pada regulator, pemberian dana, dan sebagai pelaksana. 
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2. Adapun yang menjadi faktor penghambat pada penelitian ini yaitu kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk mematuhi 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan 
Memakai Masker). 
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Abstrak  
Kesehatan sangat berperan penting dalam upaya pembangunan sebuah negara, berhasilnya 
pembangunan kesehatan menjadi acuan yang sangat berguna dalam rangka meningkatkan 
kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Berhasilnya pembangunan dalam hal pelayanan 
kesehatan harus diiringi dengan sarana prasarana pendukung lainnya yang kompatibel.  
Permasalahan yang terjadi pada Puskesmas Kota Pekanbaru yaitu masih kekurangan dari segi 
bahan logistik berupa obat-obatan dan juga bahan medis habis pakai. Dengan terjadinya hal 
tersebut menjadikan masyarakat banyak yang mengeluh kerena ingin mendapatkan pelayanan 
yang layak namun adanya keterbatasan logistik menjadikan pelayanan tidak dapat dijalankan 
dengan maksimal.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan 
dalam rangka menyediakan logistik bagi puskesmas di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan 
metode penelitian kualitatif guna memperoleh hasil yang yang akurat sesuai dengan 
permasalahan yang terjadi. Dengan menggunakan lembaga puskesmas penelitian ini menarik 
sebuah simpulan bahwa infrastruktur seperti gedung, alat tulis, dan kendaraan dinas sudah 
membaik, namun apabila ditinjau dari segi fasilitas masih belum maksimal dikarenakan sering 
terjadinya kehabisan bahan logistik seperti obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Terjadinya 
hal tersebut dipengaruhi oleh lambatnya pembayaran dana dan juga seringnya terjadi 
keterlambatan pengiriman material logistik kesehatan yang dilakukan pemerintah melalui 
instansi yang bergerak di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, yang mana harus berupaya 
meningkatkan pelayanan kepada warga sipil dalam hal pengadaan logistik pelayanan kesehatan 
supaya sistem layanan kesehatan yang ada menjadi handal dan berkualitas tinggi dalam melayani 
masyarakat. 

Kata Kunci:  peran, Puskesmas, logistik 

  
PENDAHULUAN 

Upaya meningkatkan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam rangka 
peningkatan kualitas dan mutu SDM untuk membuat sebuah kemajuan yang 
dikembangkan di bidang kesehatan secara menyeluruh. Upaya yang yang dilakukan oleh 
struktur dan organisasi haruslah optimal serta efisien, Puskesmas yang menjadi unit 
pelaksana Dinas Kesehatan memenuhi kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan 
tingkat dasar di wilayahnya masing-masing dalam hal layanan kesehatan sesuai dengan 
kapasitasnya yakni sebagai unit yang menitikberatkan kepada layanan kesehatan, 
penguatan keluarga dan masyarakat, dan memiliki peran yang esensial, sehingga wajib 
memberikan sebuah layanan kesehatan yang berkualitas dalam upaya menangani 
kebutuhan masyarakat dan diperolehnya kualitas pelayanan yang baik. 

Fungsi utama Puskesmas adalah membina kesehatan wilayah dalam arti luas yaitu 
menyehatkan wilayah kerjanya dan menyehatkan penduduk dalam wilayah tersebut. 
Untuk melaksanakan fungsi utama tersebut, Puskesmas melaksanakan tiga sub-fungsi 
sebagai berikut: 

1. Mengobati penduduk yang sakit secara perorangan yang disebut Upaya 
Kesehatan Perorangan (UKP) 

2. Mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan orang sakit 
yang disebut Upaya Kesehatan Masyarakat  

3. Melaksanakan fungsi manajemen untuk mendukung butir (1) dan (2). 
Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 

tahun 2014 terkait pusat kesehatan masyarakat menyatakan "bahwa masyarakat salah 

mailto:rina.gusti7816@grad.unri.ac.id
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satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting 
dalam sistem kesehatan nasional khususnya subsistem upaya kesehatan". Dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2014 tentang pusat 
kesehatan masyarakat Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ dinas kesehatan 
kabupaten/kota adalah satuan kerja pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di 
kabupaten/kota”. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe No 45 tahun 2014 tentang 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kesehatan pasal 
2 menyatakan bahwa dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah , di pimpin oleh 
kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati 
melalui sekretaris daerah . 

Dinas Kesehatan yang menjadi pelaksana urusan pemerintah daerah selaras 
dengan asas otonomi dan juga kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan di 
lingkungan daerah atau kabupaten kota harus mengerjakan fungsi penyelenggaraan 
urusan pemerintah serta pelayanan umum pada lingkup medis atau kesehatan di ruang 
lingkup kabupaten kota sebagai pelaksanaan dan pembinaan kerja dalam bidang 
layanan, usaha kesehatan masyarakat, serta sumber daya kesehatan lingkup kabupaten 
kota juga menjadi pelaksana fungsi yaitu dalam hal bidang kesehatan yang diberikan 
oleh Walikota dengan tugas pokok serta fungsinya sehingga Dinas kesehatan juga 
mampu menjadi andalan Puskesmas dalam hal penyediaan ketersediaan sarana dan 
prasarana fasilitas kebutuhan logistik dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh 
setiap puskesmas yang berada pada setiap wilayah agar terwujudnya pelayanan 
kesehatan dan pembangunan kesehatan yang kompatibel dan maksimal dan dapat 
menjangkau segala lapisan masyarakat. 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan 
masyarakat pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa “Pendirian puksesmas harus memenuhi 
persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, 
dan laboratorium” salah satu komponen penting di sebuah puskesmas dan juga pusat 
kesehatan masyarakat lainnya adalah ketersediaan alat kesehatan dan fasilitas 
penunjang yang memadai dan profesional. Inilah yang nantinya akan mensukseskan 
kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kesehatan masyarakat di lingkungannya . 

Berkaca pada apa yang terjadi pada Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru saat 
ini tentang kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
Puskesmas menjadi sebuah tolak ukur berhasil tidaknya sebuah pelayanan kesehatan 
yang ada pada Puskesmas tersebut hal ini terjadi disebabkan oleh minimnya atau kurang 
memadainya logistik kesehatan berupa obat-obatan, bahan habis pakai, dan kurangnya 
sistem gas medik. Masyarakat yang berkeinginan untuk memperoleh layanan yang layak 
namun masih terdapat beberapa yang merasa belum puas terhadap layanan yang ada 
disebabkan terbatasnya logistik kesehatan yang ada di puskesmas, Puskesmas dengan 
fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak mampu berbuat banyak dikarenakan 
seharusnya logistik harus selalu ada dan tersedia, dan hal tersebut merupakan faktor 
utama bagi layanan kesehatan masyarakat. Disebabkan hal tersebut tentunya 
berdampak kepada masyarakat untuk lebih memilih pergi ke apotek guna memperoleh 
obat dan mendapatkan pelayanan yang cepat dibandingkan di puskesmas.  Puskesmas 
sebagai Garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan mampu menjadi 
pengganti rumah sakit serta klinik kesehatan yang tentunya memiliki tanggung jawab 
terhadap kesehatan masyarakat, namun yang terjadi kebutuhan akan ketersediaan 
logistik di puskesmas Kota Pekanbaru masih belum memadai sehingga tidak akan ada 
yang dapat dilakukan oleh Puskesmas terhadap pasien dengan kasus yang harusnya 
mendapat penangganan pertama di puskesmas terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit 
umum daerah guna memperoleh penanganan yang lebih maksimal dan intensif. 

Instansi pemerintah yang bergerak pada bidang kesehatan khususnya Dinas 
Kesehatan harus tanggap dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dengan lebih 
memaksimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di kota Pekanbaru 



 

 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

 

Kerjasama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

203 

khususnya dalam memenuhi ketersediaan logistik dan peralatan kesehatan, dengan 
mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat secara profesional dan memperhatikan proses tahapan 
perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran dan penggunaan. Penggunaan 
dalam hal pengadaan logistik kesehatan bagi sipil. 

Adapun tahapan penyaluran logistik yaitu dengan cara Puskesmas menyampaikan 
rencana kebutuhan obat dan rencana alat kesehatan bahan medis habis pakai kepada 
Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota lalu Dinas Kesehatan lewat instalasi Farmasi 
Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan melakukan proses pembelian obat atau alat 
kesehatan kepada perusahaan besar farmasi (PBF) lewat mekanisme yang berlaku.  
Apabila obat-obatan tersebut sudah berada di gudang maka Puskesmas akan membuat 
surat perintah yang berisikan rencana kebutuhan obat yang diperlukan dan Puskesmas 
akan melakukan pembayaran belanja obat-obatan serta mengambil obat tersebut di 
gudang instalasi farmasi. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat yaitu dalam hal 
disalurkannya obat-obatan masih terjadi keterlambatan pengiriman dari gudang 
Farmasi ke dinas kesehatan hal ini membuat ketersediaan logistik yang ada di 
Puskesmas kurang mencukupi. Dinas Kesehatan harus selalu berkoordinasi dengan 
puskesmas supaya dapat menciptakan penyaluran kesehatan dan pelayanan yang baik 
dan optimal terhadap masyarakat, disebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat 
akan kesehatan menjadikan pemerintah semakin perlu untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan yang ada. Pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan kesehatan di 
berbagai lini sehingga pemerintah yakni selaku Dinas Kesehatan mampu menangani 
segala hambatan yang terjadi dalam hal penanganan layanan kesehatan yang ada di 
puskesmas dan menjadikan Puskesmas sebagai layanan kesehatan yang dapat dipercaya 
oleh masyarakat dan menciptakan instansi yang handal dan bermutu dalam melayani 
pasien pasiennya. 
 
METODE  

Penelitian ini berangkat dari sebuah rumusan masalah dan diselaraskan terhadap 
tujuan apa yang ingin diperoleh, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
kualitatif. Model penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan oleh peneliti dalam hal 
pengamatan dan penelitian sosial. Penelitian juga berfokus untuk mengetahui tentang 
bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam hal penyediaan logistik 
kesehatan pada obat-obatan, bahan habis pakai, dan sistem gas medik di Puskesmas 
Kota Pekanbaru. Fokus penelitian yang digunakan adalah teori Mustikasari 2007 (103) 
dengan melihat dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran, dan 
penggunaan. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta 
absah, dibutuhkan berbagai ragam informasi yang penting yakni melalui beberapa 
penelitian terdahulu serta jurnal yang dikumpulkan dari berbagai macam situs website 
yang ada di internet sehingga dapat ditemukan beberapa keterangan yang berkaitan 
dengan peran Dinas Kesehatan dalam pengadaan logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Pekanbaru yakni 
berupa pembangunan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pada bidang 
kesehatan instansi pemerintah yang berwenang dalam layanan kesehatan yaitu Dinas 
Kesehatan, instansi inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksana urusan 
pemerintahan dalam urusan bidang kesehatan, lalu Puskesmas yang menjadi unit 
pelaksana Teknis Daerah. Puskesmas merupakan ujung tombak utama yang yang 
bergerak melayani masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga upaya pemerintah 
dalam memberikan layanan kesehatan yang baik dan optimal telah menjadikan 
Puskesmas sebagai garda terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki 
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kesehatan yang baik dan memperoleh pelayanan yang maksimal. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilaksanakan peneliti menemukan beberapa peran Dinas Kesehatan dalam 
hal penyediaan logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru, dari hasil observasi dan studi 
pustaka berikut hasil penelitian yang peneliti dapatkan : 

1. Tahapan perencanaan dan penganggaran 
Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk merencanakan pemenuhan suatu 
kebutuhan yang dalam proses pelaksanaannya semua calon pemakai dan kemudian 
diajukan berdasarkan aturan yang berlaku di masing-masing organisasi atau instansi. 
Perencanaan pengadaan logistik kesehatan di kota Pekanbaru dapat dilihat dari : 

a. Penyusunan program kerja puskesmas 
Dari hasil studi pustaka yang peneliti lakukan bahwa dalam hal perencanaan 
penyusunan program kerja di Puskesmas bahwa pada awal tahun Puskesmas 
mengadakan sebuah perencanaan dan penyusunan program kerja dalam hal 
melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan pada akhir tahunnya 
Puskesmas melakukan evaluasi tentang bagaimana kinerja Puskesmas terhadap capaian 
program yang telah terlaksana ataupun belum terlaksana atau sementara sedang 
dilaksanakan, serta juga melihat beberapa permasalahan yang terjadi selama proses 
pelaksanaan program ataupun program yang sedang berjalan, salah satunya yaitu 
tentang masalah logistik kesehatan. 
Karena tidak tercapainya logistik kesehatan yang mendukung hal ini menimbulkan 
sebuah permasalahan sehingga tidak terlaksana dan berjalannya program dengan baik. 
Seharusnya dalam hal penyusunan program harus dijabarkan dan disesuaikan dengan 
baik, dapat dilihat juga dari laporan yang dilakukan pihak Puskesmas tidak sistematis 
menguraikan terhadap obat yang digunakan secara terperinci, serta potensi kebutuhan 
obat yang diinginkan masyarakat yang membuat proses penyusunan program ini harus 
dilaksanakan secara tersusun dengan meninjau tahapan penyusunan yang diselaraskan 
dengan waktu yang diberikan, kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan harus sesuai 
dalam keputusan Menteri Permenkes No 82 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis 
penggunaan alokasi khusus serta sarana dan prasarana penunjang untuk bidang sarpras 
kesehatan tahun anggaran 2016 pada pasal 3 ayat 2 huruf d tentang penyajian alat 
kesehatan di puskesmas atau logistik penggunaannya sesuai dengan pengklasifikasian 
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui APBN. 
Lalu pada pasal 7 ayat 1 Permenkes nomor 85 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam 
proses penyaluran dana kesehatan harus dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan 
skala setiap 3 bulan, dan hal ini belum mampu dilaksanakan oleh Puskesmas Kota 
Pekanbaru dengan baik. 

b. Penyusunan proposal serta mengajukan belanja logistik kesehatan 
Peneliti mendapatkan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Puskesmas diantaranya 
dalam hal melakukan rapat perencanaan Puskesmas dan pembentukan tim keuangan 
serta tim perencanaan. Fungsi dari tim keuangan yaitu sebagai pengatur pagu anggaran 
keuangan yang nantinya dipakai untuk berbelanja kebutuhan logistik, dan fungsi dari 
tim perencanaan yaitu sebagai penyusun proposal terkait pengajuan bahan logistik apa 
saja yang diperlukan oleh Puskesmas. Namun pengajuan proposal belanja logistik 
kesehatan yang diajukan oleh Puskesmas tidak dapat disetujui secara langsung oleh 
instansi terkait atau Dinas Kesehatan, tetapi dalam proses peninjauan nya akan 
dilakukan berapa revisi sehingga, akan dapat diajukan kembali untuk disesuaikan 
terhadap keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, hal ini tentunya membuat 
beberapa bahan logistik yang diajukan oleh Puskesmas akan dikurangi sesuai dengan 
kesanggupan Dinas Kesehatan. 
Berdasarkan data di atas menunjukkan sebuah permasalahan yaitu kekurangan logistik 
yang terdapat di Puskesmas juga dipengaruhi oleh kesanggupan dari Dinas Kesehatan 
dalam memenuhi logistik yang dibutuhkan oleh setiap Puskesmas sehingga logistik yang 
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seharusnya dibutuhkan Puskesmas seringkali tidak terpenuhi dengan sempurna, dengan 
hal tersebut maka pentingnya transparansi jumlah alokasi dana yang ada berdasarkan 
APBD maupun APBN karena sejauh ini transparansi pembelian kebutuhan anggaran di 
bidang kesehatan belum tersaji secara sistematis. 
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam hal pengajuan proposal yang 
dilakukan oleh Puskesmas yang diteruskan kepada Dinas Kesehatan kemudian Dinas 
Kesehatan akan melanjutkan kepada pemerintah terkait untuk menyetujui proposal 
prioritas kebutuhan logistik sesuai dengan anggaran yang telah disusun oleh Puskesmas 
dan dokumen perencanaan (RKA), peneliti masih menemukan beberapa permasalahan 
yaitu diantaranya bahwa proposal pengadaan logistik kesehatan yang diajukan oleh 
Puskesmas masih belum saling mengkonfirmasi antara berapa ketersediaan anggaran 
dan kebutuhan yang harus dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
pengalokasian berapa nilai anggaran yang ada lalu kurangnya evaluasi dan laporan 
pertanggungjawaban yang belum disajikan secara sistematis tentang penggunaan bahan 
logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru hal ini berdampak kepada pengadaan logistik dan 
menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah terkait untuk 
mensetujui proposal yang telah diajukan dan akan membutuhkan waktu yang yang lebih 
lama untuk merevisi kembali proposal yang diajukan supaya sesuai terhadap kebutuhan 
anggaran yang ada. 
Berdasarkan data yang yang telah disampaikan yakni Puskesmas Kota Pekanbaru pada 
umumnya membuat sebuah perencanaan pengadaan bahan logistik kesehatan guna 
menunjang kualitas pelayanan Puskesmas supaya pelayanan sesuai dengan prosedur 
dan untuk menunjang standar dalam pelayanan yang ada dan lebih meningkatkan 
layanan kepada masyarakat tapi sayangnya seringkali belum mampu melampirkan 
laporan pertanggungjawaban penggunaan logistik dengan baik. 
 

2. Tahapan pengadaan dan penyaluran 
Pengadaan merupakan sebuah kegiatan guna memperoleh jasa ataupun barang yang 
dibutuhkan secara efektif, transparan, dan efisien, selaras dengan kebutuhan dan 
keperluan dari penggunanya. Pengadaan ataupun penyimpanan logistik kesehatan di 
Puskesmas Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa tahapan diantaranya: 

a. Alokasi dana Puskesmas 
Dana menjadi salah satu poin utama demi terciptanya bermacam program serta layanan 
kesehatan di Puskesmas. Supaya terpenuhinya kebutuhan Puskesmas  dan ditingkatkan 
dengan pendanaan yang memadai pendanaan yang ada biasanya di dapatkan dari 
pemerintah maupun pihak swasta. Apabila membahas mengenai alokasi Dana 
Puskesmas, terdapat 3 alokasi dana yang akan diperoleh Puskesmas diantaranya yaitu 
yang pertama alokasi dana yang berasal dari pemerintah daerah (dana alokasi umum 
dan dana alokasi khusus), dana tersebut digunakan untuk biaya gaji, serta biaya kinerja 
pegawai. Yang kedua yaitu alokasi dana dari APBN atau dana pusat serta DAK non fisik, 
dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang kemudian difungsikan sebagai dana 
transportasi dan belanja barang habis pakai, seperti obat-obatan, peralatan medik, dan 
fasilitas-fasilitas medis lainnya. Serta yang ketiga yaitu BPJS yang dipergunakan untuk 
penerima kartu BPJS, atau dana tersebut berdasarkan jumlah peserta BPJS, kemudian 
dana dari BPJS ini akan dipergunakan sebagai dana kapitasi pada pasien rawat jalan, 
pasien rawat jalan yaitu pasien yang termasuk Peserta BPJS kesehatan dan dana non 
kapitasi pada pasien rawat inap alokasi dana Puskesmas digunakan untuk masyarakat 
yang tergolong sebagai pengguna BPJS 
Salah satu permasalahan yang biasa terjadi di daerah adalah lambatnya realisasi BOK 
(DAK non-fisik) dan dana kapitasi. Rata-rata dana DAK non-fisik baru terealisir pada 
bulan Mei-Juni. Hal ini karena pemerintah daerah menganggap DAK non-badan dan dana 
kepala sebagai bagian dari APBD. Oleh karena itu, dana DAK non fisik dan kapitasi hanya 
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dapat digunakan setelah RAB disetujui oleh DPRD. Keterlambatan realisasi 
mengakibatkan menumpuknya dana kepala di kas daerah. 
Dari uraian yang telah disampaikan terkait dengan alokasi dana Puskesmas peneliti 
menemukan beberapa masalah dalam hal pengalokasian dana tersebut bahwa seringnya 
terjadi keterlambatan dana, dan kurang transparan nya terkait jumlah anggaran yang 
ada dan model pembiayaan serta tata cara pencairan dana sering tidak menentu 
sehingga menyulitkan pihak Puskesmas dalam menjalankan program yang telah 
dicanangkan mengakibatkan program tidak terealisasi dengan baik dan menjadi 
hambatan dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
 

b. Penyaluran atau distribusi 
Penyaluran yaitu sebuah kegiatan ataupun usaha dalam mengatur pemindahan barang 
dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Penyaluran bahan logistik kesehatan telah menjadi 
tanggung jawab dari dinas kesehatan, penyaluran logistik dilakukan di semua wilayah 
kerja Dinas Kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 Puskesmas. Dinas 
Kesehatan akan menyalurkan bahan logistik kesehatan setiap 3 bulan sekali atau 1 
tahun sebanyak 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari setiap Puskesmas, 
namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk Puskesmas yang sudah tidak 
memiliki atau kehabisan bahan logistik (BMHP) Untuk mengajukan proposal kembali 
kepada Dinas Kesehatan. Pada dasarnya Dinas Kesehatan Akan mengirim barang logistik 
kepada Puskesmas namun ada pula sebaliknya, Puskesmas yang datang langsung ke 
dinas kesehatan. Apabila dilihat dari proses pendistribusian atau penyaluran bahan 
logistik kepada Puskesmas, Dinas Kesehatan senantiasa mendistribusikan bahan logistik 
sesuai dengan kebutuhan atau permintaan yang diajukan oleh Puskesmas namun 
penulis melihat saat ini bahwa masih terjadinya keterlambatan, dikarenakan manajemen 
penyaluran yang masih belum memiliki kejelasan data pada setiap tanggal berapa waktu 
penyaluran logistik akan disalurkan, hal ini berdampak terhadap penyaluran logistik 
yang tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan dan seringnya terjadi di kehabisan 
obat yang berimbas pada kualitas pelayanan yang ada di puskesmas. 
 

3. Tahapan penggunaan 
Pada tahapan ini penggunaan logistik yang berupa obat-obatan dan sarana-prasarana, 
prosesnya sesuai dengan kebijakan yang terdapat di Dinas Kesehatan. Yakni dalam 
proses pemanfaatannya harus sesuai dengan kapasitas yang telah diatur berupa 
prosedur dan langkah-langkah yang yang disahkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Logistik yang telah disiapkan dan disediakan Puskesmas telah sesuai dengan penyaluran 
yang diberikan oleh Dinas Kesehatan menurut alokasi anggaran yang ada. Tahap 
penggunaan logistik ini juga berasal dari apa yang diburuhkan oleh masyarakat atau 
pasien yang berada dalam tahapan perawatan. Pada saat Dinas Kesehatan telah 
menjalankan proses penyaluran logistik ke Puskesmas maka hal tersebut telah menjadi 
tanggung jawab dari pihak Puskesmas dalam hal mengatur dan memanfaatkan logistik 
tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan pasien dalam hal ini juga dibarengi dengan 
sarana prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas. Peneliti juga menemukan bahwa di 
Puskesmas Kota Pekanbaru bangunan ataupun gedung Puskesmas telah sesuai dengan 
standarisasi pelayanan.  
Yang menjadi sebuah permasalahan internal di Puskesmas yaitu dalam hal manajemen 
logistik bahwa logistik mempunyai fungsi yang sangat penting salah satunya yaitu dalam 
hal memastikan ketersediaan logistik yang ada agar lancarnya fungsi layanan kesehatan 
yang diberikan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah tahapan penggunaan logistik yang 
dijadikan sebuah pilar penyangga pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai pemberi 
layanan kesehatan kepada masyarakat. Bukti dari semua itu yakni permasalahan obat-
obatan dan perbekalan kesehatan yang menjadi komponen utama pada saat melakukan 
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layanan kesehatan yang pada umumnya terbengkalai dan belum tepat waktu dalam 
penyaluran nya yang berdampak kepada proses pelayanan kesehatan masyarakat sering 
menjadi terhambat. 
 
KESIMPULAN 
1. Tahapan perencanaan dan penganggaran logistik kesehatan Puskesmas telah 

direncanakan sejak awal oleh Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru dengan cara 
pembentukan 2 tim kerja yaitu tim keuangan serta tim perencanaan guna 
melaksanakan perencanaan atau penganggaran logistik kesehatan yang nantinya 
diajukan ke dinas kesehatan kota Pekanbaru. 

2. Pada tahapan pengadaan dan penyaluran logistik kesehatan, pemenuhan logistik 
kesehatan Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru memperoleh penyaluran dan 
pengadaan logistik dari pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan, 
disalurkan logistik kesehatan tersebut pada setiap 3 kali atau dalam waktu 1 tahun 
sebanyak 4 kali ke Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru, namun Puskesmas juga 
diperbolehkan untuk mengajukan penambahan dana ataupun logistik sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan. 

3. Tahap penggunaan logistik kesehatan selaras dengan manajemen ataupun prosedur 
pemanfaatan yang diatur berdasarkan kebijakan dari dinas kesehatan yang dapat 
dimanfaatkan berdasarkan keperluan masyarakat yang memerlukan pengobatan. 
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Abstrak 
BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna 
mengelola usaha, memanfaatkan aset, megembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan 
jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Dimana rata-rata BUMDes hanya menjalankan UED-SP sebagai 
unit usahanya. Beberapa inovasi yang dilakukan BUMDES di Kabupaten Bengkalis banyak yang 
tidak aktif lagi. BUMDes Kuala Alam telah melakukan inovasi dalam unit-unit usahanya. beberapa 
masalah yang dialami diantaranya masih kurangnya dana modal dari pemerintah desa Kuala 
Alam selama tahun 2020 dimana dari dana tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan PAD 
yang diharapkan. Permasalahan lain yang dihadapi BUMDes Kuala Alam dalam inovasi 
pengelolaan unit usaha dimana kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap BUMDES dalam 
menerapkan hal baru. Hal ini tidak luput juga dari peranan sumberdaya manusia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi dan kendalanya dalam inovasi BUMDes Kuala 
Alam dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan 

metode kualitatif.  

Kata Kunci: Inovasi, BUMDes, Perekonomian Desa 

 
PENDAHULUAN 

Pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana 
Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Tujuan BUMDes 
seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan 
perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 
ekonomi desa. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tetang Badan Usaha 
Milik Desa menyatakan BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 
megembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
desa. 

Kabupaten Bengkalis adalah merupakan induk dari tiga kabupaten yang baru 
(Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti) dan satu 
Kota yaitu Dumai di Provinsi Riau. Visi Kabupaten Bengkalis yaitu “terwujudnya 
Kabupaten Bengkalis yang bermarwah maju dan sejahtera”. Salah satu Misi Kabupaten 
Bengkalis “mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, SDA dan SDM yang 
efektif dalam memajukan perekonomian”. Beberapa program Kabupaten Bengkalis 
untuk memajukan ekonomi diataranya: 1) penguatan peran BUMDes dalam peningkatan 
potensi pendapatan asli desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, 2) 
Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha 
masayarakat dan, 3) membangunan kekuatan ekonomi masyarakat menghadapi resesi 
akibat krisis atau pandemi melalui penerapan teknologi dan inovasi baik dari aspek 
produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan dan transksi keuangan. 

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berjumlah 11 Kecamatan dengan jumlah desa 
sebanyak 136 Desa. Setiap desa memiliki 1 (satu) unit Usaha BUMDes. Keseluruhan 
BUMDes di Kabupaten Bengkalis masih tergolong aktif. Dari jumlah tersebut posisi 
BUMDes rata-rata masih pada posisi cluster BUMDes rintisan. Ciri BUMDes rintisan 
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ditandai dengan sistem manajemen masih secara tradisional, SDM yang masih terbatas 
serta pemasaran yang belum memadai. Dimana rata-rata BUMDes hanya menjalankan 
UED-SP sebagai unit usahanya. Beberapa inovasi yang dilakukan BUMDES di Kabupaten 
Bengkalis banyak yang tidak aktif lagi. Hanya beberap unit usaha inovatif yang bertahan. 

Desa Kuala Alam adalah desa yang terletak di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 
Desa ini didominasi oleh lahan kosong yang dapat memicu kebakaran saat musim 
kemarau tiba. Desa Kuala Alam, Bengkalis, Provinsi Riau memiliki berbagai macam 
potensi yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Potensi alam yang dimiliki desa 
Kuala Alam adalah lahan kosong seluas 400 hektar, lahar perkebunan 30 hektar dan 
lahan hutan mangrove dan sungai seluas 200 hektar. BUMDes “ Kuala Alam” merupakan 
salah satu BUMDes yang berada di Desa Kuala Alam Kecamaatan Bengkalis. BUMDes 
Kuala Alam yang dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 17 November 2015 
tentang pembentukan BUMDes kuala alam melalui perdes no 3 tahun 2015. Terdapat 11 
UMKM dan usaha perorangan yang menjadi binaan BUMDes yang berhasil diberikan 
pelatihan terkait pemasaran, proses produksi dan standarisasi produk sehingga dapat 
bersaing dengan produk lainnya. Adapun produk yang berhasil dibina BUMDes tersebut 
adalah usaha pembuatan kerajinan dan olahan makanan. 

Untuk mempertahankan dan mengembangakan suatu usaha dibutuhkan inovasi. 
Pentingnya inovasi dilakukan menurut  Keeh, Mai, & Ping (2007) yaitu:1. Perubahan 
teknologi yang sangat cepat seiring dengan adanya produk, proses dan layanan baru dari 
pesaing, 2) efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, 
3) konsumen semakin pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan, 4) mudahanya 
duplikasi ide, produk, dan jasa dikarenakan semakin terbukanya pasar dan teknologi, 5) 
Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar dan 
menciptakan posisi koroporat yang lebih baik. (Novanda dkk, 2019:73-74).  

Hasil penelitian Nursetiawan (2018) dalam mengungkapkan ada 3 (tiga) sektor 
yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi 
ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga 
hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan.  

Perlunya dukungan dari dinas terkait dalam mendukung usaha BUMDes. Dinas 
Ketahan Pangan telah memfasilitasi MOU kerja sama secara tertulis antara Bumdes 
Kuala Alam dengan Bulog yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari MOU tersebut Bumdesa 
Kuala Alam mendapatkan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan beras yang ada di 
Bulog, sehingga Bumdesa Kuala Alam bermitra dengan banyak kelompok pengrajin 
UMKM di dalam mengolah pangan lokal.  

Beberapa masalah yang dialami diantaranya masih kurangnya dana modal dari 
pemerintah desa Kuala Alam selama tahun 2020 dimana dari dana tersebut belum 
sepenuhnya mampu memberikan PAD yang diharapkan. Permasalahan lain yang 
dihadapi BUMDes Kuala Alam dalam inovasi pengelolaan unit usaha dimana 
kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap BUMDES dalam menerapkan hal baru. 
Hal ini tidak luput juga dari peranan sumberdaya manusia. Setiap unit memiliki 
tanggung jawab dan peranan masing-masing yang membutuhkan sumber daya manusia 
yang mampu mengelolanya. Keterbatasan sumberdaya manusia masih menjadi masalah 
utama dalam pengelolaan unit usaha. Masalah lain yaitu masalah birokrasi antara 
BUMDES dengan Pemerintah Daerah Kabuaten Bengkalis melalui unit yang dibentuk 
BUMDES Kuala Alam dalam membantu masyarakat mendapatkan Surat Izin Usaha ke 
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dalam upaya legalitas unit 
UMKM di Desa Kuala Alam, namun masih banyak izin yang belum diterbitkan oleh Dinas 
terkait. 
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A. KAJIAN PUSTAKA 
1. Teori Inovasi 

Schumpeter (1934) merupakan ahli yang pertama kali mengemukakan konsep 
inovasi. Menurut Schumpeter dalam Dewanto (3:2014) “inovasi didefinisikan sebagai 
kominasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikiran 
inovasi adalah kekuatan pendorong yang penting (crtical driving force) dalam 
petumbuhan ekonomi. Konsep inovasi Schumpeter melibatkan inovasi produk, inovasi 
proses, inovasi pasar, penggunaan bahan baku tersebut dengan cara-cara dan inovasi 
pada organisasi. 

Menurut Everett M. Rogers (2003) inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau 
objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang 
atau kelompok untuk diadopsi. 

Berbagai macam pemikiran tentang makna dan konsep inovasi yang dikemukakan  
oleh para pakar, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak lepas dari 
(Adianto,2020:27-28): 

1. Pengetahuan baru. Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi 
masyarakat dalam sebuah sisitem social tertentu. Pengetahuan baru yang 
muncul akan memberikan dampak perubahan social yang terjadi pada 
masyarakat dalam sistem social tertentu. 

2. Ide dan gagasan baru. Sebuah inovasi hadir sebagai pemikiran baru yang 
disampaikan oleh agen pembaharu kepada individu atau kelompok orang dalam 
suatu sistem sosial tertentu. Ide dan gagasan baru disebarkan oleh agen 
pembaharuan dalam upaya memberikan perubahan-perubahan dan mengatasi 
masalah yang dihadapi oleh individu dan kelompok orang dalam suatu sistem 
social tertentu. 

3. Cara baru. Sebuah inovasi hadir sebagai cara baru bagi individu atau sekelompok 
orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru 
ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku didalam 
lingkungan mayarakat dalam sistem sosial tertentu.  

4. Objek baru. Sebuah inovasi hadir sebagai objek baru bagi pengunanya, baik 
berwujud (tangible), maupun yang tidak berwujud (intangible). Objek baru yang 
muncul akan dijadikan fondisi bagi masyarakat untuk melakukan perubahan, 
baik secara sosial ataupun ekonomi. 

5. Teknologi baru. Sebuah inovasi hadir sebagai kemajuan teknologi baru. 
Kemajuan teknologi dilihat dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya 
dapat berlangsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut. 

6. Penemuan baru. Sebuah inovasi yang hadir sebagai penemuan baru. Sangat 
jarang ada kasus inovasi hadir sebagai kebetulan. Inovasi merupakan produk 
dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan 
kesengajaan. 

Rogers (1983) mengemukakan lima karakteristik inovasi (Adianto, 2020:107): 
1. Relative advantage atau keuntungan relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai 

keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. 
Keuntungan tidak hanya terbatas pada segi ekonomi saja, tetapi juga mencakup 
keuntungan bertambahnya pengetahuan, pemenuhan kebutuhan fisiologis, 
psikologis, maupun kebutuhan sosiologis. 

2. Compatibility atau kesesuaian. Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau 
kesesuaian denga inovasi yang digantinya. inovasi yang ditawarkan juga memilki 
kesesuaian denga kebutuhan masyarakat, pengalaman sebelumnya, serta nilai, 
norma, dan adat setempat. 

3. Complexity atau kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai 
tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi 
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sebelumnya. Inovasi baru yang mudah untuk dimengerti dan disampaikan, baik 
dalam arti mudahnya bagi komunikator maupun mudah untuk dipahami oleh 
komunikan, akan diadopsi leblih cepat. 

4. Trialability atau  kemungkinan di coba. Inovasi hanya dapat diterima apabila 
telah diuji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan 
dengan inovasi yang lama.  

5. Observability atau kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati 
dari segi cara kerjaya dan cara menghasilkan suatu yang lebihbaik. Hal itu karena 
suatu inovasi akan mudah diadopsi oleh individu apabila dapat dilihat dan 
idamati secara langsung oleh individu tersebut.  

Dalam model inovasi Rogers (2003) terdapat beberapa proses tahapan 
yaitu: 

1. Pengetahuan 
Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai 
inovasi. Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran 
komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun 
komunikasi interpersonal diantara masyarakat.hal ini diharapkan para calon 
adaptor mengetahui informasi yang lengkap terkait inovasi tersebut. 

2. Persuasi 
Pada tahap ini individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara 
detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat 
pemikiran calon pengguna/adaptor. Dalam tahap ini akan muncul rasa 
menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi, dimana rasa senang atau tidak 
senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti: (1) 
kelebihan inovasi, (2) tingkat keserasian, (3) kompleksitas, (4) dapat dicoba dan 
(5) dapat dilihat. 

3. Keputusan  
Setelah mengalami tahan persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak 
senang terhadap inovasi, calon pengadopsi inovasi akan mengali tahap 
pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini individu mengambil konsep 
inovasi dan menimbang keuntungan/kerugian dari menggunakan inovasi dan 
memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Ada dua 
macam penolakan inovasi, yakni: (a) penolakan aktif yaitu penolakan inovasi 
setelah melakukan melalui proses mempertimbangkan untuk menerima atau 
mencoba inovasi terlebih dahulu dan (b) penolakan pasif yakni penolakan 
inovasi tanpa pertimbangan sama sekali. 

4. Implementasi 
Pada tahap implentasi, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. 
Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari 
informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tahap ini merupakan tahap dimana 
pengadopsi akan mengambil keputusan untuk mengadopsinya terus menerus 
hingga menjadi sebuah rutinitas atau hanya diimplentasikan sementara waktu. 

5. Konfirmasi 
Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan 
terhadap keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian 
mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah 
melakukan evaluasi atau malah sebaliknya, yang awalnya menerima kemudian 
berhenti/menolak inovasi dengan alasan – alasan tertentu 
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Gambar 2.1 

Proses Keputusan Inovasi (Rogers 2003) 
 
 

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
 

BUMDes adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki 
oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan 
potensi desa (Sulaeman dkk :3). 

Secara garis Besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik 
(Putra,2019:51-50): 1) Komersil. Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka 
ruang lebih luas untuk masyarkat meingkatkan penghasilan dan juga membuka 
lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang  memilki potensi akan 
memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbaniasi. 2) Pelayanan Publik. 
BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus 
berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya 
dibidangn pelayanan sosial. 

 
3. Perekonomian Desa 

Pengertian Ekonomi Desa adalah berbagai macam aktivitas yang mengandung 
unsur ekonomi yang dapat dijadikan sebagai tumpuan perputaran perekonomian di 
wilayah desa. Dalam kajian aktivitas bukan saja sebatas pada profesi petani. Di 
sampaikan dalam buku Geografi Pedesaan sebuah Antologi yang di susun oleh suhardjo 
(2008) dalam Suleman (2020:8) dan ini dianggap sesuai dengan gambaran masyarakat 
pedesaan untuk saat sekarang ini.  

UU No. 06 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengertian Ekonomi Desa adalah 
seluruh kegiatan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan 
yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Kegiatan perekonomian pada 
masyarakat pedesaan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu aktivitas 
yang mengandung prinsip ekonomi bisa dikatakan berawal dari lingkup rumah tangga 
keluarga, dan dapat meluas hingga ke kalangan yang bukan keluarga seperti kalangan 
pemerintah, pedagang dan berbagai profesi lainnya (Suleman, 2020: 8). 

Kemajuan perekonomian pedesaan yang satu dengan perekonomian pedesaan 
yang lain sangat berhubungan, sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka 
memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat 
dilakukan sehingga dapat menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian di tiga desa 
penelitian. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan 
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program Alokasi Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana 
Desa Proporsional. Upaya ini sejalan dengan maksud dari program Alokasi Dan 

 Desa, yaitu memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDesa). Dengan 
demikian sumber APBDesa terdiri dari PADesa ditambah Alokasi Dana Desa, dan 
meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan 
masyarakat desa. Program Alokasi Dana Desa akan memberikan manfaat, sehingga desa 
dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu 
datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ar Royyan, Dkk, 
2018:87). 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis Inovasi 
Bumdes Kuala Alam Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan 
Bengkalis (Studi Di Desa Kuala Alam). Penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna 
dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. 
Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari. 
Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tesebut 
dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang 
dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang 
berdasarkan kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-
kasus tertentu. (Bungin. 2017:124). 

Dengan demikian sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data 
primer yang mendukung peleitian. teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 
teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif. 
Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan 
data. Diantaranya melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, peyajian data dan 
verfikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan. 
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Abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru 
khususnya pada Yayasan Pendidikan Islam X. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif 
kualitatif mengacu pada program vaksinasi di Yayasan Pendidikan Islam X. Data penelitian terdiri 
dari data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode 
observasi, diskusi terfokus dan wawancara, dan untuk data sekunder mengacu pada literatur 
buku, jurnal, dan internet. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan Peraturan Mentri 
Kesehatan No.84 Tahun 2020 tentang Program Vaksinasi, menjelaskan pada pasal 8 ayat 4 bahwa 
sasaran utama penyuntikan vaksin adalah beberapa kelompok prioritas, yaitu: tenaga kesehatan, 
tokoh masyarakat/pemuka agama,pelaku perekonomian strategis, guru dan tenaga pendidik, 
aparatur pemerintahan, masyarakat rentan dari aspek geospasial,sosial, dan ekonomi, dan 
masyarakatdan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan hal ini, berarti jelas bahwa tenaga pendidik 
Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru tergolong dalam kelompok prioritas penerima 
layanan vaksinasi. Adapun tujuan dari hal tersebut tentunya untuk membantu pemerintah dalam 
menyelesaikan pandemi Covid-19. Dukungan teori yang kuat dalam melaksanakan kebijakan, 
Vaksinasi dibutuhkan, untuk mwujudkan herd immunity dilingkungan masyarakat. Dengan 
demikian, dengan vaksinasi diharapkan angka penyebaran covid-19 dapat di tekan, dan kondisi 
sosial ekonomi kembali pulih, Implementasi kebijakan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 
secara umum didasarkan pada Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020. Namun, dalam proses 
implementasinya, bukan berarti harus ada paksaan atau intimidasi, karena menurut UU No.36 
Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.  

Kata kunci : vaksinasi, yayasan, implementasi. 
  
PENDAHULUAN 

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 
(Corona Virus Disease). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus 
Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan 
lugas dari pemerintah untuk menangulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri 
merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocronavirinae dalam 
keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales (Yunus & Rezki, 2020). Virus ini dapat 
menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang 
serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif 
perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah 
yang satu ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari 
masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun, dalam penelitian 
yang dilakukan oleh (Arum, 2020), Pemerintah Indonesia masih hanya melakukan 
penanganan berupa pembatasan sosial saja (social distancing). Padahal banyak kalangan 
yang menganggap bahwa lebih efektif menerapkan sistem karantina wilayah atau 
lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak menginfeksi lebih banyak 
orang (Nurhalimah, 2020), sedangkan pembatasan sosial masih rawan penyebarannya 
disebabkan banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti karena pada hakikatnya hal 
tersebut hanya sekadar imbauan dan tidak ada sanksi berat yang bisa membuat 
masyarakat patuh. Selaras dengan itu, penelitian dari (Telaumbanua, 2020) 
menyebutkan bahwa pemerintah dituntut untuk menangani ancaman nyata Covid-19. 
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Jawaban sementara pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah UndangUndang 
Nomor 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah 
pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown melainkan 
memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam PP 
Nomor 21 Tahun 2020 dan juga melakukan tindakan tes massal menggunakan alat rapid 
test yang jika seseorang dinyatakan hasil tesnya reaktif maka akan dilakukan swab test 
untuk memastikan orang tersebut positif atau negatif Covid-19. 

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 
dua kasus.9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 
1.528 kasus dan 136 kasus kematian.10 Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia 
sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.5,11 Per 30 Maret 
2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika 
Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah 
melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-
19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 
Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat 
mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. 

Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa berdasarkan sensus 
penduduk 2020. Menurut kementrian kesehatan pada 4 Juni 2021 tercatat secara 
nasional jumlah yang terinfeksi covid-19 adalah 1.840.000 jiwa dan sebanyak 51.095 
jiwa meninggal dunia. Data di Provinsi Riau sendiri total kasus hingga hari ini adalah 
61.502 kasus, dan Kota Pekanbaru berjumlah 27.372 jiwa diketahui terpapar covid-19. 
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru 983.356, maka 
persentasenya tergolong cukup banyak sebanyak 2,78% penduduk kota Pekanbaru 
positif Covid-19. Sehingga sebenarnya upaya yang harus dilakukan adalah 
diperlukannya vaksinasi COVID-19 yang merata di Kota Pekanbaru. Kondisi ini sangat 
mengkhawatirkan, karena ditakutkan, negara tidak mampu lagi menangani kasus pasien 
terutama dengan gejala parah, begitu pula halnya dengan di Pekanbaru. 

Apabila kondisi dan kenaikan kasus terus meningkat secara drastis, dikhawatirkan 
fasilitas kesehatan tidak lagi mampu menampung pasien. Maka sebab itu, berangkat dari 
kekhawatiran yang terus ada, ditemukanlah salah satu solusi, yaitu dengan membangun 
hard immunity masyarakat melalui program vaksinasi. Hal ini menuai pro-dan kontra 
dikalangan masyarakat, sebagian merasa senang dengan program ini, namun sebagian 
dari masyarakat sendiri merasa masih meragukan program vaksinasi tersebut, 
terkhususnya di Kota Pekanbaru. Pro dan kontra tersebut disinyalir karena perdebatan 
bahan baku yang digunakan dalam pembuatan vaksin aman atau tidak, halal atau tidak, 
serat banyaknya berita di media elektronik dan media sosial, yang memberitakan 
bagaimana efek samping dari penggunaan vaksin tersebut. Menyebarnya berita ini 
ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dengan cara menolak untuk di vaksin. 

Seperti yang telah diketahui, vaksin untuk Covid-19 sampai sejauh ini masih 
belum ditemukan. Para ilmuwan masih mencoba mengembangkan vaksin untuk virus 
yang satu ini. Amerika Serikat sedang mencoba meneliti vaksin yang berbasis RNA juga 
DNA, sedangkan negara Perancis mencoba melakukan modifikasi vaksin untuk penyakit 
campak sehingga bisa dipakai untuk menangani Covid-19. Vaksin dipastikan akan hadir 
tidak dalam waktu dekat-dekat ini, karena vaksin harus melewati serangkaian uji klinis 
agar terlihat daya kuratifnya (Mardhia et al., 2020). Sambil menunggu adanya vaksin dan 
jika mengacu pada prediksi dari Sarah Gilbert (Profesor Vaksinologi Oxford University), 
yang percaya 80 persen vaksin Covid-19 akan ditemukan pada bulan September 2020 
menurut yang dilansir oleh CNBC (2020). Pemerintah Indonesia selain mengadakan 
kegiatan Rapid Test di berbagai daerah, juga aktif memberlakukan tes Polymerase Chain 
Reaction (PCR), tes ini berupa pemeriksaaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening 
terhadap Covid-19. Bedanya dengan Rapid Test, tes PCR dilakukan dengan pengambilan 
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spesimen lendir, dahak, atau cairan pada nasofaring yang kemudian diteliti dengan cara 
mengubah RNA menjadi DNA sehingga alat PCR bisa memproses amplifikasi 
(perbanyakan materi genetik) sehingga mampu mendeteksi RNA virus corona, 
sedangkan Rapid Test dilakukan hanya dengan mengambil sedikit sampel darah untuk 
mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi tubuh untuk melawan Covid-19. 
Namun kalau soal sensitivitas, PCR masih unggul dibanding Rapid Test karena mungkin 
saja IgM dan IgG yang terbentuk itu karena adanya infeksi virus lain yang bukan Covid-
19, akan tetapi PCR membutuhkan waktu yang cukup lama dan metodologi di 
laboratorium yang rumit (Elvina, 2020; Long et al., 2020) 

Saat ini di Indonesia penanganan covid-19 memasuki situasi baru, termsuk di Kota 
Pekanbaru. Setelah selesai uji klinis terhadap vaksin covid-19. Program vaksinasi 
sebagai upaya menekan dan melawan penyebaran covid-19 di lingkungan masyarakat 
sudah dilakukan. Vaksin yang saat ini telah beredar dan disuntikkan ke sebagian 
masyarakat di Indonesia merupakan vaksin yang di peroleh melalui tiga perusahaan dari 
China, yaitu Cansino, G42/Sinopharm, dan SinoVac. 

Dilanjutkan dengan peraturan dari pemerintah melalui penetapan peraturan 
Menteri Kesehatan (PMK) No.84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi yang diatur 
dari tahap persiapan hingga pengimplementasian. Vaksinasi dilakukan bertujuan untuk 
menurunkan transmisi covid-19, mengurangi angka kesakitan hingga kematian yang 
disebabkan oleh corona virus, tercapainya herd immunity, hingga meminimalisir dampak 
sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh virus ini. Berdasarkan peraturan tersebut, 
diketahui sasaran pelaksaan vaksinasi ini ada 6 kelompok masyarakat, salah satunya 
adalah tenaga pendidik TK,SD,SMP,SMA sederajat hingga perguruan tinggi.  

Presiden  Joko  Widodo  dalam  pidatonya  di  sidang  umum  PBB  pada  23 
September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan 
(game changer) dalam upaya memerangi pandemi covid 19 (CNNIndonesia, 2020). Sikap 
optimisme kepala negara atas jalan yang akan ditempuh dalam memberantas 
penyebaran covid 19 yang tentu saja perlu dilihatbagaimana perwujudan kebijakan yang 
akan diambil nantinya.  Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang 
kurang lebih ditunggu  banyak  orang,  setelah  dilanda  pandemi  covid  19.  Virus  ini  
berhasil memaksa  setiap  orang  menahan  diri  dari  aktivitas sosial.  Virus  ini  juga  
berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian 
Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Gerth & Mills, 1958; 
Budiardjo,  2008).  Pemerintah  juga  mengatur  ketertiban  terhadap  masyarakat 
berdasarkan   sistem   hukum   yang   diselenggarakan   dan   karenanya   diberikan 
kekekuasaan memaksa (MacIver, 1926 dalam Budiardjo, 2008).  Meski   ada   kerangka   
pengamanan   diri   dan   orang   lain   yang   terus dikampanyekan, seperti menggunakan 
masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya,  tetapi  itu  bukan  dianggap  
solusi  untuk  menjalankan  aktivitas  sosial secara  bebas.  Dalam  persoalan  inilah  
Indonesia  bahkan  diprediksi  akan  menjadi sentrum  pandemi  covid  19  setelah  
Wuhan (Sari,  2020)sebagai  penilaian  atas kelambanan pemerintah didalam menangani 
penyebaran. 

Melihat tingginya kasus penyebaran covid-19 di lingkungan kita, masalah serius 
ini sudah saatnya untuk diatasi dengan kajian serius pula,upaya menangani hal ini 
adalah melalui vaksinasi massal, yang sudah diadakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru 
sejak beberapa minggu terakhir ini. Program vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemko 
Pekanbaru, menjadi bukti upaya pelayanan yang pemerintah berikan dalam melindungi 
masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020, meminta 
kepada segala lini masyarakat, termasuk pemangku kepentingan untuk mendukng dan 
mensukseskan program vaksinasi sebagai bentuk pelayanan kepada publik dalam 
menyikapi masalah ini. 
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Namun, meskipun demikian, diketahui bersama, bahwa hingga saat ini, 
masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru, masih meragukan vaksin dan program 
vaksinasi covid-19 sehingga hal ini dinilai menghambat program pemerintah dalam 
memulihkan kondisi pandemi covid-19. Hal ini juga terjadi pada tenaga pendidikan 
Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru, Secara struktur Yayasan Pendidikan 
Islam di Indonesia berada dibawah naungan Kementerian Agama. Maka, berdasarkan 
peraturan vaksinasi, pimpinan lembaga, insttansi, maupun pemuka masyarakat, 
memiliki wewenang untuk berupaya mengajak pegawai/karyawannya dalam program 
vaksinasi demi mewujudkan visi dan misi pemerintah.Dalam upaya 
pengimplementasian, berbagai instansi memiliki cara masing-masing, begitupun 
yayasan pendidikan islam X di Kota Pekanbaru. 

Model yang digunakan dalam pembahasan ini adalah model Mazmanian dan 
Sabatier (1986:268). Menurut model ini, ada 6 indikator utama dalam berkontribusi 
pada keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu : tujuan atau sasaran kebijakan 
yang jelas, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, Proses 
implementasi memiliki dasar hukum yang jelas, komitmen pada pelaksanaan kebijakan, 
dukungan stakeholder, stabilitas kondisi sosial,ekonomi,dan politik.  

Kebijakan yang dibuat, saat tidak sesuai dengan implementasinya, maka perlu 
dikaji ulang tentang kinerja sumberdaya manusia yang ada.   Sumber daya manusia 
(SDM) sebagai aspek terpenting di dalam sebuah organisasi, karena sumber daya 
manusia yang dalam teori 4M dikenal sebagai man adalah objek utama yang akan 
berinteraksi dengan komponen lainnya seperti materials, method, dan Mechanice. 

Menurut Snyder (1989) sumber daya yang paling berharga adalah manusia, agar 
dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sumber daya yang paling berharga ini harus 
mampu dikendalikan perilakunya sesuai yang di harapkan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan.  

Menurut Nawawi (2003:37) Sumber daya manusi memiliki dua pengertian dilihat 
dari dua sudut pandang yaitu makro dan mikro, secara makro sumber daya manusia 
diartikan sebagai seluruh warga negara atau penduduk di suatu wilayah yang telah 
mencapai usia kerja, meskipun mereka belum mendapatkan lapangan pekerjaan, 
sementara secara mikro sumber daya manusia diartikan sebagai seseorang yang 
tergabung didalam sebuah organisasi yang disebut sebagai karyawan, pegawai, atau 
tenaga kerja 

Fenomena yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di 
Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru adalah, adanya paksaan untuk mengikuti 
vaksinasi, yang di sertai dengan ancaman yang berupa di non-job kan dan di keluarkan 
dari aplikasi guru kemenag. Oleh karena itu, maka dalam penulisan karya tulis ini, 
penulis tertarik untuk membahas tentang implementasi kebijakan pelayanan publik 
dalam program vaksinasi di Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru. 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Moleong 
(2016:11) mendefinisikan metodologi pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 
Selain itu, beberapa yang dikumpulkan kemungkinan sebagai kunci atas apa yang sudah 
diteliti. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian 
diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataua 
menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono,2003:11), denganmenggunakan metode 
penelitian kualitatif. Lokasi yang dilakukan adalah di Yayasan Pendidikan Islam X di Kota 
Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer,dan data sekunder. Data 
diperoleh melalui informan yang merupakan tenaga pendidik di yayasan tersebut. 
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Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan berdasarkan filsafah 
postoitivisme, digunakan saat meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai 
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, dengan 
analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasilnya akan lebih menekankan pada 
pemahaman tentang makna, dan menggambarkan fenomena penelitian dari pada 
generalisasi (Sugiyono,2017;26) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.84 Tahun 2020 tentang Pelaksaan Vaksin 
merupakan salah satu bentuk kebijakan implementasi yang top-down, program tersebut 
tersentralisasi dari level pusat hingga kepada pemerintah daerah, dan dilanjutkan oleh 
level-level bawah hingga ke RT/RW. 

Berdasarkan indikator kebijakan pelayanan publik menurut Mazmanian dan 
Sabatier yang kemudian kita hubungkan dengan kenyataan fenomena yang di temukan, 
sebagai berikut : 
a.  Tujuan atau Sasaran Kebijakan yang Jelas 

Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan No.84 Tahun 2020 tentang Program 
Vaksinasi, menjelaskan pada pasal 8 ayat 4 bahwa sasaran utama penyuntikan 
vaksin adalah beberapa kelompok prioritas, yaitu: tenaga kesehatan, tokoh 
masyarakat/pemuka agama,pelaku perekonomian strategis, guru dan tenaga 
pendidik, aparatur pemerintahan, masyarakat rentan dari aspek geospasial,sosial, 
dan ekonomi, dan masyarakatdan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan hal ini, 
berarti jelas bahwa tenaga pendidik Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru 
tergolong dalam kelompok prioritas penerima layanan vaksinasi. Adapun tujuan 
dari hal tersebut tentunya untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan 
pandemi Covid-19. 

b. Dukungan teori yang kuat dalam melaksanakan kebijakan. 
Vaksinasi dibutuhkan, untuk mwujudkan herd immunity dilingkungan masyarakat. 
Dengan demikian, dengan vaksinasi diharapkan angka penyebaran covid-19 dapat 
di tekan, dan kondisi sosial ekonomi kembali pulih. 

c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas. 
Implementasi kebijakan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 secara umum 
didasarkan pada Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020. Namun, dalam proses 
implementasinya, bukan berarti harus ada paksaan atau intimidasi, karena menurut 
UU No.36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan 
bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya, dan Pasal 8 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang 
akan diterimanya dari tenaga kesehatan, selanjutnya Pasal 56 ayat 1 bahwa setiap 
orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan 
yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi 
mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Brdasarkan landasan hukum ini, 
seharusnya proses implementasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai 
dengan rencana seharusnya di persiapkan lebih baik lagi agar sesuai dengan hukum 
dan peraturan yang berlaku. Apabila hal ini terus dilakukan, maka yang akan terjadi 
adalah justru munculnya sikap apatis terhadap vaksinasi, selain hal tersebut, 
transparansi vaksinasi pun harus ditingkatkan, karena itu merupakan hak warga 
negara, untuk mengetahui obat berjenis apa yang telah dimasukkan ke tubuhnya. 

d. Komitmen pada pelaksanaan kebijakan  
Implemrntasi kebijakan publik, harus dilakukan dengan komitmen dan konsistensi 
pada yayasan pendidikan islam X di kota Pekanbaru  komitmen ini dilakukan oleh 
kementerian agama selaku pengawas dan pembina yayasan pendidikan islam di 
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Indonesia. Bedasarkan keterangan informan bahwa, terjadi ancaman dan intimidasi 
dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator pada 
pembahasan ini hampir seluruh aspek dinilai baik dan terpenuhi, namun pada proses 
implementasi yang dinilai kurang tepat dan melanggar hak dan kebebasan individu atas 
dirinya sendiri. Adapun saran yang dapat diberikan adalah dengan memberikan 
pemahaman secara mendalam tentang vaksinasi dan cara kerja vaksin kepada para 
tenaga pendidik dan masyarakat luas, agar nantinya muncu; kesadaran sendiri tentang 
pentingnya vaksin dan manfaat vaksin lebih besar dari pada dampak buruknya.  
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PENGARUH COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN 
MASYARAKAT TELUK KUANTAN KABUPATEN  

KUANTAN SINGINGI 
 

Bella Fitrianti 
Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau 

Email: bellafitrianti06@gmail.com 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut tentang permasalahan yang di alami 
masyarakat secara umun khususnya masyarakat Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi 
pada masa pandemi seperti saat ini. Peneliti juga ingin melihat bagaimana keadaan ekonomi 
masyarakat untuk bertahan/beradaptasi dengan keadaaan pandemi. Penelitian ini menemukan 
bahwa (1) Covid-19 ini telah berdampak ke suluruh dunia dan termasuk indonesia, yang mana 
Covid-19 ini telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia, 
baik kota besar maupun pelosok desa termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. (2) untuk 
mengatasi masalah perekonomian pada saat ini masyarakat melakukan penghematan penge-
luaran untuk menghemat keuangan yang ada dengan membeli keperluan seperlunya saja, baik 
diperoleh sendiri maupun bantuan pemerintah. 
 
Kata kunci: Covid-19, masalah ekonomi, solusi ekonomi 

 
PENDAHULUAN 

Virus corona (Covid-19) pertama kali ditemiakan di kota wuhan, china pada 
tanggal 30 desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke 
wilayah lain di china dan beberapa negara, termasuk Indonesia. Virus corona menyerang 
saluran pernafasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderitaan covid 19 
penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada 
saat batuk atau bersin. (Bustami, A. W. (2020)).Dengan merebaknya wabah Virus Corona 
pergerakan roda ekonomi makin hari makin melambat bahkan bukan lambat lagi dari 
hari ke hari terus mengalami kemunduran.Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari 
Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi selalu mengalami kenaikan 
jumlah pasien yang terkontaminasi dengan virus corona, dan tidak sedikit pula yang 
telah dinyatakan sembuh.Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan 
Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempermudah dan mempercepat penanganan 
covid-19 ini. 

Pembatasan tersebut meliputi meliburkan sekolah-sekolah, kampus- kampus, 
tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat/fasilitas umum, 
pembatasan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan 
lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya keramaian/ perkumpulan. Hal demikian itu 
dilakukan semata-mata bukan untuk membatasi ruang gerak dari berbagai yang 
berkepentingan, melainkan metode jitu dalam memutus rantai penyebaran covid-19 ini. 
Kebijakan tersebut meningkatkan resiko sektor industri menghadapi gangguan 
signifikan dari sisi rantai pasok, tenaga kerja, kesinambungan bisnis hingga arus kas 
usaha mereka.Dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi 
khususnya daerah Teluk Kuantan adalah jam malam dalam penerapannya. Pemerintah 
Kabupaten Kuantan Singingi memberlakukan jam malam serta pembatasan dalam 
proses jual beli yang biasanya tempat-tempat makan serta taman ramai dikunjungi, 
sekarang sudah dibatasi dan dikurangi jumlah orang yang bisa makan ditempat. setiap 
orang dilarang beraktivitas di luar rumah, termasuk aktivitas usaha/dagang/hiburan, 
ataupun aktivitas sosial lainnya, sejak pukul 21.00 sampai 04.00 WIB.  
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Karena jika dilakukan lockdown dapat secara langsung membahayakan orang-
orang di kondisi ekonomi menengah dan rendah mengalami penurunan pendapatan 
yang relatif rendah, karena kebanyakan dari mereka tidak dapat lagi menjual sebagai 
pedagang kaki lima seperti jus, pecel lele, siomay, pedagang bakso, dan pedagang kaki 
lima lainnya. Dengan keadaan pandemi seperti ini banyak pedagang yang kehilangan 
pendapatan secara langsung akibat lockdown. pemerintah harus siap untuk memberikan 
Bantuan Tunai (BLT) yang diberikan secara langsung kepada masyarakat selama masa 
pandemi. dengan adanya pandemi secara langsung mencegah kegiatan ekonomi mikro 
dan makro ekonomi. 
 
METODE  

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong 
(2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk 
memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam 
penelitian ini adalah fakta dilapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian 
yaitu masyarakat desa Tegalmlati kecamatan Petarukan. yang digunakan dalam 
penelitian ini deskriptif kualitatif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau 
kejadian-kejadian. Teknik Pengelolahan dan Analisis data Analisis data merupakan 
kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 
dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis 
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data tiap 
variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.untuk peneliti yang 
tidakmerumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metode analisis data yang 
penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data dikumpulkan 
kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk 
uraian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagian besar profesi penduduk di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 
yaitu petani dan pedagang. ketika adanya pandemi covid-19 banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui dan kebingungan karena penularan yang sangat cepat. Oleh karena itu 
dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan masyarakat di desa setempat menjadi 
panik dan takut karena pandemi covid-19 ini menyebabkan perekonomian masyarakat 
turun bahkan sampai tidak ada pemasukan. Oleh karena itu pandemi seperti membuat 
masyarakat menjadi kebingungan dengan adanya pandemi covid-19 yangberkepan-
jangan. oleh karena itu masyarakat banyak yang tidak mengikuti anjuran pemerintah 
untuk dirumah saja karena tidak ada pemasukan sama sekali membuat warga setempat 
kebingungan. keadaan yang seperti ini membuat para pekerja buruh terpuruk dengan 
kondisi perekonomiannya yang semakin hari berkurang antara pengeluaran dengan 
pemasukan sangat tidak sebanding. 

Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami bahwa “Penjualan menurun banget 
dek. Sebelum ada corona penghasilan saya dari berjualan bisa buat memenuhi 
kebutuhan keluarga, tapi semenjak ada corona perekonomian keluarga saya jadi susah, 
dan kadang saya malah rugi karena dagangan ngga laku”. Selain itu Narasumber juga 
banyak kebingungan karena dengan adanya jam malam pembeli sepi karena pada saat 
malam biasanya banyak masyarakt yang mencari makanan akan tetapi disaat pandemi 
dan jam malam pembeli semakin menipis tidak sebanding dengan pengeluaran sehingga 
membuat masyarakat kebingungan untuk mencari keuangan untuk memenuhi 
kebutuhan kehidupannya sehari. Seperti yang kita lakukan wawancara rata-rata 



 

 

ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 
Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

 

Kerjasama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI, Pekanbaru, 25 Agustus 2021 

223 

pedagang yang bukanya pada sore sampai malam seperti penjualan es kopi, pecel lele, 
martabak, gorengan, jus yang bukanya mulai sore sampai jam malam. Oleh karena 
itudengan adanya kegiatan jam malam membuat pedagang penghasilannya menurun 
karena tidak ada pemasukan sama sekali. 

Diakhir wawancara mereka juga menyampaikan keresahan terhadap nasib 
dagangannya jika pandemi ini belum usai. “Sampe sekarang masih khawatir, takut kalau 
dagangan saya sepi terus menerus apalagi kita ngga tau kan ya sampe kapan virus ini 
bakal selesai”. Dan untuk seorang petani pada masa pandemi seperti ini memang susah 
untuk mencari keungan “apalagi kita seorang petani yang mendapatkan uang setiap 
musim panen membuat kesusahan dan bingung karena harga padi saat panen itu 
menurun dan banyak hama sehingga pemasukan keuangan juga ikut menurun”. 
 
KESIMPULAN 

Akibat Covid-19 banyak masyarakat Teluk Kuantan yang profesinya rata-rata 
sebagai pedagang kebingungan karena tidak ada pemasukan dalam kehidupannya 
sehari-hari. Banyak masyarakat yang bingung mencariuang untuk memenuhi 
kehidupannya seharihari, oleh karena itu masyarakat harus mencari keuangan yang lain 
yang penting halal dan bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari-hari. Pandemi 
covid-19 menyebabkan masyarakat Teluk Kuantan bingung harus bertindak seperti apa 
karena pandemic ini berkepanjangan dan bingung untuk mencukupi kebutuhannya 
supaya tidak terlilit hutang hingga membuat masyarakat resah dan bingung tidak 
adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu banyak 
masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap dirumah saja karena 
pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. 
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COLLABORATIVE GOVERNANCE 
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA DUMAI 
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Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru 
Email: hastaningsihhabsari@gmail.com 

 
Abstrak 

Sebagai kota pesisir yang sedang berkembang di sektor industri, Kota Dumai juga sedang 
mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Perkembangan kegiatan industri yang 
dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk bisa dipastikan akan meningkatkan hasil 
buangan yang pada akhirnya akan menambah masalah pencemaran lingkungan khususnya 
pencemaran air. Pencemaran ini mempengaruhi kualitas sumber air baku untuk air bersih dan 
minum baik itu air permukaan (sungai dan danau) maupun air tanah. Padahal tidak dapat 
dipungkiri bahwa kualitas lingkungan yang sehat akan mendukung peningkatan kesehatan 
masyarakat dan juga produktifitas masyarakat. Dengan adanya beberapa kasus indikasi 
pencemaran air didukung oleh hasil analisa laboratorium yang menunjukkan indikasi 
tercemarnya beberapa air sungai di Kota Dumai maka pengendalian pencemaran air dianggap 
penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kolaborasi yang dilakukan pihak 
pemerintah Kota Dumai beserta stakeholdersnya dalam pengendalian pencemaran air di Kota 
Dumai. Dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, 
teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara 
purposive sampling dan dianalisa secara interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan 
teori Ansell dan Gash dapat disimpulkan bahwa collaborative governance dalam pengendalian 
pencemaran air di Kota Dumai belum dapat dilaksanakan secara baik, hal tersebut dikarenakan 
proses face to face, trust building, commitment to process dan shared understanding belum 
dilaksanakan secara rutin dan perlu dibentuk sebuah peraturan daerah sebagai alat legitimasi 
pelaksanaan kolaborasi pengendalian pencemaran air di Kota Dumai.  

 

Kata kunci: collaborative governance, pengendalian pencemaran air 
 
 
PENDAHULUAN 

Memiliki luas daratan 204.674 Ha dan wilayah perairan seluas 71.393 Ha, terletak 
pada posisi antara 101º 0’ 38” - 101º 43’ 33” Bujur Timur, 01º 26’ 50” - 02º 15’ 40” 
Lintang Utara, Kota Dumai berada di pesisir pantai timur Sumatera sesuai dengan letak 
geografisnya. Posisi Kota Dumai yang berada di wilayah pesisir menjadikannya sebagai 
salah satu kota yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan industri. Hal 
tersebut diwujudkan dengan dibangunnya beberapa Kawasan Industri yaitu Kawasan 
Industri Dumai Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, 
Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri Bukit Timah. Dengan dibangunnya 
kawasan industri di Kota Dumai maka banyak berdiri pabrik-pabrik yang bergerak di 
bidang tangki timbun, pengolahan minyak sawit dan turunannya, jasa penyediaan 
penginapan, rumah makan dan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pabrik. 

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan 
wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan 
komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang 
sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan barang atau jasa pelayanan dan 
kebutuhan lahan di masa yang akan datang. Keterkaitan antara kependudukan dengan 
limbah atau buangan sangat erat, dimana jumlah penduduk akan berbanding lurus 
dengan jumlah buangan yang dihasilkan. Jumlah penduduk di Kota Dumai secara umum 
mengalami pertambahan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai laju 
pertumbuhan penduduk selama tahun 2002 sampai dengan 2015 yang signifikan. 

mailto:hastaningsihhabsari@gmail.com
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Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Dumai 

Sumber: RPJMD Kota Dumai 2016-2021 
 

Pelaksanaan pengendalian pencemaran air di Kota Dumai perlu dilakukan secara 
berkesinambungan. Karenanya diperlukan dialog secara rutin antara stakeholders 
mengenai perencanaan program kegiatan maupun teknis pelaksanaannya. Sebagaimana 
disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Afdal Syamsir, ST, MT pada Senin, 7 Oktober 2019 
saat menerima kunjungan dari PT. Sinarmas terkait informasi izin limbah domestik 
bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu sebab minimnya dialog antara 
stakeholders dan sosialisasi program pengendalian pencemaran air di Kota Dumai. 
Belum terbentuknya Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang menjadi dasar 
pelaksanaan kolaborasi pengendalian pencemaran air juga menjadi salah satu faktor 
kolaborasi belum bisa dilaksanakan dengan baik, pihak Pemerintah Kota Dumai masih 
mengandalkan peraturan yang disahkan dari pemerintah pusat baik itu Peraturan 
Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Dumai secara general. 

Lemahnya dorongan dari masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam 
kolaborasi menjadi sebab terjadinya pencemaran air di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota 
Dumai yang drainasenya dipenuhi oleh sampah botol bekas minuman kemasan dan 
plastik bahkan kabel telekomunikasi milik Telkom dalam kondisi semrawut. Posisinya 
melintang di saluran air tersebut. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Dumai melakukan pembersihan saluran air dengan menggunakan satu unit 
alat berat untuk mengeruk sampah yang menumpuk didalam saluran air. Sejumlah 
petugas tampak membuka satu per satu penutup saluran air yang terbuat dari beton 
dengan bantuan linggis. Selain sampah didalam saluran tersebut juga banyak endapan, 
karenanya dilakukan pengerukan dalam rangka antisipasi mencegah terjadinya banjir, 
demikian tulis Fernando di media TribunDumai.com pada Selasa 6 November 2018. 

Informasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 
melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan indikasi 
pencemaran air di Kota Dumai diperkuat dengan hasil analisa laboratorium sampel air 
sungai pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yang menunjukkan beberapa parameter 
melebihi Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk 
kategori kelas air Kelas Dua, yaitu kelas air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 
mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 
sama dengan kegunaan tersebut. Parameter-parameter yang melebihi Baku Mutu 
tersebut antara lain BOD, COD dan Total Coli. 
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Salah satu contoh pencemaran air yang diakibatkan oleh aktifitas industri terjadi 
pada Jumat, 17 Januari 2020 dengan ditemukannya dugaan pencemaran lingkungan oleh 
PT. Eka Dura Indonesia yang membuang air sisa pencucian tangki truk Crude Palm Oil 
dan pemandian pekerja ke parit tanpa dikelola terlebih dahulu. Dari hasil investigasi 
lapangan ditemukan bahwa minyak hitam tersebut berasal dari pencucian tangki Crude 
Palm Oil tulis Abdul Razak di Media Antara. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 
dianggap belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air. Institusi 
pemerintah sebagai pemangku, pelaksana dan pengawas kebijakan terkesan tidak 
dianggap keberadaannya oleh para pelaku usaha dan menjadi powerless sehingga 
menghambat komunikasi yang pada akhirnya menimbulkan konflik.  

Pada kesempatan lain pada saat menangani kasus indikasi pencemaran tugas 
penyelidikan dan penyidikan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Provinsi Riau atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sumatera 
selaku perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Sumatera 
dikarenakan sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak 
memadai dan tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 
maupun Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini didukung oleh pernyataan dari 
Novita Listiyani dan Hasanuddin dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Pemerintah 
Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Pelabuhan 
Indonesia I Cabang Dumai Tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa lemahnya 
pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan salah satunya adalah 
kurangnya sumber daya manusia atau pejabat pengawas lingkungan disamping juga 
belum ada peraturan yang jelas mengenai pengendalian pencemaran air di Kota Dumai 
baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.  

Menurut Ansell dan Gash (2008) collaborative governance merupakan cara 
pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan 
diluar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam 
proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau 
melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Fokus collaborative 
governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memiliki orientasi 
besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai 
derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. Collaborative governance 
merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai 
stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan didalam sebuah forum 
dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk 
menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri.  

Collaborative governance dalam pengendalian pencemaran air adalah bagaimana 
pemerintah dapat mencapai tingkatan kolaborasi tertinggi dalam penerapan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan komitmen formal untuk bekerja secara 
kolektif antara pihak pemerintah dan non-pemerintah dengan cara yang berbeda, 
menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum dan aturan untuk kepentingan 
publik. Pemerintah sebagai pelayan publik dituntut untuk membagi kewenangannya 
kepada pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pelatihan dan ketegasan 
hukum kepada masyarakat dan swasta untuk menangani masalah pengendalian pencemaran air. 
Swasta berpengaruh besar dalam masalah ini karena swastalah yang sebenarnya memiliki 
kepentingan, tetapi kepentingan tersebut juga tidak lepas dari peningkatan perekonomian 
masyarakat, swasta juga harus bekerja sama dalam menangani masalah pengendalian 
pencemaran air baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Sedangkan masyarakat berpartisipasi 
dalam pelaksanaan kebijakan, tentu peranan ini tidak jauh dari kontrol perkembangan 
penanganan masalah tersebut, untuk itu hal terpenting dalam kolaborasi ini yaitu komunikasi 
antar stakeholders, karena jika komunikasi ini terjalin dengan baik maka jaringanpun akan ikut 
membaik, pada akhirnya semua permasalahan pengendalian pencemaran air akan teratasi. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

yang bersifat deskriptif. Yang mana akan dilakukan eksplorasi secara mendalam 
terhadap program, aktifitas dan proses kolaborasi dalam pengendalian pencemaran air 
di Kota Dumai. Dipilihnya Kota Dumai sebagai lokasi penelitian karena Kota Dumai 
merupakan kota industri yang sedang berkembang seiring dengan perkembangan 
jumlah penduduknya yang pada akhirnya akan berbanding lurus dengan besaran jumlah 
buangan yang menjadi potensi sumber pencemaran air. Informan dipilih menggunakan 
teknik purposive sampling karena informan dianggap memahami dan memiliki sangkut 
paut yang erat terhadap pengendalian pencemaran air di Kota Dumai. Untuk 
mendapatkan data penulis melakukan observasi deskriptif dan wawancara mendalam 
yang kemudian data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ansell dan Gash mendefiniskan collaborative governance sebagai sebuah strategi 

baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan 
berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Dari 
definisi tersebut ditekankan enam kriteria yaitu; (1) forum diinisisasi oleh institusi 
publik; (2) partisipan dalam forum harus mencakup aktor non-pemerintah; (3) 
partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar 
“berkonsultasi” dengan pihak pemerintah; (4) forum harus terorganisasi secara formal 
dan ada pertemuan secara rutin; (5) kebijakan yang diambil harus berdasarkan 
konsensus; dan (6) kolaborasi fokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. 
Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber 
daya secara bersama. 

Dari enam kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan ada empat dimensi utama 
yang disampaikan dalam teori model collaborative Ansell dan Gash (2008). Pertama, 
proses kolaborasi (collaborative process) sebagai inti dari collaborative governance. 
Kedua, terdapat tiga dimensi lainnya yang mempengaruhi yaitu kondisi awal (starting 
condition), desain kelembagaan (institutional design) dan kepemimpinan fasilitatif 
(facilitative leadership). Keempat dimensi tersebut dianalisis dan dilaksanakan sehingga 
diperoleh keluaran (outcome) collaborative governance yang didasarkan pada keputusan 
yang berorientasi konsensus dan bersifat formal.  

Definisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh (Astuti, 2020) bahwa 
collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manejemen dan 
perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara 
konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau 
instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan 
pubik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Dilanjutkan 
oleh Robertson dan Choi (2010) dalam Kumorotomo (2013) yang mendefinisikan 
collaborative governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap 
partisipan didalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap 
pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan 
aspirasinya dalam proses tersebut. 
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Gambar Kerangka Berfikir 

Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Dumai 
 

Dari kerangka berfikir penulis yang menyadur teori dari Ansell dan Gash dapat dijelaskan: 

1. Dialog tatap muka antara stakeholders, menurut informan dari Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Dumai bahwa dialog tatap muka antara stakeholders telah dilakukan pada 
saat pengajuan izin lingkungan. Yaitu pada kegiatan konsultasi publik pada saat 
sidang AMDAL. Dimana pihak pemerintah, swasta dan masyarakat duduk dalam 
suatu forum untuk membicarakan tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan serta 
dampak yang akan ditimbulkannya. Dari kegiatan tersebut nantinya akan disusun 
suatu kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk izin lingkungan yang berisi 
poin-poin kesamaan misi, visi, niat, target, tujuan dan arah yang jelas dalam 
mendefenisikan suatu pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air dan 
pengendalian dampak lingkungan pada umumnya; 

2. Rasa saling percaya antara stakeholders, membangun rasa saling percaya antara 
stakeholders dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air di Kota Dumai 
dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Proses itu telah dirintis sejak Pemerintah 
Kota Dumai resmi melaksanakan operasi roda pemerintahan yaitu pada tahun 1999. 
Melalui beberapa komitmen yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan baik 
jangka panjang dan menengah disertai dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; 

3. Terdapat pemahaman bersama antara stakeholders, dari proses membangun rasa 
saling percaya maka disepakati adanya komitmen antara stakeholders dalam rangka 
melaksanakan program pengendalian pencemaran air, hal ini dibuktikan dengan 
pelaksanaan proses ijin pengelolaan air limbah bagi perusahaan-perusahaan ataupun 
kegiatan yang menghasilkan buangan dimana hal tersebut dapat dikategorikan 
sebagai hasil sementara yang dicapai dari proses kolaborasi pengendalian 
pencemaran air di Kota Dumai.  

 

Aturan Normatif: 
1. UU No. 32/ 2009 
2. PP No.82/2001 
3. PermenLH No.01/2001 
4. PermenLH No.5/2014 
5. Permen LH No.68/2016 
6. Permen PU 

No.16/PRT/M/2008 
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KESIMPULAN 
Collaborative governance dalam pengendalian pencemaran air di Kota Dumai dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kolaborasi pengendalian pencemaran air di Kota Dumai telah dilaksanakan oleh 
pihak pemerintah dan non-pemerintah namun dirasakan belum maksimal 
dikarenakan proses yang dilaksanakan tidak berjalan secara kontinyu namun 
dilakukan hanya pada saat proses pengajuan izin lingkungan dan izin 
penyertanya; 

2. Dalam pelaksanaan kolaborasi masih ditemukan beberapa kendala diantaranya 
adalah keterbatasan anggaran dalam rangka sosialisasi program pengendalian 
pencemaran air serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten; 

3. Belum ada legitimasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan 
Walikota terkait pelaksanaan kolaborasi pengendalian pencemaran air yang 
dapat dijadikan dasar saran tindak bagi pihak pemerintah maupun non-
pemerintah. 
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PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DUMAI 
  

Erni Darlis, Meiga Wirson, Hendri  
Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru 

Email: ernidarlis112@gmail.com 
 

Abstrak 
Perubahan wajah Kota Dumai oleh faktor industrialisasi dan letaknya yang strategis dalam 
konstelasi wilayah mendorong terjadinya proses urbanisasi yang menyebabkan terjadinya 
pergeseran perkembangan permukiman dari permukiman kota nelayan menjadi permukiman 
kota industri. Percepatan pertumbuhan permukiman yang berlangsung secara sporadis melalui 
penguasaan lahan yang tidak terkendali serta pembangunan sarana prasarana kota yang tidak 
memadai, menimbulkan kesemrawutan (ketidakteraturan) pada perkembangan struktur ruang 
kota. Sebuah kota seharusnya mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau untuk 
ditingkatkan fungsi serta perannya bagi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial antar 
sesama warga, disamping menciptakan keseimbangan lingkungan wajah perkotaan. Mengingat 
pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan di 
perkotaaan dan telah adanya regulasi mengenai penyedian ruang terbuka hijau kemudian 
membuat pertanyaan muncul seberapa besar perhatian pemerintah Kota Dumai dalam mengatur 
penyediaan ruang terbuka hijau dan seperti apa pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau 
tersebut. Penelilitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi literatur 
yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi 
serta dianalisa secara interaktif. 

Kata kunci: ruang terbuka hijau 
 

PENDAHULUAN 
Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti 

pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain - lain. 
Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus 
bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju 
pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan. 

Meskipun pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf 
kesejahteraan, namun demikian setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak 
yang merugikan terhadap lingkungan. Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi 
penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi 
tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga 
lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir 
mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah. Kenyataan tersebut 
berdampak kepada sulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan yang bersih 
dan nyaman dan meningkatnya kebutuhan ruang publik sebagai sarana masyarakat 
melakukan interaksi maupun kegiatan sosial. 

Koordinator Kampanye dan Advokasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
(WALHI) Cut Nurhayati dalam wawancara dengan VOA Indonesia menyebutkan ruang 
terbuka hijau di sebagian kota di tanah air masih minim, mengingat kebanyakan 
kegiatan pembangunan di kota – kota yang ada di Indonesia direncanakan tanpa 
memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Lingkungan perkotaan hanya berkembang 
secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan 
perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi 
kawasan perkotaan. Kualitas ruang publik, terutama ruang terbuka hijau pada 30 tahun 
terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan (Media Hijau & Permukiman, 
2012). 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang berbentuk jalur atau area 
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

mailto:ernidarlis112@gmail.com
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baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa ruang terbuka hijau yang terdiri 
dari 20% ruang publik dan 10% privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka 
hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang 
digunakan untuk kepentingan masyarkat secara umum, contohnya taman kota, hutan 
kota, sabuk hijau (green belt), ruang terbuka di sekitar sungai, pemakaman dan rel 
kereta api. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik 
institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan 
terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau Gedung milik masyarakat 
atau swasta yang sengaja ditanami tumbuhan. Tujuan penyediaan ruang terbuka hijau 
antara lain untuk (1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (2) 
menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam 
dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan (3) 
meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan 
perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. 

Dengan adanya ruang terbuka hijau baik secara alami dan buatan diharapkan 
dapat menjalankan fungsinya sebagai (1) fungsi ekologis, antara lain paru-paru kota, 
pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia 
habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah serta penahan angina, (2) 
fungsi sosial budaya, antara lain menggambarkan ekspresi budaya lokal, media 
komunikasi dan tempat rekreasi warga, (3) fungsi ekonomi, antara lain sumber produk 
yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun dan sayur-mayur. Beberapa juga 
berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain, (4) 
fungsi estetika, antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota 
baik skala mikro (halaman rumah atau lingkungan permukiman) maupun makro 
(lansekap kota secara keseluruhan), menciptakan suasana serasi dan seimbang antara 
area terbangun dan tidak terbangun. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi 
utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentigan dan keberlanjutan kota 
seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis dan konservasi hayati. 

Menurut fungsi manfaat ruang terbuka hijau dibagi dalam kategori (1) manfaat 
langsung, dalam pengertian cepat dan bersifat tangible, yaitu membentuk keindahan dan 
kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, 
daun, bunga dan buah) dan (2) manfaat tidak langsung, berjangka panjang dan bersifat 
intangible, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemelihara kelangsungan sumber 
air tanah dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada 
(konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).  

Langkah-langkah strategis pemerintah Kota Dumai menuju ruang terbuka hijau 
30% diantaranya dengan menyusun rencana induk ruang terbuka hijau dan melegalisasi 
peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, menentukan daerah yang tidak boleh 
dibangun, menghijaukan bangunan dan menambah luasan ruang terbuka hijau baru. 
Selain itu meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan koridor hijau, 
mengakuisisi ruang terbuka hijau privat dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau 
kota. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur 
yang bersifat deskriptif. Peneliti akan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap 
program, aktifitas, literatur dan peraturan perundang-undangan terkait pengembangan 
ruang terbuka hijau di Kota Dumai. Dipilihnya Kota Dumai sebagai lokasi penelitian 
karena Kota Dumai merupakan kota industri yang sedang berkembang dengan potensi 
tata guna lahan yang beragam sehingga pengembangan ruang terbuka hijau menjadi 
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sangat penting dalam rangka menyeimbangkan fungsi ekologi Kota Dumai. Informan 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena informan dianggap memahami 
dan memiliki sangkut paut yang erat terhadap pengembangan ruang terbuka hijau di 
Kota Dumai. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi deskriptif dan 
wawancara mendalam yang kemudian data dianalisis secara interaktif melalui tahapan 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh 
Miles dan Huberman (1992). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi diantaranya ketidaktersediaan 
ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air. Walaupun pemerintah telah membuat 
peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan 
mengenai lingkungan, namun bila penduduk kota tidak dilibatkan dalam proses 
perencanaan dan pembangunan kotanya, tidak diberi kesempatan untuk bertindak 
secara aktif memberikan cap pribadi atau kelompok pada lingkungannya, tidak 
memperoleh peluang untuk membantu, menambah, merubah, menyempurnakan 
lingkungannya, akan kita dapatkan masyarakat kota yang apatis, acuh tak acuh dan 
mungkin agresif.  

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan perubahan positif sosial ekonomi 
yang tidak mengabaikan ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. 
Keberhasilannya memerlukan kebijakan yang tepat, perencanaan, pembelajaran dan 
viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui 
pemerintahan dan kegiatan dunia usahanya (Soemarwoto, 2004). Pembangunan 
berkelanjutan dielaborasi oleh Stren, While dan Whitney (1992) sebagai suatu 
interaksi antara tiga sistem: sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan 
sistem sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak terpancang pada lingkungan semata. 

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara 
perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap. Menurut Seels dan Richey dalam 
Alim Sumarno (2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau 
menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara 
khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut 
Tessmer dan Richey dalam Alim Sumarno (2012) menyatakan pengembangan 
memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas 
tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan 
untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Pada 
hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal 
yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab 
dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu 
dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai 
dengan bakat, keinginan serta kemampuan- kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa 
sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya 
martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri 
(Iskandar Wiryokusumo, 2011). 

Roger Trancik (1986) dalam bukunya ”Finding Lost Space” mengungkapkan 
bahwa menurut sifatnya ruang terbuka kota dapat dibagi menjadi (1) hard space, yaitu 
ruang terbuka yang secara prinsip dibatasi oleh dinding arsitektural dan biasanya 
sebagai kegiatan sosial. Ruang terbuka jenis ini tidak tertutup oleh massa bangunan 
namun tertutup oleh pengerasan seperti ubin, aspal, plesteran, paving stone, dan lain-
lain; (2) soft space, yaitu ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan alam. Pada 
setting kota, soft space berbentuk taman (park) dan kebun (garden) serta jalur hijau 
(greenways) yang dapat memberikan kesempatan untuk berelaksasi (santai). 
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Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan 
ruang terbuka hijau antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang 
nyaman, segar, indah, dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan 
perkotaan yang dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan 
yang berguna untuk kepentingan masyarakat.  

Dari hasil identifikasi dan observasi yang dilakukan ruang terbuka hijau di Kota 
Dumai terbagi menjadi: (1) ruang terbuka hijau wilayah, yaitu kawasan suaka 
margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit 
Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota 
Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 
30%, (2) ruang terbuka hijau perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di 
kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau perkotaan yang 
terdapat di kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf, (3) ruang terbuka hijau 
lingkungan perumahan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di setiap lingkungan 
perumahan, baik berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman 
atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan 
yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha, Kecamatan Dumai barat dengan 
luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai timur dengan luas lahan 27,76 Ha (Dokumen 
RPJMD Kota Dumai 2016-2021). 

Dalam pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Dumai pihak 
pemerintah masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 
dari pemerintah pusat. Hal ini sangat disayangkan mengingat pentingya peranan dan 
fungsi ruang terbuka hijau bagi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Hal 
ini menjadi catatan penting bagi pihak pemerintah Kota Dumai untuk dapat 
merencanakan dan menyusun peraturan-peraturan daerah terkait pengembangan ruang 
terbuka hijau di Kota Dumai. Demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan 
lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan ruang publik bagi masyarakatnya. 
 
KESIMPULAN 

Keberadaan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting mengingat Kota Dumai 
merupakan kota industri yang diiringi dengan laju pertumbuhan penduduknya. Luasan 
ruang terbuka hijau saat ini meskipun dianggap telah memenuhi ketentuan 30% 
luasannya dari total luas wilayah kota, masih dianggap perlu untuk melakukan pengem-
bangan. Hal tersebut dalam rangka mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan dari 
kegiatan industri yang ada di wilayah Kota Dumai berupa pencemaran udara dan suara. 
Faktor legalitas berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota penting untuk 
disusun sebagai bentuk keseriusan pihak pemerintah dalam pengembangan ruang 
terbuka hijau di wilayahnya. Disamping juga faktor anggaran untuk penyediaan sarana 
dan prasarana ruang terbuka hijau yang perlu untuk ditingkatkan.  
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PRAKATA 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah_Nya prosiding 

ini dapat diterbitkan pada waktu yang sudah ditentukan. Prosiding ini berasal dari 
Seminar Nasional bertema Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis 
Masyarakat yang diselenggarakan atas kerjasama Program Studi Administrasi Publik 
FISIP UNRI, Laboratorium FISIP UNRI, dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. 
Kegiatan seminar ini diadakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 yang berlangsung 
secara daring. 

Tata kelola ekosistem gambut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2014 junto Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut. Hal tersebut menjadi dasar bagi PT. Pertamina RU II 
Sungai Pakning dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang 
sekaligus menjadi program tata kelola lahan gambut di wilayah Sungai Pakning, 
Kabupaten Bengkalis. Program tersebut tergabung dalam Corporate Social Respon-
sibilty (CSR) PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.  

Berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut diantaranya pertanian 
nanas terpadu, mitigasi karhutka berbasis MPA, arboretum gambut, sekolah cinta 
gambut, posyandu SEHATI, budidaya ikan nila salin, revitalisasi dan konservasi 
kawasan mangrove dan budidaya madu hutan gambut. Ke delapan program CSR 
diharapkan dapat memberdayakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 
secara lebih optimal, khususnya dalam hal pengelolaan lahan gambut. 

Berbagai program CSR yang telah dijalankan tentunya harus mendapatkan 
feedback dari berbagai pihak, salah satunya dari kalangan akademisi. Perlunya berbagai 
riset dilakukan guna sebagai bahan evaluasi serta perbaikan program kedepannya. Oleh 
karena itu, diadakan seminar nasional yang berfokus pada tata kelola ekosistem gambut 
berbasis masyarakat.  

Adapun yang menjadi sub topik riset yang akan diseminarkan adalah: 
1. Pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan gambut 
2. Pelestarian dan perlindungan biodiversitas ekosistem gambut 
3. Penguatan kohesi sosial masyarakat di Desa gambut 
Seminar nasional yang dilakukan bertujuan agar menghasilkan riset-riset yang 

berkualitas tentang tata kelola lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Riset terpilih akan 
mendapat hibah pendanaan dari PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. Dengan adanya 
kerjasama yang dilakukan korporasi dan akademisi diharapkan akan menghasilkan 
kebaharuan dalam tata kelola lahan gambut berkelanjutan. 

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 
terselenggaranya kegiatan dimaksud sampai dengan terbitnya prosiding ini ke tangan 
pembaca sekalian.   

 
Pekanbaru,  September 2021 
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